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ABSTRAK

Nama : Justin Nurdiansyah
Program Studi > llmu Hukum
Judul : Keberlakuan Rezim Perjanjian Non-Proliferé&enjata

Nuklir 1968 Terkait Dengan Perkembangan Transfer
Teknologi dan Material Nuklir

Semenjak lahirnya teknologi nuklir serta terungkapikeuntungan yang dapat
diperoleh dari penggunaan tenaga atom, negaraanégaelurun dunia memulai
era baru guna memperoleh kemampuan mengembangkdin Kekhawatiran
atas penggunaan teknologi nuklir secara negatifikutitjuan militer senantiasa
mengancam keberadaan serta keamanan umat manusgdudih dunia. Guna
memberikan keseimbangan atas situasi tersebut megara-negara di dunia
dengan kedudukannya sebagai masyarakat internasimeanbentuk suatu
konsensus atas adanya sistem serta perangkat rperatang berfungsi untuk
menggalakkan penggunaan teknologi nuklir untukamjuamai sekaligus juga
menjamin adanya kepastian atas perlucutan sertarapglan produksi dan
penyebaran senjata nuklir secara bertahap dandtensiSkripsi ini secara khusus
membahas mengenai Perjanjian Non-Proliferasi Seijaklir 1968 (NPT) yang
pada hakekatnya dibentuk untuk mencegah penyebartmproduksi dari senjata
nuklir sekaligus mendukung adanya transfer damaedgi nuklir untuk tujuan
damai namun sarat dengan beberapa kekuranganitiReniel adalah penelitian
hukum dengan metode pendekatan yuridis normatifg yearsifat deskriptif
preskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan rkelean dari NPT yang
terdapat dalam pengaturan pasal-pasalnya, tertelihit dengan perkembangan
transfer teknologi dan material nuklir, disertaingan tujuan lainnya yakni
memberikan jalan keluar atau saran untuk mengptasiasalahan tersebut. Hasil
penelitian dari skripsi ini menyimpulkan bahwa sdigskriminatif dari NPT yang
berdampak kepada tidak hadirnya hakekat univemsalNPT serta kurangnya
komitmen dan konsistensi negara-negara pesertakNéSusnyaNuclear Weapon
States(NWS) terkait dengan kewajibannya sebagaimana rdéatdalam Pasal IV
dan VI NPT menjadi salah satu kekurangan utamamje ini.

Kata Kunci:

Senjata Nuklir, Non-Proliferasi, Transfer Teknolagin Material NuklirNuclear
Weapon Statg@NWS), Non-Nuclear Weapon Stat@$NWS)
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ABSTRACT

Name - Justin Nurdiansyah
Study Program : Law
Title : The Enforceability of the Treaty on the NBroliferation

of Nuclear Weapons 1968 in relation with the Depetent
of the Transfer of Material and Nuclear Technology

Since the dawn of nuclear discovery and the reieeladif the benefits of the atom,
countries have attempted to acquire nuclear capebil However, the military
misuse or abuse of the atom has always posed at tréhe existence and safety
of humanity. In order to balance the situation, riaes as the international
community sought to establish a system to encourhge use of nuclear
technology for peaceful purposes while simultanBousnsuring the non-
proliferation of nuclear weapons. This thesis djeally addresses some
deficiencies of the Treaty on the Non-Proliferatioh Nuclear Weapons 1968
(NPT) which is essentially formed to prevent theegd and the production of
nuclear weapons and to support the transfer ofeaundiechnology for peaceful
purposes. This research is a legal study with ntoweguridical approach and
descriptive prescriptive analysis which aim is Hastrate the weakness of the
articles of the NPT, especially related to the dmwament of the transfer of
material and nuclear technology, along with theusohs or suggestions of the
issues. The result of this thesis concludes thatdiscriminatory nature of the
NPT which has an impact on the universality of &&T, the lack of commitment
and consistency of the participating countriestipalarly the Nuclear Weapon
States (NWS), regarding their obligations set farthArticle IV and VI of the
NPT became the major deficiency of this Treaty.

Keywords:
Nuclear Weapons, Non-Proliferation, Transfer of &f@l and Nuclear
Technology, Nuclear Weapon States (NWS), Non-Nuclééeapon States
(NNWS)
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BAB 1
PENDAHULUAN

11. LATARBELAKANG

Semenjak lahirnya teknologi nuklir serta terungkagpkeuntungan yang
dapat diperoleh dari penggunaan tenaga atom, neggea di seluruh dunia
memulai era baru guna memperoleh kemampuan mengefdra nuklirt
Namun, selayaknya dua sisi koin mata uang, tekmaloglir juga menyimpan
potensi yang saling bertolak belakang pemanfaatansghingga tergantung
pemiliknya untuk menentukan hendak diarahkan keaneaergi tersebut. Di satu
sisi, teknologi nuklir ini mampu menjadi sumber egesubstitusi yang amat
esensial di masa yang akan datang, terlebih meddratikin menipisnya persedian
energi fosil di dunia. Namun, di sisi lain nukliremiliki potensi sebagai senjata
penghancur dengan kekuatan yang mahadahsyat. Kedersi ini telah menjadi
Isu yang sangat klasik di mata masyarakat inteonasi

Kekhawatiran atas penggunaan teknologi nuklir secaegatif untuk
tujuan militer akan senantiasa mengancam keberadaga keamanan umat
manusia di seluruh dunia. Berawal dari pemblokjedur transfer material nuklir
di Eropa oleh Hitler, pada tanggal 2 Agustus 198&a ilmuwan yakni Leo
Szilard, Fermi serta Albert Einstein membuat seeta mengirimkannya kepada
Presiden Amerika Serikat ketika itu F. D. Roosewatis dasar kekhawatiran
mereka terkait dengan pengembangan bom atom olehad® Surat yang
kemudian dikenal dengan sebutairistein Lettet® tersebut mendapat respon
dari Roosevelt yang kemudian menunjuk sebdhisory Committee on Uranium
dan subkomitenya yakrilational Defense Research Commit{iDRC) pada

! Namira NegmTransfer of Nuclear Technology under Internatiohalv, (Leiden and
Boston:Martinus Nijhoff Publishers, 2009), him. 41.

2 Erik Koppe,The Use of Nuclear Weapons and the ProtectioneEttivironment during
International Armed Conflic{Oregon: Hart Publishing, 2008), him. 20.

% Ibid.
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bulan Juni 1944.Di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Groves dde Army
Corps of Engineerproyek ini memusatkan perhatian pada tujuan-tujuditer’
dan dikarenakan kontak pertama militer Amerika i&¢rdengan penelitian dan
pengembangan nuklir melalui kantornya di Manhattaaka proyek ini diberi
kode atau nama sandi yakni dengan pembentikamhattan Engineer District
(MED) atau yang lebih populer lahe Manhattan ProjedfProyek Manhattarf).
Berbagai penelitian dilakukan oleh badan riset se@haAmerika Serikat ini
sehingga berujung kepada keberhasilan percobaatanm@erbom atom oleh
Amerika Serikat yang secara rahasia dilakukannya Admy AirCorp’s
Alamogordo Bombing Rangsekitar 60 mil dari Alamogordo, New Mexico, pada
tanggal 16 Juli 1945.

Dalam perkembangannya di akhir Perang Dunia Il, batom yang
pertama digunakan dalam perang adalah yang dijatubleh pesawat B-29 milik
Amerika Serikat di Hiroshima, pada tanggal 6 Agasti®945 dan yang kedua
yakni tepatnya tanggal 9 Agustus 1945 di Nagaakidakan yang kontroversial
ini, menurut Presiden Amerika Serikat Harry S. Tamnyang memerintahkannya,
dilakukan untuk menghentikan Perang Dunia Il dengamaksa Jepang bertekuk
lutut setelah kehancuran Hiroshima dan Nagasalkitlepas dari “keterpaksaan”
penggunaan bom atom agar perang berakhir, tenttakyaakan lekang dari
ingatan gambaran menyedihkan pasca peristiwva yamadt baik di Hiroshima

maupun di Nagasaki yang luluh lantak akibat seratgsn atom?

* Ibid.

® Ibid., him. 21.
® Ibid., him. 22.
"Ibid., him. 27.

8 Wiliam R. Kintner, et al., Technology and International Politics(Lexington:
Lexington Books, 1975), him. 41.

® Ibid.

19 Richard Falk dan David KriegerAt the Nuclear Precipe: Catasthrope or
Transformation (New York: Palgrave Macmillan, 2008), him. 1.
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Guna memberikan keseimbangan atas situasi tersebkié negara-negara
di dunia dengan kedudukannya sebagai masyarakatna&sional membentuk
suatu konsensus atas adanya sistem serta pergmgldtiran yang berfungsi
untuk menggalakkan penggunaan teknologi nuklir kittyuan damai sekaligus
juga menjamin adanya kepastian atas perlucutaa petarangan produksi dan
penyebaran senjata nuklir secara bertahap dan stenSi Hal ini juga turut
mengindikasikan bahwa sebenarnya dibutuhkan suahdakan kuat atas
pernyataan kesepakatan negara-negara yang mergdakuurut merasakan serta
melalui masa-masa yang menyedihkan dan memprilzatiakibat dari senjata
nuklir dan radiasi yang ditimbulkan olehnya.

Pada masa Perang Dunia Il, Amerika Serikat mematuskintuk
memperketat kerahasiaan perihal energi atom yadansedikembangkannya.
Hal ini menutup segala kemungkinan diadakannya akesama dalam
pengembangan teknologi nuklir untuk kepentingan aankKemudian lewat
programAtoms for Peac@ada tanggal 5 Desember 1953, Presiden Eisenhower
menunjukkan kesungguhannya dalam komitmen pengguteknologi nuklir
untuk tujuan damai yang terdiri dari beberapa pgakni:®
a. pemisahan penggunaan energi atom antara sipil daerrmelalui inspeksi

dan mekanismsafeguardsecara efektif;

b. pemberlakuan embargo terhadagl cyclesecara keseluruhan kecuali untuk
beberapa perlengkapan dan material nuklir senddif;

c. pemberlakuan sistem kontrol atas berbagai materidllir sensitif dan
perlengkapannya yang disalurkan kepada negaraaetampa teknologi
nuklir.

Kebijakan program nuklir tersebut kemudian disanderigan munculnya
sejumlah besar informasi kepada publik mengenaidieki nuklir dalamThe

First UN Geneva Conference on Peaceful Uses of iktemergypada tahun 1955

* Negm, Transfer of Nuclear Technologllm. 41.
2 |pid.

3 Nuclear Energy Agency of the Organisation for Emoit Co-operation and
Development, The Regulation of Nuclear Trade: Non-ProliferatiSmpply-Safety: National
Regulationsvol. 2, (Paris: OECD, 1988), him. 13.
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yang menjadikan nuklir dan pengetahuannya sebamao#itas baru yang dapat
dieksploitasi demi tujuan damdi.Konferensi tersebut jugalah yang menjadi
kerangka dasar terbentuknir@ernational Atomic Energy AgendgyAEA) pada
tahun 1957 untuk mempromosikan transfer dari tedgiohuklir untuk tujuan
damai sekaligus mengawasi transfer teknologi tesetmar tidak dialihkan
menjadi tujuan militer, sesuai dengan esensi yamguwklian ditekankan di dalam
Pasal Il dari Statuta IAEA’ Terpicu dengan momen serta usaha-usaha dan
antusiasme dari publik internasional, Kanada daredsav bergabung dengan
Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet serta Peramt@tgam mengembangkan model
reaktor nuklir. Alhasil, pada tahun 1964, terdegettdak-tidaknya 15 (lima belas)
reaktor nuklir yang telah aktif dan beroperasi ngengakan uranium murni atau
yang telah diperkaya dalam jumlah yang bé%ar.

Berangkat dari perkembangan tersebut, maka AmeBémkat, Rusia,
Inggris, Perancis dan China sebagai negara-negang telah memiliki dan
menggunakan senjata nukhiclear Weapon StateNWS)’ berniat untuk
menyimpan persediaan senjata nuklir mereka namusadi yang bersamaan
mencegah negara-negara lain untuk dapat mempesapjata nuklir melalui
intrumen hukum yang mengik&t.Hal ini membuat NWS harus memberikan
timbal balik kepada negara-negara yang tidak mkmaenjata nuklifNon-
Nuclear Weapon State®NNWS) dengan berjanji untuk mentransfer teknologi

nuklir agar dapat digunakan secara damai dan di abaywengawasan

“ Negm, Transfer of Nuclear Technologlglm. 41-42.
" Ibid.
'8 Nuclear Energy Agencyl;he Regulation of Nuclear Tradeim. 11.

" penentuan lima negara tersebut sebagai lima kakuatklir yang memiliki hak untuk
menyimpan senjata nuklir berdasarkan NPT dinyatdkah dalam Advisory Opinion-nya atas
“Legality of the Threat and Use of Nuclear Weapdhsisusnya pada Paragraf 61, yang berbunyi,
inter alia, “... the possesion of nuclear weapons by the fivepere States has been accepted.
Bahwa berdasarkan NPT, NWS adalah China, PeraReisia, Amerika Serikat dan Inggris.
Negara-negara tersebut merupakan negara yangnelguakkan nuklir sebelum tahun 1967 dan
mereka adalah satu-satunya kelompok negara yangilikiesenjata nuklir secara legal
berdasarkan perjanjian ini.

'8 Negm, Transfer of Nuclear Technologlgim. 43.
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internasional? NWS juga memberikan janji bahwa dengan diirindiaitl baik
mereka akan mengambil langkah-langkah efektif umhédngurangi persediaan
senjata nuklir yang dimiliki secara bertahap samipanar-benar dihilangkan
secara keseluruhah.

Sampai titik ini kita dapat melihat bahwa Perjamjidlon-Proliferasi
Senjata Nuklir 1968/he Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weap
1968 (NPT) merupakan hasil dari “kesepakatan jual-BEIINWS dengan
NNWS ?* Meskipun tujuan utama dari NPT yaitu untuk mewikand “a world
free of nuclear weapofisdi mana teknologi nuklir digunakan sebaik-bai&ny
untuk tujuan damai, pada faktanya NPT merupakapamen yang bersifat
diskriminatif. Bahwa pada hakekatnya, perjanjiamiembagi dunia menjadi dua
kelas yakni negara-negara yang memiliki senjatdimdin yang tidak rfuclear
“haves” and “have-nots’).?* Pembagian kelas ini terlihat jelas dalam pengatura
substansi dari NPT yakni NNWS diwajibkan untuk mlakmuclear explosive
deviceatau bantuan apapun untuk menciptakannya dan teémpaga fasilitas-
fasilitas nuklir yang mereka miliki agar digunaksebagaimana mestinya untuk
tujuan damai di bawabafeguarddAEA.?* Sementara itu NWS diwajibkan untuk

19 | pid.
20 | pid.

L |bid., penggunaan istilah “kesepakatan jual-beli” di siemiliki pengertian yang sama
seperti yang tercakup di dalam kalim&ahe NPT is the outcome of a bargain and a compm@mis

%2 |bid., selain itu dikatakan pula bahwa NPT juga membardual-faced systergakni
sistem yang sekaligus mendukung dan melarang pdragegan teknologi nuklir, bahwa di satu
sisi perjanjian ini mendukung perkembangan dariggenaan teknologi nuklir secara damai dan
di sisi lain secara berkesinambungan memberlakitkarajiban pelarangan tertentu seperti yang
tercantum dalam Pasal | dan Il NPT, bagi NWS J&N&VsS.

23 United Nations Centre for DisarmameAssuring the Success of the Non-Proliferation
Treaty Extension Confereno@New York: United Nations, 1994), him. 107.

24 Hal ini tercakup dalam pengaturan Pasal Il NPTgyharbunyi: Each non-nuclear-
weapon State Party to the Treaty undertakes notet®ive the transfer from any transferor
whatsoever of nuclear weapons or other nuclear asipé devices or of control over such
weapons or explosive devices directly, or indingctiot to manufacture or otherwise acquire
nuclear weapons or other nuclear explosive devie@st not to seek or receive any assistance in
the manufacture of nuclear weapons or other nuckgilosive deviceésSedangkan pengaturan
mengenaisafeguardsdi dalam NPT diatur di dalam Pasal Ill secara kes#lan namun
dikhususkan di dalam ayat (1) yang berbun§ach non-nuclear-weapon State Party to the
Treaty undertakes to accept safeguards, as seh fortan agreement to be negotiated and
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tidak mentransfer material nuklir dan perlengkaganilalam bentuk apapun
kepada NNWS yang memungkinkan NNWS untuk menciptak&lear explosive
device®® Negara-negara peserta, khususnya NWS, juga dieajibuntuk
mengadakan negosiasi dengan disertai itikad baikukurmelucuti serta
mengurangi persediaan senjata nuklir mereka sakgpada titik di mana tujuan
dari NPT tercapai yaknigeneral and complete disarmamiefit

Jadi, pada dasarnya NPT mengkodifikasikan normmaxao hukum
internasional melawan legitimasi perolehan senjaiélir; dasar hukum bagi
export controlsdan international safeguardinglari material nuklir; serta dasar
hukum bagi pemberlakuan sanksi jika terjadi pelangg terhadap ketentuan-
ketentuan penggunaan material nukiirPada faktanya, NPT itu sendiri
merupakan satu-satunya instrumen hukum interndsigaag secara spesifik

menyatakan komitmennya terkait perlucutan senjalkdinf®

concluded with the International Atomic Energy Agein accordance with the Statute of the
International Atomic Energy Agency and the Agenceseguards system, for the exclusive
purpose of verification of the fulfilment of itsliglations assumed under this Treaty with a view to
preventing diversion of nuclear energy from peacafes to nuclear weapons or other nuclear
explosive devices. Procedures for the safeguardaired by this Article shall be followed with
respect to source or special fissionable materibkther it is being produced, processed or used
in any principal nuclear facility or is outside arspch facility. The safeguards required by this
Article shall be applied on all source or speciésfonable material in all peaceful nuclear
activities within the territory of such State, unds jurisdiction, or carried out under its contro
anywheré.

5 Pengaturan ini tercakup dalam Pasal | NPT yangumsi: “Each nuclear-weapon
State Party to the Treaty undertakes not to tran&feany recipient whatsoever nuclear weapons
or other nuclear explosive devices or control osach weapons or explosive devices directly, or
indirectly; and not in any way to assist, encourageinduce any non-nuclear-weapon State to
manufacture or otherwise acquire nuclear weaponstber nuclear explosive devices, or control
over such weapons or explosive devites

% Hal ini dicantumkan pada Pasal VI NPT yang berfiutifach of the Parties to the
Treaty undertakes to pursue negotiations in godgith fan effective measures relating to cessation
of the nuclear arms race at an early date and tol@ar disarmament, and on a treaty on general
and complete disarmament under strict and effedtiternational control’

2" Lawrence Scheinman, “The Role of Multilateral Regs in the Non-Proliferation:
Transnational Law and Contemporary Problendsyrnal of the University of lowavol. 2, no 1,
1992, him. 573.

%8 Mohamed ShakeiThe Nuclear Non-Proliferation Treaty: Origin and pfementation
1959-1979, The Treaty on the Non-Proliferation oficdar Weapons (London: Oceana
Publications, 1980), him. 382.
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Seiring berjalannya waktu, peranan utama NPT yangdikasikan untuk
menghilangkan senjata nuklir secara keseluruhaderang mengenddr. NWS
hanya menjaga dan memandang kewajiban tersebujaganji sematd® Hal ini
juga didukung dengan tidak adanya batas walitoe(fram@ yang jelas bagi
NWS untuk melucuti senjata nuklir yang dimilikinyaMeskipun terdapat fakta
yang mengindikasikan minimnya usaha yang dilakukdeh NWS untuk
melaksanakan amanat dari Pasal VI NPT, negara-mq@amilik senjata nuklir
yang diakui tersebut tetap berargumen bahwa metekah melaksanakan
ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam NPT majanjian tersebut telah
membuktikan efektivitas serta nilainfakemudian terkait dengan perpanjangan
keberlakuan NPT hingga batas waktu yang tidak tlitem (ndefinite extension
terlebih tanpa adanya perubahan apapun terkaitagdisya. Ketidakterbatasan
ini tidak serta merta meniadakan ancaman terhaégns non-proliferasi yang
selama ini dibangun bahkan justru memiliki kecendgan memperpanjang
keberlangsungan perjanjian ini dengan kekurangam lddemahan tambahan
yakni memberikan waktu yang tidak terbatas pulaadlepNWS untuk memenuhi
kewajiban mereka berdasarkan Pasal VI NPT.

Pertanyaan lain juga turut timbul terkait dengamdkamgan konsep
universalitas yang menjadi salah satu pemikiraradasengapa perjanjian ini
dibentuk. Konsep universalitas yang diadopsi oleRPTNtidaklah terlihat
memungkinkan selama terdapat beberapa negara ydaky dipayungi oleh
yurisdiksinya. Akan menjadi sangat sulit jika merydagkan negara-negara

seperti Israel, India dan Pakistan akan setuju kubirgabung dan bergabung

29 Negm, Transfer of Nuclear Technologlglm. 51.
%0 Ibid.

%! |bid., ketiadaan batas waktu ini dipersulit denganktiterdapatnya pulanonitoring
systemyang setara dan seimbang dengafeguardsyang diberlakukan terhadap NNWS, lebih
dari pada itu tidak ada jaminan bahwa NWS akan teeaar menjalankan kewajibannya yang
tercakup di dalam Pasal VI NPT.

%2 bid., him. 53, Sedangkan di sisi yang berlawanan, NNW®endapat bahwa usaha-
usaha yang dilakukan oleh NWS untuk mencapai tupsdimg utama dari NPT, sebut saja, untuk
mencapai perlucutan senjata nuklir secara komalfitmenyeluruh tidaklah sesuai dan sebanding.

33 bid., him. 55.
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kembali, khusus untuk Korea Utara, ke dalam NPTagabNNWS. Bahkan kini
Iran juga menjadi salah satu ancaman baru akammAT ini dengan beberapa
permasalahan yang terjadi terkait dengan prosegagaan uranium di beberapa
reaktor nuklirnya yang menandai semakin pelikny®dumgan negara tersebut
dengan IAEA. Bahwa dalam berbagai pertemuan yaadaftan secara berkala
untuk membahas perkembangan pemberlakuan NPT sasgadi ini tidak
menghasilkan solusi yang mampu menyelesaikan peatates yang timbul.
Komitmen masyarakat internasional untuk benar-benalaksanakan berbagai
ketentuan di dalam NPT semakin dipertanyakan kimysusegara-negara yang
berada dalam status NWS.

Terlepas dari segala kontroversi yang ditimbulkaehohadirnya NPT
sebagai dasar hukum internasional atas prolife@sa perlucutan senjata nuklir,
pentingnya penggunaan teknologi nuklir dewasa tidgklah digunakan hanya
sebagai pembangkit tenaga listrik, namun juga keng@n-keuntungan lainnya
secara keseluruhan. Teknik-teknik pengembangamgyaemaklir sebenarnya dapat
pula diaplikasikan dalam bidang pengobatan, pextaniirigasi, industri,
pembasmian hama, deteksi tindak kriminal, produksakanan, bahkan
peningkatan reproduksi hewan terffakPengetahuan akan nuklir, seperti yang
disebutkan sebelumnya, akan memacu perkembangaajuamilmu pengetahuan
di suatu negara yang tentunya akan melibatkan Ipeilbagai aspek lain dalam
kehidupan. Teknologi nuklir jika digunakan dalamtasanny® yakni dalam
kaidah penggunaan nuklir untuk tujuan damai jelkanamenghasilkan efek
positif bagi kehidupan manusia.

Pada faktanya, teknologi tersebut tidaklah beg#ja slapat diakses dan
diperolen oleh seluruh negara. Bagi beberapa negdnasusnya negara
berkembang, untuk dapat membangkitkan listrik denggaga nuklir tidaklah
murah. Negara berkembang memang memiliki akseskumemperoleh teknik

pengembangan nuklir lewdtechnical Cooperation Programnuari IAEA dan

34 bid., him. 2.

% pengertian batasan di sini sinkron dengafeguardsyang diatur di dalam Pasal lI
NPT yakni batasan-batasan serta pengawasan yaagpadeknya dilakukan oleh IAEA.
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seringkali juga lewat kerjasama bilateral dengangarenegara majt.
Sayangnya, penelitian nuklir amatlah terbatas diareenegara berkembang jika
dibandingkan dengan negara-negara maju.

Terlebih dengan memandang fenomena yang terjadaskevini dalam
praktek dunia perdagangan material dan perlengkapéhr. Modernisasi jual-
beli material nuklir yang diprakarsai ol@angger Committe€ZAC) danNuclear
Supplier Group (NSG)’ membuat mereka memiliki kemampuan untuk
menentukan kepada siapa dan bagaimana materiaf iiukhkan dijual. Hal ini
juga menimbulkan efek lainnya di mana akan timmgWtitan bagi negara-negara
yang belum mempunyai teknologi, material maupuriepgkapan nuklir untuk
memperoleh apa yang mereka butuhkan, karena temtdalam proses untuk
mendapatkan material nuklir yang dikendalikan oldngger Committealan
NSG, negara-negara yang mayoritas negara berkentbeseput haruslah lolos
dalam kualifikasi kelayakan kepemilikan materiakiin® Bahwa dengan mulai
berlakunya NPT pada tahun 1970 tidak dapat sertatameenghapuskan
munculnya resiko-resiko proliferasi dalam bidang rdpgangan nuklit®
Mekanisme ketat yang diberlakukan oleh para peayetiterial nuklir tersebut
dilakukan tentunya dengan alasan keamanan agaranégakembang ataupun
NNWS tidak menyalahgunakan kekuatan nuklir untujuan militer, namun
seringkali dalam prakteknya malah justru membatagjara berkembang untuk
mengembangkan teknologi tersebut di negaranya gwasasing. Seperti yang
dapat diperkirakan, beberapa negara berkembang maamg hal ini sebagai isu
yang melanggar kedaulatan mereka sehingga progrmamgembangan nuklir
secara mandiri menjadi pilihan terakffiBersandar kepada rezim non-proliferasi,
negara-negara seperti India, Pakistan, Korea Wara sebagainya mengambil
keuntungan secara penuh dalam mekanisme kerja smiadihan serta transfer

% Negm, Transfer of Nuclear Technologlgim. 60.
¥Ibid., him. 109.

% Ibid., him. 128.

* Ibid.

% |bid., him. 134.
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teknologi melalui program-program IAEA dan yangztikan oleh NPT dan
kemudian mengembangkannya untuk kepentingan prograngayaan nuklir
mereka’! Hal ini tentunya kian mempersulit kinerja pengaavasian perlucutan
senjata nuklir dalam masyarakat internasional.

Faktor lain yang mempengaruhi sulitnya penggunamaiogi nuklir
untuk berkembang yakni terletak kepada penerimaassyanakat gublic
acceptancge Bahwa tidak dapat dipungkiri, keterlibatan telagd nuklir dalam
kehidupan bermasyarakat menimbulkan kekhawatireseneiri sehingga secara
tidak langsung turut membatasi perkembangan pergguteknologi nuklir itu
sendiri. Permasalahan ini tentunya terkait dengahgtian dan kecemasan publik
khususnya terhadap standar keamanan lingkungam efeik yang mungkin akan
ditimbulkannya. Bahwa kenangan peristiwa yang derfgrhadap pembangkit
tenaga nuklir Chernobyl pada tahun 1¥8gang memberikan efek negatif yang
berkelanjutan bahkan hingga sampai sadt menjadi dasar pembenar kecemasan
masyarakat. Kekhawatiran ini justru semakin memkriedebih ketika bencana
gempa dan tsunami di pasifik timur laut Jepang patlaMaret 2011 silam.
Dampak dari peristiva tersebut selain kehancurainastruktur pelabuhan,
gedung, jalan dan disertai ratusan korban jiwa abdmnpan juga meliputi
penyebaran radiasi nuklir akibat gagal berfungsisisiem pendingin reaktor
nuklir PLTN Fukushima Daiicht* Baik WHO dan otoritas Jepang juga telah

“L Amy Sands, “Emerging Nuclear Suppliers: What's feef?”, ed, International
Nuclear Trade and Non-Proliferation — The Challengfethe Emerging Supplierg¢Lexington:
Lexington Books, 1990), him. 31.

2 Hanford Health Information Network, “A Monograpliufly of the Health Effects of
Radiation and Information Concerning RadioactivéeRses from the Hanford Site: 1944-1972",
http://www.doh.wa.gov/hanford/publications/healéttthome.htmdiakses pada tanggal 27 April
2009, pukul 17.12 WIB.

“3 Falk, At the Nuclear Precipehim. 59.

“  Edigius Patnisik, “Asap Mengepul, Pekerja Reaktobievakuasi”,

http://internasional.kompas.condiakses pada tanggal 25 Maret 2011, pukul 13.08.\8istem
pendingin tersebut dirancang untuk melindungi epambangkit reaktor nuklir dari situasi krisis
yang berpotensi bencana agar reaktor nuklir tetgna temperatur yang normal. Namun akibat
gagal berfungsinya sistem pendingin tersebut, glempesap abu-abu yang disertai dengan kilatan
cahaya muncul dari reaktor nomor tiga sehingga mealykan para pekerja dievakuasi dan
digantikan dengan penyemprotan air secara terugmemntuk membantu mendinginkan batang
bahan nuklir tersebut. Perkembangan terakhir t@rdsthwa warga-warga dalam radius 20 km
UniversitasIndonesia

Keberlakuan rezim ..., Justin Nurdiansyah, FH Ul, 2011



11

melarang distribusi bahan pangan dan air yang bdysudi sekitar Fukushima
guna mencegah penyebaran radiasi lewat konsumsarmaakdan air minurfr.
Peristiwa ini juga semakin menegaskan bahwa tegnoloklir yang digunakan
untuk tujuan damai dan kepentingan masyarakat unsaja masih dapat
menimbulkan efek negatif apalagi jika digunakanuntujuan militer sebagai
senjata pemusnah massal.

Segala faktor yang telah disebutkan sebelumnyatdis#engan fakta dan
perkembangan yang mengiringinya dimaksudkan unteljabarkan beberapa hal
penting yang menjadi dasar penulisan ini. Yaknivwmhidak dapat dipungkiri
peranan nuklir dewasa ini yang semakin esensiata ssifatnya yang
multifungsional memerlukan pijakan yang tegas dakok. Tanpa maksud untuk
mengesampingkan peranan NPT selama 41 tahun iteraklddalam mencegah
lebih luasnya penyebaran dan produksi senjata myénulisan ini diharapkan
mampu memberikan pandangan baru dan kritik solaifg membangun, guna
menyempurnakan kedudukan NPT sebagai instrumemaut@ikum internasional
dalam bidang non-proliferasi dan perlucutan senfatidir serta terkait dengan

perdagangan material nuklir.

12. POKOK PERMASALAHAN
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapatdgea permasalahan
terkait dengan keberlakuan rezim NPT dewasa ingrarain:
1. Bagaimanakah peran NPT dewasa ini dalam perkemhbhategaologi nuklir
yang begitu pesat?
2. Mengapa NPT tidak dapat menjamin hapusnya senjathklir nserta

pengawasan atas pengembangannya?

dari PLTN Fukushima Daiichi telah dievakuasi danydtakan sebagai zona tidak aman radiasi
nuklir.

% Lucia Kus Anna, “WHO Keluarkan Panduan Bahaya Rsidi Nuklir,
http://internasional.kompas.condfiakses pada tanggal 25 Maret 2011, pukul 13.08. \Keadaan
ini tentu amat mencekam dan memberikan efek texmendiri bagi masyarakat internasional
sehingga mereka harus berpikir matang-matang umehggunakan teknologi nuklir ini. Bahwa
negara dengan teknologi maju seperti Jepang safhntarus bekerja ekstra keras untuk
menangani masalah ini.
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3. Bagaimana perkembangan Kkerja sama internasionalamdalbidang
perdagangan material nuklir mengindikasikan bahemgpturan dalam NPT
sudah tidak mampu lagi menjadi dasar atas perlncs&ta penghapusan

senjata nuklir?

1.3.  TUJUAN PENULISAN
A. Tujuan Umum
Adapun tujuan umum yang hendak dicapai dalam pssulini yaitu
mengetahui dan memahami peranan NPT dewasa inndikdgiannya dengan
perkembangan transfer material dan teknologi nuiding berkembang dengan
pesat.
B. Tujuan Khusus
Adapun tujuan-tujuan khusus yang hendak dicapaandgbenulisan ini
yaitu:
1. menguraikan peranan NPT dalam perkembangan teknulbdjr dewasa
Ini;
2. mengidentifikasi permasalahan yang muncul disebalokah kekurangan
yang ditinggalkan oleh NPT; dan
3. memberikan solusi alternatif agar rezim NPT dapeatfumgsi secara
maksimal menghadapi perkembangan teknologi nuklyedoagai belahan

dunia.

14. DEFINISI OPERASIONAL
Dalam membahas permasalahan pada penulisan innp dKkaerikan
beberapa batasan terhadap pengertian atas istddaitt yang digunakan.
Pembatasan tersebut diharapkan akan dapat memthalaim menjawab pokok
permasalahan penulisan ini.
1) Atom ialah bagian terkecil dari sebuah elemen ypada bagian inti atau
pusat atom (nukleus) tersebut terdiri dari protpartikel bermuatan positif)
dan neutron (partikel tidak bermuatan) yang dikedil oleh elektron (partikel
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bermuatan negatif). Muatan positif dan muatan negelalu sama jumlahnya
menyebabkan atom menjadi netal.

2) Fissile Materialialah materi yang memiliki inti atom dengan keoemohgan
terjadinya pelepasan elektron dan pembebasan esecgira masif ketika
diisikan dengan neutron sehingga membuat matesgelbet mampu membuat
reaksi berantai. Uranium 235 dan plutonium 239 makan contoh dari
materi yang dimaksud.

3) Non-Proliferasi ialah istilah yang digunakan secatanum untuk
menggambarkan usaha-usaha terkait pencegahan peamyetan produksi
senjata pemusnah massal dalam konteks militer,amrkn kontrol ekspor,
pemeriksaan material, perjanjian internasional, wduj kooperatif
penghancuran fasilitas persenjataan yang pernahilikdimalih fungsi
pertahanan, pelatihan ulang para pekerja dan p&aditf

4) Pembelahan Inti ialah pembelahan dari inti atom jag@ndua bagian atau
lebih sehingga menyebabkan pelepasan energi dalamlah) besar.
Pembelahan inti terjadi ketika elemen seperti wranidan plutonium diisi
oleh neutron dalam keadaan tertentu sehingga meifiarb getaran yang

membelah inti atorfi®

“6'P. E. Hodgson, E. Gadioli dan E. Gadioli Erbengenal Fisika Nuklifintroductory
Nuclear Physids diterjemahkan oleh Imam Fachruddin, (Depok: Degaen Fisika Universitas
Indonesia, 2009), him. 3.

“" Lihat Sarah J. Diehl dan James Clay Molzclear Weapons and Non-Proliferation:
A Reference Handbopled. 2, (California: ABC Clio, 2008), him. 321Fissile material is
substances possessing nuclei with a greater terydémayive off electrons and energy when
bombarded by neutrons, enabling them to sustaihancreaction. Uranium 235 and plutonium
239 are two such materialsDefinisi lebih teknis lagi dapat dilihat dalaRadioactive Waste
Management Glossaryang diterbitkan oleh IAEA pada tahun 2003 yangbbayi: “Fissile
material: Uranium-233, uranium-235, plutonium-238utonium-241, or any combination of these
radionuclides. Excepted from this definition is) (etural uranium or depleted uranium which is
unirradiated, (b) natural uranium or depleted uram which has been irradiated in thermal
reactors only.

“8 |bid., him. 323: Nonproliferation is a collective term used to déiser efforts to
prevent the spread of weapons of mass destructiort ef military means (counterproliferation),
including export controls, material inspectionsteimational treaties, cooperative destruction of
past weapon facilities, defense conversion, retngirof workers, and popular education.”

9 Ibid., him. 321: ‘Fission is the splitting of an atom’s nucleus imi® or more parts,
releasing large amounts of energy. Nuclear fissi@eurs when elements such as uranium and
plutonium are bombarded by neutrons under certainditions”
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5) Pengayaanefirichmeny ialah proses peningkatan konsentrasi satu isdéop
elemen yang digunakaf.

6) Penggabungan Inti ialah pembentukan inti atom dangan menggabungkan
dua inti atom. Peristiwa ini dapat berlangsung w©liaea atom-atom unsur
radioaktif ringan seperti (isotop) hidrogen dan giesilkan kuantitas energi
yang jauh lebih besar dibandingkan pembelahart’inti.

7) Proliferasi Horizontal ialah meluasnya kemampuamingat atau penguasaan
persenjataan nuklir oleh negara-negara lain di luma negara yang telah
diakui (Nuclear Weapon Stat®$WS).>? Hal ini biasanya dikaitkan dengan
kegiatan-kegiatan pengembangan senjata nuklirredglara-negara non-nuklir
(Non-Nuclear Weapon StatB8NWS). Proliferasi horizontal pada umumnya
dapat terjadi melalui dua cara, yaitu cara langsteny tidak langsung. Cara
langsung ialah usaha-usaha yang dilakukan olehusunagara melalui
penelitian-penelitian dan pengembangannya sertdui @engan bantuan pihak
luar untuk membuat persenjataan nuklir.

8) Proliferasi Vertikal ialah peningkatan kemampuaauakualitas daya hancur
senjata nuklir dari persediaan senjata nuklir ysimdah ada dan dimiliki oleh
lima negara yang secara resmi diakui oleh PBB telamiliki senjata nuklir
sebelum 1 Januari 1967 yakni Amerika Serikat, &usiggris, Perancis dan

China>

*% |bid.: “Enrichment is the process of increasing the conmaéinn of one isotope of a
given element (for example, in uranium increasing a&mount of uranium 235)Definisi lebih
teknis lagi dapat dilihat dalaiEA Safeguards Glossagang diterbitkan oleh IAEA pada tahun
2001 yang berbunyi:Enrichment is the ratio of the combined weighthef isotopes uranium-233
and uranium-235 to that of the total uranium in gtien,; usually stated as a percentage.
Although this definition deals with the combinedghe of the two fissile uranium isotopes, in
practice they are rarely mixed and are normally agcted for separately. The term ‘enrichment’
is also used in relation to an isotope separatioacgss by which the abundance of a specified
isotope in an element is increased, such as thdymtion of enriched uranium or heavy water, or
of plutonium with an increase in the fissile is@dp

> Ibid.: “Fusion is the uniting of two nuclei of light elertersuch as hydrogen, to make
a heavier one, releasing even larger quantitiesredrgy than nuclear fissich

2 |bid., him. 322: Horizontal proliferation is the spread of nucleareapons to

additional states beyond those countries that auttyeposses therh.

>3 Ibid., him. 325: “Vertical proliferation israincrease in the size or destructive capacity
of an existing nuclear weapons arsehal.
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9) Radioaktivitas ialah fenomena mengenai sebuah tidak stabil secara
spontan memancarkan partikel, sigjaatau menangkap sebuah elektron
orbital >

10)Reaksi BerantaiGhain Reactiopialah peristiwa perpecahan inti atom, seperti
uranium 235 atau plutonium 239, yang selalu diseegagan pelepasan energi
dalam suatu proses pembelahan yang terjadi ternemmehingga membentuk
partikel-partikel yang lebih ringati.

11)Safeguardsialah mekanisme-mekanisme yang digunakan untukjamen
bahwa special fissionable dan material terkait lainnya, pelayanan,
perlengkapan, fasilitas dan informasi yang yangeudiplehkan oleh IAEA
atau atas permintaannya atau di bawah kontrol daggwasannya agar tidak
digunakan dalam cara apapun untuk tujuan mifter.

12)Senjata Nuklir ialah benda/peralatan apapun yangihkekemampuan untuk
melepaskan energi nuklir secara tak terkontrolasememiliki sekelompok
karakteristik yang sesuai dengan tujuan penggummliter atau perang’

13)Senjata Pemusnah Mass@ldapons of Mass Destruction/WMalah sistem
persenjataan yang mampu mengakibatkan timbulnyiaakodalam skala yang
sangat besar serta tidak membedakan efek penggquw@abaik kepada korban
militer maupun sipil. Pada umumnya, istilah ini whgkan untuk

mendeskripsikan senjata-senjata nuklir, biologis kienia>®

** P, E. Hodgsonylengenal Fisika Nuklirhim. 63.
*° Diehl, Nuclear Weapons and Non-Proliferatidnim. 319.

* Definisi mengenaisafeguardsini diperoleh dari Pasal IlI.A.5 Statuta IAEA yang
berbunyi: “.. safeguards designed to ensure that special fisbienand other materials, services,
equipment, facilities, and information made avaidaby the Agency or at its request or under its
supervision or control are not used in such a wayafurther any military purpose

" Definisi mengenai senjata nuklir ini diperoleh idBasal 5 Perjanjian Tlatelolctite
Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons intihaAmerica and the Caribbean (Treaty of
Tlatelolco 1967)ang berbunyi: For the purposes of this Treaty, a nuclear weaany device
which is capable of releasing nuclear energy inuaicontrolled manner and which has a group of
characteristics that are appropriate for use fornike purposes. An instrument that may be used
for the transport or propulsion of the device ig mzluded in this definition if it is separableofn
the device and not an indivisible part ther&of.

%8 Diehl, Nuclear Weapons and NonProliferatidmnm. 326.
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15 METODE PENELITIAN
1. Bentuk Pendlitian
Dalam penulisan ini bentuk penelitian yang digumakadalah penelitian
hukum yuridis normatif guna mengetahui serta meieleezim keberlakuan
instrumen hukum internasional Perjanjian Non-Peo#isi Senjata Nuklir 1968.
2. TipePendlitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan yiaitu deskriptif
preskriptif °%yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarerara tepat
kelemahan dari NPT yang terdapat dalam pengatuesaljpasalnya, terlebih
terkait dengan perkembangan transfer teknologi deaterial nuklir, disertai
dengan tujuan lainnya yakni memberikan jalan ke&tau saran untuk mengatasi
permasalahan tersebut.
3. JenisData
Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini aeoaseluruhan yaitu
data sekunder, yaitu data yang berasal dari staftarm-bahan kepustakaaan yang
dilengkapi dan didukung dengan data primer yangrdieh dari wawancara
terhadap berbagai narasumber.
4. JenisBahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ingranéin:
a. Bahan hukum primé&?
Dalam penulisan ini digunakan Perjanjian Non-Peo&ti Nuklir 1968 (NPT)
sebagai instrumen utamanya yang kemudian berkdeagan permasalahan
yang dibahas di dalam Piagam PBB, Statuta IAZi&nna Convention on the

Law of Treatieslan konvensi-konvensi internasional lainnya.

%9 Sri Mamudiji, et al.Metode Penelitian dan Penulisan Hukui@akarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), him. 4

% |pid., him. 30.
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b. Bahan hukum sekundér
Untuk menjelaskan bahan hukum primer di atas, [eulini menggunakan
hasil karya dari sarjana-sarjana hukum berupa rabk@irnal, ataupun buku
yang menunjang dan memberikan informasi bagi psawlini.
c. Bahan hukum tersi&t
Bahan hukum ini digunakan untuk memberikan peturgeka menjelaskan
lebih lanjut bahan hukum primer dan bahan hukunurseéér. Terkait dengan
penulisan ini maka digunakan kamus untuk menjelaskstilah yang
digunakan dalam penulisan ini sep&teéick’s Law Dictionary  Edition
5. Alat Pengumpulan Data
Alat pengumpulan data yang digunakan dalam pemulisaadalah studi
dokumef® yang merupakan suatu pengumpulan data tertulisdi Stokumen
antara lain berupa buku, jurnal, serta perjanjiaternasional dan konvensi
internasional terkait. Selain itu, penulisan ingauditunjang oleh wawancara
terhadap berbagai narasumber guna melengkapi pemmgpenulisan ini.
6. Metode Analisis Data
Dalam penulisan ini, data yang telah terkumpul digunakan guna
mendapatkan jawaban serta solusi terhadap pokoskppkrmasalahan diolah
dengan secara kualitatif sebagai hasil dari pesnulygng dilakukan.
7. Bentuk Hasil Pendlitian
Penulisan yang dilakukan berkaitan erat denganpgreelitian yang telah
dipilih sebelumnya yakni deskriptif preskriptif ygujika dielaborasi dapat berupa
penelitianfact finding, evaluativedan problem solving Disebut penelitiarfact
finding karena bertujuan untuk menemukan f&ktéakta yang berusaha untuk
digali adalah kejadian-kejadian apa yang pada akhimemunculkan kesimpulan
bahwa NPT memiliki kekosongan yang menimbulkan peatahan dalam

% Ibid., him. 31.
®2 Ibid.
% |bid., him. 6.

% Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukuneet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 1986), him. 10.
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aplikasinya secara praktis. Penelitian berj@vialuativé® adalah penelitian yang
dilakukan untuk menilai hasil-hasil dari pertemymrtemuan yang
dilangsungkan terkait permasalahan non-proliferagilir baik secara bilateral
maupun multilateral. Sementapaoblem solvingartinya penelitian ini ditujukan
utnuk memberikan saran serta solusi guna mengatsslah yang ath

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan ini terbagi menjadi lima bab, yang padaya menjelaskan
sebagai berikut:

1. Bab | menjelaskan latar belakang yang menjadi pgatahan dalam penulisan
ini dilengkapi dengan pokok-pokok persoalan yang, adjuan penulisan,
metode penelitian serta sistimatika penulisan.

2. Bab Il menjelaskan mengenai sejarah singkat tenkega NPT pada tahun
1968 dilengkapi dengan substansi pengaturan dnufgla serta status negara-
negara terkait proliferasi nuklir dan instrumentingien hukum internasional
yang mengaturnya.

3. Bab Il menganalisis kekurangan pengaturan NPT k$myga terkait dengan
kewajiban perlucutan senjata nuklir, akibat perpaagan keberlakuan NPT
hingga batas waktu yang tidak ditentukan sertaarsalitas dari NPT.

4. Bab IV menjelaskan mengenai perkembangan kerja sant@nasional
khususnya dalam perdagangan serta transfer pedpagk material dan
teknologi nuklir dewasa ini.

5. Bab V merupakan penutup dari penulisan ini. Perakan menyimpulkan inti
permasalahan yang terkandung dalam pengaturan N¥PKaitt dengan
persenjataan nuklir serta perlucutannya. Penuja pkan memberikan saran
mengenai jalan keluar terbaik untuk menangani psahaan ini, terutama
untuk memaksimalkan efektivitas NPT dalam kontekpéntingan tujuan

damai penggunaan nuklir.

% Ibid.

% | pid.

Universitas I ndonesia

Keberlakuan rezim ..., Justin Nurdiansyah, FH Ul, 2011



19

BAB 2
PERJANJIAN NON-PROLIFERASI SENJATA NUKLIR 1968 SEBAGAI
INTRUMEN HUKUM UTAMA

2.1. SEJARAH SINGKAT TERBENTUKNYA PERJANJIAN NON-

PROLIFERASI SENJATA NUKLIR 1968

Kekhawatiran atas penggunaan teknologi nuklir seaaegatif untuk
tujuan militer akan senantiasa mengancam keberadaea keamanan umat
manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu dibutahksuatu komitmen
internasional guna mencegah terjadinya perang mudditar negara dengan
membentuk suatu traktat yang berisi setidak-tidakmgncakup pelarangan serta
perlucutan senjata nuklir. Usaha tersebut beraaal gemblokiran jalur transfer
material nuklir di Eropa oleh Hitler, pada tanggafgustus 1939, para ilmuwan
yakni Leo Szilard, Fermi serta Albert Einstein memb surat serta
mengirimkannya kepada Presiden Amerika Serikak&etu F. D. Roosevelt atas
dasar kekhawatiran mereka terkait dengan pengerabhatgm atom oleh
Jermart’ Surat yang kemudian dikenal dengan sebutBinstein Lettet®®
tersebut mendapat respon dari Roosevelt yang kemudienunjuk sebuah
Advisory Committee on Uraniurdan sub-komitenya yakrNational Defense
Research Committe€NDRC) pada bulan Juni 1949.Di bawah pimpinan
Brigadir Jenderal Groves daiihe Army Corps of Engineerproyek ini
memusatkan perhatian pada tujuan-tujuan mifitetan dikarenakan kontak
pertama militer Amerika Serikat dengan penelitisan pengembangan nuklir
melalui kantornya di Manhattan, maka proyek inieditkode atau nama sandi
yakni dengan pembentukdmanhattan Engineer Distric€MED) atau yang lebih

®” Koppe,The Use of Nuclear Weapqrdm. 20.
%8 |bid.
% bid.

0bid., him. 21.
Universitas I ndonesia

Keberlakuan rezim ..., Justin Nurdiansyah, FH Ul, 2011



20

populer lagiThe Manhattan Projec{Proyek Manhattan}: Berbagai penelitian
dilakukan oleh badan riset rahasia Amerika Seiitkiasehingga berujung kepada
keberhasilan percobaan pertama bom atom oleh Amedrikat yang secara
rahasia dilakukannya dirmy AirCorp’s Alamogordo Bombing Rangekitar 60
mil dari Alamogordo, New Mexico, 16 Juli 1945.

Dalam perkembangannya di akhir Perang Dunia Il, batom yang
pertama digunakan dalam perang adalah yang dijatubleh pesawat B-29 milik
Amerika Serikat di Hiroshima, 6 Agustus 1945 damg/&edua yakni tepatnya
tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasé&kilindakan yang kontroversial ini, menurut
Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman yang mertarkannya, dilakukan
untuk menghentikan Perang Dunia Il dengan memakgangd bertekuk lutut
setelah kehancuran Hiroshima dan NagaSaKierlepas dari “keterpaksaan”
penggunaan bom atom agar perang berakhir, tenttakyaakan lekang dari
ingatan gambaran menyedihkan pasca peristiwva yamadt baik di Hiroshima
maupun di Nagasaki yang luluh lantak akibat seratgsn aton>

Pada 1946, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resal(Bimenegaskan
kebutuhan untuk menjamin bahwa energi nuklir haakan digunakan untuk
tujuan damai dan mencegah penyebaran senjata .fuBahwa gagasan non-
proliferasi atau pencegahan penyebaran senjatar nakih terpikirkan bahkan
jauh sebelum bom atom di Hiroshima dan Nagasakituhkan. Szilard yang

menginsafi arti penemuan Juliot-Curie tentang meuifisi di tahun 1939

1 bid., him. 22.
2 |pid., him. 27.

3 william R. Kintner, et al., Technology and International Politics(Lexington:
Lexington Books, 1975), him. 41.

" Ibid.

> Richard Falk dan David KriegerAt the Nuclear Precipe: Catasthrope or
Transformation (New York: Palgrave Macmillan, 2008), him. 1.

5 PBB, The United Nations Disarmament Year Bghlew York: United Nations, 1979),
him. 230.
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meminta agar penemuan ilmiah itu tidak disebarkecaisa meluas, mengingat
pemerintahan Hitler di Jerman mungkin memanfaatkanmtuk tujuan perand.

Suatu sikap non-proliferasi paling awal yang dipetkan oleh suatu
negara terlihat dalam sikap Churchill yang menoldrmintaan Presiden
Roosevelt agar diikutsertakan dalam proyek plutoniudan bom atom yang
sedang dikembangkan oleh Inggris dan Perancis. Wk&mudian ternyata
Amerika Serikat dengan biaya riset dan pengembasegeara besar-besaran lebih
berhasil mengembangkan teknologi nuklirnya. Danapadlan Januari 1943,
Amerika Serikat mengatakan kepada Inggris dan Kanbahwa pertukaran
mengenai informasi pemanfaatan nuklir dibatasi.nterupakan langkah resmi
pertama dalam rangka non-prolifer&si.

Meski demikian, Amerika Serikat tidak bisa memoriop@ sendiri. Di
bawah pimpinan Kurchatov, sarjana dan teknisi Sowieledakkan bom atom
pertama mereka di tahun 1949. Tindakan itu disokh Inggris di tahun 1952,
Perancis di tahun 1960 dan China di tahun 1864.

Padahal pada tanggal 5 November 1945, Amerika &erlkggris dan
Kanada telah mengusulkan pendirian Komisi EnergnAPBB. Amerika Serikat
sendiri mengusulkan “Baruch Plan” di tahun yang &ammtuk mencegah
penyebaran senjata nuklir di bawah pengawasamagimal® Dalam rencana
Baruch itu tidak saja pengayaan uranium dan peraisghutonium yang harus
diinternasionalisasi, tetapi juga tambang-tambanganium serta pabrik
pengolahannya harus ditempatkan di bawah pengawissdra tersebuft!

Permintaan Amerika Serikat itu tentu saja tidaleria oleh Uni Soviet,

karena tidak percaya setelah terbentuknya ototita Amerika Serikat mau

" A. Baiquni, “Lika-Liku Masalah Pemanfaatan Eneigiklir’, Majalah Ketahanan
Nasional, No. 40/Tahun XI1-1983, him. 75.

% Ibid.
Ibid.

8 United States Arms Control and Disarmament AgeAcy)s Control and Disarmament
Agreements, Washington DC, 1982, him. 82.

81 Baiquni,Lika-Liku Masalah Pemanfaatan Energi Nuklim. 77.
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mengadakan perlucutan nuklir atas dirinya senHiail itu kemudian melahirkan
negara-negara nuklir lainnya. Anggapan mengenailikas untuk memperoleh
bahan baku dan mengembangkan teknologi nuklir nenygetidak lagi akurat.

Di tahun 1953, Presiden Amerika Serikat Eisenhowsgnawarkan
panggunaan bahan bakar nuklir untuk tujuan ddmBianyak data teknis dan
teknologi yang tadinya dirahasiakan dibuka AmeriRarikat dengan tujuan
mengembangkan tenaga nuklir secara d&faiawaran itu mulanya tidak
menyebut masalah inspeksi, kemudian di tahun 18%Bakbanyak negara berniat
untuk memanfaatkannya, tawaran tersebut dikaitkangan pengawasan dan
verifikasi agar bahan itu tidak digunakan untuk gembangan yang bukan
bertujuan damai?

Di tahun 1955 pada pertemuan sub-komite Komisideéathn Senjata di
London, Inggris, Kanada, Perancis, Amerika Seftaatinding dengan Uni Soviet
untuk mencari suatu program alternatif, yang paasachya melarang produksi,
percobaan dan penggunaan senjata ntidRencana itu ternyata digugurkan pada
Pertemuan Puncak di Jenewa pada bulan Juli ¥oBhak Barat menolak suatu
perlucutan senjata secara komprehensif. PresideenBEower dari Amerika
Serikat mengusulkan pemeriksaan udara sebagai sastuuntuk menghindari
serangan tiba-tiba. Perdana Menteri Inggris Edemgmsulkan pemeriksaan
bersama pada kedua sisi yang memisahkan Eropa BaratEropa Timur.
Sedangkan yang paling maju adalah usul dari Pertiéerateri Kanada yakni
Edgar Faure, yang mengusulkan bantuan keuangak patigawasan perlucutan

senjata yang dananya diambil dari pengurangan jeelailiter masing-masing

82 Negm, Transfer of Nuclear Technologlgim. 41.
% Ibid.
8 Baiquni,Lika-Liku Masalah Pemanfaatan Energi Nukkim. 77.

8 Wwilliam Epstein,The Last Chance: Nuclear Proliferation and Arms @oh (London:
The Free Press, 1976), him. 47.

% Ibid.

Universitas I ndonesia

Keberlakuan rezim ..., Justin Nurdiansyah, FH Ul, 2011



23

negard’ Usaha-usaha untuk perlucutan senjata itu magils tegrlanjut. Di tahun
1957 Badan Tenaga Atom Internasional dtdarnational Atomic Energy Agency
(IAEA) yang berhasil didirikan sebagai suatu badalam lingkungan PBE&®

Pada akhir 1950an dan awal 1960an, sejak kerjas#eraasional dalam
pemanfaatan energi nuklir mulai berkembang, terdap@&khawatiraan
penambahamuclear Weapon StatgdlWS). Atas inisiatif Irlandia yang secara
aklamasi diterima dalam Sidang Majelis Umum PBBhiadya Majelis Umum
PBB mengeluarkan Resolusi 1665 (XVI) pada 4 Deserib61. Resolusi yang
penting itu kemudian banyak digunakan dalam nas¥ah terutama Pasal | dan
[l NPT, seperti bisa terlihat dalam salah satu &agresolusi tersebut yang

berbunyi sebagai berikut:

Calls upon all States, and in particular upon th&at&s at present possesing
nuclear weapons, to use their best endeavours ¢areethe conclusion of an
international agreement containing provisions unddrich the nuclear States
undertake to refrain from relinquishing control nticlear weapons and from
transmitting the information necessary for their natacture to States not
possesing such weapons; and provisions under wBiElies not possesing
nuclear weapons would undertake not to manufactreotherwise acquire

control of such weaponss.g.’.

Bahwa Resolusi tersebut pada dasarnya memintakadiadga langkah-
langkah yang perlu dipertimbangkan untuk mencegaaya proliferasi nuklir
termasuk pembentukan perjanjian internasional yamengatur NWS untuk
menahan diri untuk tidak mentransfer informasi pentintuk pembuatan senjata
nuklir ke Non-Nuclear Weapon Stat¢BINWS) dan menyebarkan penguasaan
atas senjata nuklir, sebaliknya NNWS berkomitmelaki akan membuat atau

memiliki senjata nuklif’ Resolusi yang disponsori oleh Irlandia itu menkara

8 Ibid., him. 48.
% |bid.

8 Mason Willrich, Non-Proliferation Treaty (Charlottesville: Michie Company Law
Publishers, 1970), him. 27.

% bid.
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bahwa perlucutan senjata secara umum dan menyelmerapakan masalah
terpenting yang dihadapi dunia saat’itu.

Usaha-usaha mencegah proliferasi senjata nuklis térerlanjut. Pada
akhir tahun 1961, Majelis Umum PBB dengan suaratlkémbali membuat suatu
Resolusi yang menyetujui perjanjian antara pemaiimtmerika Serikat dengan
Uni Soviet untuk mendirikan Komisi Perlucutan SémjaDelapan Belas
NegaraEighteen-Nation Committee on Disarmamé@BNDC)*? Setelah selama
bertahun-tahun dirundingkan antara Amerika Seridah Uni Soviet yang
kemudian diikuti oleh penerimaan Resolusi Irlandia, NPT secara luas
dibicarakan olen ENDC di Jenewa, Dewan NATO di Balslan Sidang Majelis
Umum PBB di New York?

ENDC yang menjadi forum utama untuk pembicaraanipearaan NPT
terdiri dari lima anggota NATO vyaitu Kanada, Perandtalia, Inggris dan
Amerika Serikat; lima anggota Pakta Warsawa yaitlg8&ria, Chekoslowakia,
Polandia, Rumania dan Uni Soviet; dan delapan aegan-blok yaitu Brazil,
Burma, Ethiopia, India, Meksiko, Swedia, Nigeriand®lesir. Perancis tidak
pernah mengikuti perundingan-perundingan yang eiggarakan. Amerika
Serikat dan Uni Soviet bertindak sebagai ketuatéta

Kemudian pada tanggal 14 Maret 1962, ENDC mengadakdangnya
yang pertama dengan pokok pembicaraan “PernyataesaBa Amerika Serikat
dan Uni Soviet tentang Prinsip-Prinsip yang telasefijui’ untuk perundingan-
perundingan multilateral di kemudian hari mengenm@rlucutan senjata.
Pernyataan bersama itu mengandung ketentuan babgeaannegara yang turut
serta dalam perundingan tersebut harus berusahaaps dan melaksanakan
perjanjian seluas dan secepat mungkin. Atas das&hi ENDC kemudian
menyetujui pada tanggal 25 Mei 1962 untuk memu&anipicaraan dengan dua

acara. Acara dari Amerika Serikat ialah pengurangesiko perang yang

%t United States Arms Contro\rms Contro] him. 83.
92 Epstein;The Last Chancgéhlm. 48.

% |bid.

* Ibid., him. 51.
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disebabkan oleh kecelakaan, salah perhitungangagalnya suatu komunikasi,
dan acara Uni Soviet ialah larangan penyebaramtsenjklir.

Amerika Serikat untuk pertama kali menyampaikancaagan NPT
kepada ENDC pada tanggal 17 Agustus 1965. Rancangamelarang kekuatan
nuklir mentransfer senjata nuklir ke dalam “pengsave nasional” dari setiap
negara non-nuklir dan membantu setiap negara nkii-galam membuat senjata
nuklir. Sedangkan negara-negara non-nuklir mernkalarpenerapan fasilitas dari
IAEA atau mekanismeafeguardstas aktivitas nuklir untuk tujuan damai.

Kemudian Uni Soviet membalas dengan usul rancarnygasandiri pada
tanggal 24 September 1965 dengan memilih forum BB.PRancangan ini
melarang transfer senjata nuklir dalam segala keyty atau membantu dan
menerangkan pembuatan atau penggunaannya, bark smogsung maupun tidak
langsung melalui negara-negara ketiga, atau kelempgara-negara yang tidak
mempunyai senjata nuklir. Selain itu, rancangansivéini Soviet ini juga
melarang kekuatan nuklir untuk menempati atau memgikgn militer gabungan
dari negara-negara sekutu bukan senjata nuklircéayan NPT yang diajukan
Uni Soviet ini tidak memasukkan ketentusafeguardsdi dalamny&® Sehingga
pada pertemuan XX Majelis Umum PBB tersebut, BraEthiopia, India,
Meksiko, Nigeria, Swedia dddnited Arab Republienerupakan delapan Negara
Non-Blok yang terlibat dalam ENDC, menyerahkamceangan resolusi bersama
mengusulkan sejumlah prinsip untuk mengarahkan patnkan perjanjian non-
proliferasi senjata nuklir. Majelis Umum PBB mengpsi prinsip tersebut dalam
Resolusi 2028 (XX) pada 19 November 1965. Prinsipsip tersebut sebagai
berikut:

a) The treaty should be void of any loopholes whickghtnipermit the
proliferation by nuclear or non-nuclear power, dityy or indirectly, of
nuclear weapons in any form;

b) The treaty should embody an acceptable balance utfiath responsibilities
and obligations of nuclear and non-nuclear power;

c) The treaty should be step towards the achievemiegemeral and complete
disarmament and, more particularly nuclear disarnesuty)

% Ibid., him. 66-67.
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d) There should be acceptable and workable the pronssito ensure the
effectiveness of the treaty;

e) Nothing in the treaty should adversly affect thghtiof any group of states to
conclude regional treaties in order to ensure tlgalt absence of nuclear
weapons in their respective territories

Pada tanggal 21 Maret 1966, Amerika Serikat menyaikap perubahan-
perubahan atas rancangan NPT-nya ke ERDDI tahun yang sama, Amerika
Serikat dan Uni Soviet melakukan perundingan higteDalam menjamin
pembahasan, Amerika Serikat dan Uni Soviet menekatdcangan dalam Pasal |
dan Il secara efektif menutup kemungkinan semuahc&trjadinya proliferasi
senjata nuklir baik langsung maupun tidak langstifgalam Pasal I1l, NNWS
harus bersedia berunding dengan IAEA mengenai gafaan sistersafeguards
Sistemsafeguardsbertujuan semata-mata memeriksa pemenuhan kewajdray
tercantum dalam NPT, tanpa mempengaruhi perkembargl@nomi dan
teknologi NNWS peserta NPT atau kemungkinan kemgasaternasional dalam
bidang kegiatan nuklir untuk tujuan damai. PasaNIRT mengatur pemanfaatan
secara damai tenaga nuklir, di mana negara pesergpunyai hak untuk terlibat
secara penuh dalam kemungkinan penukaran peralataterial dan ilmu
pengetahuan dan informasi teknologi dalam pemaariaahergi nuklir secara
damai?®

Dalam berbagai negosiasi NPT, perhatian utama NNX&kffisat pada tiga
isu utama. Pertamasafeguards keinginan NNWS yang menjadi anggota
European Atomic Energy Communffy(EURATOM) untuk mempertahankan

% Edmundo FujitaThe Prevention of Geographical Proliferation of Near Weapons:
Nuclear Free Zones and Zones of Peace in the SouthemisphergNew York: United Nations,
1989), him.7.

" pPBB, The United Nations and Disarmament: Short HistofMew York: United
Nations Publication, 1988), him. 55.

% Ibid.
% Fujita, The Prevention of Geographical Proliferatianm. 7

1% saat ini, yakni pada tahun 2011, negara-negargaaadgc URATOM berjumlah 27
negara sebagaimana jumlah negara anggota Uni Badpa: Austria, Belgia, Bulgaria, Siprus,
Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Pegni#rman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia,
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sistemsafeguardsregionalnya, dan kekhawatiran besar balsafeguards akan
menempatkan NNWS pada kerugian komersial dan indisdam pengembangan
energi nuklir untuk tujuan damai. Kedua, terkaiséienbangan antara tanggung
jawab dan kewajiban bersama, NNWS berpendirian bgtemolakan atas senjata
nuklir tidak akan menghambat NNWS dalam pemanfaatanata nuklir untuk
tujuan damai dan sebagai pertukarannya, NWS hamrkoimitmen dalam
melucuti persenjataan nuklir secara menyeldfthPasal IV dan VI NPT
mencerminkan perhatian tersebut. Ketiga, jaminamiean gecurity assurange
NNWS meminta jaminan bahwa penolakan akan senjatdirntidak akan
menempatkan NNWS dalam keadaan yang menyedihkbatakiimidasi senjata
nuklir NWS %% Dalam hal ini, tiga NWS telah berjanji akan merig&eln jaminan
tersebut dalam sebuah Resolusi Dewan Keamanan¥BB.

Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk pertama kalinpencapai kata
sepakat tentang pokok-pokok rancangan perjanjiam [pada tanggal 24 Agustus
1967°* Rancangan tersebut sudah dilengkapi dalam segakebuali Pasal IlI
NPT tentangafeguardsatas penggunakan tenaga atom untuk tujuan damda P
waktu itu Uni Soviet menghendaki dibuatnya rancangaasing-masing yang
identik tapi terpisah, yakni dibuat sendiri-sendidak dalam satu draft yang
disetujui bersam®® NNWS menyarankan Amerika Serikat dan Uni Soviet
merancang perjanjian secara bersama untuk diserdteabali ke ENDC pada
Maret 1968'° Amerika Serikat dan Uni Soviet kemudian menyamamaik
rancangan kedua yang identik pada tanggal 18 Jat@@8. Kedua rancangan ini

Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, diia, Portugal, Rumania, Slowakia, Slovenia,
Spanyol, Swedia dan Inggris.

191 pBB, The United Nations and Disarmamghim. 55-56.
192 1bid.

193 Resolusi Dewan Keamanan PBB, S/IRES/984 (1995).
194 pBB, The United Nations and Disarmamghim. 55-56.
195 bid.

%bid., him. 57.
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telah dilengkapi dengan Pasal Il NPT dan juga Ipagnan-perubahan yang
diusulkan oleh delegasi-delegasi lain pada END@&ehembicarakan rancangan
tertanggal 24 Agustus 1987. Kemudian pada tanggal 11 Maret 1968, Amerika
Serikat dan Uni Soviet menyampaikan kepada ENDCaiagan ketiga yang
disetujui, dengan beberapa perubahan kecil seseragath hasil pembicaraan
rancangan kedu&® Perubahan tambahan yang penting dalam revisbigrse
a) terdapatnya manfaat yang potensial atas peledakidim secara damai untuk

semua negara peserta (Pasal V);
b) kesediaan untuk melanjutkan negosiasi dengan itlk@l dalam melucuti

persenjataan dan menghentikan perlombaan senjiia (Rasal VI);
c) setiap negara berhak untuk membuat perjanjian kawbsbas nuklir (Pasal

Vi), 109

Sebelumnya, pada tanggal 7 Maret 1968, Amerike&k&edan Uni Soviet
serta Inggris telah menyampaikan ke ENDpartite Draft ResolutionDewan
Keamanan PBB mengenai jaminan keamaseanu(ity assurange&kepada negara-
negara non-senjata nuki? Rancangan NPT tertanggal 11 Maret 1968 dan draft
Resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal 7 Maret I&Rikan ke ENDC
dalam laporannya ke Sidang Majelis Umum PBB padggal 14 Maret 1968 dan
kemudian dibicarakan pertama-tama di Komisi Poliikn Keamanan dalam
sidang ke-22 Majelis Umum PBB pada tanggal 26 A®@68** Amerika Serikat
dan Uni Soviet menyerahkan sebuah revisi bersanfarke CommitteeMajelis
Umum PBB pada Mei 19682
Setelah pembahasan dan revisi yang mendalam, ®dgtium PBB

mengeluarkan Resolusi 2373 (XXII) yang memperkearalk perjanjian

197 | bid.
108 | pid.

199 pBB, The United Nations and Disarmament: 1945-1988w York: United Nations
Publication, 1985), him. 76.

10 1pid.
" bid.

Y2 pid., him. 76-77.
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internasional, lampiran perjanjian dicantumkan pé&aResolusi tersebut dan

mengungkapkan harapan untuk penerimaan secara™{us®T dibuka untuk

ditandatangani pada 1 Juli 1968 di London, Moskew Washington DE** NPT

berlaku efektif pada 5 Maret 197

NPT memasukan secara tepat lima prinsip umum sebaga tercantum
dalam Resolusi 2028 (XX) Majelis Umum PBB. Dalamnga&turannya, NPT
mempunyai lima prinsip-prinsip umdfi sebagai berikut:

1. NPT merupakan perjanjian internasional yang bersitkarela yang terdiri
dari NWS dan NNWS bertujuan mengambil keuntungamgde cara terbaik
dalam pemanfaatan energi dan teknologi nuklir uritykan damai dengan
tidak mengganggu perdamaian dan keamanan intenasio

2. Berdasarkan Pasal IX ayat (3) NPT, NWS didefinisikabagai “negara yang
telah membuat dan meledakkan senjata nuklir ataw [edak nuklir lainnya
sebelum 1 Januari 1967.” Terdapat lima negara yaegenuhi rumusan
definisi ini yaitu Cina, Perancis, Rusia, InggAsmerika Serikat;

3. NPT bukan merupakan upaya kekerasan untuk memadserdapa negara
dalam penaatannya. NPT tidak menciptakan senjatar msaupun memberi
sanksi atas keberadaan senjata nuklir. NPT hapendang sebagai sebuah
usaha kerjasama dalam menangani faktor yang patemgrusak kestabilan
masyarakat internasional;

4. Dua prinsip utama yang penting dalam memahami NPErtama,
pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan damaiubaterlaksana secara

universal. Dalam bagian pembukaan NPT, menegaskan:

Affirming the principle that the benefits of peatedpplications of nuclear
technology, including any technological by-produstsich may be derived
by nuclear-weapon States from the developmentaéauexplosive devices,

113 pBB, The United Nations and Nuclear Non-Proliferati¢gNew York: United Nations
Publication, 1995), him. 6.

14 bid.
1 bid.

118 pid., him. 6-7.
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should be available for peaceful purposes to alltita to the Treaty,
whether nuclear-weapon or non-nuclear-weapon Sthtés
Kedua, prinsip yang bersifat mengesampingkan bapemyebaran senjata
nuklir merusak perdamaian dan keamanan interndsidvi@nurut bagian

pembukaan NPT menegaskan:

Believing that the proliferation of nuclear weapomsuld seriously enhance
the danger of nuclear war,

In conformity with resolutions of the United NatsoiiGeneral Assembly
calling for the conclusion of an agreement on thevpntion of wider
dissemination of nuclear weapojnlg,

5. Untuk mencapai tujuan NPT, baik dalam bagian peradok maupun
kesebelas pasalnya, NPT menyebutkan sejumlah Kemajli mana negara
peserta NPT sepakat untuk melaksanakannya. Bebémapajiban hanya
berlaku terhadap NWS, sementara yang lainnya hethakya untuk NNWS
dan selebihnya berlaku bagi seluruh negara pels&ta

22 HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA-NEGARA YANG MENJADI
PIHAK
Dalam NPT dibedakan negara peserta antara NWS ddW3N Perlu
diketahui bagaimana NPT membedakan hak serta Kewayang berlaku antara

kedua kelompok negara peserta ini, diantaranya:

2.2.1 Negara-negarpemilik senjatanuklir/NuclearWeaporStategNWS)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwaapetd pembedaan
kategori negara-negara pihak dalam NPT, salah yatyaitu negara dengan
kekuatan senjata nuklir atau NWS yakni Amerika IggriRusia, Inggris, Perancis
dan China. Negara-negara tersebut merupakan negaig telah meledakkan
nuklir sebelum tahun 1967 dan mereka adalah sammgakelompok negara yang
memiliki senjata nuklir secara legal berdasarkamapgan ini, seperti tercantum

7 ihat bagian pembukaan NPT alinea ke-6.
18| ihat bagian pembukaan NPT alinea ke-2 dan ke- 3.
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di dalam Pasal IX ayat (3) NP*f. Penentuan lima negara tersebut sebagai lima
kekuatan nuklir yang memiliki hak untuk menyimpamjsta nuklir berdasarkan
NPT dinyatakan pada Paragraf 61 dakadvisory OpinionlCJ atas Legality of

the Threat and Use of Nuclear Weapbns

2.2.1.1Hak yang tercakup dalam perjanjian

Pada dasarnya hak bagi NWS yang tercakup di daldT Mang
menjadikannya faktor pembeda utama dengan hak yandiki oleh NNWS
yakni hak mereka untuk tetap memiliki dan menyimpsersenjataan nuklir.
Bahwa kelima negara yang secara sah memiliki senjaiklir tersebut
menukarkan haknya untuk tetap memelihara persamaya dengan syarat
pemenuhan kewajibannya untuk berbagi informasi luibagai bentuk bantuan
lainnya terkait dengan pengembangan teknologi ndklnegara-negara berstatus
NNWS° Dan tentunya seiring dengan berjalannya prosesliat, NWS pada
hakekatnya diharuskan untuk mengeliminasi sertauecnél senjata nuklirnya
secara bertahdf dan diharapkan hanya mengembangkan teknologi serta
pengetahuan nuklirnya untuk tujuan damai saja, yamapa tidak terdapat

mekanisme konkrit atas kepastian aplikasi dan peagannya??

2.2.1.2Kewajiban yang tercakup dalam perjanffan
Berdasarkan Pasal | NPT, negara peserta NPT heystd¥VS tidak
diperbolehkan untuk mentransfer senjata nukliu dtalu ledak nuklir lainnya

kepada negara penerima manapun, atau membantwanagauntuk memperoleh

119 pasal IX ayat (3) NPT berbunyi sebagai berikilthi§ Treaty shall enter into force
after its ratification by the States, the Governisesf which are designated Depositaries of the
Treaty, and forty other States signatory to thigafy and the deposit of their instruments of
ratification. For the purposes of this Treaty, a ctear-weapon State is one which has
manufactured and exploded a nuclear weapon or otharlear explosive device prior to 1
January 1967.

29 ihat Pasal IV dan V NPT.

?!Linat Pasal VI NPT.

122 Negm, Transfer of Nuclear Technologlgim. 4.
123 pBB, Nuclear Non-Proliferationhim. 7-8.
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bahan yang akan dipergunakan untuk membuat senjétet maupun melakukan
pemindahan penguasaan atas senjata atau hulunekliak

Kemudian setiap NWS memberikan jaminan kepada NN®@f§) menjadi
pihak NPT atas hak mereka untuk mengembangkan ipanglproduksi dan
pemanfaatan tenaga nuklir untuk tujuan damai tampskriminasi atau
mewajibkan semua pihak dalam persetujuan untuk mkamkesempatan seluas-
luasnya bagi pertukaran sarana, bahan-bahan s@stenasi dan teknologi dalam
penggunaan tenaga nuklir untuk tujuan datfiai.

Berdasarkan Pasal Il ayat (2) NPT mengatur bahstiags peserta NPT
yang berstatus NWS dan NNWS bersepakat untuk tidekyediakan sumber
atau special fissionable materiglsatau perlengkapan atau bahan-bahan yang
secara khusus dirancang untuk pemrosesan, penggateaa pembuataspecial
fissionable materialsmaupun untuk tujuan damai kepada NNWS, kecualbgg
sumber atawspecial fissionable materialkersebut berlaku perjanjissafeguards
yang dipersyaratkan pasal ini.

Dalam Pasal IV ayat (2) NPT bahwa setiap negarerf@zeBIPT bersepakat
untuk menyediakan instalasi, dan memiliki hak bdrp@asi dalam upaya
pertukaran informasi mengenai perlengkapan, bahhad dan ilmu pengetahuan
teknologi untuk pemanfaatan nuklir untuk tujuan danmDalam pelaksanaan
upaya tersebut negara-negara peserta NPT akanjdbed@na dengan negara
lainnya atas organisasi internasional untuk mengegkan penggunaan energi
nuklir secara damai, terutama dalam wilayah negarkembang di seluruh dunia.

Pasal V NPT mengatur bahwa NWS akan menjamin hkRkMNiEdWS
dalam memperoleh manfaat atas tindakan peledakklr secara damai tanpa
diskriminasi melalui badan-badan internasional yahnjuk untuk itu dan
bahwa peledakan tersebut akan dilakukan dengan gueagan hulu ledak
sekecil mungkin, tidak termasuk di dalamnya Kkegiatpenelitian dan
pengembangan.

Salah satu kewajiban yang paling utama khususngm K8/S dalam
perjanjian ini yaitu bahwa setiap negara peserta B&tuju untuk megusahakan

1241 ihat Pasal IV NPT.
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perundingan-perundingan dengan itikad baik dankangangkah efektif untuk
mencapai penghentian perlombaan senjata nuklir geese mungkin dan
perlucutan senjata nuklir secara umum dan menyeldiubawah pengawasan
internasional yang ketat dan efektgefieral and complete disarmament under
strict and effective international contjoKewajiban NWS untuk melucuti senjata
nuklir juga dinyatakan dalam bagian pembukaan ¥Pjlang menyatakan bahwa
tujuan NPT adalah menghentikan perlombaan senjakdir rserta mengambil
langkah-langkah awal guna mengurangi perlombaaatsenuklir (proliferasi
dalam arti kualitatify dan menghambat bertambahjyalah gudang-gudang
penyimpanan senjata nuklir (proliferasi dalam lam@ntitatif). Kewajiban ini pada
dasarnya menjadi banyak diperdebatkan dan akdaskpn di bab selanjutnya.
Kemudian terkait dengan pembentukan Kawasan Bebagt& Nuklir
(Nuclear Weapon Free Zon¢epatnya dalam Pasal VII NPT yang menentukan
bahwa NPT tidak menghalangi hak setiap negara nuandalam membentuk
suatu perjanjian regional untuk menjamin perlucutanjata nuklir secara

keseluruhan di wilayahnya.

2.2.2 Negara-negardukan pemilik senjatanuklir/Non-NuclearWeaponStates
NNWS

Negara-negara yang memiliki status sebagai NNWSupadan negara

pihak NPT namun berada di luar lima negara yarghtdisebutkan sebelumnya.
Posisi NNWS dan hak-hak yang diberikan oleh NPThgkeli dipersulit dalam
usahanya untuk memperoleh teknologi nuklir, khugastalam perwujudan Pasal
IV NPT secara konkrit?® Segala kontroversi juga turut mengiringi perjatana
seperti kasus penarikan diri Korea Utara dari NRh ghga peliknya situasi di

Iran yang akan dibahas di bab selanjutnya sechita dietail.

125 ihat Pembukaan NPT alinea ke-8.

126 Negm, Transfer of Nuclear Technologgim. 9.
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2.2.2.1Hak yang tercakup dalam perjanjian

Bahwa anggota NPT tidak kehilangan hak-haknya unmtakgembangkan
teknologi nuklir dalam segala bidangnya untuk tojudamai dan dapat
berpartisipasi dalam pertukaran informasi, perala@dan material untuk
pengembangan nuklir tersef@f. Sama dengan NWS, NPT juga tidak
mengurangi hak NNWS untuk membuat perjanjian regiagar dapat menjamin
sama sekali tidak terdapat senjata nuklir di dakdlmyah masing-masintf®

Pasal IV NPT menentukan hak negara peserta NPT mdala
mengembangkan energi nuklir. Pasal IV NPT tercar dua ayat. Pada Pasal IV
ayat (1) NPT mengakui hak setiap negara dalam nmelbgegkan energi dan
teknologi nuklir secara damai. Kemudian dalam Pdga(2) NPT mengatur
tentang transfer perlengkapan, bahan-bahan, ilmggiaehuan dan informasi
teknologi nuklir.

Pasal IV NPT menentukan:

Q) Nothing in this Treaty shall be interpreted af$ecting the inalienable
right of all the Parties to the Treaty to devel@search, production and use of
nuclear energy for peaceful purposes without dmoration and in conformity
with Articles | and Il of this Treaty.

(2) All the Parties to the Treaty undertake toilfeate, and have the right to
participate in, the fullest possible exchange afipoent, materials and scientific
and technological information for the peaceful usésuclear energy. Parties to
the Treaty in a position to do so shall also co+ape in contributing alone or
together with other States or international orgaians to the further
development of the applications of nuclear energy peaceful purposes,
especially in the territories of non-nuclear-weap8tates Party to the Treaty,
with due consideration for the needs of the dewmetpareas of the world.

NPT merupakan hasil perundingan antara NWS dan NN)AR awal
pembentukanny#® Hasil perundingan tersebut menentukan bahwa NW& ak
melakukan perlucutan dan penghentian perlombaajataenuklir, sedangkan

NNWS melepaskan keinginannya atas pilihan senjatklirn dan akan

127 Lihat Pasal IV NPT.
128 | ihat Pasal VII NPT,
129 Negm, Transfer of Nuclear Technologlglm. 4.
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mendapatkan transfer teknologi nuklir untuk tujuwmai. Dalam NPT terdapat
ketentuan tentang pemanfaatan teknologi nuklir kuttjuan damai dalam Pasal
V NPT. Pengaturan ini bertujuan untuk menarik NNWii&njadi anggota negara
NPT.

Pasal V NPT juga mengatur bahwasanya setiap ngggm@rta dijamin
penggunaan teknologi nuklir untuk peledakan nuldecara damai dengan
perjanjian bilateral ataupun perjanjian internaalograng khusus.

Ketentuan Pasal V NPT menentukan:

Each Party to the Treaty undertakes to take apped@rmeasures to ensure that,
in accordance with this Treaty, under appropriatéernational observation and
through appropriate international procedures, pdteh benefits from any
peaceful applications of nuclear explosions will i&de available to non-
nuclear-weapon States Party to the Treaty on adisoriminatory basis and that
the charge to such Parties for the explosive devigsed will be as low as
possible and exclude any charge for research angldpment. Non-nuclear-
weapon States Party to the Treaty shall be ablebtain such benefits, pursuant
to a special international agreement or agreemetitspugh an appropriate
international body with adequate representatiomnoh-nuclear-weapon States.
Negotiations on this subject shall commence as ssquossible after the Treaty
enters into force. Non-nuclear-weapon States Partye Treaty so desiring may
also obtain such benefits pursuant to bilateralegments.

Kemudian terkait dengan setiap usaha dalam pelaksakedaulatan
nasionalnya NNWS mempunyai hak untuk menarik dari NPT, jika pihak
tersebut memutuskan bahwa telah terjadi kejadiandiasa, bertalian dengan hal
pokok yang telah membahayakan kepentingan utamaran@ga. Di mana pihak
tersebut memberitahukan terlebih dahulu dengan ammkan suatu pernyataan

tentang kejadian-kejadian luar biasa terséffut.

2.2.2.2Kewajiban yang tercakup dalam perjanjtah
Kewajiban yang hanya berlaku bagi NNWS berdasafRasal 1| NPT,

NNWS tidak menerima atau menguasai senjata nukdiu &ulu ledak nuklir

%0 ihat Pasal X NPT.
131 Negm, Transfer of Nuclear Technologlgim. 9.
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dalam bentuk apapun dan tidak akan mencari maummenma bantuan dalam
membuat senjata-senjata nuklir atau hulu ledakinukl

Begitu pula pengaturan dalam Pasal Il ayat (1) NRfig mewajibkan
NNWS untuk menerimasafeguardsNPT yakni bersedia untuk diawasi dan
diinspeksi secara internasional dengan tujuan umekcegah penyelewengan
kegiatan pengembangan teknologi nuklirnya ke arambuatan senjata nuklir
atau alat ledak nuklir menjadi senjata nuklir atawlu ledak nuklir lainnya.
Sedangkan Pasal Il ayat (4) NPT menentukan jangkktu pelaksanaan
perjanjian tersebut.

Pasal 1l ayat (2) NPT juga turut berlaku bagi NNW&ng mana
menyatakan bahwa setiap peserta NPT yang berstddS dan NNWS
bersepakat untuk tidak menyediakan sumber apmcial fissionable materigls
atau perlengkapan atau bahan-bahan yang secaraiskidieancang untuk
pemrosesan, penggunaan atau pembustanial fissionable materialsnaupun
untuk tujuan damai kepada NNWS, kecuali apabila &rmatau special
fissionable materialdersebut berlaku perjanjiassafeguardsyang dipersyaratkan

pasal ini.

23 STATUS NEGARA BUKAN PIHAK DALAM PERJANJIAN NON-
PROLIFERASI SENJATA NUKLIR 1968 SERTA NEGARA
TERKAIT ISU KEPEMILIKAN SENJATA NUKLIR

2.3.1 |srael
Dalam membicarakan kaitan antara Israel dengannkiékan senjata

nuklir yang tidak pernah diakuinya secara resmipladeolah memberikan

gambaran akan suatu zona abu-abu yang pekat, bagi rahasia yang telah
diketahui oleh masyarakat internasional secara umamun tetap tersimpan rapi.

Dalam beberapa kesempatan pula Israel telah mémayatatatus keberadaan

senjata tersebut, seperti dalam sebuah narasiyanigg disampaikan oleh James

Adam dalam bukunyd@he Unnatural Alliance

“In 1969, while in a state visit to Washington, Rteat Nixon had asked the
visiting Israeli Prime Minister Golda Meir if Isrddad any “dangerous toys”, by
that he meant an atom bomb, and asked if Israeldme? To this, the Israeli
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leader replied, ‘We do’. Nixon seemed impressed fzadi cautioned her to ‘be
careful’. On her return, she narrated the inciddot the Israeli Cabinet and
remarked that she was just lucky that he didn'tleask many bombs.

Program nuklir Israel menimbulkan ketertarikan ¢ediri karena
posisinya sebagai negara bukan pihak dari NPT dayahsedikit dari fasilitas
nuklirmya yang berada di bawah pengawasan IAEA. iLeBaripada itu,
ambiguitas dari posisi Israel senantiasa mengirikgbijakannya dalam
kepemilikan senjata nuklir, yakni dengan mendeksi&iem bahwalsrael will not
be the first to introduce nuclear weapons into thgiori’, namun di sisi lain,
Israel juga turut mendukung pembentukan Kawasana8ekenjata Nuklir di
Timur Tengah.

Usaha-usaha Israel untuk memperoleh teknologi, reldan material-
material yang digunakan untuk memproduksi senjaiklim dapat dikatakan
dimulai hampir sama dengan saat kelahiran negasettet pada Mei 1948
Israel telah begitu aktif berkecimpung dalam bedbaaspek dalam penelitian
nuklir dan dilaporkan telah mengembangkan sumbeaksu uranium dan telah
memperoleh keahlian dalam pemrosesaciear fuel cycleg®

Saat ini, Israel memiliki empat universitas besang/ berurusan dengan
penelitian dan pendidikan nuklir fundamental, yakm Weizmann Institute of
Sciencedi Rehvoth,the Rach Institute of Physics di the Hebrew Uninvgref
Jerusalem the Israel Institute of Technology-Technidn Haifa dan theBen
Gurion University of the Negedi Beer-Sheb&* Pemerintah Israel melalui
Komisi Tenaga Atom Isradfrael Atomic Energy CommissiofIAEC)
mengontrolNahal-Soreq Nuclear Research CenttanNegev Nuclear Reasearch

Centreserta reaktor-reaktornya

132 Frank BarnabyCapping Israel’s Nuclear Volcanaalam Efraim Karsh, edBetween
War and Peace: Dilemmas of Israeli Secyr{tyondon: Frank Cass & Co. Ltd., 1996), him. 95.

133 Majelis Umum PBB, A/40/520, Report of UNIDIR Israel Nuclear Armament
Distribution General, 9 Desember 1981, him. 4.

3* Negm, Transfer of Nuclear Technologllm. 228.

135 pid., him. 9-10.
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Pada tahun 1950-an, Amerika Serikat secara tidagslang “membekali”
Israel ketika Presiden Eisenhower memperkenalkagram ‘Atoms for Peace
pada tahun 1955. Dalam program ini, Israel menepeiatihan teknis di Amerika
Serikat dan yang lebih penting lagi Washington jsetintuk membangun sebuah
reaktor berkapasitas 5 Megawatt untuk Israel diat@kahal Sore¢®® Setelah
tahun 1955 dan sebelum Perang Suez dengan Mesrtphdn 1956, Perancis
secara rahasia menyetujui untuk membangun reakitonpum di Dimona. Hal
ini merupakan hasil dari persetujuan agar Ben Gunenarik pasukannya dari
Sinai dan menerima pergeacekeepinglari PBB sebagai balasan atas bantuan
Perancis dalam membangun fasilitas reaktor nuldirsebut. Hal tersebut
menyebabkan Perancis turut memegang peranan balsan dejarah teknologi
senjata nuklir di Israel, karena pada tahun 196Buah perusahaan kimia milik
Perancis yang ditunjuk untuk membangun reaktor ddianyang terletak di dekat
kota kuno Beersheba di Negev tersebut mampu memksodetidak-tidaknya
empat bom nuklir dalam setahtif. Pada tahun 1963, reaktor Dimona memiliki
24 ton uranium, yang mana sebanyak 10 ton berasiapbduksi domestik Israel
sendiri, 4 ton dari Perancis dan 10 ton sisanyadaé¢rdari Afrika Selatan yang
telah dikirim sejak tahun 1957° Segala pengiriman ini menjaga produksi senjata
nuklir Israel tetap berjalali® Pada intinya, sejak tahun 1964, saat Dimona mulai
beroperasi secara efektif, Israel mampu memprodulklir yang dipersenjatai
dengan plutonium dalam jumlah yang bany&k.

Meskipun posisi resmi dari Israel adalah sebagadpleung dari rezim
non-proliferasi nuklir, namun Israel tetaplah bukesgara peserta NPT. Meskipun

misalnya NPT digolongkan sebagaistomary international laywpada faktanya

13 Honore M. Catudal, Jrisrael’s Nuclear Weaponry — A New Arms Race inMiedle
East (London: Gray Seal Books, 1991), him. 115

137 Seymour M. HershThe Samson Option: Israel's Nuclear Arsenal and ricaa
Foreign Policy (New York: Random House, 1991), him. 31.

138 Benjami Beit Hallahmi, The Israel Connection — Whom Israel Arms and Why?
(London: I. B. Tauris & Co. Ltd. Publishers, 198fhmn. 133.

139 bid.
190 Majelis Umum PBB|srael Nuclear Armamenhim. 4.
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Israel dan beberapa negara lain bukanlah bagian pag@anjian ini. Sebagai
konsekuensinya mereka tidak diharuskan untuk mematgala peraturannya.
Sejak tahun 1968, Israel secara spesifik telah kokén reservationsterkait
dengan NPT yang dapat dirangkum sebagai beffut:

1. NPT tidak mencantumkan komitmen apapun bagi NWSvhamereka tidak
akan menggunakan senjata nuklirnya kepada negaiatigak memilikinya.
Meskipun telah ada Resolusi 255 Dewan Keamanan d@BBketiga deklarasi
dari negara-negara kekuatan utama nuklir duniaiyakrerika Serikat, Rusia
dan Inggris yang secara moral tidak boleh diabaikeamun Israel tidak
menganggapnya sebagai jaminan.

2. Tidak adanya sifat universalitas baik di dalam NR&upun resolusi dan
jaminan keamanan yang ditawarkan ketiga negaraltets

3. Baik resolusi maupun ketiga deklarasi NWS yang titetersebut bukanlah
merupakan komitmen yang mengikat.

4. Meskipun NWS siap untuk memberikan jaminan terhablapgsa-bangsa
yang lebih kecil terhadap perang nuklir, Israel imagbih prihatin akan
adanya perang konvensional.

5. Dari segi kondisi serta situasi yang terjadi di Gimfengah dan terkait dengan
hubungan negara-negara tersebut dengan NPT, Isnaehganggap
pemberlakuan NPT membutuhkan adanya kondisi yamgadaSedangkan
kondisi tersebut tidak terdapat di wilayah Timum@ah akibat keberagaman
yang ada di dalamnya di mana persaingan dan kanfiknicu ketidakstabilan
secara konstan.

6. Israel percaya bahwa, di Timur Tengah, implikagii geerlombaan senjata
konvensional tidak dapat diabaikan. Bahwa hal uigiaj merupakan ancaman
secara langsung terhadap Israel lebih daripadatsenyklir. Bahkan, Israel
menganggap penting untuk membangun sistem yangdaaskewajiban yang
saling mengikat di antara semua negara agar texhotati perkenalan dengan
senjata nuklir di wilayah tersebut. Hal ini, menutarael, dapat dicapai
melalui pengaturan regional antar negara di wilagasebut.

141 Ran Marom,Israel’'s Position on Non-Proliferatign(University of Jerusalem: The
Leonard Davis Institute for International Relatiph896), him. 27.
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2.3.2 India

India sudah meledakkan bom nuklirnya pada tanggaWi&i 1974, namun
negara ini tidak termasuk ke dalam terminologi megaiklir karena seperti yang
telah dijelaskan sebelumnya hanya lima negaraysajg diakui sebagai negara
nuklirsNWS yakni Amerika Serikat, Rusia, InggriserBncis dan China. Jadi
seandainya pun India menjadi bagian dari NPT mabksisp dari India adalah
sebagai NNWS.

Dalam kasus senjata nuklir, India selalu mempetkaga bahwa
penyebaran senjata nuklir itu memiliki dua segiitwiyasecara horizontal dan
vertikal (proliferasi horizontal dan proliferasi i&al). Dengan alasan bahwa
NPT hanya mengatur proliferasi horizontal saja, anbddia menolak untuk ikut
sebagai negara peserta dalam NPT. Sebab tanpagpbaoeproliferasi vertikal,
sekalipun NPT sudah diratifikasi, perlombaan senjatklir masih akan terus
berlangsund** Dalam kasus seperti itu, India memandang NPT sebsgptu
diskriminasi hukum di antara negara-negara di séludunia sehingga akan
menjadi tergantung kepada negara dengan kekuatkir mutuk baik untuk
pengetahuan maupun penerapan teknologi nuklir. téasebut dipandang
cenderung memperlancar jurang teknologi yang sadah

Berangkat dari pemikiran tersebut, tanpa perlu a@npegara peserta
dalam NPT, India mengaku juga turut mengadopsisgtprinsip umum dalam
NPT dengan menyatakan:

a. NPT sebaiknya melarang memproduksi senjata nulkdh semua negara;
tanpa suatu diskriminasi di antara NWS dan NNWS.

b. Suatu perjanjian sebaiknya melarang mentransfeatsemuklir ke semua
negara.

c. Menghentikan produksi material fisil untuk tujuaniliter, safeguards
sebaiknya diterapkan untuk memiliki fasilitas-faad nuklir dari semua

negara dan sebaiknya menjadi universal, objektifjg§ional dan tidak

142 Mason Willrich, Non Proliferation Treaty (Charlottesvile: Law Publishers, 1970),
him. 174.
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diskriminatif serta menjamin bahwa material fishnya digunakan untuk
maksud-maksud damai.

d. Perjanjian sebaiknya meneruskan langkah-langkalg ykeomkrit terhadap
perlucutan senjata secara umum dan menyeluruh, ukhya ke arah
perlucutan senjata nuklir.

e. Hal itu sebaiknya menjadi suatu perjanjian larangamyebaran senjata nuklir
dan sebaiknya tidak melarang setiap penggunaarnr raki teknologi nuklir

untuk tujuan damai.

2.3.3 Pakistan

Dalam kasus peledakan nuklir India pada tanggd&B1974, posisi dari
percobaan peledakan tersebut terletak hanya sek@ti@r mil dari perbatasan
Pakistan. Bom yang telah menghancurkan HiroshinmaNtgasaki diperkirakan
samaukurannya dengan ledakan nuklir India tersgbkhi sekitar 15 kiloton.
Ledakan tersebut ditanggapi keras oleh Pakistag yengklaim bahwa sebagian
debu ledakan itu berjatuhan di daerah teritorialnyeotes Pakistan itu juga
diperkuat oleh Selandia Baru, Kanada, Jepang, BaelaBwedia dan Inggris. Hal
tersebut sontak merubah semua peraturan pelangpeshferasi senjata nuklir
dan pengawasan senjata nuklir termasuk struktururgdn internasional,
khususnya antara India dengan Pakistan.

Pakistan tidak pernah meratifikasi dan menandatangBT dan dengan
segera dalam beberapa kesempatan memprotes dal@amp $erum yang
memungkinkan atas peledakan nuklir India dan memimnghentikan kelanjutan
uji coba tersebut. Perdana Menteri Pakistan Ali tBhketika itu menyatakan
bahwa:

Saya menuntut India agar menaati komitmen-komitmtamnasional dan berjaniji
dengan sungguh-sungguh tidak akan membuat senjéta. rbaya tidak dapat
menerima jaminan India bahwa peledakan nuklirnyalutujuan damai. Dan
saya tidak akan tunduk pada apa yang digambarkasebagai “pameran nuklir”,
juga tidak akan menerima hegemoni ataupun domindg di anak benua ini.

13 Josef Goldblat, “The Indian Nuclear Test and tti&TNdalam Anne W. Marks\PT:
Paradoxes and ProblemgWashington DC: The Carnegie Endowment for Irdéomal Peace,
1975), him. 31.
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Bahki{m4 jika diperlukan, Pakistan akan melanjutkalam lapangan nuklir seperti
India.

Peledakan nuklir India secara tidak langsung mdsampapemicu
berkembangnya teknologi nuklir di Pakistan danht@eembangkitkan reaksi vital
Pakistan untuk mendapatkan jaminan keamanan dars MMlam menghadapi
kemungkinan digunakannya senjata nuklir oleh InBiasisi lain, pada faktanya
Pakistan tidak mau menerima diskriminasi dari pamga NPT dan selama India
masih memiliki kekuatan nuklir maka Pakistan tidakan mengendurkan
pertahanannya dengan meniadakan kemampuan nukliumyak bergabung
dengan NPT sebagai NNWS.

2.3.4 KoreaUtara

Secara mengejutkan pada tanggal 10 Januari 200&rpeat Korea Utara
mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya menarik diri NPT, dengan
pertimbangan bahwa kedaulatan nasional dan kegamtitertinggi negaranya
terancam oleh kebijakan permusuhan Amerika Sediad Korea Utara. Naskah
lengkap pernyataan pengunduran diri tersebut bgrisebagai berikut:

Under the grave situation where our state’s suprémerests are most
seriously threatened, the DPRK Government adopsfahowing decisions to
protect the sovereignty of the country and theamatind their right to existence
and dignity:

Firstly, the DPRK Government declares an automatic immediate
effectuation of its withdrawal from the Treaty ometNon-Proliferation of
Nuclear Weapons, on which “it unilaterally annoudca moratorium as long as
it deemed necessary” statement, now that the Has$ multilaterally abandoned
its commitment to stop nuclear threat and renoumzstility towards th DPRK in
line with the same statement.

Secondly, it declares that the DPRK, withdrawingnir NPT is totally
free from binding force of th safeguards accordwith the IAEA under its article
3. The withdwaral from NPT is a legitimate selfefefive measure taken against
the U. S. moves to stifle the DPRK and the unrestserbehavior of the IAEA
following the U. S. . Though we pull out of the NW& have no intention to
produce nuclear weapons and our nuclear activiiethis stage will be confined
only to peaceful purposes such as the producticgleaftricity. If the U. S. drops
its hostile policy to stifle the DPRK and stopshitglear threat to the DPRK, the
DPRK may prove through a separate verification leetwthe DPRK and the U.
S. that it does not make any nuclear weapon.

144 Epstein,The Last Changenlm. 227.
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The United States and the IAEA will never evade theponsibilities for
compelling the DPRK to withdraw from the NPT, bgadng the DPRK’s last
efforts to seek a peaceful settlement of the nudeae through negotiatiorjré‘f5
Dalam sejarah rezim non-proliferasi, Korea Utaralald satu-satunya
negara yang dua kali menyatakan penarikan dirirgra NPT. Pada tanggal 12
Maret 1993, Korea Utara pernah mengumumkan pemargiainya, namun
beberapa saat sebelum penarikan diri tersebutifefeitak Korea Utara dan
Amerika Serikat menyepakati sebuah perjanjian karj@*® yang berhasil
membuat Korea Utara mengurungkan niatnya, dan paddu itu Korea Utara
menyatakan akan menunda penarikan dirinya. Olehenkaritu, sangat
disayangkan bila ternyata untuk kali ini Korea dtérenar-benar melaksanakan
penarikan dirinya tersebut.

Sejarah singkat keanggotaan Korea Utara dalam NPwab ketika Korea
Utara menjadi peserta dalam perjanjian tersebugaeNNWS. Pada tahun 1989,
diperoleh informasi dari hasil foto satelit Ameril&erikat yang menunjukkan
adanya sebuah reaktor pemrosesan kembali plutodiuviong Byon*’ Setelah
beberapa kali ditunda, akhirnya pada tahun 199@#&&ftara mengizinkan lima
pemeriksaan yang dilakukan oleh IAEA atas fasiliteklir Korea Utara di Yong
Byon!*® Hasil pemeriksaan IAEA menunjukkan jumlah isotdptgnium yang
berbeda dari yang diduga selama'fiiPada tanggal 20 Januari 1992, Korea
Utara membuat perjanjian dengan Korea Selatan mangenuklirisasi wilayah

semenanjung Koreg® Kemudian pada tanggal 30 Januari 1992, Korea Utara

145 Korea Central News Agency, Statement of DPRK Gowent on Its Withdrawal
from NPT, _http://www.kcna.co.jp/index-e.hjrdiakses 11 Januari 2011.

146 Agreed Framework between United States and DeniodPabple Republic of Korea
yang dibuat pada tanggal 12 Juni 1993.

147 paul Brecken, “Nuclear Weapon and State Survivalérth Korea”,Survival volume
35/No. 3, autumn 1993, him. 138-139.

198 R. Jeffrey Smith, “North Korea and The Bomb: Hiféeh Hide-and-Seek; US
Intelligence Key in Detecting Deceptiolew York Timesl3 Juni 1993, him. Al.

149 bid.
%0 Brecken, “Nuclear Weapon”, him. 140.
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menjadi pesertd AEA Safeguards Agreemerierdasarkan Pasal Il NPT
Setelah Korea Utara memasukkan laporan pendahwyiag merupakan tindak
lanjut Safeguards Agreemedengan IAEA pada bulan Mei 1992, inspeksi segera
dilakukan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan EAA ditemukan
ketidakcocokan antara laporan pendahuluan yangikislmeKorea Utara dengan
hasi yang didapat dari pemeriksaan IAEA. Ketidakkan antara produksi
plutonium dan limbah nuklir yang dilaporkan Koreatath dengan hasil
pemeriksaan menunjukkan bahwa ada bagian plutoyany tidak dilaporkan?
Untuk mendapatkan informasi tambahan I|AEA mengajukgermohonan
melakukan pemeriksaan khusus pada dua lokasi yengighi sebagai tempat
pengembangan uranium dan plutonium tersebut, yAjtangyang dan Yong
Byon. Permintaan yang sesuai dengan ketentBafeguards Agreemenhi
digjukan oleh IAEA pada bulan Februari 1993, namiorea Utara
menolaknya>® Akhirnya pada tanggal 12 Maret 1993, Korea Utara
mengumumkan bahwa pihaknya menarik diri dari NPTh déorea Utara
merupakan negara pertama di dunia yang melakukaersabut>*

Pada tanggal 11 Juni 1993 Amerika Serikat dan Kaisaa membuat
pernyataan bersama mengenai wilayah bebas nuk&edienanjung Korea dan
keesokan harinya Korea Utara menyepakati perjakgaasama dengan Amerika
Serikat™>®> Kecurigaan mengenai reaktor plutonium di Yong Bymada tahun
1989, terbukti pada tahun1994 ketika seorang masgtugas senior yang bekerja
untuk Republic of Korea’'s Agency National Security Plaignselama periode
1987-1993 pada masa pemerintahan Roh Tae-Woo, taéayabahwa Roh telah

membuat rencana pembuatan senjata nuklir denggettpaling lambat tahun

31 Andrew Mack, “Nuclear Proliferation in NortheassiA: Risks and Prospects for
Control”, dalamKeeping Proliferation at Baydisunting oleh Ramesh Thakur, (Australia: The
Australian National University, 1998), him. 96.

132 |nternational Atomic Energy Agency, Fact SheetPRK Nuclear Safeguards (8
Januari 2003), http://www.iaea.or.at/worldatom/Bfeéscus/laeaDprldiakses 11 Januari 2011.

153 bid.
134 Bracken, “Nuclear Weapon”, him. 140.
155 bid.
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1991°° Pada tanggal 20 Oktober 1994, Presiden Amerikk&eanengirimkan
letter of assuranc&kepada Korea Utara yang menyatakn bahwa pihakkga a
menyusun rencana pembangunan reaktor air ringght(\Water Reactgruntuk
kepentingan sipil Korea Utara dan keesokan haridgeea Utara menyetujui
kerangka kerja yang telah disepakati dengan Ame8kakat dan menunda
penarikan dirinya dari NP¥’

Pada tanggal 9 Desember 2002, kapal-kapal peraranySp yang
berpartisipasi dalam Koalisi Global Anti-terorismgang diketuai Amerika
Serikat, menghentikan kapal Korea Utara bernamaS&uw yang tidak memakai
bendera asal di lepas pantai Yaman. Kapal yanghgediam perjalanan menuju
Yaman tersebut membawa 15 rudal scud, 15 hulu lédakensional dan 15
drum bahan kimia milik Korea Utara. Kapal-kapak&but kemudian dilepaskan
karena Amerika Serikat mengakui bahwa tidak adardaskum untuk menahan
kapal tersebut?® Kemudian pada tanggal 22 Desember 2002, Korea Utarai
menyingkirkan peralatan PBB yang mengawasi berbé&aglitas pembangkit
tenaga nuklirnya, karena IAEA mengabaikan permmt&orea Utara agar
menyingkirkan peralatan tersebut dan karena Amef&ekat telah melanggar
kesepakatan memasok minyak ke Korea Utara sebaalan atas dilarangnya
Korea Utara memanfaatkan fasilitas-fasilitas nuokia@ untuk memproduksi
listrik.*>®

Pada akhir tahun 2002, Korea Utara mengejutkan anakgt internasional
dengan mengakui bahwa pihaknya mengembangkan prqueagayaan uranium
yang berarti melanggar Kerangka Kerjasama yangatlipada tahun 1994° Lalu
pada tanggal 10 Januari 2003, pemerintah Korealdimgan diwakilkan oleh Ri

158 |pid., him. 141-142.
157 | bid

%8 p|, “Belasan Rudal Scud Ditemukan di Kapal Kore@rd”, Kompas (12 Desember
2002), him. 3.

139 MUK, “Korut Singkirkan Alat PBB yang Awasi Fas#is Nuklirnya”, Kompas (23
Desember 2002), him. 2.

180 Seonghwun Cheon, “North Korea’s Nuclear Problenaditey Toward the End”,
Korea World Affairsvol. 26, no. 4, (Korea: Dong, Hoon, winter 200am. 475.
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Je Sof®, mengeluarkan pernyataan resmi lewat surat yasanpaikan kepada
Mohamed ElBaradei selaku Direktur Jenderal IAEAhWwa pihaknya menarik
diri dari NPT Akibat dari penarikan diri ini maka Korea Utardatk lagi terikat

pada perjanjian pengawasan dengan IAEA sebagai ekoaasi langsung
hilangnya kewajiban menaati NPT.

2.3.5 Iran

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Korea Wsakmgai NNWS
menyatakan penarikan dirinya dari NPT pada tah@32Rali ini NNWS lainnya
yakni Iran memiliki masalah yang hampir serupa, mamasih menjadi peserta
dari NPT meskipun telah beberapa kali mendapatkakss berdasarkan resolusi
Dewan Keamanan PBB. Sanksi yang dijatuhkan atagrgmo nuklir yang
dijalaninya tersebut dikarenakan sikapn-complianceyang ditunjukkan terkait
dengan inspeksi IAEA dan juga dicurigai telah menulsaha pengayaan
uranium yang mana berpotensi untuk menjadi ciklkbhbproduksi senjata nuklir.

Program nuklir Iran pada awalnya dimulai pada tali®@0-an, ketika
Mohammad Reza Shah menandatangani perjadjitoms for Peacedengan
pemerintah Amerika Serikat di era Presiden Eisemnowlasil dari program
tersebut yakni penerimaan sebuah reaktor penelligatan Amerika Serikat
utnuk Pusat Penelitian Nuklir Teheran. Iran mengardgani NPT pada 1968 dan
meratifikasinya pada 1970. Organisasi Energi Atoam Idibentuk dengan tugas
untuk menggantikan minyak dan gas bumi dengan genagklir sebagai
pembangkit tenaga listri®® Pada tahun yang sama, perusahaan milik Amerika
Serikat yakni Institut Penelitian Standford merargcadan mengkonstruksi

instalasi pembangkit listrik tenaga nuKfif. Pemerintahan Shah menginginkan

161 Ri Je Son merupakan Direktur Jenderal Departenmanrt Energi Atom Korea Utara
ketika itu.

162 Cheon, “North Korea’s Nuclear Problem”, him. 475.

183 Jahangir Amuzegar, “Nuclear Iran: Perils and Peots’, Middle East Policy vol.
XIll, no. 2 (Summer 2006), him. 91.

1%% |bid.
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pembangunan stasiun pembangkit listrik tenaga nhyking dapat menghasilkan
2000 megawatt listrik menjelang tahun 2060Untuk mewujudkan proyek ini,
pertama kali dilakukan pembelian dengan cara disethuah reaktor air ringan di
Bushehr dengan bantuan Jerm¥n.

Setelah terjadi revolusi pada 1979, pemerintahaonkdini melepaskan
program nuklir karena dianggap mahal dan borosaRaltun 1987 untuk tujuan
yang tidak dinyatakan, Pemerintahan Mussavi merkatusintuk melanjutkan
proyek nuklir. Namun demikian instalasi Bushehr gaoelum selesai telah
dibombardir Irak, dan Jerman menolak memulai kempekerjaannya bahkan
tidak bersedia menyediakan cetak biru rancangamarkg. Iran kemudian
mendekati Rusia. Pada tahun 1995, Rusia setuju efesaykan instalasi Bushehr
tersebut, termasuk menyediaka®entrifuge unit dengan kemampuafissile
material Amerika Serikat berusaha menghentikan kerjasamexa Iran dengan
Rusia tanpa banyak keberhasilan. China juga membaséha Iran dengan
bantuan teknis dan pendirian berbagai instalasandatkala industri. Amerika
Serikat meminta China menghentikan kerjasamanygatelran pada tahun 1997.
China dan Rusia mengurangi kerjasamanya, tetaj@idesna Iran dengan jaringan
pasar gelap A. Q. Khan diduga tetap berlanjut. Mejaringan pasar gelap Khan,
Iran membeli bahan-bahan yang perlu untuk pembagyusat pengayaan
uranium di Natanz pada akhir 1990-an.

Permasalahan kegiatan nuklir Iran menjadi sorotarasyarakat
internasional pada September 2002, ketika seoralampok pembangkang Iran
mengungkapkan keberadaan dua instalasi nuklir g@dgng dibangun, di mana
sebelumnya tidak dilaporkan, yakni di Natanz darakArAmerika Serikat
kemudian mempublikasikan foto satelit dari keduatalasi tersebut pada
Desember 2002, dan mengatakan gambar tersebut rkekalou keyakinan
Amerika Serikat bahwa Iran terlibat dalam sebugbaya lintas batas yang saling

terkait antara pencapaian senjata pemusnah massajata nuklir) dengan

185 |bid.
168 Ihid., him. 92.
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kemampuan rudal-rudalnya®’ Menurut Intelijen Amerika Serikat dan para
pembangkan di Iran sendiri, pusat pengembangamtaenyklir Iran terletak di
sebuah instalasi nuklir Natanz. Instalasi nuklitdsa mulai dibangun pada 2001
dan kini menghasilkan uranium yang diperkaya yaregumakan tahap penting
dalam pembuatan senjata nuklir. Selain itu, terddpa instalasi nuklir lainnya,
yaitu Esfahan dan Arak.

Pada Desember 2003, Institut Sains dan Keamanannasional yang
berpusat di Washington DC, mengingatkan pemeritabrge W. Bush, bahwa
kedua instalasi ini sedang mengembangkan reaktobeaat yang digunakan
sebagai pembiak cepi@st breederyang menghasilkan plutonium yang sangat
penting untuk pembuatan senjata nuKifr.lran membantah tegas tuduhan
tersebut. Walaupun begitu, Iran mengakui bahwaalast di Natanz memang
mengembangkan pengayaan uranium; tetapi selurudinbgdng akan dihasilkan
sepenuhnya untuk kepentingan tenaga listrik, bukatuk pembuatan senjata
nuklir. Bahwa Iran ingin memiliki energi nuklir se@ mandiri dan dalam jangka
waktu 20 tahun ke depan Iran berencana akan memb&® pusat pembangkit
listrik tenaga nuklir (PLTN}®®

Pada Juni 2003, Direktur Jenderal IAEA menyampaileg@oran tentang
kegiatan nuklir Iran kepada Dewan Gubernur IAEArdesarkan laporan ini,
Dewan Gubernur IAEA membuat pernyataan dan mematuskintuk
menempatkan masalah nuklir Iran pada agendanyaasastiigt aktivitas nuklir
Iran diklarifikasi. Laporan tersebut mengemukakamyaknya pelanggaran Iran
dan ambiguitas dalam program nuklir Iran yang keanudnenjadi dasar program
nuklir Iran yang kemudian menjadi dasar keterlibalewan Gubernur IAEA

dalam masalah nuklir Iraff®

187 Andrew J. Grotto, “Iran, the IAEA and the UNAsil Insight November 2004,
http://www.asil.org/isights/2004/10/insight04110ah 29K, diakses pada 12 Februari 2011.

188 Musthafa Abd. Rahmarran Pasca Revolusi fenomena Pertarungan Kubu Regor
dan Konservatifcet. 1, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas), him. XVII.

169 | pid.

10 Hamid Baeidi-Nejad, “Khatami’'s Nuclear Policy’The Iranian Journal of
International Affairsyol. XVIII, no. 1, 2005, him. 62.
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Sikap Iran yang terus menerus menimbulkan pertang#thirnya sampai
ke Dewan Keamanan PBB yang akhirnya mengeluarkga Resolusi terkait
permasalahan nuklir Iran ini, yaitu Resolusi 163&la tanggal 31 Juli 2006,
Resolusi 1737 pada tanggal 27 Desember 2006 daiuRe$747 pada tanggal 24
Maret 2007 berdasarkan Bab VII Piagam PBB. DalatigiieResolusi tersebut,
Iran tetap diminta untuk menangguhkan program pgmyauranium dan aktivitas
terkait lainnya utnuk diperiksa IAEA sebagai langkaembangun kepercayaan
internasional atas program nuklirnya. Namun Iralaki mengindahkan resolusi
Dewan Keamanan PBB tersebut. Iran berpendirian bdldak terdapat landasan
hukum untuk membawa kasus program nuklirnya ke Del@amanan PBB’*
Sanksi-sanksi dalam Resolusi-Resolusi tersebut athkgn tidak sah dan
mengurangi kewenangan |IAEA. Bahwa Resolusi tersglgé didorong oleh
alasan politik dan merupakan resolusi yang tidakidsarkan prinsip-prinsip yang
ada dalam Piagam PBB, maka hal tersebut melanggatnh internasional dan
peraturan yang ada. Resolusi tersebut juga merigabhik Iran dan merupakan
hak yang tidak bisa diganggu guggiafienable right$ yang dijamin NP1 dan

perjanjiansafeguardNPT"®

2.3.6 lrak

Belum lekang dari ingatan invasi Amerika Serikah gaasukan koalisi
pada tahun 2003 di negara ini akibat tuduhan apsrkilikan senjata pemusnah
massaWeapons of mass destructipf MD) yang pada akhirnya tidak terbukti.
Fasilitas pengembangan senjata nuklir Irak itu sBendemang pernah ada namun
sudah hancur terlebih sejak diluluhlantakkanny&toeanuklir Osirak oleh Israel
pada Oktober 1981 dan dinyatakan telah nonaktiakseahun 1996. Program

"1 pernyataan yang diucapkan oleh H. E. Mr. ManoucMsttaki selaku Menteri Luar
Negeri Iran di hadapan Dewan Keamanan PBB pada géang24 Maret 2007,
http://un.int/iran/statements/securitycouncil/dess diakses pada 12 Februari 2011.

172 ihat Pasal IV NPT.
13| ihat Pasal Il dan Pasal V NPT.
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nuklir Irak sebenarnya telah dimulai pada tahun0185 dan ditujukan sebagai
pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damairkénalan Irak dengan
teknologi nuklir pada waktu itu digunakan terutamméuk sumber energi alternatif
yang lebih murah serta kepentingan riset medis. eéfiatahan Irak, bersama
dengan sekutunya Turki dan Pakistan, mendanai Bepuaat penelitian di
Baghdad yang pada kenyataannya ketika itu tidakh letari sekumpulan
laboratorium kecil.

Pada tahun 1958, seiring dengan berubahnya intetisk kepemimpinan
ketika itu, yakni pasca kudeta oleh militer Irakaka tujuan pengembangan yang
semula untuk maksud-maksud damai tersebut bergeseiadi eksplorasi
teknologi nuklir untuk kepentingan militer. Hal $ebut juga ditandai dengan
diadakannya kerjasama dengan Moskow untuk pembangempat puluh proyek
industri, yang terfokus pada pembangunan reaktorelgmn bertenaga dua
megawatt, yang dinamakan IRT 2000, di Tuwaitha, Kif di tenggara
Baghdad-"

Irak menandatangi NPT pada tanggal 1 Juli 1968ndaratifikasinya pada
tanggal 29 Oktober 1969.

Kemudian pada tahun 1970-an dan seterusnya, laalg snemang bertitel
sebagai salah satu negara produsen minyak yang kexyg mengembangkan
kemampuannya di segala bidang termasuk teknologlirnurak mendukung
pelatihan bagi para ilmuwannya di seluruh duniajskisnya di Inggris, Perancis
dan ltalia}’> Kemudian Irak juga menandatang&afeguards Agreemedengan
IAEA (INFCIRC/153) pada tahun 1972. Fasilitas nuijia telah diperiksa secara
berkala oleh IAEA untuk memastikan kepatuhan Irakgan rezim NPT antara
lain untuk tidak menggunakan fasilitas nuklir yaada untuk tujuan militer.
Namun, Irak secara diam-diam memulai progam pengagdn teknologi nuklir
rahasia yang mana tidak diketahui oleh IAEA sanfgatahun-tahun kemudian.

174 Shyam Bhatia dan Daniel McGronBrighter than the Baghdad Sun-Saddam
Hussein’s Nuclear Threat to the United Stat@&/ashington: Regency Publishing, Inc., 2000),
him. 56.

17 Khidhir Hamza, “Inside Saddam’s Secret NucleargPam”, Bulletin of the Atomic
Scientistvolume 42, no. 3, September-Oktober 1998.
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Program nuklir rahasia Irak dikenal sebaddetrochemical Three(PC3)
dilaksanakan di bawah kewenangan Komisi Energi At@k dengan dukungan
dari Kementerian Pertahanan serta Kementerian tnddan Industrialisasi
Militer.*”® PC3 menerima suntikan dana serta sumber daya datatah besar
dalam rangka pembuatan alat ledak nuklirfya ujuan jangka pendek ketika itu
yakni memperoleh teknologi nuklir, tetapi tujuangéa panjang dari rencana itu
adalah untuk memproduksi senjata nuklir. Kemudiagrjdsama-kerjasama
lainnya mengikuti perkembangan yang berlangsungriegerjasama dengan
pemerintah Perancis dalam pembentuKaeaty on Nuclear Cooperatiogang
mengizinkan pembelian dua reaktor pengayaan uramnilik Perancis yang
diberi nama Osirak, yang mana dihancurkan olelelstalam serangannya pada
bulan Oktober 1981. Jerman, Swiss, Amerika Serdat Austria juga turut
menjadi pihak penyedia material nuklir sensitif idaak.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapatl@ndsPT, maka Irak
sebagai NNWS memiliki beberapa hak dan kewajibakniy
1. sebagai NNWS, Irak tidak diperbolehkan menerimajas@nnuklir dalam
bentuk apapun begitupula mencari, memperoleh ataogenciptakan senjata
nuklir berdasarkan Pasal Il NPT;
2. kemudian berdasarkan Pasal IIl NPT, Irak berhakilumbenerima material
dan perlengkapan nuklir selama dipergunakan unfulan-tujuan damai; dan
3. bahwa Irak diwajibkan untuk memenuhi ketentuanikei@n serta
kewajibannya sesuai dengan apa yang telah dipg@anfalamSafeguards
Agreemenyang telah ditandatanganinya dengan IAEA di baveaim NPT.
Namun, Irak justru memutuskan untuk mengejar ampési dalam
program nuklir militer, yang tentunya menjadi pggaran atas kewajibannya
berdasarkan Pasal Il dan Ill dari NPT. Perkembandan fakta yang ada
menunjukkan bahwa Irak tidak menerima senjata hakdiu alat peledak nuklir
lainnya secara langsung, melainkan Irak menerinréeqgkapan-perlengkapan

peledak nuklir tersebut secara tidak langsung. Wan:ilmuwan Irak “berbelanja”

178 Michael V. Deaverpisarming Iragq, Monitoring Power and Resistanc@Vestport:
Praeger Publishers, 2001), him. 35.

7 |bid.
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keliling dunia untuk memburu material-material agperlengkapan nuklir untuk
dapat digunakan dalam program nuklir militer merekial ini secara tidak
langsung menjadi contoh konkrit bahwa baik rezimTNRaupun mekanisme
safeguardyang diterapkan IAEA tidaklah berjalan dengan efek

Situasi politik selama perangnya dengan Iran ketikgustru membantu
pengembangan program nuklir militer Irak lantartatusnya sebagai sekutu dari
negara barat. Pemerintah negara-negara barat nm@giz perusahaan-
perusahaan mereka untuk memasok material nuklisitfedan peralatan lain
yang dibutuhkan dalam pengembangan program nuklirdgtentuan-ketentuan
dalam NPT memperbolehkan adanya transfer terselmun tentunya hal ini
tidak terlepas dari kontradiksi antara kedaulatagama dengan peraturan-
peraturan lain yang membatasi perilaku tersebwttaFRakta ini banyak terpapar
dalam implementassafeguardslAEA dan interpretasinya masing-masing antar
negara-negara peserta NPT. IAEA pada dasarnya mancotuk menjaga
keseimbangan antara kedaulatan negara dengan haedstigasinya dalam
melakukan verifikasi atas pengalihan fungsi nuliituk tujuan damai menjadi
untuk tujuan militer. Namun dikarenakan oleh séwvissis isu tersebut, maka
terdapat beberapa celah serta kekosongan darispelakn ketentuan IAEA dan
NPT. Aturan yang mana sekarang mengakibatkan djerkannya negara-
negara untuk mengalihfungsikan program nuklir marekenjadi untuk tujuan
militer selama berada di bawah koridor politik. [Epas dari segala halangan
yang ada, IAEA tetap melakukan inspeksi-inspeksigydi mulai pada Januari
1991 dan akhirnya pusat-pusat nuklir di Irak yamgudakan untuk memproduksi
senjata nuklir di Tuwaitha dan Tarmiya dihancurkahingga yang tersisa hanya
beberapa laboratorium yang tidak berbahaya di pesatlitian di Tuwaithd’®

Tahun-tahun berikutnya, proyek-proyek senjata muk&cara perlahan
namun pasti dihentikan. Pada akhir periode, yalatelah 20 inspeksi yang
diperpanjang sampai pertengahan tahun 1993, IAEAiraka berhasil

menghentikan program yang telah dimulai sejak patutahun tersebut. Pada

178 Bhatia,Brighter than the Baghdad Suinim. 289.
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tahun 1994, berbagai departemen yang ada sebeludijagikan perusahaan
industri sipil atau digunakan oleh Otorita Industiliter.*"®
24  PERJANJIAN-PERJANJIAN LAIN TERKAIT DENGAN SENJATA

NUKLIR

Pada hakekatnya, pembentukan Perjanjian Non-Piadif&enjata Nuklir
pada tahun 1968 (NPT) adalah dalam rangka perlocig@anjata nuklir,
penghentian penyebaran senjata nuklir dan penggutekaologi nuklir untuk
tujuan damai. NPT seharusnya menjadi satu-satuayéat hukum internasional
yang memiliki karakter penerapan universal guna ererhi tujuan-tujuannya.
Baik sebelum maupun sesudah adanya NPT, usaha-gsalaamenghapuskan
adanya senjata nuklir di dunia sebenarnya teladkukian. Berikut merupakan
pembahasan singkat yang terfokus kepada beberapa pgnting terkait senjata
nukilir.
2.4.1 Bilateral

Perjanjian bilateral, dalam kaitannya dengan tenagklir, pada
hakekatnya merupakan suatu perjanjian yang diaddikantara dua negara untuk
mempromosikan kegunaan dari energi nuklir sekaliguslucuti persediaan
persenjataan nuklir yang dimiliki. Bahwa terdapatiagai perjanjian yang juga
memiliki tujuan spesifik seperti penelitian terhpdingkat keamanan reaktor
nuklir, pengembangarfast breeder reactorsataupun juga eksplorasi terhadap
bijih uranium?®® Namun dalam bahasan mengenai perjanjian bilatextalini
akan lebih difokuskan kepada upaya perlucutan &enjzlir. Upaya yang paling
terlihat jelas dilakukan yakni melalui perjanjiaang dibentuk oleh dua kekuatan
nuklir terbesar dunia yakni Amerika Serikat dan iRugang telah melalui
perjalanan panjang sejak tahun1969 hingga kiniaRgberjalanannya, hubungan
kedua negara yang juga pernah berseteru dan lgprdalam pengembangan
teknologi nuklirnya mengalami pasang surut. Haltéihat jelas dalam berbagai

upaya perlucutan senjata nuklir yang kedua negdidaga tersebut adakan

79 |bid.

180 Dr. Norbert Pelzer, “The Nature and Scope of méipnal Cooperation in Connection
with the Peaceful Uses of Atomic Energy, and liits — An AssessmentNuclear Law Bulletin
Bulletin 27, Juni 1981, him. 138.
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cenderung stagnan dan berjalan di tempat bahkdapat satu perjanjian yang
tidak rampung dalam perumusannya sehingga ditikggabegitu saja. Berikut
merupakan upaya kedua negara guna menegakkan K2imdan menjalankan
kewajiban yang tercakup di dalamnya yakni mulai 8&LT | (1969-1972), The
ABM Treaty (1972), SALT Il (1972-1979), The INF Tty (1987), START |
(1991), START Il (1993), START Il (tidak pernahrdmpungkan), SORT/Treaty
of Moscow (2002-2011) dan terakhir New START (2@021).

2.4.2 Regional
Usaha untuk menghilangkan ancaman senjata nuldia gimulai dari

inisiatif negara-negara di dunia, khususnya bagjareenegara yang bukan
merupakan kekuatan nuklir yakni NNWS. Perjanjianggian tersebut
merupakan intrumen pelaksana NPT dan akan dijabhaskcara singkat dalam

pembahasan kali ini.

2.4.2.1Perjanjian Tlatelolco 1967

Perjanjian regional ini dapat dikatakan merupakarwpjudan atas
gagasan pertama untuk menciptakan suatu KawasanasBeBenjata
Nuklir/Nuclear Weapon Free ZonfNWFZ) di dunia khususnya di wilayah
Amerika Latin. Pada tanggal 29 April 1963, para pepin negara-negara Latin
yakni Brazil, Bolivia, Chili, Ekuador dan Meksikoenyatakn bahwa pemerintah
mereka telah siap untuk bersama-sama menandatargjaiu perjanjian
multilateral agar wilayah Amerika Latin terbebasi d&njata nuklir dan peralatan
peluncur nuklir. Pada bulan November 1963, Majelimum PBB menyatakan
dukungan terhadap prakarsa para Presiden tersebut.

Pada bulan November 1964, 17 negara Amerika Laiteimu di Mexico
City untuk membentuk komisi persiapan guna menyusasiah pertama dari
perjanjian denuklirisasi, menentukan kewajiban-Kéwaa serta sistem
berdasarkasafeguarddAEA. Perundingan yang lancar di tahun 1965 da6619
memungkinkan perjanjian tersebut ditandatanganapadggal 14 Februari 1967

di Tlatelolco, suatu distrik di Mexico City.
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Jadi jelas bahwa Perjanjian Tlatelolco 1967 iniupeakan perjanjian yang
pertama kali menetapkan ketentuan NWFZ di dalamtusumna wilayah
berpenduduk. Perjanjian ini juga menetapkan suattems pengawasan
internasional di bawah suatu badan pengawasan penganeff’ bersama
dengan suatu sistem pengawasan kasus-kasus pekmdggktat dan langkah-
langkah yang diambil dalam peristiwa pelanggaraiste® ini termasuk
penerapan penubafeguardsoleh IAEA® Tujuan Perjanjian Tlatelolco 1967
dapat ditinjau baik secara regional maupun gloBalsatu sisi, perjanjian ini
dibentuk untuk memperkuat perdamaian dan kemaukEmdailayah Amerika
Latin untuk mencegah kemungkinan perlombaan senatidir dan untuk
melindungi para pihak dari kemungkinan seranganatemuklir. Di sisi lain,
perjanjian ini juga sekaligus menandai awalnyamezon-proliferasi dan sebagai
faktor esensial dalam bidang perlucutan senjatalimwecara umum dan

menyeluruh.

2.4.2.2Perjanjian Raratonga 1985
Perjanjian Raratonga 1985 ini merupakan perjanyiamg menjadi dasar
pembentukan NWFZ di wilayah Pasifik Selatan, melipwtralia, Selandia Baru
dan negara-negara kepulauan Pasifik Selatan laisegarti Tuvalu, Niue, Fiji,
Kiribati, Kepulauan Cook dan sebagainya.
Tujuan dari dibentuknya Perjanjian Raratonga 138Sebut tercakup di
dalam alinea-alinea Pembukaannya yaRhi:
a. langkah-langkah pengawasan senjata secara regubeg@ht memberikan
sumbangan terhadap upaya global untuk membatdseng®aan senjata nuklir
dan mempromosikan keamanan nasional setiap negalem dkawasan

regional dan keamanan keseluruhan;

181 Badan pengawas ini bernamhe Agency for the Prohibition of Nuclear Weapans i
Latin America(OPANAL).

182 | ihat: Study on All the Aspects of Regional DisarmarmeB8, New York, 1981, him.
6-7.

183 | ihat Pembukaan Perjanjian Raratonga 1985.
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b. menegaskan kembali pentingnya NPT dalam mencegayeparan senjata

nuklir dalam sumbangannya dalam keamanan dunia;

c. memperhatikan, khususnya Pasal VII NPT yang merngdiak dari
sekelompok negara untuk membuat perjanjian-peganjiegional untuk
menjamin hilangnya kehadiran senjata nuklir se¢atal di dalam wilayah
mereka sendiri;

d. memperhatikan larangan penanaman, penempatan assajgata nuklir di
dasar laut dan di dasar samudera dan di bawah t@mghmana termasuk di
dalam perjanjian larangan penempatan senjata naldiv senjata nuklir
penghancur massal di dasar laut dan dasar samdddérawah tanah juga
diterapkan di Pasifik Selatan;

e. memperhatikan juga bahwa larangan uji coba senjsthr di atmosfir atau di
bawah laut, termasuk perairan teritorial atau lapges, termasuk perjanjian
larangan uji coba senjata nuklir di atmosfir, digkasa dan di bawah air
diterapkan pula di Pasifik Selatan; dan

f. menetapkan untuk menjaga kebebasan wilayah dacep®aran lingkungan
oleh pembuangan radioaktif dan masalah-masalabatsfi lainnya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh negara-negaraile&sfatan ini untuk
menjadikan kawasan itu sebagai NWFZ, tentunya dittas pada pengalaman
mereka yakni dijadikannya wilayah Pasifik Selatahagjai tempat ajang uji coba
senjata nuklir, terutama oleh Perancis. Salah saintohnya vyaitu saat
diledakkannya kapaRainbow Warriormilik Green Peaceyang memprotes uji
coba senjata nuklir PeranciSefvice de Documentation Exterieure de Contre-

Espionages ADECE) di Selandia Baru.

2.4.2.3Perjanjian Bangkok 1995

Untuk menunjukkan serta membuktikan komitmennyamaiezim non-
proliferasi senjata nuklir, negara-negara di kawasssia Tenggara juga
menyatakan keikutsertaanya ke dalam suatu pemail&WFZ yakni Perjanjian
Bangkok 1995. Tepatnya pada tanggal 15 Desembes, ID&@ktat Kawasan
Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara ditandatangaleh para Kepala
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Pemerintahan sepuluh negara Asia Tenggara di B&andkomen ini memiliki
arti penting bagi negara-negara di kawasan Asigydama karena seluruh negara
di kawasan Asia Tenggara duduk bersama untuk meanywsn sekaligus
menetapkan sebuah komitmen politik penting dalamgka meningkatkan
perdamaian dan stabilitas baik di tingkat regiomalupun global. Kesepuluh
negara tersebut tentunya meliputi Brunei Darussaldilipina, Indonesia,
Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thalildan Vietnam.

Walaupun terdapat perbedaan dalam berbagai kongépzZN/ang ada di
tiap-tiap wilayah, semua NWFZ mempunyai kesamaaratuyakni tidak adanya
kepemilikan senjata-senjata nuklir oleh negara-reegaeserta NWFZ, tidak
menempatkan senjata nuklir di dalam wilayah negananapun, tidak
menggunakan atau mengancam akan menggunakan senjdia di sleuruh
kawasan atau terhadap sasaran dalam kawasan deh s&tem verifikasi yang
dapat terus hidup atau akiif. Perjanjian ini sepenuhnya efektif berjalan ketika
Filipina meratifikasinya pada tanggal 21 Juni 20@kskipun tidak ada satupun

NWS yang menandatangani protokol dari perjanjian in

2.4.2.4Perjanjian Pelindaba 1996

The African Nuclear weapon Free Zone Treatgu yang lebih dikenal
dengan nam#he Treaty of Pelindaba 199®erupakan suatu perjanjian NWFZ
untuk kawasan Afrika. Upaya untuk menciptakan Adrikebas nuklir dimulai
ketika Organisasi Persatuan Afrik@rganization of African Unifysecara resmi
menyatakan keinginannya pada KTT pertama di Kaaapbulan Juli 1964 akan
sebuah perjanjian yang memungkinkan adanya dersadirdi Afrika. Perjanjian
telah dibuka untuk ditandatangani pada tanggal fdil A996 di Kairo, Mesir.
Semua negara Afrika berhak menjadi pihak dalamapgan, yang akan mulai
berlaku pada ratifikasinya yang ke-28.

Dilaporkan pada tahun 1996 bahwa tidak ada negaad Afrika yang
akan meratifikasi perjanjian tersebut sampai Isnaeindeklarasikan program
nuklirnya. Namun Aljazair, Libya dan Mauritania @lejsaat itu telah meratifikasi

184 Jargalsaikhany Enkhsaikhan, “Nuclear-Weapon-Fremeg: Prospects and Problems”,
Disarmamentvolume XX, nomor 1, (New York: United Nations, a8, him. 72-73.
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perjanjian. Majelis Umum PBB telah melalui beberapegkanisme untuk
menyerukan negara Afrika yang belum menandatangiam meratifikasi
perjanjian agar segera melakukannya. Sebuah R&dltelah disahkan pada

tahun 1995 untuk mendukung teks akhir dari Pegariielindaba.

2.4.2.5Perjanjian Semipalatinsk 2006

Perjanjian yang memiliki nama laifireaty of Semeini merupakan
perjanjian atas NWFZ di kawasan Asia Tengah yangamaengikat komitmen
antara Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmsteam dan Uzbekistan untuk
tidak membuat, menerima, melakukan uji coba ataunifite senjata nuklir.
Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 8 Seipger8006 di sebuah tempat uji
coba bernam&emipalatinsk Test Sidi Kazakhstan dan mulai berlaku setelah
diratifikasi oleh para pihak pada tanggal 21 Ma@Q9.

Langkah-langkah menuju pembentukan zona tersebutila dengan
Deklarasi Almaty pada tahun 1992. Sebuah resolusngy menyerukan
pembentukan kawasan bebas senjata nuklir terseuldgpbi lewat konsensus oleh
Majelis Umum PBB pada tahun 1997 dan ditegaskanbkénpada tahun 2000.
Mengingat tidak adanya dukungan dari kekuatan nukliuk Perjanjian Bangkok
1995, maka lima anggota tetap Dewan Keamanan PBltet terlibat dalam
negosiasi. Sementara Rusia dan China menyetujanpean itu, Amerika Serikat,
Perancis dan Inggris menyatakan keberatan dengamsW{l yang menyatakan
bahwa perjanjian tersebut tidak akan mempengaraki dan kewajiban para
penandatangan dalam perjanjian internasional seilpgla karena Perjanjian
Tashkent sudah ada yang melibatkan Rusia. Amegkike® juga keberatan pada
prinsip untuk pembentukan setiap kawasan menggafEngaturan keamanan
yang ada dengan mengorbankan keamanan regionalindamasional atau
mengurangi hak yang melekat pada individu ataukkiblpembelaan diri dijamin
dalam Piagam PBB”. Amerika Serikat juga keberat@mgan kemungkinan
bahwa dalam penerapannya Iran dapat bergabung rdgreggnjian ini, maka
ketentuan ini dihapus. Amerika Serikat, Inggris d@erancis juga khawatir

185 Resolusi Majelis Umum PBB, A/IRES/50/78 (1995).
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tentang kemungkinan perjanjian tersebut mampu @edptransit senjata nuklir
melalui wilayah itu.

Di samping usaha yang dilakukan Amerika Serikagtis dan Perancis
untuk memblokir perjanjian, akhirnya perjanjiansedsut ditandatangani pada
bulan September 2006, meskipun mereka menentangluRedlajelis Umum

PBB yang menyambut baik penandatanganan perjgmgida Desember 2006.
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BAB 3
KELEMAHAN PENGATURAN YANG TERCAKUP DI DALAM
PERJANJIAN NON-PROLIFERASI SENJATA NUKLIR 1968

3.1. KEWAJIBAN UNTUK PERLUCUTAN SENJATA NUKLIR DAN

PENGALIHAN FUNGSI NUKLIR

Pada hakekatnya, tidak ada negara yang mendukwiderasi senjata
nuklir. Tidak ada pula pemerintahan suatu negarmg yaendukung argumen
“lebih banyak lebih baik” ketika berbicara tentanggara dengan kekuatan
persenjataan nuklir, namun sebagai paradoks, masasgng negara tentunya
dapat saja memutuskan bahwa mereka perlu mem#iRjag nuklir. Setiap
negara memiliki strategi serta kebijakan yang baab#galam menegakkan rezim
non-proliferasi dan tentunya dalam persepsi masiaging dari berbagai
ancaman kasus proliferasi yang berbeda. Negaraaegersebut dapat
memutuskan untuk memperoleh senjata nuklir setiitaliknya karena dua alasan
dasar, yaitd®®
1. hadirnya ancaman eksternal, terutama namun tiddkatees pada, ketika

ancaman eksternal itu digalang oleh NWS baik reseipunde factd®’; dan

2. prestise dan kekuasaan yang berhubungan dengataseuklir.

Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir 1968 padhsarnya dibentuk
untuk mencegah penyebaran serta produksi daritaemjglir. Bahwa perjanjian
tersebut juga turut mendukung adanya transfertdlnologi nuklir untuk tujuan

damai. Implementasi perjanjian ini membuktikan baheknologi nuklir dalam

18 paolo Cotta-Ramusino, “The NPT in Contex®erspectives for Progress: Options for
the 2010 NPT Review Conferendéei 2010, (New York: Pugwash Conferences on S&eand
World Affairs), him. 9.

187 yang dimaksud dengan NWS resmi di sini yaitu NW&Bg dinyatakan sah menurut
NPT yakni Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Peramd# China. Sedangkate factomemiliki
pengertian negara yang memiliki kekuatan nuklir narbukan NWS sah menurut NPT seperti
India, Pakistan, Israel serta Korea Utara.
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konteks tujuan damai digunakan sebagian besargdiraenegara maju, sedangkan
manfaat yang dirasakan oleh negara-negara berkeymbkatif masih sedikit®®

Di sisi lain, tak dapat dipungkiri pula bahwa raziNPT mampu
membatasi produksi serta reproduksi senjata nd&lam skala yang cukup besar.
Namun seiring dengan keberhasilannya itu, masdapat beberapa kekosongan
kelemahan di lapangan yang berpotensi melemahkah iNPsendiri. Bahwa
ancaman proliferasi senjata nuklir masih beradandafjenggaman, sementara
semakin banyak negara yang mendeklarasikan penggabalari senjata ini dan
dunia yang memperjuangkan keberadaan NPT dibudiurtgkam. Sifat
diskriminatif dari NPT serta kegagalan NWS untukrkbenitmen dengan
kewajibannya sebagaimana diatur di dalam Pasal PT,Nberujung kepada
kesimpulan bahwa rezim pengaturan instrumen huknotarriasional saat ini
tidaklah cukup kuat untuk mewujudkan non-prolifetassebut secara penuh atau
setidak-tidaknya menjamin eliminasi total senjat&lin yang telah ada. Terlebih
dengan adanya aktivitas terorisme di seluruh duy@ag turut memicu
penggunaan senjata nuklir sebagai solusi.

Bahkan seorang Profesor dalam bidang studi inrdeynal diNew Delhi’s
Jawaharlal Nehru UniversityAbitabh Matod®, menyatakan dalam tulisannya
sebagai berikut®®

After 40 years of submitting themselves to the ldostandards, bad faith, arm-
twisting and even humiliation by the United Stafgssia, the United Kingdom,
and more recently, France and China, a critical tsmt of the non-nuclear
weapon states may finally have had enough. And #neenharisma of President
Barack Obama, and his vision of a world free ofleac weapons, may not be
enough to save the treaty.

188 Cotta-Ramusino, “The NPT in Context”, him. 15.

189 Beliau juga merupakan anggota dae National Knowledge Commisidan Direktur
dari India-Afghanistan Foundatiopang dibentuk oleh pemerintah India dan Afghanistan juga
anggota darPugwash Council

19 Abitabh Matoo, “The NPT: A Treaty to Nowhere?Perspectives for Progress:
Options for the 2010 NPT Review Conferendei 2010, (New York: Pugwash Conferences on
Science and World Affairs), him. 79.
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NPT dalam kedudukannya sebagai instrumen hukuterniasional
memiliki beberapa kekurangan yang hanya bisa dilasat pengembangan lebih
lanjut pengaturan yang sesuai dengan sistem ddita dunia internasional
dewasa ini. Pada faktanya, janji-janji yang dibd@am perjanjian ini berakhir
sebagai sekumpulan kata-kata semata. Bahwa tiddkp@&t batas waktu yang
jelas atau langkah-langkah efektif lainnya yang gmémgi pencapaian tujuan
utama yakngeneral and complete nuclear weapon disarmament

Sifat diskriminatif dari NPT, kurang kuatnya kdamen NWS untuk
melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pasal VI PR situasi darurat di
luar sistem NPT justru menghantam perjanjian irtukirmencapai universalitas.
Bahwa penting untuk tetap menjadikan permasalah@ansebagai agenda
internasional. Meskipun terlihat sulit untuk diwdikan, namun tekanan baik
secara polittk maupun hukum dapat menjadi cikalabakenuju perlucutan
senjata nuklir dalam skala global. Lebih lanjutijaaolo Cotta-Ramusind

menyatakart®?

The NPT, as is well known, discriminates betweeretiaand have-nots. This
discrimination was meant to be temporary, as it whgays understood that the
only way to move towards a stable equilibrium isrésolve the distinction
between haves and have-nots by eliminating nueleapons, namely by making
them illegal (as in the case of chemical and bimabweapons). Progressing
towards such stability is tantamount to having anifest, unequivocal and
sustained progress in nuclear disarmament

Pengaturan yang dilakukan oleh NPT tidak dapaatdkan memuaskan
baik untuk perihal transfer teknologi nuklir untléepentingan perdamaian
maupun eliminasi senjata nuklir karena bersifataterumunt® dan kewajiban
yang harus diemban oleh negara-negara pesertdatidagesifik. Bahwa akses
negara-negara berkembang terhadap penggunaan dgkmualklir juga masih

191 Beliau merupakarSenior Researchedi National Institute of Nuclear Physicserta
ProfesorMathematical Physicgli University of Milanodan mantan direktur prograncti€nce,
Technology and International SecuriiyLandau Network — Centro Volta

192 Cotta-Ramusino, “The NPT in Context”, him. 9.

193 Akibat pengaturannya yang umum serta tidak speg#ikni timbulnya interpretasi
atas NPT disesuaikan dengan kepentingan sertaltebutmasing-masing negara.
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sangat terbatas, kecuali untuk program kerjasakmastgang dilangsungkan oleh
IAEA. Pasal VI juga turut menciptakan jarak terdenderkait dengan
implementasinya. NWS diwajibkan untuk mengadakagoamsi-negosiasi untuk
menghentikan perlombaan senjata nuklir yang sehgauderujung kepada
eliminasi senjata nuklir secara menyeluruh. Nantigiak terdapat batas waktu di
dalam pasal ini untuk mengakomodasi permasalahiaineki persediaan senjata
nuklir tersebut. Tidak terdapat pengaturan yang mammenjamin NWS telah
menghentikan proliferasi vertikal dengan membekukproduksi fission
materials®® dan menghentikan pengembangan senjata nuklir. Babasal ini
tidak mengatur kapan tepatnya negosiasi tersebutus hadilaksanakan.
Keseluruhan faktor tersebut justru melemahkan paasi NPT dan memicu

negara-negara lain, seperti Korea Utara, untuk “besmahi*®®

posisi mereka di
perjanjian tersebut.

Kewajiban untuk perlucutan senjata nuklir yang uliai dalam NPT
secara umum memiliki konsekuensi tertentu dalamgaeltkasiannya. Bahwa
dengan menandatangani perjanjian ini, para pihak B&/S maupun NNWS
telah secara langsung menyetujui agar setiap ketentang terdapat dalam NPT
menjadi hukum bagi mereka. Pada faktanya, NPT endisi merupakan satu-
satunya instrumen hukum internasional yang secamesiftk menyatakan
komitmennya terkait perlucutan senjata nukifr.Dikatakan juga khususnya pada
Pasal VI NPT bahwa para pihak atau setiap negasarfaeharus melakukan
negosisasi dengan “itikad baik” guna mengambil kamglangkah efektif untuk
menghentikan perlombaan senjata nuklir dan perdurcisenjata nuklir. Namun

pada prakteknya, komitmen yang tercakup di dalasalPdl NPT tersebut bisa

194 Fission materialdi sini memiliki pengertian yang sama dendsile materialyakni
suatu materi yang memiliki inti atom dengan keceadgan terjadinya pelepasan elektron dan
pembebasan energi secara masif ketika diisikanatengutron sehingga membuat materi tersebut
mampu membuat reaksi berantai.

195 “Membenahi” dalam konteks ini berarti menata ulafem/atau merubah kedudukan
suatu negara, yakni Korea Utara, yang tadinya nadaup negara peserta NPT berstatus NNWS
menjadi bukan negara NPT berstatus NWS sabafacto

1% Mohamed Shakeffhe Nuclear Non-Proliferation Treaty: Origin and plementation
1959-1979, The Treaty on the Non-Proliferation oficar Weapons (London: Oceana
Publications, 1980), hal. 382.
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dikatakan “mandul®®” NWS kerap memandang kewajiban ini sebagai sebuah
janji semata. Hal itu disebabkan karena NPT tidadasa spesifik mengatur batas
waktu yang jelas terhadap perlucutan senjata ntédéebut. Tidak terdapat pula
monitoring systemyang setara dan seimbang dengaafeguards yang
diberlakukan terhadap NNWS, lebih dari pada itakidda jaminan bahwa NWS
akan benar-benar menjalankan kewajibannya yangkepcdi dalam Pasal VI
NPT

3.1.1 Kewajibarnuntuktidak mengalihkarfungsienerginuklir
Berdasarkan Pasal IV NPT, NNWS memilikialienable right (hak

mutlak) untuk mengambil keuntungan atas penggunelmologi nuklir secara

damai. Di sisi lain, mereka juga diwajibkan untidak mengalinhkan energi nuklir
dari tujuan-tujuan damai menjadi senjata nukliruataulu ledak nuklir dalam

bentuk apapun. Hal ini merupakan kelanjutan dangp&uran yang tercakup
dalam Pasal Il NPT yang menyatakan bahwa NNWS talan menerima atau
menguasai senjata nuklir atau hulu ledak nukliasiabentuk apapun dan tidak
akan mencari maupun menerima bantuan dalam mensbuogta-senjata nuklir

atau hulu ledak nuklir.

Hal ini dapat dikatakan sebagmeggative obligationterkait dengan usaha
perlucutan senjata nuklir terhadap NNWS. Merekaktiddiwajibkan untuk
mengambil langkah-langkah aktif sebagai usaha petdm senjata nuklir oleh
NPTX° Negara-negara ini hanyalah diwajibkan untuk menahatau
menghentikan usaha memperoleh senjata nuklir.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Pas®dRV secara lengkap

menyatakan bahwa:

1. Nothing in this Treaty shall be interpreted as etfifeg the
inalienable right of all the Parties to the Treaty develop research,

19 Negm, Transfer of Nuclear Technologlgim. 51.
198 |bid.
199 bid., hal. 52.
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production and use of nuclear energy for peacetuppses without
discrimination and in conformity with Articles | @l of this Treaty;

2. All the Parties to the Treaty undertake to factitaand have the
right to participate in, the fullest possible exaga of equipment,
materials and scientific and technological inforioat for the
peaceful uses of nuclear energy. Parties to thatyrim a position to
do so shall also co-operate in contributing alonetegether with
other States or international organizations to thiirther
development of the applications of nuclear energy geaceful
purposes, especially in the territories of non-eactweapon States
Party to the Treaty, with due consideration for theeds of the
developing areas of the world.

Bahwa sebagai sebuah perspektif, ide yang tertatedam Pasal IV NPT
tersebut tentunya dapat dipandang sebagai sebyakahikepada NNWS untuk
menjadi pihak dalam perjanjiaf’ Bujukan yang serupa juga dapat terlihat di
Pasal V dan VI NPT yang mengindikasikan bahwa pddNWS di dalam
kaitannya sebagai negara pihak di dalam NPT titheddan dirugikan.

Segala pemberitaan mengenai kegiatan rahasia Idalam
mengembangkan infrastruktur pengayaan uranium tetemicu keprihatikan
bukan hanya mengenai kepatuhan Teheran dengan NZiimdan IAEA, tetapi
juga mengenai isu yang jauh lebih luas yakni temtzagaimana menangani bahan
daur ulang nuklir yang konsisten dengan tindakam-proliferasi?®* Pada
hakekatnya, bahan daur ulang nuklir telah digunakiak hanya digunakan untuk
bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir tethisi lain juga bisa digunakan
sebagai bahan dasar untuk membuat senjata nuKiF.$¢bagai landasan hukum
dan politik dari rezim non-proliferasi nuklir mermigan perjanjian yang paling
banyak digunakan dan dianut dalam pengawasan aemnjaklir sepanjang
sejaralf®® Salah satu tujuan dari NPT yakni untuk menghentikanyebaran
senjata nuklir tentunya juga merupakan tujuan yagop dicapai oleh masyarakat

internasional secara luas.

20 | awrence Scheinman, “Article IV of the NPT: Backgnd, Problems, Some
Prospects”, Monterey Institute, Prepared for theafdéams of Mass Destruction Commision, no. 5,
7 Juni 2004, him. 1.

%1 bid.

292 pid.
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Dari sudut pandang negara-negara yang tidak dpgrkan memiliki
senjata nuklir atau NNWS, apapun manfaat dari pemlkan suatu perjanjian
internasional guna mencegah penyebaran senjatar,np&fhatian yang sama
diperlukan untuk memberikan keseimbangan kewajdogtara NWS dan NNWS
satu sama laiff® Yang pertama-tama disorot tentunya komitmen d&viS\untuk
mengurangi persenjataan nuklir mereka guna mengagitaan langkah-langkah
konkritnya menuju perlucutan senjata nuklir secaraum dan menyeluruh.
Kedua, yakni ketentuan bahwa seluruh negara piladédd NPT memiliki akses
penuh terhadap energi nuklir untuk digunakan datandor tujuan damai. Kedua
elemen ini tercermin dalam Pasal IV dan VI NPT yamasing-masing pasal ini
memiliki kontroversi tersendiri yang senantiasa edifiebatkan dalam setiap
konferensi terkait dengan peninjauan keberlakuai.NP

Pada saat negosiasi atas NPT dilakukan, India atekgn bahwa Pasal IV
seharusnya memberikan kepastian bahwa diskriméntesi pada sektor sipil tidak
dapat diterima®* Pasal IV.1 NPT dengan jelas menjamin hak mutlaj seluruh
negara pihak untuk mengadakan aktivitas nuklir reclamai selama sejalan
dengan Pasal | dan Il NPT, dan secara keselurulea@spon permintaan terhadap
pengembangan industrial terkait pemanfaatan tersigen di negara-negara
NNWS. Pasal IV.2 NPT secara lebih spesifik dial&aatterhadap keprihatinan
NNWS agar dapat memilki hak untuk mengadakan dapabsipasi dalam
berbagai transfer berupa peralatan, bahan serta dam teknologi informasi.
Perlu diketahui bahwa draft awal pasal ini lebihcia Secara khusus, perancang
hanya mengacu kepada “pertukaran yang memungkiskturuhnya” fullest
possible exchangenamun akhirnya di bawah tekanan NNWS ditambahkda
kata “untuk memfasilitasi’t¢ facilitate) guna menekankan komitmen NWS untuk
secara aktif membantu.

India melakukan uji coba nuklir pada tahun 197/ del tersebut
membangkitkan gelombang minat terhadap energi ns&tara umum dan secara

khusus yakni pengolahannya, terlebih setelah tegadkrisis minyak pada tahun

203 | pid.
204 pid.
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1973%% Hal tersebut juga membuat para pemasok nuklir atamtuk bertemu
dan mempertimbangkan prinsip-prinsip dan prakteqek yang seharusnya
berfungsi sebagai pedoman kebijakan ekspor nuRementara sebagian besar
setuju dengan ketentuan terkait non-proliferagiliqpiungan, keamanan fisik dan
kondisi retransfer material, peralatan atau tekmiol@ng disediakan pemasok,
dua di antaranya berkaitan dengan masalah “halakifitialienable right*®®

Secara khusus, para pemasok setuju untuk menahataldm kegiatan
ekspor, pengayaan, pengolahan dan produksi reaktberat nuklir. Hal tersebut
dilakukan guna mendorong proses negosiasi mukitdatsebagai penggantian
fasilitas infrastruktur nasional selama bersangkui@ngan proses pengayaan
nuklir. Bagi negara-negara pemasok, pelaksanaah rthalak” dalam ketentuan
NPT tidaklah begitu berarti atau berpengaruh. Haslgyataan dan prakteknya,
sejak hadirnya NPT, tidak ada negara angddtalear Supplier GrougNSG)
yang mentransfer teknologi nuklir mereka kepadaarsegegara yang belum
memilikinya, dan seiring perkembangan kelompok efeus, hingga sampai
kepada empat puluh negara anggota dari tujuh negeygota asli, hal ini terus
menerus terjadi’’

Peluang semakin meningkat seiring dengan motivAgses kepada
pengetahuanknow-how sumber daya teknologi dan peralatan yang dibatahk
untuk membangun kapabilitas nuklir telah tumbuh aem pesat dan beragam.
Bahkan pada perkembangannya negara-negara yarlg tadgolong pemasok,
seperti India, Pakistan dan Israel, mampu menyadiakumber daya yang
dipercaya diperoleh melalui pasar gelap yang dipasieh A. Q. Kharf®
Tentunya hal ini semakin mengkhawatirkan mengingahingkatnya ancaman
terhadap keamanan serta stabilitas internasionidatalbberkembang pesatnya
jaringan teroris transnasional yang memperoleh saksghadap bahan peledak

maupun bahan radiologi untuk kemudian digunakamgabsenjata. Selain itu,

%5 |bid., him. 2.

2% | jhat Pasal IV NPT.

207 5cheinman, “Article IV of the NPT”, him. 2.
%8 pid., him. 3.
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tentunya turut menjadi sorotan perkembagan di Kdveaa pasca melepaskan
diri dari rezim NPT dan Iran yang berpotensi mekau hal yang sama lewat
mekanisme yang disediakan dalam Pasal X NPT. Bafangat mungkin terjadi

skenario pemanfaatan fasilitas bantuan yang diderikntuk pengolahan bahan
nuklir kemudian di saat tertentu yang dirasa tepaharikan diri dilakukan dan
mulailah pemanfaatan teknologi nuklir di luar kamdNPT. Isu-isu tersebut
diangkat untuk mencerminkan tantangan yang dihadapia sejak awal abad
nuklir, yakni cara untuk mendamaikan pengembangsrge nuklir sekaligus

mencegah penggunaan pengetahuan nuklir menjadintajuiiter.

Dilema yang juga dihadapi dalam memandang persdaiaebut yakni
bagaimana menafsirkan “hak mutlak” yang ditentukktam Pasal IV NPT.
Timbul pula banyak pertanyaan dari persoalan tetsgdng harus dijawab guna
jelasnya posisi dari NPT sebagai instrumen hukuamat dalam perlucutan dan
penghentian penyebaran senjata nuklir yakni mendeata mutlak dari negara
untuk mengolah bahan nuklir yang dimiliki jika tideerdapat infrastruktur nuklir
untuk tujuan damai yang mendukung. Kemudian meng&ewajiban bagi
pemasok nuklir dan pemilik teknologi nuklir utuk meansfernya kepada negara
lain berdasarkan permintaan negara tersebut. Salaiterkait pula dengan peran
apa yang harus diambil oleh pasar internasionaj yaenyediakan material nuklir
yang justru dapat memberikan jaminan melalui beabagekanisme dalam
memformulasikan kesepakatan.

Sebenarnya terdapat dua cara pendekatan dalam gaemamasalah

tersebut yaknide juredande facto™®

Pendekatanle jure yang tampaknya akan
menemui banyak kendala yakni dengan mengamanderfdn tdhtunya akan
menjadi proses yang sulit mengingat proses amanteangeg harus dilalui oleh
keseluruhan negara peserta untuk menjadi suatangiar) yang mengikat. Cara
lainnya yaitu dengan menegosiasikan dan memberaks&buah kewajiban yang
mengikat secara hukunméwe legally binding obligatiohé'® Sebagai contoh

bagi cara kedua yaitu inisiatif Presiden Bush padggal 11 Februari 2004 yang

2091hid., him. 6.
210 pid.
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menyerukan kepada NSG untuk menarik garis bart leljut mengenai transfer
teknologi nuklir sensitif dan secara efektif menathpn mayoritas anggota NSG
dalam kategori baru di masa depan.

Kemudian pendekatatte factodifokuskan kepada pasokan material nuklir
itu sendiri*** Hal tersebut dapat dicapai dengan berbagai caraj dfari langkah-
langkah untuk memperkuat pasar pengayaan globaf) yalah ada sampai
pembentukan konsorsium pemasok bahan material rnyklng kini mulai
mendominasi pasar internasional sehingga mampu erdmh jaminan atas
penyediaan material nuklir yang konsisten dan tetroh®'? Hal ini bahkan bisa
diarahkan terhadap peredardmw enriched uraniumsehingga kekhawatiran
terhadap pembuatan atau produksi senjata nuklintddigegah dan diredam.
Pendekatarde factoini setidak-tidaknya memiliki dua keuntungan. Rits sisi
pendekatan ini difokuskan akan adanya jaminan @asokaterial nuklir secara
konsisten, di sisi lain, pendekatan ini akan merskgn posisi negara yang
tadinya berburu material nuklir secara agresif dahkan rahasia, menjadi lebih
transparan dan jelas. Tentunya hal ini sepatutingakdng oleh sistem negara-
negara pemasok yang kuat dan memiliki kerangka yastj agar dapat menjadi

fondasi bagi jaminan tersebut.

3.1.2. Kewajibanperlucutarsenjatanuklir

Pasal VI NPT, sesuai dengan tujuan utama pemkemtperjanjian ini
yang terangkum di dalam pembukaannya, mengatur dalegara-negara peserta
dari NPT dengan ini menyatakan keinginan merekaukuninerealisasikan
penghentian perlombaan senjata nuklir dalam tempétw yang sesingkat-
singkatnya dan melaksanakan langkah-langkah efek#fit dengan perlucutan

senjata nuklif*3

" bid., him. 7.

212 bid.

23 G. Bunn, R. M. Timberbaev, dan J. F. LeonaYdgclear Disarmament: How Much
Have the Five Nuclear Powers Promised in the Nooliferation Treaty? The Lawyers Alliance
for World Security, the Committee for National Setuand the Washington Council on Non-
Proliferation, Juni 1994, hal. 2.
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Pernyataan tersebut ditujukan kepada seluruh raegaserta NPT,
namun NNWS memandang bahwa ketentuan pasal inh ld@rahkan dan
diamanatkan kepada NWS. Kewajiban-kewajiban menekmasuk ke dalam

beberapa hal berikut yaitu:

3.1.2.1. Penghentian perlombaan senjata nuklir

Pasal VI NPT mewajibkan NWS untuk merealisasiksesegera
mungkin kondisi terkait perlombaan senjata nukiinedtikan. Berangkat dari
ketentuan tersebut, forum-forum perlucutan senjai@lir internasional telah
melakukan setidak-tidaknya 3 (tiga) usaha yakniangaglgan uji coba nuklir,
pelarangan produksdissionable materialsuntuk senjata nuklir dan pelarangan
penggunaan senjata nuklir itu sendiri. Sejauh uisiaha-usaha tersebut belum
berjalan sepenuhnya, hanya pelarangan uji cobairnskia yang mampu
direalisasikan secara konkrit lew@bmprehensive Test ban TredGTBT) pada
tahun 1996'* Pasal | dari perjanjian tersebut menyatakan baiujumn utama
dari CTBT yakni sebagai suatu kewajiban bagi sélureigara peserta untuk tidak
melakukan uji coba senjata nuklir atau bentuk-bderladakan nuklir lainnya,
kemudian sebagai pelarangan dan pencegahan terkatiap ledakan nuklir di
mana pun selama berada di bawah yurisdiksi darrdaga dan guna mencegah
negara-negara peserta sebagai pihak yang memicwyebebkan dan ikut serta
dalam mengadakan uji coba senjata nuklir ataupmtukebentuk ledakan nuklir
lainnya.

Sebagai bentuk pelarangan atas proddissionable material pada
tahun 1994the Conference on Disarmamd@D) menunjuk koodinator khusus
untuk berkonsultasi dengan para pihak terkait @dasotersebut dan juga dengan
forum untuk menegosiasikan perjanjian pelarangaduksifissionable materials
senjata nuklir yang efektif, tidak diskriminatifersa dapat diterima secara

multilateral dan internasionat®

214 Negm, Transfer of Nuclear Technologlim. 52.
215 Bunn, Nuclear Disarmament, him. 2.
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Sementara itu, situasi yang stagnan tergambaandapelarangan
penggunaan senjata nuklir. Sejak NPT diadopsi;satiunya ukuran bahwa NWS
telah melakukan kewajibannya vyaitu dengan mengdemar unilateral
declarationsyang menjanjikan bahwa mereka tidak akan menggmalenjata
nuklir terhadap NNWS dan tidak akan menjadi yanggoea untuk menggunakan
senjata tersebut terhadap sesama N¥/®apat disimpulkan bahwa hingga hari
ini, hanya sedikit usaha yang dilakukan untuk mmnjarealisasi penghentian

perlombaan senjata nuklir di seluruh dunia.

3.1.2.2. Perlucutan Senjata Nuklir

Sejak penandatanganan NPT, hanya Amerika Sedi&at Rusia saja
yang telah mengadakan perjanjian bilateral terka&batasan dan eliminasi
penggunaan misil-misil balistik strategis sebagagkah maju atas implementasi
Pasal VI NPT. Namun, Inggris, Perancis dan Chinaatdikatakan tidak terlibat
dalam negosiasi apapun terkait dengan pembatasaemdangan senjata-senjata
nuklir.2*’

Langkah-langkah yang diambil oleh Amerika Serikdén Rusia
merupakah langkah yang bersinergi dengan amanat RAsSNPT. Meskipun
terlihat berjalan dengan lambat untuk sampai kepagean utama dari NPT,
kedua negara tersebut dapat saja benar-benar megpguia perlucutan senjata
nuklir. Kritik-kritik dari dunia internasional kepadiarahkan kepada pergerakan
yang lambat ini atau juga kepada tiga NWS lainngagybelum melibatkan diri
terhadap negosiasi apapun guna mengurangi peraesiagta nuklir mereka dan
tentunya timbul pertanyaan akankah mereka benaarbbarkomitmen untuk
mengadakan negosiasi-negosiasi tersebut.

Meskipun terdapat fakta yang mengindikasikan minja usaha yang
dilakukan oleh NWS untuk melaksanakan amanat dasalPVl NPT, negara-
negara pemilik senjata nuklir yang diakui terseketap berargumen bahwa

mereka telah melaksanakan ketentuan-ketentuantgasgpat di dalam NPT dan

18 Josef Goldblat,Twenty Years of the NPT Implementation and Prospé€islo:
International Peace Reasearch Institute, 1990) 3f7aB8.

217 bid., hal. 38.
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perjanjian tersebut telah membuktikan efektivitatasnilainya. Sedangkan di sisi
yang berlawanan, NNWS berpendapat bahwa usaha-ysaigadilakukan oleh
NWS untuk mencapai tujuan paling utama dari NPBussaja, untuk mencapai
perlucutan senjata nuklir secara komplit dan memyél tidaklah sesuai dan
sebanding. Kedudukan negara-negara peserta ik, MAIS maupun NNWS,
telah dijelaskan di dalathe 2005 Review Conference of the NBSebelumnya,
lewat pertemuan Komite Persiapan dari konferensieteuit yang diadakan di
Markas Besar PBB di New York pada tahun Z0%4 Amerika Serikat
menekankan kembali bahwa ia telah mengurangi peesedsenjata nuklirnya
sekaligus telah melaksanakan kewajibannya sesumjadePasal VI NPT°
Selain itu,The Nuclear Posture RevieflPR) yang dibentuk oleh Kementerian
Pertahanan Amerika Serikat pada Desember 2001, kaekan pentingnya peran
yang dimainkan oleh senjata-senjata nuklir sebdgétor strategis dalam
kebijakan pertahanan Amerika Serikat dan juga datemgembangan senjata
nuklir taktis yang baré® Hal ini menjadikan kontradiksi tersendiri terkagaha
eliminasi senjata nuklir yang dilakukan oleh Amarigerikat. Bahwa Amerika
Serikat menghancurkan persediaan senjata nukliyays lama namun di saat
yang sama juga menggantikan posisinya dengan paasedenjata yang baru
yang tentunya merupakan pelanggaran atas amam&tagal VI NPT yakni untuk
bernegosiasi terkait dengan eliminasi senjata nbkikan justru mengembangkan

model baru dari senjata tersebtft.

218 Negm, Transfer of Nuclear Technologlgim. 54.

219 pertemuan tersebut diadakan padsi ke-tiga rapa®reparatory Committee for the
2005 Review Conference of the Parties to the NIPNew York, 26 April-7 Mei 2004.

220 pBB, Assuring the Success of the Non-Proliferation Tyrektension Conference
Intisari diskusi panel yang diorganisir olBlisO Committee on Disarmament, Ingang diadakan
dalam sebuah Konferensi di Markas Besar PBB, Nevk,Yjgada tanggal 20-21 April 1994, hal.
12; (Pandangan ini disampaikan oleh Thomas GralainU® Army Control and Disarmament
Agency.

221 Negm, Transfer of Nuclear Technologlgim. 54.
222 Kementerian Pertahanan A$|uclear Posture Review 2001aporan Tahunan
Kementerian Pertahanan kepada Presiden dan Kongaeg, diserahkan kepada Kongres pada

tanggal 31 Desember 2001, hal. 16.
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Di sisi lain, the 1995 Review Conference of the NRiEngadopsi
keputusan tentantPrinciples and Objectives for Nuclear Non-Prolitgron and
Disarmament” dan the 2000 Review Conferencgetuju untuk mengadopsi
langkah-langkah praktis yang sama untuk usaha watgmatis dan progresif
terkait implementasi Pasal VI agar salah satu tujutama NPT yakni perlucutan
senjata nuklir secara komplit dan menyeluruh diddawengawasan internasional
yang efektif tercap&® The 1995 Review and Extension Conference
mendiskusikan implementasi dari Pasal VI NPT di an&AlWS telah menyetujui
untuk berkomitmen dalam mengadakan negosiasi denglkad baik dan
mengambil langkah-langkah efektif terkait perlucusenjata nuklir. Konferensi
tersebut juga memaparkan aksi programnya untukamenjimplementasi efektif
dari Pasal VI termasuk pembentukan sesegera murgkiwvensi pelarangan
produksifissile materialuntuk senjata nukli*

Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir 1968lagia kedudukannya
tidak dapat serta merta mencegah penyebaran natekier itu sendiri, namun
dengan diadakannya CTBT 1996 akan membantu semaperkuat posisi dari
NPT meskipun tidak memastikan hilangnya penyebdessebut. NWS, baik
merupakan pihak dari NPT dan CTBT atau tidak saekals tidak akan pernah
meniadakan kemampuan mereka untuk modernisasi dsaind dari teknologi
senjata nuklir mereka. Kenyataan ini dapat dildelam kasus India dan Pakistan
sebagai cerminannya. Mereka mampu untuk menciptakanjata nuklir,
melakukan uji coba senjata nuklir dan tetap mengemkan teknologi nuklirnya
tanpa adanya larangan apapun. Israel pun masidadrauar yurisdiksi NPT dan
memiliki senjata nuklir yang tentunya akan terdeedibangkanny&®

Mayoritas, meskipun tidak seluruhnya, NNWS vyatkgt i termasuk
sebagai pihak dalam NPT mengharapkan implementasy pasti dari Pasal VI

itu sendiri. Hal itu tentunya disebabkan karenaap#srsebut merupakan dasar

222 NPT Review Conference, NPT/CONF.2000/E8al Document of the 2000 Review
Conference of the Parties to the NB Mei 2000, hal. 18.

224 NPT Review and Extension Conferen&ecisions and Resolutions Adopted by the
1995 Review and Extension Conference of the Pattiegke NPT New York, 17 April-12 Mei
1995, hal. 279.

%5 Negm, Transfer of Nuclear Technologlim. 55.
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dan alasan utama dari perjanjian yang harus medegkaa untuk tetap menjadi
negara non senjata nuklir. Oleh karena itu, tiddinga batas waktu yang jelas
terkait eliminasi senjata nuklir dan keberlanjutdari situasi ini tentunya akan

mengarah kepada pelemahan dari perjanjian intenmaisini sendir?®

3.2.  AKIBAT DARI PERPANJANGAN KEBERLAKUAN PERJANJIAN
NON-PROLIFERASI SENJATA NUKLIR 1968 HINGGA BATAS
WAKTU YANG TIDAK DITENTUKAN
Berdasarkan Pasal X ayat (2) NPT, dalam jangka wakttahun setelah

NPT dinyatakan berlaku dan disahkan akan ditentiieerlakuan NPT’ yakni

bisa berarti selama-lamanya atau ditentukan beriakuk jangka waktu yang

ditentukan. Pada tahun 1995, tepat 25 tahun sekdPahdisahkan, diadakahe

1995 Review and Extension Conference of the Paidigee NPTdi New York

dan dinyatakan dalam konferensi tersebut bahwa &k&&h berlaku untuk jangka

waktu yang tidak ditentukan atau dengan kata lalakt terbatas iidefinite
extensiol Ketidakterbatasan ini tidak serta merta meniadakncaman terhadap
sistem non-proliferasi yang selama ini dibangun kibah justru memiliki
kecenderungan memperpanjang keberlangsungan pa&mjanjni dengan
kekosongan dan cacat tambahan, yakni:

1. Perpanjangan keberlakuan tak terhingga tersebataémngsung memberikan
waktu yang tidak terbatas pula kepada NWS untuk emeini kewajiban
mereka berdasarkan Pasal VI yang telah dibahadusetnga. Pasal VI dari
NPT tersebut berbunyi:

Each of the Parties to the Treaty undertakes tespemegotiations in good
faith on effective measures relating to cessatibthe nuclear arms race at

226 Fawzy Hammad, Mantan Ketuagyptian Atomic Energy Agencglalam sebuah
pertemuan yang diselenggarakan di Kairo pada Noeer2003 menyatakan keprihatinannya
terhadap tidak adanytametableyang mewajibkan NWS untuk melaksanakan ketentwsalPVI
NPT.

22" pasal X ayat (2) NPT menyatakan bahwwénty-five years after the entry into force
of the Treaty, a conference shall be convened tidevhether the Treaty shall continue in force
indefinitely, or shall be extended for an additibfized period or periods. This decision shall be
taken by a majority of the Parties to the Treaty.”
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an early date and to nuclear disarmament, and dreaty on general and
complete disarmament under strict and effectiveri@tional control.

Bahwa sesungguhnya justru diperlukan batas walhg ypasti dan terukur
terkait eliminasi dari senjata nuklir itu sendiri.

2. Akibat perpanjangan keberlakuan tak terhingga bensguga menciptakan
hambatan atas terciptanya perubahan yang nyata gielganjian ini. Negara-
negara yang diketahui atas kepemilikan senjatat®muklirnya seperti
Israel, Pakistan, India dan Korea Utara, masitptéizkan pihak dalam NPT
dan bahkan sepertinya tidak terlihat ketertarikan thasing-masing negara
tersebut untuk ikut bergabung di masa yang akamandat Tujuan serta
ketertarikan mereka justru mempertahankan dan mebgegkan senjata
nuklir mereka. Di sisi lain, mereka tentu tidak makeenyerahkan segala
kemampuan dan teknologi yang mereka miliki untuknj@&i negara peserta
NPT sebagai NNWS meskipun masyarakat internasiakah memandang
posisi mereka sebagandeclared nuclear weapon stateari sudut pandang
hukum internasional.

3. Perpanjangan keberlakuan tak terhingga ini bertujuguk mengaplikasikan
konsep universalitas dari perjanjian ini. Namungaknya perjanjian ini tidak
akan mencapai tujuannya melihat situasi iklim goldan hukum dewasa
&

4. Pasca serangan teroris yang mengguncang AmerikakaGerdan
menghancurkan menara kembar World Trade Centreed Mork pada 11
September 2001, pemerintahan Bush ketika itu, nadamp perwakilan dari
Amerika Serikat sebagai negara peserta NPT darugand utama dari rezim
NPT, mengancam akan menggunakan senjata nuklmdaghNNWS jika hal
tersebut dianggap perlu guna melawan terorisme. udean, the Nuclear

Posture Review of 20Q@iga menyatakan bahwa:

%8 Kasus Korea Utara yang mengundurkan diri dari Mihciptakan situasi yang unik
dalam rezim hukum internasional terkait dengan asaknjamin non-proliferasi senjata nuklir.
Kasus tersebut juga turut mempertanyakan konsensailitas yang diusung oleh NPT.
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In setting the requirements for nuclear strike aaifities, distinctions can be
made among the contingencies for which the US imeigtrepared. North

Korea, Iraq, Iran, Syria and Libya are among theuotiies that could be

involved in immediate, potential, or unexpectedtiogiencies as they have
had longstanding hostility towards the US and #suwity partners; North

Korea and Iraq in particular have been chronic taity concerns. All

sponsor or harbor terrorists and all have activeapens of mass destruction
and missile programzsz.9

5. Berangkat dari berbagai pertimbangan serta faldktof di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa perpanjangan keberlakuan takinggh dari NPT
menimbulkan kekosongan yang akan berpengaruh besisipNPT sendiri
sebagai intrumen hukum internasional yang bertujuatuk menghapus
senjata nuklir dari muka bumi. Sebagai bahan peamkiambahan, Amerika
Serikat, dalam perangnya melawan terorisme, talyehamengancam hendak
menggunakan senjata nuklir terhadap NNWS jika tdrbmereka dalang
terorismé>?, tetapi juga telah menarik diri daknti Ballistic Missile Treaty*”,
menjadi masalah krusial terkait dengan usaha markageimbangan politik
dan keamanan dunia serta usaha melawan proliagta nuklir dan senjata

pemusnah massal lainnya secara keseluruhan.

3.3. UNIVERSALITAS DARI PERJANJIAN NON-PROLIFERASI

SENJATA NUKLIR

Konsep universalitas yang diadopsi oleh NPT tidakl terlihat
memungkinkan selama terdapat beberapa negara ydak dipayungi oleh
yurisdiksinya. Akan menjadi sangat sulit jika merydragkan negara-negara
seperti Israel, India dan Pakistan akan setujukubirgabung dan bergabung
kembali khusus untuk Korea Utara ke dalam NPT saldiWS. Sementara dua
negara yang juga merupakan negara peserta NPT yanidan Iran dalam

berbagai kesempatan juga pernah menyatakan niatriyé keluar dari NPT dan

2 NPR 2001, hal. 16.

230 Theresa HitchensSlipping Down the Nuclear Slope: Bush Administratiduclear
Policy Lowers Bar Against Usagdipresentasikan dalam konferensi tent&/8 Nuclear Policy
and Counter Proliferation26 Februari 2003.

231 Amerika Serikat menarik diri dari perjanijian tdsaepada tanggal 13 Juni 2002.
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membuat senjata nuklirnya sendifd. Untuk Irak, tampaknya permasalahan
tersebut telah diselesaikan terkait telah diharemumiga program nuklir negara
tersebut termasuk fasilitas militer dan para ilmomg yang telah meninggalkan
Irak, sedangkan untuk Iran sampai saat ini masihjade problematika tersendiri
terkait pertanggungjawaban dan koordinasinya demgBA kemudian program
pengembangan infrastruktur nuklir serta pengayaaniumnya®>* Kompleksitas
dari permasalahan ini yaitu jika NWS memerlukan éradaan senjata nuklir
sebagai tindakan pengamanan mereka sendiri akatamiusagi mereka untuk
mencegah negara-negara lain melakukan hal yang.Sarfada masa pasca
Perang Dingin, terlihat negara-negara saling meakgm permasalahan dan
ketegangan yang tidaklah muncul akibat di masarigdpangin. NWS seharusnya
memberikan usaha yang lebih dalam perlucutan semaklirnya agar NNWS
tetaplah berstatus NNWS. Jadi dalam hal ini, peafasn sebenarnya terkait
konsep universalitas NPT itu sendiri yaitu padadéoUtara, India, Pakistan dan
Israel yang memiliki senjata nuklir namun bukan upakan bagian dari sistem
non-proliferasi senjata nukilir.

Diskriminasi antara NWS dan NNWS juga dengan jéaskir di dalam
rezim non-proliferasi dan NP?P° Diskriminasi tersebut antara lain yakni antara
NWS yang sah dan diakui oleh NPT dengan negararmegang memiliki
kekuatan nuklir dan persenjataannya namun beralleidNPT. Apalagi terdapat
negara yang merupakan bagian dari aliansi yang akepcNWS. Hal ini dapat
dilihat sebagai tindakan perlindungan, satu sanm t@eh senjata nuklir yang
dimiliki. Akhirnya tentunya terdapat negara-neggaag tidak menikmati adanya
jaminan keamanan terhadap kemungkinan serangarnr,nbldik dari NWS

maupun NWSle facto

232 Negm, Transfer of Nuclear Technologiglm. 57.
% pid., him. 51.
% pid., him. 57.

235 awrence Scheinman, “Article IV of the NPT”, hitdl.
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Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa tidak &pat lagi istilah o
first use policy di sisi negara yang memiliki senjata nuklir dagrdlampak pada
kondisi keamanan yang absurd akibat kategorisasu bgakni “nuclear
protected/non-nuclear protectedBahkan dapat dikatakan terdapat pula jenis
terakhir diskriminasi dalam bidang nuklir ini yaktgrkait dengan kemampuan
atau kapabilitas nuklir suatu negara. Diskrimingsjadi antara negara-negara
yang mampu dengan cepat memperoleh kemampuan rmmlitdir dan negara
yang tentunya kebalikan dari posisi tersebut. Sehjg Jepang, secara spesifik,
tidak hanyan dilindungi olen Amerika Serikat tetgpga berada dalam posisi
yang sangat cepat untuk memperolen kamampuan kksptlan dapat
diartikulasikan menjadi nuklir militer*® Jepang memiliki rudal balistik presisi
tinggi, kelimpahan material nuklir serta tingkahk@mpuan teknologi yang tinggi.

Universalitas yang tidak universal tentunya meéngncaman bagi NPT.
Hal ini terbukti kala India dan Pakistan meledakkailirnya pada tahun 1998’
Peristiwa tersebut mengingatkan masyarakat intenmmals akan terguncangnya
fondasi sistem secara keseluruhan dan turut metikarbpertanyaan validitasnya
sebagai satu-satunya rezim vital yang mengatur eveng non-proliferasi
nuklir.?*® Bahwa kemudian reaksi yang timbul dari masyarakernasional
bervariasi dari mengutuk peledakan tersebut sapgajatuhan sanksi ekonomi
dan militer. Namun faktanya tetap, yaitu bahwa sedalak langsung mereka
menyatakan dirinya masing-masing sebagai negarg yremiliki senjata nuklir
atau NWS. Terkait dengan posisi “abu-abu” dari dsrabahwa ia telah
mengembangkan senjata nuklir dengan strategi “baabhnya”, masyarakat
internasional tidak memberikan reaksi berarti tdepakeberadaan senjata-senjata
tersebut.

Negara-negara tersebut bukanlah peserta dariddiRtampaknya tidak
akan bergabung dalam jangka waktu yang akan dat@mgnya. Tentunya dengan

alasan bahwa mereka tidak akan menyerahkan senjdtir mereka demi

% |bid.
23" Negm, Transfer of Nuclear Technologfim. 58.
%% |bid.
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bergabung ke dalam perjanjian tersebut. Hal inajtigak akan terjadi selama
negara-negara ini memiliki kepercayaan terhadapatensenjata nuklir sebagai
aset yang berharga di masa depan. Bahkan tampakergka berusaha menjadi
NWS yang melandaskan rasa amannya terhadap keg@mitenjata nnuklir
selama puluhan tahd?

Bahwa jelas dengan maksud atau tidak, NWS telamumgkinkan
negara-negara lain untuk memiliki senjata nukliresKdaran internasional
memiliki peranan penting untuk dimainkan dalam k&t@aan NPT. Dengan
tidak mengindahkan konsep univerasalitas dan fgdp posisinya sebagai bukan
negara peserta dari NPT memberikan akses kepad@aneggara tersebut untuk
memperoleh keuntungan dari teknologi nuklir lebibrigada negara-negara
peserta NPT berstatus NNW¥8.Lantas, insentif bagi negara-negara lain untuk
tetap menjadi peserta dalam perjanjian ini menga@itu agenda tersendiri yang
harus dipikirkarf**

NPT dibentuk untuk mencegah proliferasi nukli@l Htu sudah cukup
jelas terlihat dalam berbagai uraian sebelumnyguarutersebut juga sekaligus
untuk mendorong transfer teknologi nuklir untukuan damai. Implementasi
membuktikan bahwa teknologi nuklir dalam penggungansecara damai dapat
digunakan untuk banyak hal yang bermanfaat, namemapfaatannya hanya
terbatas bagi beberapa negara saja dan relatit ®@agi negara-negara
berkembang. Di sisi lain, rezim NPT mampu membgtesliferasi senjata nuklir
dalam berbagai aspeknya, hanya saja masih terdapgiak kekurangan pada
prakteknya. Bahwa secara keseluruhan, di antareréyed opsi yang telah
disebutkan sebelumnya, yakni salah satunya dengegnrgamandemen ketentuan
yang terdapat di dalam NPT guna menutup kekosoggag ditinggalkan dalam
pengaturannya dan secara bertahap menjadi solgskbadakmampuan sistem

239 Janne Nolan,Technology and Non-Proliferation in A Changing VdorDrder,
Transnational Law and Contemporary Problems, voha2 1, A Journal of The University lowa
College of Law, 1992, hal. 401-402.

240 Negm, Transfer of Nuclear Technologlim. 58.

241 pBB, Assuring the Success of the Non-Proliferation Tyrelxtension Conference
1994, pernyataan tersebut diungkapkan éetbassadoyewah,Chairmandarithe Third NPT
Preparatory Committee of the NPT Review and ExtenSionferencehal. 120.
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tersebut. Amandemen-amandemen tentunya akan meélahgrapa proses yang
akan berjalan satu persatu namun harus dilaksanakaara keseluruhan.
Amandemen ini dapat diadopsi lewat sebuah protiakobahan yang dilampirkan

di dalam perjanjian ini yang terfokus kepada bebeiau terkait.
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BAB 4
PERKEMBANGAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM
TRANSFER MATERIAL DAN TEKNOLOGI NUKLIR

41. SALURAN KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM TRANSFER

MATERIAL DAN TEKNOLOGI NUKLIR

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di ladkb-sebelumnya,
terlihat bahwa pengaturan yang dilakukan oleh NRIBkt dapat dikatakan
memuaskan baik untuk transfer teknologi nuklir knkepentingan perdamaian
maupun eliminasi senjata nuklir karena bersifdalerumum dan kewajiban yang
harus diemban oleh negara-negara peserta tidaldakifis. Oleh karena itu
muncul berbagai inisiatif yang datang dari berbaghak untuk secara lebih
mendetail menginterpretasikan maksud-maksud semnat-amanat yang coba
disampaikan oleh NPT dalam pasal-pasalnya. Inisi@ng dimaksud dalam
konteks ini, terwujud dalam berbagai bentuk kenasantar negara yang terkait
dengan wilayah dan kepentingan. Bahwa kemudian pfakianya kerjasama
internasional yang difokuskan kepada peredaranriabtan perlengkapan nuklir
ini memanfaatkan pasal-pasal umum yang terdapatlathm NPT sehingga
memberikan keleluasaan dalam perwujudan aplikassg@ara konkrit dalam
pedoman-pedoman yang dibentuk.

Upaya-upaya internasional guna mempromosikan peraggu tenaga
nuklir pada hakekatnya tidak terlepas dari monogahg dilakukan oleh para
pemasok guppliery dan kemampuan finansial dari para penerireaigients.?*?
Terhitung sangatlah terbatas negara-negara yangiliiepengetahuan secara
teknis know-how dan faktor keuangan yang mumpuni untuk adanyaoleki
tersebut, oleh karena itulah kerjasama internakidatam bidang ini begitu
penting untuk mendukung serta membantu negara-meganerima dalam

perolehan teknologi nuklfi*®

242 Negm, Transfer of Nuclear Technologlgim. 80.
23 Dr. Norbert Pelzer, “The Nature and Scope of maéional Cooperation in Connection
with the Peaceful Uses of Atomic Energy, and liits — An AssessmentNuclear Law Bulletin

Bulletin 27, Juni 1981, him. 36.
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Tentunya dalam rangka mempromosikan penggunaagiexitem tidaklah
hanya dilakukan secara bilateral namun juga seunattlateral. Mayoritas upaya-
upaya tersebut dilakukan melalui pengaturan skilbaf) yang diprakarsai oleh
the International Atomic Energy Agen¢WMEA), the European Atomic Energy
Community(EURATOM), Nuclear Energy Agenc{NEA) di bawah payunghe
Organisation for Economic Co-operation and Develepti(OECD), European
Organization for Nuclear ReseardCERNY** African Regional Cooperative
Agreement for Research, Development and Trainirigt&eto Nuclear Science
and Technology(AFRA), dan Organisation of Nuclear Energy Producers
(OPEN)?*

Kerjasama internasional dalam bidang penelitian ga&mgembangan
(litbang) diperlukan untuk meningkatkan upaya-upayag dikerahkan suatu
negara agar menjadi efisien dan menyeluruh khususdglam bidang
pengembangan teknologi nuklir. Baik pemerintah niaupektor industri dalam
memperoleh berbagai keuntungan dalam perolehanesudatya dan pengadaan
penelitian bersama daripada bergerak secara ingivi®alah satu tantangan dari
diadakannya suatu kerjasama internasional dalagkumgan yang beriklim
kompetitif yakni bagaimana mengintegrasi kinerjai ¢eerusahaan dan asosiasi
bisnis lainnya menjadi upaya kepemerintaffrSebagai contoh ketika anggaran
negara menipis, investasi terhadap modal litbamg ywrategis dan terkoordinasi
dengan baik dapat mendukung tetap bergerak majekyalogi dan peningkatan
jaminan keamanan atas penelitian yang sedang #aakidal ini juga diterapkan
dalam organisasi internasional seperti NEA yangupuknemegang peranan
penting dalam konteks ini.

Pasal IV NPT mengatur mengenai hak-hak dari pateskpidalam

memberikan kontribusinya secara mandiri atau mekadijasama dengan negara-

244 CERN secara orisinil merupakan singkatan dari sahBRerancis yaknConseil
Européen pour la Recherche Nucléayang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Inggrisjaaé
European Council for Nuclear Research.

245 pelzer, “The Nature and Scope of Internationalg@oation”, him. 36.

246 Negm, Transfer of Nuclear Technologgim. 81.
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negara lainnya guna memajukan pengembangan tekntdogga nuklift’
Persoalan mengenai saluran kerjasama sebenarmjab@ditu menjadi sorotan
dalam negosiasi-negosiasi NPT, hanya p&daference of NNW$ada tahun

1968 saja hal ini diangkat menjadi topik perdebattama®*®

BerbagaiReview
Conferencedari NPT, sesuai dengan Pasal IV NPT, menegaskanbde
mengenai pelaksanaan negara-negara pemasok teédaitibusinya secara
mandiri atau bersama-sama dengan negara lain atmnisasi internasional
dalam pengembangan aplikasi energi nuklir untuluamj damaf®® Hal ini
terutama ditujukan atas pertimbangan terhadap Wkbbot daerah-daerah
berkembang di seluruh durfi¥.

Kerjasama regional multilateral telah meningkat lpimya sebagai hasil
dari NPT. Seperti yang telah dijabarkan sebelumPgsal IV NPT dirumuskan
pada dasarnya untuk mendorong terciptanya kerjatarsabut. Di Eropa saja,
sebagai contoh, terdapat tiga organisasi yang &ddarsus bergerak di bidang
kerjasama nuklir yakni EURATOM, OECD NEA dan CERRada masa setelah
terjadinya perang di Timur Tengah pada Oktober 18ZB embargo minyak
diberlakukan, Badan Energi Internasioh@®rnational Energy AgencylEA)
didirikan pada November 1974, sebagai badan otopang berada di dalam
kerangka OECD, yang secara keseluruhan bertanggjavgab untuk
mengimplementasikan Program Energi InternasiotiaiTujuan utama dari

program ini yaitu untuk mengurangi ketergantungacasa berlebihan terhadap

47 Hal ini dinyatakan di dalam Pasal IV ayat 2 dafTN “... Parties to the Treaty in a
position to do so shall also co-operate in conttibg alone or together with other States or
international organizations to the further develag of the applications of nuclear energy for
peaceful purposes, especially in the territoriesioh-nuclear-weapon States Party to the Treaty,
with due consideration for the needs of the devetppreas of the world.

248 Shaker;The Nuclear Non-Proliferation Treatilm. 340.

299 NPT Review Conference, NPT/CONF.2000/E8al Document of the 2000 Review
Conference of the Parties to the NB Mei 2000, hal. 18.

250 pid.

51 Negm, Transfer of Nuclear Technologlim. 82.
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minyak dan untuk mengembangkan sumber-sumber ea#ggnatif, termasuk
energi nuklir>

Di sisi lain, negara-negara Afrika di bawah naundAEA membuat
sebuah Agreementpada tahun 1990 tentangfrican Regional Cooperation
(AFRA).?>® Pembukaan dari Persetujuan itu menitikberatkarad@mpentingnya
kerjasama antar negara yang berada di wilayah ganta dalam bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi nuklir, dan pada saay ymrsamaan, mengakui
pentingnya peran IAEA dalam mempromosikan kerjasantara negara-negara
anggotanya dalam mendampingi program-program ersmgn nasionalny&’
Oleh karena itu, akan menjadi penting pula untuknivedakan peranan dari
beberapa organisasi internasional dalam bidangirndklatas dan bagaimana
mereka melengkapi satu sama lain, yang akan damaskcara singkat dalam sub
bab-sub bab berikut.

4.1.1. ThelnternationalAtomicEnergyAgencyIAEA)

Badan Tenaga Atom Internasional athe International Atomic Energy
Agency (IAEA) didirikan pada tanggal 29 Juli 1957 denganuan untuk
mempromosikan penggunaan energi nuklir secara dagaaidapat dimanfaatkan
oleh manusia seluruhny® Salah satu tujuan IAEA yaitu untuk memastikan
bahwa proyek-proyek dalam bidang nuklir, baik yahawasi olehsafeguards
secara bilateral maupun multilateral, tetap bemjalalam koridor tujuan damat®
Berikut akan dibahas secara singkat mengenai tujaariungsi dari badan ini.

Berdasaran ketentuan dalam Pasal Il Statuta IAEdapat dua tujuan
organisasi dalam rangka pengembangan energi nukértama, yakni untuk

mempercepat dan memperluas sumbangan dari enddii notuk kepentingan

252 Shaker;The Nuclear Non-Proliferation Treatilm. 342-343.
253 Negm, Transfer of Nuclear Technologgim. 82.

254 |AEA, INFCIRC/377 ‘African Regional Cooperative Agreement for Research
Development and Training Related to Nuclear SciemzeTechnology,’2 April 1990.

2%5 Negm, Transfer of Nuclear Technologglm. 61.

256 |bid.

Universitas I ndonesia

Keberlakuan rezim ..., Justin Nurdiansyah, FH Ul, 2011



85

damai, kesehatan dan kesejahteraan seluruh thiniéedua, yakni untuk
menjamin bahwa bantuan yang diberikan atau atasiperan atau di bawah
pengawasan atau penguasaan oleh IAEA tidak digundkagan cara apapun
untuk mengedapankan tujuan militét. Hal ini memperlihatkan tugas ganda
IAEA yang secara bersamaan untuk mempromosikan daengawasi
pemanfaatan pengetahuan dan teknologi nuklir utjulan damai.

Dalam menjalankan tugasnya, IAEA mempunyai alat-pkxlengkapan
yang terdiri dari Konferensi Umutthie General Conferenc®ewan Gubernufie
Board of Governorsdan Sekretaridtie Secretariat Alat perlengkapan yang
membuat kebijakan dalam IAEA adala Konferensi Umian Dewan Gubernur.
Konferensi Umum IAEA terdiri dari perwakilan seltrmegara anggota IAER?
Dewan Gubernur IAEA pada saatfffiterdiri dari 35 negara anggéta di mana
13 negara ditentukan oleh Dewan Gubernur IAEA dam&gara dipilih melalui
Konferensi Umum. Sedangkan perihal Sekretariat IABfImpin oleh seorang
Direktur Jenderai®® Berikut merupakan penjelasan singkat mengenai ngasi
masing organ IAEA:

1. Konferensi Umum IAEA
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal V.F Statuta IA®Aferensi Umum

IAEA mempunyai kewenangan untuk:

7 Sebagaimana tercantum dalam kalimat pertama dRlasal Il Statuta IAEA yang
berbunyi: The Agency shall seek to accelerate and enlargeahé&ibution of atomic energy to
peace, health and prosperity throughout the world.

%8 gebagaimana tercantum dalam kalimat kedua dalasal Rl Statuta IAEA yang

berbunyi: ‘It shall ensure, so far as it is able, that asgis& provided by it or at its request or
under its supervision or control is not used infsacway as to further any military purpose

%9 sampai dengan November 2010, negara anggota |Af#arblah 151 negara.
260 Jenjang waktu yang digunakan mengacu kepada pe?iot0-2011.

61 35 negara anggota tersebut terdiri dari: Argentidastralia, Azerbaijan, Belgia,
Brazil, Kamerun, Kanada, Republik Ceko, Chili, GhirDenmark, Ekuador, Perancis, Jerman,
India, Italia, Jepang, Yordania, Kenya, Korea SelatRepublik Mongolia, Belanda, Nigeria,
Pakistan, Peru, Portugal, Rusia, Singapura, AfBkéatan, Tunisia, Ukraina, Uni Emirat Arab,
Britania Raya, Amerika Serikat dan Venezuela.

%52 gaat ini, Direktur Jenderal IAEA yang sedang miesjayaitu Yukiya Amano yang
ditunjuk sejak 1 Desember 2009.
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mengambil keputusan terhadap berbagai permasal&hasus ditujukan
kepada Konferensi Umum yang diajukan Dewan Gubd#itA,;
mengusulkan berbagai masalah sebagai pertimbangaarDGubernur IAEA
dan meminta Dewan Gubernur IAEA melaporkan berbgmaimasalahan
terkait fungsi IAEA.

Dalam hal-hal tertentu, Konferensi Umum IAEA memyainwewenang

untuk memberikan persetujuannya yang diperlukaandabngka™:

a.
b.

pengesahan anggota baru IAEA

penangguhan keanggotaan IAEA dalam hal negara tadg&A tersebut

secara terus menerus melanggar Statuta IAEA atap@ganjian yang dibuat
dengan negara anggota tersebut menurut Statuta’fAEA

pengesahan laporan-laporan yang dipersyaratkan pdglanjian hubungan
IAEA dengan PBB (kecuali laporan-laporan mengemdamggaran perjanjian
safeqguardy hal ini dikarenakan hal tersebut menjadi wewendari Dewan

Gubernur IAEA untuk melaporkan secara langsung é&dh Keamanan PBB
dan Majelis Umum PB®&®

. pengesahan pengangkatan Direktur Jenderal IXEA.

Dewan Gubernur IAEA

Statuta IAEA memberikan kewenangan kepada Dewaref@ub IAEA

untuk melaksanakan fungsi-fungsi IAEA, sesuai den@atuta IAEA, dan

tanggung jawabnya tunduk kepada Konferensi Umunagasimana dimaksud
dalam Statuta IAEA. Hal ini berdasarkan ketentuatamh Pasal VI.F Statuta

IAEA yang menentukanThe Board of Governors shall have authority to gasut the

functions of the Agency in accordance with thiguséa subject to its responsibilities to

263 David FischerHistory of the International Atomic Energy Agendihe First Forty

Years(Austria: Division of Publication IAEA), him. 38.

64| jhat Pasal V.E.1 dan Pasal VIl Statuta IAEA.
6% jhat Pasal V.E.2 dan Pasal XIX Statuta IAEA.
266 jhat Pasal V.E.6 dan Pasal XII. C Statuta IAEA.

67| jhat Pasal VII.A Statuta IAEA.
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the General Conference as provided in this Stdtul2alam prakteknya, ketentuan
dalam Pasal VI.F Statuta IAEA ditafsirkainter alia, bahwa Dewan Gubernur
IAEA mempunyai wewenang eksklusiéxclusive pow@rdalam sebagian besar
permasalahasafeguardssebagai contoh Dewan Gubernur IAEA akan menyusun
dan mengesahkan perjanjissafeguards menunjuk inspektur, mengesahkan
perjanjian safeguardsdan jika keraguan muncul tentang kegiatan nukiats
negara dalam bidang perjanjigafeguardsNPT, Dewan Gubernur IAEA akan
memutuskan apakah negara tersebut menaati kewapbganjian safeguards
NPT tersebut. Jika Dewan Gubernur IAEA menentukanwa negara tersebut
melanggar perjanjiasafeguardsmaka Dewan Gubernur IAEA akan melaporkan
non-compliancesecara langsung kepada Dewan Keamanan PBB darisMaje
Umum PBB*%®

3. Sekretariat IAEA
Sekretariat IAEA dipimpin oleh seorang Direktur deral yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan program |IAEé&lasetprogram tersebut
disetujui oleh Dewan Gubernur IAEA dan Konferensilun IAEA. Kewenangan
yang dimiliki oleh Direktur Jenderal IAEAR® dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. kepala pejabat administratif IAEA, yang diangkaelolDewan Gubernur
IAEA dengan pengesahan Konferensi Umum IAEA;
b. melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pengatan@ndyadopsi Dewan
Gubernur IAEA?"
IAEA pada hakekatnya merupakan organisasi inteonasiyang bertujuan
mempromosikan pemanfaatan energi nuklir dan meincggaliferasi senjata

272

nuklir.“" IAEA juga turut berperan sebagai inspektur duraéah pelaksanaan

268 Eischer History of the International Atomic Energy Agenhim. 37. Lihat pula Pasal
XIl.C dan Pasal Il.B.4 Statuta IAEA.

289 |hid., him. 38.
270) jhat Pasal VII. A Statuta IAEA.
271 ihat Pasal VII.B Statuta IAEA.

272 pBB, Basic Facts about the United Natioridlew York: United Nations Department
of Public Information, 2004), him. 128.
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pengawasan nuklir dan mengambil langkah-langkahep&eaan atas program

nuklir untuk tujuan damd’® Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal IIl.A Statuta IAEA. PasalAlIStatuta IAEA menentukan
sejumlah fungsi dan wewenang IAEAyakni:

a. melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untulemmpromosikan
penelitian, pengembangan dan pelaksanaan praktkk gr@ergi nuklir untuk
tujuan damai;

b. membuat suatu ketentuan yang dapat menyediakanriahatpelayanan,
peralatan dan instalasi-instalasi untuk penelitian pelaksanaan praktek pada
nuklir dengan pertimbangan bagi kebutuhan dalamansegegara yang
terbelakan® di dunia;

c. melakukan pertukaran informasi penelitian dan tekdalam penggunaan
energi nuklir untuk tujuan damai;

d. mendukung pertukaran dan pelatihan para ahli dddaang pemanfaatan
nuklir secara damai;

e. membuat dan menjalankan pengawasan yang ditujukéuik umnemastikan
penggunaan energi nuklir tidak dialihkan untuk paog militer;

f. membuat dan mengatur standar-standar keselamatam daemanfaatan
energi nuklir;

g. menguasai atau mendirikan instalasi-instalasi, baag dan peralatan yang
berguna dalam melaksanakan fungsinya.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal lll.B StatutaAAkenentukan bahwa

IAEA dalam melaksanakan fungisnya tersebut harus:

a. memastikan aktivitasnya sesuai dengan prinsipprin®BB  untuk
mempromosikan kerjasama internasional dan sesumjadekebijakan PBB
dalam meningkatkan pengaturan pengawasan perlupataanjataan dan juga

" Ipid.

27 Fischer,History of the International Atomic Energy Agentym. 35-36. Lihat pula
Pasal Ill.A Statuta IAEA.

2> Dalam pengertian negara-negara berkembang yangh nmum mempunyai
pengetahuan dan teknologi serta fasilitas lain yargit dengan pengembangan energi nuklir.
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sesuai dengan perjanjian internasional apapun lyarlgku menurut kebijakan
PBB;

b. menjalankan pengawasan terhadppcial fissionable materialgang diterima
melalui IAEA untuk menjamin bahwa nuklir tersebuguhakan hanya untuk
tujuan damai;

c. mengalokasikan sumber daya sedemikian rupa untukmasigkan
penggunaannya seefisien mungkin dan memberikanaabsébesar-besarnya
yang dapat secara luas dinikmati oleh negara-nedaraeluruh dunia,
terutama kebutuhan negara-negara terbelakang d;dun

d. memberikan laporan aktivitas IAEA setiap tahunngpdda Majelis Umum
PBB dan untuk keadaan tertentu melaporkan pada Dd¢@manan PBB
menyangkut pelaksanaan tugas IAEA yang berhubudgagan kompetensi
Dewan Keamanan PBB, IAEA harus memberitahukan Deégesamanan PBB
sebagai organ PBB yang berkewajiban menjaga keamdaa perdamaian
internasional; IAEA dapat mengambil langkah-langkamg tersedia dalam
Statuta ini, termasuk dengan hal yang ditentukdanadd@asal XII.C Statuta
IAEA.

Salah satu tujuan IAEA adalah untuk mengawasi pémasn energi
nuklir untuk tidak dialihkan kepada tujuan milisgbagaimana ditentukan dalam
penentuan Pasal Il Statuta IAER Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ketentuan
dalam Pasal Ill.A.5 Statuta IAEA menentukan bahw&A berwenang untuk
membuat dan menjalankasafeguards (pengawasan) yang ditujukan utnuk
menjamin bahwaspecial fissionable materigbelayanan, peralatan, instalasi dan
informasi yang disediakan oleh IAEA, atau berdamsarkermintaan, di bawah
pengawaan atau pengaruhnya tidak digunakan sedemikipa untuk tujuan
militer apapun, dan untuk memberlakuksafeguardsatas permintaan negara
peserta baik melalui perjanjian bilateral maupuritilateral ataupun berdasarkan

permintaan negara terhadap berbagai kegiatan nedmean bidang energi

278 jhat Pasal Il Statuta IAEA.
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nuklir.?’” Kemudian ketentuan dalam Pasal XII Statuta IAEAetapkan hak dan
kewajiban IAEA dalam rangka pengawasan terhadaategnuklir suatu negara.
Salah satu aspek mendasar dari proses pengavsaseguardsIAEA
adalah bahwa IAEA harus menegosiasikan perjargefeguardsiAEA dengan
suatu negara untuk menegaskan kewajiban dalamkuokala pengawasan dan
untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini karetatu$a IAEA mewajibkan
perjanjian safeguards|AEA hanya dalam konteks di mana IAEA menjadi
penyalur ke negara penerima teknologi dan materidbk terdapat persyaratan
dalam Statuta IAEA untuk menegosiasikan perjangafeguardsketika suatu
negara secara sukarela menyerahkan instalasi deami mtupun sebuah negara
pengekspor mensyaratkaafeguarddAEA.?’® Berdasarkan perjanjian yang telah
disetujui antara suatu negara dengan IAEA, inspel®BA dapat mengunjungi
instalasi-instalasi nuklir untuk memeriksa catatantang penggunaan material
nuklir, mengecek peralatan IAEA yang telah dipasdag peralatan pengawasan
dan menegaskan penemuan-penemuan dari materiair. nuthgkah-langkah
tersebut dan langkah pemeriksaasafeguards merupakan pemeriksaan
internasional yang independen yang menegaskan bamgara mematuhi
komitmen mereka terhadap pemanfaatan energi ragdara damaf.®
Berdasarkan Pasal XIl Statuta IAEA mengatur hak kiamajiban IAEA
dalam menjalankan pengawasan terhadap pemanfaatlindalam suatu negara.
Kemudian berdasarkan Pasal XIl.A Statuta IAEA mémgdentang hak dan
kewajiban IAEA terkait dengan pelaksanaan proyeEAAataupun perjanjian
IAEA dengan suatu negara untuk:
1. memeriksa konstruksi dari, peralatan dan instdthsisus, termasuk reaktor
nuklir, dan untuk menyetujui konstruksi hanya dswdut pandang terdapat
jaminan bahwa konstruksi tidak untuk tujuan milité&onstruksi tersebut

277 jhat Pasal 111.B.5 Statuta IAEA

278 3. Christian Kessleryerifying Nonproliferation Treaties Obligation, Rress, and
SovereigntfWashington, DC: Ft. Lesley J. McNair, 1993), hB2.

2’9 United Nations (g)Basic Facts about the United Natiofiéew York: United Nations
Department of Public Information, 2004), him. 128.
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tunduk pada standar-standar kesehatan dan kesatant@n konstruksi
tersebut diizinkan untuk mendapatkan pengawasaraisgsngan pasal ini;

. mensyaratkan kepatuhan terhadap langkah-langkaheh&es dan
keselamatan IAEA;

. mensyaratkan pemeliharaan dan produksi dari catat@tan operasi untuk
menjaminaccountability untuk sumber daspecial fissionablenaterial yang
digunakan atau diproduksi dalam proyek atau pegan;

. meminta dan menerima laporan-laporan perkembangagetolaan energi
nuklir;

. menyetujui langkah-langkah yang akan dipakai dalamoses kimia dari
material yang beradiasi semata-mata untuk menjdraimva proses kimia
tersebut tidak akan mengarah kepada pengaliharriatatetuk tujuan militer
dan akan menaati standar-standar kesehatan dalarkessn yang berlaku;
untuk mensyaratkan bahwigssionable materialyang akan dipergunakan
kembali atau diproduksi sebagai hasil produksi mjpeakan untuk tujuan
damai berdasarkasafeguardgetap berlangsung untuk penelitian atau dalam
rekator, yang sudah ada maupun yang sedang dibadganmensyaratkan
penempatan kepada IAEA terhadap kelebihan bdismmonable material
untuk mencegah penumpukan material tersebut, sétg@j setelah itu
berdasarkan permintaan negara anggota tersgeaaial fissionablanaterial
yang telah ditempatkan pada |IAEA akan dikembalilksegera menurut
ketentuan dalam pasal ini;

. mengirim inspektur ke dalam wilayah negara yangnjiitk oleh IAEA setelah
konsultasi dengan negara yang dimaksud. Inspeldrushmempunyai akses
sepanjang waktu terhadap semua tempat dan dateede@adap mereka yang
karena pekerjaannya berhubungan dengan materilaj@ara atau instalasi
yang diawasisafeguards yang diperlukan untuk menghitung sumber dan
special fissionablematerial yang disediakan dan diproduksi dan untuk
menentukan apakah terdapat kepatuhan sesuai pamamggar tidak
dimanfaatkan untuk tujuan militer;

. lalu dalam hal terjadhon-compliancedan kegagalan oleh negara penerima

atau negara-negara. IAEA akan mengambil langkagkim perbaikan dalam
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jangka waktu yang rasional, untuk menunda atau hmkEmgkan bantuan dan
menarik material dan perlengkapan yang disediakégh dAEA atau
keanggotaan dalam proyek lebih larffit.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal X3t&uta IAEA,
apabila inspektur IAEA menemukamon-compliance terhadap perjanjian
safeguards inspektur wajib melaporkannya kepada Direkturdéeal 1AEA.
Kemudian Direktur Jenderal IAEA meneruskannya kep&xkwan Gubernur
IAEA. Dewan Gubernur IAEA dapat meminta negaradgku untuk memperbaiki
masalahnon-complianceya di mana telah ditemukan oleh Dewan Gubernur
IAEA. Dewan Gubernur IAEA harus melaporkaan-complianceersebut kepada
seluruh negara anggota IAEA dan kepada Dewan Keam&BB dan Majelis
Umum PBB?*! Dalam hal terjadinon-compliancePasal XIlI Statuta IAEA
mengatur bahwa Dewan Gubernur IAEA tidak mempukgaienangan memaksa
tetapi hanya kewenangan memberikan sanksi yangfdietsrbatag® Dewan
Gubernur IAEA hanya dapat mengambil langkah-langletiagai berikut:

1. pembatasan langsung atau penangguhan bantuan wgailaggs disediakan
IAEA oleh negara anggota IAEA,;

2. meminta pengembalian material dan peralatan yssegldgikan IAEA terhadap
negara anggota atau kelompok negara penerima tey skein

3. berdasarkan Pasal XIX Statuta IAEA, menangguhkaamseyang melakukan
non-compliancetersebut dan pelaksanagnivileges dan hak keanggotaan
IAEA.

Badan ini memainkan peranan yang amat pentingnddial transfer
teknologi nuklir untuk tujuan damai melaliechnical Cooperation Programme
yang dijalankannya. Program tersebut dikembangkecara bersama-sama
dengan Sekretariat IAEA dan negara-negara angédaA yang didasarkan pada

penilaian terhadap prioritas perkembangan dan kowllimasing-masing negara

280 ihat Pasal XII.A Statuta IAEA
281 ihat Pasal XII.C Statuta IAEA

82 Serge Sur, edVerification of Disarmament or Limitatiom of Armamtg: Instruments,
Negotiations, ProposaidNew York: UNIDIR, 1992), him. 244.
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ataupun wilayali®® Selain itu program ini didasarkan pula pada beabéaktor
lain seperti permintaan atas proyek pengembangsititda nuklir oleh negara
anggota, penerapan kritera yang tepat untuk perabymbyek serta penilaian dan
persetujuan formal dari Dewan GubernBogrd of GovernorslAEA.?®* Program
tersebut juga termasuk proyek regional dan intered/antar daerah yang
dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dari enpntasi proyek terkait>
Dikarenakan sumber daya yang tersedia yang cukugkdauntuk diadakannya
transfer teknologi nuklir, program kerjasama tetdebfokuskan kepada aktivitas
yang memberikan kontribusi bagi perkembangan nakia@an juga hemat
biaya?®®

Hal ini menimbulkan serangkaian inisiatif yangmdkal secara bersamaan,
yakni mewakili perubahan secara bertahap khususpgala Technical
Cooperation Programme IAEA yang pertama-tama diarahkan kepada
pembangunan atas kemampuan otoritas dan institddir menjadi kolaborasi
dengan mitra organisasi lainnya untuk menerapkamak&uan ini serta untuk
pembangunan sumber daya manusia yang produktifbeakesinambungaff’
Kerjasama teknis itu sendiri dapat berupa satu khiln komponen-komponen
seperti tenaga ahli, peralatan dan bahan, beasiaw&unjungan ilmiah, kursus

pelatihan, pertemuan/lokakarya dan sub-kontfak.

4.1.2. TheUnitedNationsDevelopmenProgrammgUNDP)

Pada hakekatnya, UNDP merupakan suatu jaringagepdmangan global
PBB, yakni suatu organisasi yang melakukan advokasik adanya perubahan

283 Negm, Transfer of Nuclear Technologlglm. 88.
2% |bid.

25 |AEA, “The  Technical  Cooperation  Programime http://www-
tc.iaea.org/tcweb/tcprogramme/default.asiiakses pada 3 Juni 2011.

28 Negm, Transfer of Nuclear Technologglm. 88.

287 |AEA, Dewan Gubernur IAEA, GOV/INF/824,Technical Cooperation Strately
1997, him. 1.

288 pe|zer, “The Nature and Scope of Internationalp@oation”, him. 36.
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dan akses bagi negara-negara, khususnya negarantieEig, terhadap ilmu
pengetahuan, pengalaman dan sumber daya dalamaramgknbantu umat
manusia menuju hidup yang lebih b4k Sampai saat ini, 176 negara telah turut
berpartisipasi dan bekerja dalam menghadapi taatarggembangunan skala
nasional dan globdf° Perlu diketahui, bahwa dari tahun 1970-1979, UNDP
merupakan sumber utama bantuan multilateral untaltri percontohan dan
proyek pra-investasi yang memainkan peran dalargguiman bahan-bahan serta
teknologi nuklir di seluruh duni@’ Administrator UNDP memberitahukan
kepada Sektretaris Jenderal PBB bahwa dana progeadapat digunakan untuk
studi pra-investasi dalam bidang energi nuklir skag¢sar, pelatihan, penelitian,
fungsi penasihat industri di bidang isotop danasdion serta studi teknis dan
ekonomi di bidang bahan peledak nuklir untuk tujukmai, meskipun hanya
apabila bidang ini mencapai tahap penerapan squaktis oleh NNWS$
Dewan pemerintahan, ketika mempertimbangkan peasmmpermintaan terkait
bantuan dalam bidang energi atom, diatur kemudemddsarkan kriteria umum
dari tingkat kematangan serta kemantapaouiidnegs dan tingkat prioritas
(priority) proyek terkaif®® Kriteria tersebut juga termasuk kemampuan dari
pemerintahan yang mengajukan permintaan dalam rdexkgn segala macam
bentuk fasilitas yang diperlukan serta sumber dagausia yang berkualitas, dan
juga pertimbangan atas kemungkinan adanya invedidegmudian hari terkait

proyek-proyek yang akan dijalank&t.

Z9UNDP, “A World of Development Experience”,
http://www.beta.undp.org/content/undp/en/home/dip@na/about_us.htm] diakses pada 25 Juni
2011.

29 pid.

291 shaker;The Nuclear Non-Proliferation Treatylm. 355.
292 Negm, Transfer of Nuclear Technologgim. 89.

293 |bid.

294 shaker;The Nuclear Non-Proliferation Treatylm. 370.
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Salah satu Direktur Jenderal IAEA, Dr. Sigvard uEkf®, mengakui
bahwa proyek-proyek skala besar IAEA yang dilakukaewakili UNDP
merupakan sebuah refleksi mengenai ketertarikankéammpuan dari negara-
negera berkembang terhadap energi nuklir dan babudah merupakan
kewajiban bagi NWS untuk memenuhi janjinya sesumigan Pasal IV NPT,

sebagaimana dikutip sebagai berfikut

The large-scale projects the IAEA is executingoehalf of UNDP, reflects the
growing interest and capability of developing caig# incarrying out larger

projects in the nuclear energy field. It also irates that the need for
international assistance in this field is growirlg.this connection, the industrial
countries, and particularly NWS, will certainly kmalled upon to fulfil the

commitments they have made in Article IV of thafjre

Sebagai penutup tinjauan singkat mengenai peranDRJNdalam
mempromosikan penggunaan nuklir secara damai, bada@at dikatakan
sesungguhnya negara-negara berkembang dapat mahgd®mbntungan
semaksimal mungkin terhadap dana yang diberikarukuriiantuan teknis
(technical assistangamelalui program UNDP. Sebagaimana tercatat ofdbA|
proyek-proyek energi nuklir dalam banyak kasus rapatkan prioritas yang
begitu rendah bahkan hingga sumber daya yang dismdioleh UNDP tidak
dapat diberdayakan bagi negara-negara teré&b@edangkan untuk proyek-
proyek skala besar, disarankan bagi negara-negake@rhbang untuk meninjau
kembali kebutuhan mereka agar dapat dipastikan adpaknereka ingin
memberikan prioritas tinggi untuk proyek nuklirrutama jika terkait dengan
proyek-proyek yang telah berhasil dieksekusi sebelta di negara lain. Di sisi
lain, negara-negara maju harus mendukung progranDRJNang dijalankan

terutama terhadap sektor finansial sehingga UNQRtd@engatasi permintaan di

2% Dr. Sigvard Eklund merupakan Direktur Jenderal Agang paling lama menjabat
sepanjang sejarah sampai saat tulisan ini dibuatERlund memiliki kewarganegaraan Swedia
dan menjadi Direktur Jenderal IAEA selama 5 perigaleg artinya sama dengan kurun waktu 20
tahun yakni sejak tahun 1961 sampai dengan tah@h. 19

2% ghaker;The Nuclear Non-Proliferation Treatplm. 371.

297 Negm, Transfer of Nuclear Technologlgim. 90.
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masa depan untuk bantuan teknis dan proyek-progegkéala bes&®® Namun
kini dapat dikatakan UNDP hanya terlibat dalam bape kerjasama regioRal
dengan IAEA dan lebih terfokus kepada salah sabgramnya yaknMillenium
Development Goalyang terfokus sampai tahun 2015 dalam hal pemtzesam
kemiskinan, pendidikan, masalah perlindungan limgjan, HIV/AIDS, hak
perempuan, kesehatan ibu hamil, pengurangan jurklExhatian anak dan

pengembangan kerjasama gloffal.

4.1.3. TheEuropeanAtomicEnergyCommunitf EURATOM)
Pada tanggal 9 Mei 1950, Robert Schuman, mantadaR& Menteri

Perancis mengatak&&urope will not happen at once, or in a single rpldt will be
built through concrete achievements which firstatee a de facto solidarity.'?’01
Pernyataan tersebut kurang lebih menggambarkannbaga keinginan negara-
negara di Eropa untuk menjadi suatu kesatuan yilas begitu saja tercetus
tetapi berdasarkan atas rasa solidaritas dan keingyang kuat dari negara-
negaranyaThe European Atomic Energy Commur(iBAEC atau EURATOM)
lahir dari keinginan untuk mengorganisir kerjasanegara-negara Eropa dalam
bidang energi nuklir sipil guna memastikan swasatab&nergi di benua
tersebut® Perjanjian EURATOM ditandatangani di Roma padagah25 Maret
1957 bersamaan dengan pembentukaropean Economic CommunitigEC)>%
Tujuan utama dari perjanjian ini yaitu untuk melsunggkan secara bersama-sama

suatu tindakan yang mempromosikan energi nuklirskeoya untuk mengatur

2% Shaker;The Nuclear Non-Proliferation Treatflm. 371.

299 Clear Initiative, “Regional Cooperative Agreement”

http://www.cleanairinitiative.org/portal/node/2] @liakses pada 25 Juni 2011.

300 UNDP, “Eight Goals for 2015”,
http://www.beta.undp.org/undp/en/home/mdgovervig¢mlh diakses pada 25 Juni 2011.

%1 European Commision, “80 Anniversary Euratom Treaty 25 March 277,
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/euratom/eurdd@year_en.htm diakses pada 15 Juni 2011.

302 pid.
303 pid.

Universitas I ndonesia

Keberlakuan rezim ..., Justin Nurdiansyah, FH Ul, 2011



97

tenaga nuklir di seluruh Erop&. Perjanjian ini juga menjadi dasar hukum bagi
sistem kredit EURATOM yang menyediakan kredit bbssdi dalam
pengembangan proyek nukiff Perjanjan EURATOM memiliki dua tujuan
dasar yakni untuk memastikan pembentukan instd&ssr yang diperlukan untuk
pengembangan nuklir oleh negara-negara andottan untuk memastikan
bahwa seluruh negara anggota EURATOM menerima pasbiih dan bahan
bakar nuklir secara teratur dan mer3faMenurut Statutanya, EURATOM
dipercayakan suatu tugas yakni memberikan kontibwguk meningkatkan
standar hidup negara anggota dan pengembangan darbmegara lain dengan
menciptakan kondisi yang diperlukan untuk pembestuldan pertumbuhan
industri nuklir dengan pes3t Pasal 2 Perjanjian EURATOM pada hakekatnya
mengamanatkan dan mewajibkan EURATOM unifitk:
a. memastikan bahwa seluruh negara anggota EURATOM enmea
pasokan bijinh dan bahan bakar nuklir secara tedstamerata;
b. memastikan, dengan pengawasan yang tepat, agan-bahan nuklir
tidak dialihkan untuk tujuan lain selain daripadmg dimaksudkan yaitu

tujuan damai;

%94 Negm, Transfer of Nuclear Technologllm. 83.
3% Friends of the Earth Europe, Abolition of the EURATOM Treaty,
http://www.foeeurope.org/activities/Nuclear/pdf/20Buratom_briefing.pdf, diunduh pada 15
Juni 2011.

3% gsaat ini, yakni pada tahun 2011, negara-negargaaadgEURATOM berjumlah 27
negara sebagaimana jumlah negara anggota Uni Badpa: Austria, Belgia, Bulgaria, Siprus,
Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Peni®rman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia,
Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, dlia, Portugal, Rumania, Slowakia, Slovenia,
Spanyol, Swedia dan Inggris.

%97 Negm,Transfer of Nuclear Technologlim. 83.

398 Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 yang bgriflinshall be the task of the
Community to contribute to the raising of the stamdof living in the Member States and the
development of relations with the other countrigsdoeating the condtions necessary for the

speedy establishment and growth of nuclear indestri

399 Nuclear Energy Agencyihe Regulation of Nuclear Trade: Non-ProliferatiSapply
Safety: International AspectsVolume 1, (Paris: OECD, 1988), him. 29-30.
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c. melaksanakan hak atas kepemilikan yang diberikéwugaengan dengan
special fissile materials

d. kepastian terhadap pasar/outlet komersial yang leamasuk aksesnya
terkait bahan dan peralatan nuklir, dengan pergerdiebas investasi
modal di bidang energi nuklir dan kebebasan ketgkexgpan bagi tenaga
ahli dalam EURATOM.

Pasal 52 dari Perjanjian EURATOM mempercayakaragugomersial
yang berkaitan dengan pembuatan suatu kontraksaptadusen dan pengguna
bijih material nuklir, sumber bahan atapecial fissile materialkepada badan
yang terpisah dari EURATOM itu sendifi namun masih ditempatkan di bawah
kontrol EURATOM yang disebut sebagai Badan PemasekSupply Agency
yang telah beroperasi sejak tahun 1980Misi dari badan ini yakni untuk
menjamin pasokan bahan bakar nuklir secara tedatumerata di antara negara-
negara anggota EURATORA?

Perjanjian EURATOM memberikathe Supply Agenchak opsi untuk
memperoleh bijih, sumber bahan dspecial fissile materialyang diproduksi
EURATOM dan hak eksklusif untuk mengadakan konkaktrak terkait
penyediaan material-material tersebut dari dalampua dari luar negara anggota
EURATOM>'® Agar sah berdasarkan prosedural hukum antar neyaggota
EURATOM, kontrak-kontrak terkait haruslah diseramkikepadathe Supply
Agency untuk kemudian disahkah? The Supply Agencylan EURATOM
menargetkan tujuan keamanan jangka panjang ataggraselalui diversifikasi
sumber pasokan yang ada dan menghindari keterggariuyrang berlebihan pada

salah satu sumber pasokan saja serta memastikawabdalam konteks

310 Dikatakan “sendiri” di sini karena merupakan badamg independen baik secara
hukum maupun finansial.

311 Nuclear Energy Agency,he Regulation of Nuclear Tradelim. 686.
*bid.

313 EURATOM Supply Agency, “Mission Statement”,
http://ec.europa.eu/euratom/mission_en.htdibkses pada 15 Juni 2011.

1% bid.
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persaingan perdagangan yang sefat {rade), kelangsungan keberadaan siklus
industri bahan bakar nuklir harus dipertahankan.

EURATOM tidak hanya mengkoordinasikan program-paog penelitian
nuklir negara anggotanya tetapi juga memiliki pesgrpenelitiannya tersendiri.
Program tersebut dinamakalwint Nuclear Researh Centrgang terdiri dari
empat pusat penelitian yang masing-masing terleliakspra (Italia), Petten
(Belanda), Geel (Belgia), dan Karlsruhe (Jerniah).

4.1.4. Nuclear Energy Agency(NEA) of the Organisation for EconomicCo-

operationand DevelopmentOECD)

Badan Energi Nuklir, untuk selanjutnya disebut NEd#Adirikan pada
tanggal 1 Februari 1958. Badan ini merupakan badarg berada di bawah
OECD yang dibentuk pertama kali dengan nafmwaopean Nuclear Energy
Agency’™’ Tujuan utama dari NEA adalah mempromosikan kemasantar
pemerintah dari negara-negara yang berpartiSifassehingga menuiju
perkembangan persepsi kekuatan nuklir yang amamhrdingkungan dan dapat
menjadi sumber ekonorit? Hal ini akan dicapai dengaf’

a. mendorong harmonisasi nasional, kebijakan peratai@m praktek-praktek
(dengan referensi khusus terhadap keamanan instakds) yang melindungi
setiap orang dari radiasi ion, melestarikan linglam mengelola limbah

radioaktif serta kewajiban dan asuransi nuklir giketiga;

315 bid.
%1% Shaker;The Nuclear Non-Proliferation Treatilm. 345.

317 Nama tersebut berubah pada tanggal 20 April 1@f€lah Jepang bergabung, dan
Amerika Serikat yang turut berpartisipasi seb@gasociate Member

318 sampai tulisan ini dibuat, negara yang turut bisipasi dalam NEA berjumlah 30
negara yakni: Australia, Austria, Perancis, Jep&epublik Slowakia, Slovenia, Jerman, Korea
Selatan, Spanyol, Belgia, Yunani, Luksemburg, Saedtianada, Hungaria, Meksiko, Swiss,
Republik Ceko, Islandia, Irlandia, Belanda, Tutkprwegia, Denmark, Inggris, Finlandia, Italia,
Portugal, Amerika Serikat dan Polandia.

319 Negm, Transfer of Nuclear Technologlim. 84.

320 Nuclear Energy Agencyihe Regulation of Nuclear Tradelm. 2.
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menilai kontribusi tenaga nuklir untuk pasokan gnesecara keseluruhan
dengan menjaga alur permintaan dan penawaran dassnyang berbeda dari
siklus bahan bakar nuklir;

mengembangkan pertukaran ilmu pengetahuan darktekormasi terutama
melalui partisipasi dalam berbagai pelayanan;

. mempersiapkan penelitian dan program pengembangakala internasional

serta usaha bersama.

NEA juga turut mendukung usaha-usaha yang dilakudah negara-

negara anggotanya untuk meningkatkan kerjasamendzitiang nuklir dengarf!

a.

mendukung administrasi, pelaksanaan dan interpretisi Konvensi
Tambahan Brussel 1963Brussels Supplementary Convention 1)9@&n
modernisasi rezim pertanggungjawaban nuklir intgioral, terutama melalui
kinerja Komite Hukum NuklirlJuclear Law Committge

memberikan jasa hukum untuk kegiatan operasiomapdayek-proyek NEA;
menganalisis dan menyebarkluaskan, dalam skalalglmiiormasi mengenai
peraturan-peraturan,  yurisprudensi, perjanjian ri@sonal  serta

perkembangan lain yang relevan di bidang hukuminukl

. membantu negara-negara Eropa Tengah dan Timur seg@&a-negara lain

yang baru merdeka dalam pengembangan peraturanemsnguklir yang
dapat memfasilitasi integrasi mereka ke dalam repertanggungjawaban

nuklir internasional.

4.1.5. EuropeanOrganizationfor NuclearResearciCERN)

Organisasi lain dari Eropa mengenai penelitian inukl didirikan pada

tahun 1954. CERN itu sendiri secara orisinil mekapasingkatan dari bahasa

Perancis yakniConseil Européen pour la Recherche Nuclégmag bila

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris mengadiopean Council for Nuclear

Research yang kemudian dirubah menjaBuropean Organization for Nuclear

Researchdan tetap menggunakan akronimnya yang I¥halegara anggota

%21 1bid., him. 2-3.
322 Shaker;The Nuclear Non-Proliferation Treatiilm. 348.
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CERN berjumlah 20 negara daroBservers®® Kantor pusat CERN terdapat di
Jenewa@* CERN merupakan pusat laboratorium fisika partiketbesar di
dunia®® Laboratorium CERN menyediakan peralatan-peralgary dibutuhkan
fisikawan untuk meneliti secara detail apa unsatisumateri serta kekuatannya,
salah satunya adalah akselerator, yang dapat meemaér partikel hampir
mendekati kecepatan cahaya, serta detektor yanat dagmbuat mereka kasat
mata>?°

Pasal Il dari Konvensi Pembentukan CERN 1953 mauntken bahwa
organisasi ini wajib memberikan dukungan terhadafaborasi antar negara-
negara Eropa dalam bidang penelitian ilmu pengetahauklir murni dan
mendasar serta dalam penelitian terkait. Organigasitidak diperbolehkan
menaruh perhatian kepada proyek militer dan hasil dercobaan dan teori-
teorinya haruslah dipublikasikdf. Karakter utama dari CERN adalah bahwa
CERN adalah sebuah organisasi yang bersifat natispdbahwa kegiatannya
hanya sedikit menyoroti bidang industri dan koradysdan bahwa kegiatan
nasional masing-masing negara anggotanya tidakéabkalmg dengan kegiatan
CERN itu sendirf?®

323 Negara-negara anggota CERN sampai tulisan iniadiberjumlah 20 negara yakni:
Austria, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmarkinlandia, Perancis, Jerman, Yunani,
Hungaria, Italia, Belanda, Norwegia, Polandia, &gat, Republik Slowakia, Spanyol, Swedia,
Swiss dan Inggris. Terdapat pulaocBserversyakni: European Commissiorl)NESCO, India,
Israel, Jepang, Rusia, Turki dan Amerika Serikat.

324 Shaker;The Nuclear Non-Proliferation Tregtilm. 348.
325 Negm, Transfer of Nuclear Technologlim. 86.

326 CERN, “A Subatomic Venture”, http://public.webrnech/public/en/Science/Science-
en.html, diakses pada 15 Juni 2011.

%27 ihat Pasal Il darConvention for the Establishment of a European @iggtion for
Nuclear Research 1953 Juli 1953, yang telah diamandemen pada 17 diat®ial.

328 Shaker;The Nuclear Non-Proliferation Treathlm. 348.
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4.1.6. African RegionalCooperativeAgreemenfor ResearchDevelopmenand

Training Relatedto NuclearScienceand TechnologfAFRA)

AFRA lahir dari inisiatif negara-negara anggota yderasal dari Afrika
yang pada tahun 1988 meminta IAEA untuk membanttekaeuntuk membentuk
suatu pengaturan kerjasama regional di bidang ppengetahuan dan teknologi
nuklir di Afrika, sejenis dengan yang ada di Asimdhmerika Latir??° Perjanjian
ini mulai berlaku pada tanggal 4 April 1990 dantdaamemiliki keanggotaan
yang terdiri dari 34 negara Afrikg°

AFRA merupakan persetujuan antar pemerintahan yhagakan untuk
mempromosikan perkembangan dan aplikasi dari ilengptahuan dan teknologi
nuklir di Afrika.®** AFRA bertujuan untuk mempercepat pembangunan raenuj
swasembada disiplin ilmu pengetahun dan teknoladdlim secara relevan di
Afrika. Koordinasi sumber daya intelektual dan Kjspenerapan metode yang
inovatif dan praktis, memungkinkan organisasi irengambil keuntungan atas
biaya yang efektif®> IAEA sendiri memiliki mandat untuk menyediakan
sokongan teknis dan ilmiah kepada AFRA, begitupld&ungan finansial dan
administratif, sesuai dengan peraturan dan proseddurtechnical assistance

kepada negara-negara anggotatiya.

4.1.7. Organisationof NuclearEnergyProducersOPEN)

Pada tanggal 14 Januari 1974, sejumlah produseryielisrik yang

berasal dari Belgia, Perancis, Jerman, Spanyol Slaiss membentuk sebuah

329 Negm, Transfer of Nuclear Technologlyim. 86.

330 Negara-negara anggota AFRA sampai Juni 2009 bkrfuB# negara yakni: Algeria,
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Kamerun, dChaepublik Kongo, Republik Afrika
Tengah, Pantai Gading, Mesir, Eritrea, Ethiopiah@a Ghana, Kenya, Libya, Madagaskar, Mali,
Mauritania, Mauritius, Maroko, Namibia, Niger, Niggg Senegal, Sierra Leone, Afrika Selatan,
Sudan, Tunisia, Uganda, Tanzania, Zambia dan Zimeab

331 Negm, Transfer of Nuclear Technologlyim. 86.
332 Mickel Edwerd, “Development of a Continent”,

www.iaea.org/Publications/Magazines/Bulletin/Bull331102365356.pdf diunduh pada tanggal
15 Juni 2011.

333 bid.
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organisasi yang diberi nan@rganisation des Producteurs d’Energies Nucleaire
(OPEN) dengan status hukum seba@abupement d’Interet Economiqy&IE)

yang keanggotaannya terbatas hanya untuk prodissgk Eropa®**

Penerimaan
anggota baru didasarkan kepada persetujuan buimtrane@nggota yang sudah
ada®* Tujuan dari OPEN melipufi®®

a. mempelajari cara memenuhi kebutuhan anggota-anggmtaehubungan
dengan pemisahan isotop uranium, khususnya penggueaktor pengayaan
yang terletak di Eropa;

b. mengupayakan langkah-langkah yang dirancang untekcapai tingkat
keamanan dan ekonomi yang optimal terkait pasbkl@an bakar nuklir;

c. mencari dan mempromosikan segala bentuk upaya yamgmpu
meningkatkan, melalui kolaborasi bersama, prosedtumk mengelola bahan
bakar nuklir’®’

Atas dasar yang telah disebutkan di atas, GlEritt#e kuasa®

a. untuk mempelajari ketentuan-ketentuan rinci mengé&oatrak pemisahan
iIsotop uranium dan semua ketentuan yang memungkinkiuk menstabilkan
pasar atau untuk memfasilitasi pembiayaan reakémigahan geparation
plants;

b. untuk menetapkan prosedur terkait penyediaanKistei reaktor pemisahan
menggunakan proses difusi gas, misalnya dengan gnaagan pertukaran
pengayaan di samping pasokan listrik, dan menyksumtmen timbal balik
(reciprocal commitmenjsiari para anggota yang berpartisipasi;

c. untuk mempelajari aturan rinci perihal pembagiahamabakar nuklir dan
pertukaran energi, dan juga membuat kontrak pasgdag lebih fleksibel dan
mengurangi resiko teknis dalam membangun dan memngsigan pembangkit
listrik.

334 Negm, Transfer of Nuclear Technologgim. 87.

3% |bid.

336 Shaker;The Nuclear Non-Proliferation Treatilm. 348-349.

%37 Nuclear Energy Agency;he Regulation of Nuclear Tradelm. 34-35.
338 Negm, Transfer of Nuclear Technologgim. 87.
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OPEN juga telah menyusun perjanjian yang dibukakuditandatangani
oleh para anggotanya pada bulan September 198 méndefinisikan kondisi-
kondisi yang setiap anggota setujui untuk dipenatkait jumlah uranium yang
tersedia bagi pihak lain yang menandatangani gejatersebuf®® Begitu pula
diatur dalam perjanjian tersebut pengaturan mengengman dan pembayaran

sebagai pemenuhan dari komitmen yang telah diséfdju

42. ASOSIASI INTERNASIONAL YANG MENGATUR

PERGERAKAN MATERIAL NUKLIR

Keprihatinan atas ancaman proliferasi senjata ntédah memicu segala
elemen dan strata yang ada, baik dari individuaBsyarakat, organisasi,
pemerintah sampai masyarakat internasional untukyerakan sebuah aksi untuk
mencegah terulangnya tragedi-tragedi mengerikag glaakibatkan oleh kekuatan
energi atom. Hal ini turut dijadikan alasan bagrapgemasok material nuklir
untuk membentuk suatu organisasi dan komite gunanbatasi gerakan
teknologi, material dan perlengkapan nuklir di dunForum bentukan ini
memainkan peranan penting dalam mengendalikan,telkadang, membatasi
gerakan material nuklir tersebut kepada NN¥/s.

Peran para pemain dalam bidang perdagangan nukdurmia dilakoni
oleh dua kelompok utama, yakNuclear Exporters Committegtau yang lebih
dikenal dengaZangger Committe€ZAC) sertathe Nuclear Supplier Grouatau
the London ClugNSG).

4.2.1. NuclearExportersCommittegZanggerCommitteg

Sebagaimana tercantum di dalam Pasal Il NPT, aagaum dirumuskan

perihal sebuah kewajiban kembawii obligation3 yakni perihalsafeguardgdan

339 Shaker;The Nuclear Non-Proliferation Tregtplm. 348-349.
0 bid.
%1 Negm,Transfer of Nuclear Technologlglm. 113.
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pengendalian ekspor atas material dan perlengkapir.>*? Hal ini secara tidak
langsung menimbulkan suatu kebutuhan untuk mekafsipenggunaan bahasa
ini kepada suatu pengertian yang lebih rinci dankkib serta lebih memperjelas
persyaratan masing-masing. Pada tahun 1970, IAEBagai lembaga yang
diamanatkan oleh NPT dengan tugaseguardsmembentuk suatu komite untuk
mengembangkan suatu model perjanjisafeguardsyang dapat memenuhi
kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam PasaNPT>** The Safeguards
Committeeyang dibentuk pada tahun 1970 telah berhasil memetugasnya
dalam kurun waktu yang tergolong singkat dan aletssiyang padat dengan
merumuskan sebuah motfél yang setelah disetujui oleh Dewan Gubernur IAEA
dan Konferensi Umum IAEA, menjadi dasar bagi sdiuperjanjiansafeguards
bilateral antara IAEA dengan NNWS yang merupakéakpidari NPT+

Tidak lama setelah komitsafeguardstersebut menyelesaikan tugasnya,
sejumlah negara pemasok besar, beberapa telah dngiak dari NPT dan
beberapa masih berniat, bertemu pada bulan Mar&t dfpimpin oleh seorang
Profesor berkewarganegaraan Swiss, Claude Zandgkmn suatu forum yang
informal dan berbasis kerahasiaan di Wina untuk disgmsikan cara untuk

mengimplementasikan Pasal 111.2 NBT dan memenuhi kewajiban yang

312 pasal Ill NPT, khususnya pada ayat (1), berbuelyagai berikut: Each non-nuclear-
weapon State Party to the Treaty undertakes to@czafeguards, as set forth in an agreement to
be negotiated and concluded with the Internatiof@mic Energy Agency in accordance with the
Statute of the International Atomic Energy Agennd ¢he Agency’s safeguards system, for the
exclusive purpose of verification of the fulfilmeifiits obligations assumed under this Treaty with
a view to preventing diversion of nuclear energynfrpeaceful uses to nuclear weapons or other
nuclear explosive devices. Procedures for the sefeets required by this Article shall be followed
with respect to source or special fissionable matewhether it is being produced, processed or
used in any principal nuclear facility or is outsidny such facility. The safeguards required by
this Article shall be applied on all source or sjgdissionable material in all peaceful nuclear
activities within the territory of such State, undks jurisdiction, or carried out under its contro
anywheré.

3 Fritz W. Schmidt, “The Zangger Committee: Its ldist and Future Role”,
http://cns.miis.edu/npr/pdfs/schmid21.pdfiunduh pada 15 Juni 2011, him. 38.

34 Teks dari model perjanjian ini dipublikasikan sghia dokumen IAEA yakni
Information Circular 153 (INFCIRC/153).

345 Schmidt, “The Zangger Committee”, him. 38.

316 pasal 111.2 NPT berbunyi sebagai berikuEath State Party to the Treaty undertakes
not to provide: (a) source or special fissionablatemial, or (b) equipment or material especially
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dipersyaratkanny®.’ Kelompok ini, yang akhirnya dikenal sebagaangger

Committee(ZAC)**® menyetujui bahwa keputusannya nanti tidak akangiken

secara hukum terhadap para anggotanya namun dgpaiaklan sebagai dasar

atas deklarasi kebijakan unilateral yang terharsasii*® Pada dasarnya, ZAC
merumuskan tujuannya sebagai berikit:

1. untuk mencapai pemahaman yang selaras secara bepathal apa yang
merupakan material nuklir, dan perlengkapan atatemaa lain yang secara
khusus dirancang atau dipersiapkan untuk pemrosgsamggunaan atau
produksi darspecial fissionable materiatian

2. untuk mempertimbangkan prosedur terkait ekspor mateuklir dan kategori
perlengkapan lainnya sesuai dengan apa yang mekgaditmen negara-
negara berdasarkan Pasal Ill.2 NPT dengan makstigk umembangun
pemahaman bersama terhadap cara berbagai negarafsitkam dan
mengimplementasikan komitmen ini.

Secara khusus, tujuannya adalah untuk menyusun daétar komoditas
yang harus tunduk pada kontrol ekspor yang didasarkepada hukum
internasionaf®* Salah satu pedoman ZAC yakni bahwa pembatasaadephdiri
sendiri ini Gelf-imposed restrictionstidak akan mengganggu persaingan sehat

designed or prepared for the processing, use odpetion of special fissionable material, to any
non-nuclear-weapon State for peaceful purposegssnthe source or special fissionable material
shall be subject to the safeguards required by Alnfcle.”

%7 Schmidt, “The Zangger Committee”, him. 38.

38 Dengan bergabungnya Republik Belarusia pada tarfy§abruari 2011 maka ZAC
memiliki keanggotaan 38 negara ditambah dengannirgge Australia, Austria, Belgia, Bulgaria,
Kanada, China, Kroatia, Republik Ceko, Denmark|dfidia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria,
Irlandia, Italia, Jepang, Kazakhstan, Republik Ko&elatan, Luksemburg, Belanda, Norwegia,
Polandia, Portugal, Rumania, Rusia, Slowakia, Sia/eAfrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss,
Turki, Ukraina, Inggris dan Amerika Serikat.

39The Nuclear Threat Initiative, “Zangger Commit{8AC)”, Inventory of International
Nonproliferation  Organization and Regimes Centerr fd\Nonproliferation Studies,
www.nti.org/e_research/official_docs/inventory/pdéng.pdf, diunduh pada 15 Juni 2011.

0 5chmidt, “The Zangger Committee”, him. 38-39.

%1 pid.

Universitas I ndonesia

Keberlakuan rezim ..., Justin Nurdiansyah, FH Ul, 2011



107

industri komersial nuklif®> ZAC juga sepakat bahwa setiap material yang
terdapat di dalam daftar ini harus memiliki karalgenggunaan tahap akhangd-
use daripada karakter penggunaan gandizal-us@ yang cocok untuk industri
konvensional lainnya selain nukfi#’ Daftar ini kemudian disebut sebagai “Daftar
Pemicu” {Trigger Lis) yang berarti suatu daftar yang akan “memisafeguards
IAEA untuk diberlakukan terhadap ekspor komoditasaterial dan/atau
perlengkapan nuklir yang tercantum di dalamnyaakgls untuk mendefinisikan
prosedur serta kondisi suatu ekspor nuRfr.Trigger List terdiri dari dua
memoranda yang terpisah, yakni “Memorandum A” yamendefinisikan daftar
dari ekspor sumber daspecial fissionable materisdesuai dengan Pasal lll.2a
NPT dan Pasal XX dari Statuta IAEA dan “MemoranduBi yang
mendefinisikan ekspor dari material nuklir, danl@egkapan atau material lain
yang secara khusus dirancang atau dipersiapkaik yetmrosesan, penggunaan
atau produksi daspecial fissionable materislesuai dengan Pasal lil.2b NPT,
Kesepahaman ZAC ini dipublikasikan pada bulan Sepéz 1974 sebagai
dokumen IAEA INFCIRC/209°® Sejak saat ituTrigger Listtelah diamandemen
beberapa kali sesuai dengan kebutuhan dan perkeebaterkini>>’ Dalam
perkembangannya, ZAC juga turut membatasi lebirh jgersyaratan yang
tercakup di dalanTrigger Listyaitu turut meliputi perlengkapan lainnya seperti
tabung zirconium, peralatan terkait pemisahan [gsoieuterum serta materi

lainnya yang sebenarnya diperlukan dalam pengenaipatednologi nuklir untuk

%2The Nuclear Threat Initiative, “Zangger Commit(@AC)”, him. 1.
53 Schmidt, “The Zangger Committee”, him. 39.

%4 Negm,Transfer of Nuclear Technologlim. 113.

%55 Ngm, Transfer of Nuclear Technologlglm. 114-115.

% pada tanggal 27 September 1972, sebenarnya skbns¢nsus mengenai pemahaman
dasar atasTrigger List ini telah tercapai. Namun, dikarenakan penundaakait keamanan
partisipasi dari Uni Soviet, Komite ini menunggudga 2 tahun sebelum dipublikasikan dalam 2
memoranda yang terpisah namun diberi tanggal yamg yakni 14 Agustus 1974.

%7 Revisi terbaru darilrigger List ini dilakukan pada tanggal 9 Maret 2000 dalam
dokumen INFCIRC/209/Rev.2.
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tujuan damar’® Pembatasan baru terhadap komponen yang digunah@k u
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nklgebenarnya melampaui
persyaratan NPT dan IAEA, karena justru NPT dan AAfidak membatasi

transfer teknologi selama masih berada di basateguarddAEA dan semata-

mata digunakan untuk tujuan damai. Hal ini tak pet@enimbulkan berbagai
bentuk diskriminasi, terlebih bagi negara yang tiardi luar ZAC dan berstatus
NNWS.

4.2.2. NuclearSupplierGroup (TheLondonClub)
Menanggapi berbagai pelanggaran dari pedoman ek8{F oleh

beberapa negara maju, Amerika Serikat berinisiatiftuk membuat sebuah
kelompok pemasok nuklir kedd® Pada tahun 1975, Amerika Serikat, Kanada,
Perancis, Jerman Barat, Jepang, Inggris dan UneSbertemu di London untuk
mendirikanNuclear Supplier GrougNSG) yang kemudian diperluas ke empat
puluh enam anggota termasuk negara pengiffifdiegosiasi yang dilakukan
oleh NSG bertujuan untuk mencapai konsensus dirantegara-negara
pengekspor pada sebuah rezim kebijakan ekspor Igdnity ketat daripada yang
ditemukan atau dipersyaratkan NPT dan membutulidscope safeguard®
untuk segala aktivitas nuklir di negara pengimpaudusnya NNWS yakni perihal

pemrosesan ulang dan kegiatan pengayXarKonsultasi-konsultasi yang

%8 Rincian material dan perlengkapan nuklir lainnyang turut dibatasi oleh ZAC
tercakup di dalam INFCIRC/209/Mod. 1-3.

%9 Negm, Transfer of Nuclear Technologlglm. 116.

30 sampai tulisan ini dibuat, NSG memiliki keanggotats negara yakni Argentina,
Australia, Austria, Republik Belarusia, Belgia, BifaBulgaria, Kanada, China, Kroatia, Siprus,
Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Pemndierman, Yunani, Hungaria, Islandia,
Irlandia, Italia, Jepang, Kazakhstan, Republik Koi®elatan, Latvia, Lithuania, Luksemburg,
Malta, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Poland®artugal, Rumania, Rusia, Slowakia,
Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swisstkil Ukraina, Inggris dan Amerika Serikat.
The European Commissiguga turut berpartisipasi sebagdiserver

%1 Dj dalam sistemsafeguardsIAEA setidak-tidaknya terdapat dua golongan jenis
pengawasan dan kontrolnya yakni “old system” dtaility-related systenyang terangkum di
dalam INFCIRC/66/Rev.2 dan “new system” afall-scope safeguardgang tercantum di dalam
INFCIRC/153 sebagai modifikasi dari INFCIRC/66/R&v.

%2 Negm, Transfer of Nuclear Technologlim. 116.
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dilakukan mencoba untuk menyelaraskan kebijakaparkdari sudut pandang
safeguardsintuk transfenuclear itemgdi luar kerangka IAEA dan NP¥3

Pada tanggal 11 Januari 1978, negara-negara yegaptang dalam NSG
serta negara-negara yang bergabung kemudian, nmengjrat kepada Dewan
Gubernur IAEA untuk memberitahukan perihal keputuseereka untuk bertindak
sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalamudwn yang dilampirkan
terkait dengan ekspor material, peralatan atauotelgh nuklir, serta meminta
Dewan Gubernur IAEA untuk memberitahu negara-negaggota IAEA lainnya
tentang hal inf®® NSG mendesak adopsi dari hukum domestik yang
mensyaratkan bahwa ekspor dari sefisgger Listharus memiliki lisensi®

Kritik terhadap pedoman yang ditetapkan oleh NS@ tait pelak bergulir
khususnya difokuskan kepada isu pembatasan aks&§S\terhadap teknologi
nuklir melebihi apa yang dipersyaratkan oleh NPT dAEA.**® Pembatasan
tersebut merupakan bentukll-scope safeguardyang secara tidak langsung
menyiratkan negara-negara pemasok nuklir, ketikagelespor barang apapun
padaTrigger List akan menuntusafeguardspada semua fasilitas nuklir yang
berada di negara penerima, bukan hanya materigl gi@kspor’®’ Selain itu,the
Dual-Use Guidelinesnenyatakan:

. suppliers should not authorise transfers of equipimenaterial, or related
technology . . . when there is an unacceptable ofskdiversion [to a nuclear
explosive activity or an unsafeguarded nuclear fugle activity] or when the
transfers are contrary to the objective of avertitmg proliferation of nuclear

%3 Nuclear Energy AgencyThe Regulation of Nuclear Tradélm. 79. Hal ini juga
diterapkan untuk transfer teknologi, kontrol terlyade-transfer teknologi serta pembatasan fisik
material nuklir.

%4 |AEA, INFCIRC/254, “Guidelines for the Export ofudlear Material, Equipment or
Technology”, February 1978.

%5 JAEA, INFCIRC/254, “Communication Received from i@#n Member States
Regarding Guidelines for the Export of Nuclear Miale Equipment or Technology”, February
1978.

356 Negm, Transfer of Nuclear Technologiglm. 117.

%7 Ibid.
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weaponsHence States whose ‘bona fides are questioned épiomore nuclear
supplier(s)’ will be denied exports from one of thember States of the N&&.

Untuk alasan inilah, penilaian terhadap nuklir daml-use exportgkan
selalu bersifat subjektif, tidak objekf?

43. EFEK ATAS DIBENTUKNYA ZANGGER COMMITTEE (ZAC)

DAN NUCLEAR SUPPLIER GROUP (NSG)

Ruang lingkup hukum dari komitmen-komitmen yangadikan subyek
baik dari ZAC maupun NSG telah menimbulkan banyaékslasi. Dugaan yang
banyak dipertanyakan seperti permasalahan kewakieamjiban hukum
internasional yang harus dipenuhi di antara negagara anggota masing-masing
dan antar kelompok serta negara-negara yang barudengan kedua kelompok
tersebut dalam rangka pengembangan ilmu pengetatiaarnteknologi nuklir.
Selanjutnya, tentunya jika pedoman yang dianut okefompok-kelompok
tersebut ternyata menimbulkan suatu kewajiban hukuernasional, sifat dan
perluasannya haruslah diklarifikas¥.

Dalam setiap pekerjaan dari ZAC kata “komitmenakebiadopsi dalam
ketiadaan istilah yang lebih netral, sehingga talalharus disimpulkan sebagai
sifat dan akibat hukum bagi usaha-usaha yang telateka lakukan. Beberapa
penulis menggambarkadSG Guidelinessebagai g§entlemen’s agreeménatau
disamakan dengan apa yang mereka sebut sebagainhirikernasional yang

lunak” 3™ Sebuah ¢entlemen’s agreemeénti sini tidaklah secara harafidfi

%8 Cyrus Nasseri, “A Prescription for Evolution: TR&G’s Impact on Non-Proliferation
and the Right to Access”,"2Seminar on Export Controls in Nuclear Non-Prokifesn 1999,
www.nuclearsuppliersgroup.org/Leng/PDF/SeminarGuftpdf , diunduh pada tanggal 15 Juni
2011, him. 54.

%9 Richard J.K. Stratford, “The Practice of ExportnBols: Effects on Trade and
Peaceful Nuclear Activities”,"? Seminar on Export Controls in Nuclear Non-Protfésn 1999,
www.nuclearsuppliersgroup.org/Leng/PDF/SeminarGadtpdf , diunduh pada tanggal 15 Juni
2011, him. 39.

370 Nuclear Energy Agencyhe Regulation of Nuclear Tradelm. 82.

¥ Ipid.
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diartikan sebagai kesepakatan tidak tertulis yaibgad oleh para pihak namun
tidak mengikat secara hukum, namun pengertian bdetstelah berevolusi dan
diartikan sebagai suatu bentuk pengaturan antaaraggang tidak menciptakan
kewajiban®’® Gentlemen’s agreemeimipun dibatasi sampai kepada pengertian
deklarasi kebijakan umum. Perjanjian semacam iasdnya digunakan untuk
menginterpretasikan dan mengisi kekosongan yangdadalam perjanjian lain
atau di dalam statuta suatu organisasi internasiee#in itu digunakan pula
untuk menentukan kerangka peraturan perihal hubuisgperti apa yang akan
dibangun antara suatu negara dengan negard’falleh karena itu, timbul
beberapa argumen serta doktrin kuat untuk mendé&an Pedoman dari ZAC
dan NSG™

Terlepas dari sifat kerahasiaan dari pembicaraata stiskusi-diskusi
terutama dari NSG, terdapat sebuah alasan untulganggap bahwa di awal
pertemuan mereka pada tahun 1975, para negaragoagygetuju untuk tidak
membuat suatu perjanjian internasional secara foriyang berarti bahwa
sebenarnya, sesuai dengan Pasal 102 dari Piagam BB Pedoman NSG
maupun Memoranda ZAC haruslah didaftarkan terlelifulu kepada Sekretariat
PBB. Pasal 102 Piagam PBB berbunyi sebagai berikut:

1. Every treaty and every international agreemerieesd into by any Member of
the United Nations after the present Charter commés force shall as soon as
possible be registered with the Secretariat andiphed by it.

2. No party to any such treaty or international @gment which has not been
registered in accordance with the provisions ofgmaaph | of this Article may
invoke that treaty or agreement before any orgathefUnited Nations.

372 Menurut Black’s Law Dictionary edisi ke-7, definiari gentlemen’s agreemepaitu:
“an unwritten agreement that, while not legally eoéable, is secured by the good faith and
honor of the partie$

373 Negm, Transfer of Nuclear Technologlglm. 126. Kewajiban ini, jika tidak dilakukan,
tidaklah menimbulkan pertanggungjawaban internadiciari negara tersebut dikarenakan tidak
terdapat mekanisme hukum yang dapat membawa ndgesabut ke hadapan Mahkamah
Internasional (ICJ).

*"* Ibid.
37> Nuclear Energy Agency;he Regulation of Nuclear Tradelm. 82.
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Namun demikian, pada faktanya memang tindakan yammbil
merupakan hasil dari keputusan bersama, bahwausebeégosiasi dilakukan
telah terdapat kesepakatan, seperti yang ditunjukidak hanya melalui sifat
identik atau serupa dari surat yang diserahkandeeparektorat Jenderal IAEA,
tetapi juga dengan sifat mengatur dari lampirangiaam yang dan keputusan
untuk tidak mengubah Pedoman NSG kecuali perihaltkesan bulat dan untuk
terus diadakannya konsultasi tentang isu-isu tkrtenengenai implementasi
Pedoman. Praktek yang ditunjukkan oleh ZAC menu@ukkeinginan yang lebih
kuat untuk menyempurnakan kesepakatan awal yakii (P

Dengan demikian, negara yang telah melakukan koemtiya terkait
kerangka gentlemen’s agreemeiitsidaklah berhak secara sewenang-wenang
atau secara rahasia menyimpang ataupun mengubaH@yani berimplikasi
bahwa suatu negara yang berpartisipasi dalam kelkmpi bebas untuk
memutuskan untuk tidak lagi ikut serta dalam kaotasidkonsultasi yang diadakan
atau bahkan mengadakan komitmen Bafu.

Dapat dicatat pula bahwa sebenarnya ada perbedagrsignifikan antara
ZAC dan NSG. Deklarasi yang dibuat oleh ZAC padaadaya memberikan
interpretasi umum dari Pasal Ill NPT yang melibatkgaha yang cukup spesifik
dari para pihak dalam komite tersebut. Di sisi |laPedoman NSGNSG
Guideline$ tidak mengacu kepada ketentuan formal dan harsg@gongkapkan
keputusan dari negara-negara anggotanya untulkn@ektisesuai dengan prinsip-
prinsip yang didefinisikan dalam Lampiran-LampirgarfAnnexes Oleh karena
itu, dua bentuk inisiatif ini tidak dapat ditempatkpada tingkat yang sarf&.

Lebih lanjut lagi, Perjanjian NSG pada tahun 19@@ghakekatnya tidak
melarang transfer kepada negara yang tidak mepjhdk dari NPT atau kepada
negara yang menyatakan menolak untuk meneruatiasscope safeguard’’,

378 pid.
37" Nuclear Energy Agency;he Regulation of Nuclear Tradelm. 82.
8 Ibid., him. 84.

379 Full-scope safeguardsemiliki arti menempatkan seluruh fasilitas nukliratu negara
di bawah pengawasan IAEA secara penuh.
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begitu pula dengan negara anggota yang terikatrasdag&kum untuk bertindak
sesuai dengan pedomarfrigger List Daftar ini pun sebenarnya hanyalah
merupakan pernyataan multilateral dari suatu kkéija nasional. Namun,
penegasan otoritas atas perdagangan nuklir olelagmatradisional pada tahun
1970-an dicapai dengan sedikit kekhawatiran dagasmnegara pengimpor.
Negara-negara berkembang, secara khusus, cendaslingit baik ZAC maupun
NSG hanyalah merupakan instrumen dari negara-negdustri yang berusaha
untuk membentuk kartel nuklir dengan tujuan ketetgagan ekonomi negara-
negara Dunia Ketiga terhadap meré¥aKetidakpuasan yang sama masih ada
hingga sekarang.

Suatu pembelaan atau sanggahan terhadap isu yareypa NSG pernah
dilontarkan oleh seorang perwakilan dari Australichadaparthe 1995 Review
and the Extension Conference of the States Pddidse NPT sebagai berikut:

A few states have sought to portray export contaslsa North-South issue, as
involving a cartel or as a conspiracy which goegde the legitimate terms of
the NPT. This is not so. Export licensing arrangetaelo not impede legitimate
nuclear trade and cooperation. Rather, they are ierportant part of the
environment of long- term assurance and stabilit tunderpins nuclear
cooperation. For NPT parties abiding by their Treaibligations—and that is
clearly the vast majority of countries—such corgrdb not constitute any sort of
impediment. Nor do informal arrangements such asNBG operate as any sort
of cartel®®

Pada tahun 1999, Mr. Alec Baer mendukung argumery yhnyatakan

sebelumnya dengan mengatakan:

In spite of all the criticism that it was a cart@&iiming at preventing the spread of
nuclear technology to non-members, the NSG hasitidyi been a positive factor
of non-proliferation. Its role and importance hagkearly not been limited to
formal denials of items from one or the other I&tnot quantifiable, informal
influence of the nsg on the policies of variougestas not to be denied, be it

30 william C. Potter,International Trade and Non-Proliferation — The Qleage of the
Emerging SupplietgLexington: Lexington Books, 1990), him. 6.

31 Negm, Transfer of Nuclear Technologlglm. 126.

32 pernyataan ini diungkapkan oleh Senator Garetm&waantan Menteri Luar Negeri
Australia.
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through the use of the traditional diplomatic chatmor through other contacts
between Member States and other States. It has dmdnthat the whole NSG
scheme can never prevent a state from proliferatimgt will only slow it

down.This may be true, but gaining time is alsorafifable approach to such

problemsgf83

Pedoman untuk transfer nuklir yang dibuat oleh N&f@lah bukti nyata
bahwa kendala dan keterbatasan yang dikenakan &dgaghsama nuklir pada
faktanya memang ada. Meskipun tujuan yang ingireghc oleh NSG bisa
dibilang sah, yaitu pencegahan proliferasi senjatklir dan penghapusan
kompetisi komersial sebagai faktor dalam merundamgkafeguards pedoman
tersebut juga dapat menyebabkan beberapa negaydgestatus negara pemasok
untuk mengikuti jejak Amerika Serikat dengan memaldiri dari transfer
teknologi dasar, terutama dalam bidang sensitifedsegpengayaan uranium,
pemrosesan dan produksi padsvy-water reactot>*

Selain itu, dalam pembatasan transfer teknologgyaemiliki aplikasi
potensial nuklir secara militer, pedoman tersebapatl memiliki dampak
pembatasan aliran ilmu pengetahuan yang justrik tigitu signifikan untuk
dilarang atau ditakutkan. Bahkan semangat yang ithang perumusan Pedoman
NSG dapat dikatakan sangatlah bertentangan dengasippprinsip yang dicoba
untuk dibangun dalam Pasal IV NPT. Fakta bahwa mpedotersebut bekerja
secara rahasia dan tanpa partisipasi dari negaaanberkembang, dan termasuk
tidak diungkapkannya dalam jangka waktu yang panjaformasi terkait, juga
merupakan pelanggaran terhadap semangat kerjasargaditentukan oleh Pasal
IV NPT.%%

Paradoks di sini tidak hanya terletak pada formudéisran NPT, tetapi
juga dalam tindakan yang dilakukan oleh negara pekiauklir NSG. Jika para
pemasok memiliki kepercayaan pada sistem NPT ddfA)Apada hakekatnya
mereka tidak akan menerapkan lebih lanjut pembateeshadap NNWS. Selain

33 David Koplow, “The Jurisprudence of Non-Prolifécait Taking International Law
Seriously ", Transnational Law & Contemporary Problemsolume 2, (lowa: Journal of
University of lowa College of Law, 1992), him. 10.

34 Negm, Transfer of Nuclear Technologglm. 129.

385 Shaker;The Nuclear Non-Proliferation Treatilm. 332-333.
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itu, persyaratan yang diajukan oleh IAEA dan NPTyasdah sebatas material atau
peralatan yang disediakan oleh para pemasok, ngmtrn NSG mewajibkan hal
yang jauh lebih daripada itu dan justru malah mksges ketidakseimbangan
kekuasaan yang justru malah melanggar prinsip Kettaudan kesetaraan antar
negara’®®

Dalam setiap konferensi yang dilakukan terkait @enPT, pembahasan
mengenai langkah-langkah yang diambil oleh kelompoémasok selalu
dirundingkan, termasuk juga pembahasan permintgan edoman yang telah
ditetapkan oleh kelompok-kelompok tersebut tidaklaenghambat transfer
teknologi nuklir untuk tujuan damai mereka. MayasitNNWS meminta agar
setiap pengaturan yang dibentuk oleh negara-nggameasok harus transparan
dan harus terus diadakan langkah-langkah yang tepgak memastikan bahwa
pedoman ekspor tersebut tidak menghambat pengebataknologi nuklir

untuk tujuan damai, sesuai dengan amanat Pad NPT 3%

44. MASA DEPAN PENYEDIAAN MATERIAL NUKLIR

Perbedaan kepentingan, interpretasi, dan implemietatara negara-
negara pemasok, bersama dengan persaingan konuznsipengaturan tindakan-
tindakan industri yang tidak cukup memadai, telamahfaatkan oleh negara-
negara untuk mencari senjata nuklir atau mencarmakepuan untuk
memproduksi senjata nuklir. Salah satu contoh ykéiika Pemerintah Jerman
dan Swiss menyelidiki dugaan pelanggaran ekspng yaelibatkan pencurian
teknologi pengayaan Urenco dan percobaan transéknologi dan peralatan
tersebut ke Pakistafi® Petugas Leybold di Jerman dan Swiss yang didugh te
membantu produksi peralatan pengayaan yang dimk#esudntuk diekspor ke
Pakistar’® Pada bulan Januari 1986, otoritas pabean Swisyitadiya otoklaf

386 Negm, Transfer of Nuclear Technologglm. 130.

37 NPT Review Conference, NPT/CONF.2000/E8al Document of the 2000 Review
Conference of the Parties to the NPB Mei 2000, hal. 9.

388 potter,International Trade and Non-Proliferatiomim. 57.
389 |bid.
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dan peralatan lain, terutama yang dirancang olemafidi Swiss bernama
Mettalwerke Buchs A@an peralatan sentrifugal lainnya, bersama dewgéak
biru yang digunakan untuk memproduksifyaBarang-barang tersebut diduga
dicuri dariURANIT GmbHK mitra Jerman Barat di Urenco, oleh para petugas d
Leybold-Hereaeu®' Pada Mei 1987, setelah penggerebekan oleh pabean
pemerintah Jerman Barat, kantor Jaksa Penuntutehatiengumumkan bahwa ia
melakukan investigasi kriminal terhadapybold-Hereaeysyang diduga secara
ilegal memberikan bantuan kepada kegiatan pengayemrium di Pakistart?
Oleh karena itu, dengan melihat perwujudan masardegzim penyediaan nuklir
dan badan atau lembaga pemasoknya, terdapat afjf@kka yang mengganggu,
yang justru bisa memperkeruh permasalahan pemass&ndiri.

Para pemasok yang sedang berkembang secara gksplisntang rezim
NPT, berargumen bahwa rezim tersebut tidak efekgifap dilanggar oleh NWS
dan pemasok nuklir lainnya, dan bersifat diskritifid> Banyak dari mereka
yang bertentangan dengan rezim karena mereka rkarabahaya proliferasi dari
perspektif yang berbeda baik dari Amerika Serikedupun pemasok besar
lainnya®®* Mereka merasa bahwa dalam jangka panjang tindeékdakan
sederhana seperti itu tidak akan cukup atau memadan mereka
memperdebatkan untuk adanya perubahan secara dessaen, yang secara
langsung atau tidak langsung, menantang lingkup stewktur dari apa yang
mereka pandang sebagai rezim yang diskrimifi&ui.

Masalah pasokan material nuklir secara langsungendigruhi oleh
kontroversi atas manfaat dan peluang yang ditawadteh penggunaan energi

nuklir secara damai dikaburkan dengan pengertiativis mana yang

0 bid.

391 bid.

392 |bid.

393 Negm, Transfer of Nuclear Technologglm. 142.

39 bid.

%9 potter International Trade and Non-Proliferatiomlm. 57-62.
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digolongkan sebagai kegiatan bertujuan damai. Dalkomteks ini, ada
ketidaksetujuan (politis, bukan teknis) atas tekgbhuklir yang sensitif, dengan
perselisihan yang meliputi pertanyaan apakah petabuaanium dan plutonium
yang diperkaya dan dipisahkan, tersedia bagi negegara yang memiliki atau
tidak memiliki kebutuhan secara faktual untuk babhahan nuklir serta penelitian
atau daya program terkait. Ada pendapat yang makgatbahwa penyebaran
material ini hanya akan semakin memperburuk balmgdiferasi nuklir dan
terorisme, dan tentunya pihak yang berhak menyebariaterial-material
tersebut harus dibatasi, mereka berpendapat bakeaniaterial nuklir sensitif
dibuat tersedia, hal ini harus dilakukan denganbaivah pengamanan yang
memadai, dan mereka menyatakan bahwa tindakarbteérsanya akan menjaga
negara lain dari untuk tidak ikut mengembangkamaédgi nuklir sensitif sendiri.
Tetapi terdapat pula perdebatan untuk hak intriasils teknologi tersebut, yang
menegaskan bahwa setiap kontrol setsfeguardsebenarnya tidak diperlukan
untuk dibatasi melainkan transfer teknologi hardusthfasilitasi bukan justru
dihalangi upaya pengembangannya.

Bahwa sebenarnya akan muncul ketidakpastian, kdsipgs, dan
ambiguitas yang dapat diperkeruh jika para pemasolg sedang berkembang
atau baru muncul, memasuki pasar secara signifikekan jika mereka
bersikeras terhadapafeguardsyang diberlakukan atas ekspor yang mereka
lakukan, tetapi tidak mempedulikan komitmen yangddpat di dalam NPT,
Tlatelolco, atau elemen lain dari rezim non-proéf@>“° Jika ini terjadi, upaya
untuk mencegah proliferasi bisa menjadi semakiaktiefektif dan dapat merusak
pembentukan konsensus yang luas mengenai aturamaipan untuk pasokan
nuklir. Namun, jelas bahwa konsensus tersebut Idigen jika menginginkan
pasokan dan rezim non-proliferasi berjalan dendektié**’ Konsensus ini dapat
dicapai melalui perluasan partisipasi internasialadm rezim NPT.

Pengalaman yang dialami oleh Konferensi Pengguriaaergi Nuklir

untuk Tujuan DamaiThe Peaceful Uses of Nuclear Energy ConferdtddiE),

39 Negm, Transfer of Nuclear Technologglm. 143.

397 potter,International Trade and Non-Proliferatiomim. 63.
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di mana serangan atas rezim NPT terdengar secasartenerus dapat dijadikan
gambaran. Sebuah serangan dan kritik pedas jugacdilkan oleh Iran, yang
berstatus NNWS dalam NPT, yang menegaskan bahvj@npan tersebut tidak
efektif dan memiliki banyak pelanggaran. Dalam doka PUNE, Iran

mengajukan beberapa tuduhan yang sebenarnya dgguhkah beberapa koreksi
terhadap rezim NPT yang telah berjalan selama ldbih 42 tahun ini, sebagai
berikut®%®

1. The NPT has not prevented the vertical prolifenatiof nuclear
weapons;

2. The NPT has not prevented the spread of nucleapares namely the
deployment of nuclear arsenals in NNWS (spatialifgration);

3. The NPT has not facilitated international coopeuoatin the peaceful
uses of nuclear energy;

4. The objectives of NPT specially Articles I, Il, &id VI have been
violated by many States party to the Treaty;

5. The NPT has not been able to facilitate the esthbtient of genuine
NWFZ int the world;

6. The claim that no more NWS has been added thengxisie States,
since NPT entered into force, is to divert attemticom the fact that
there are States such as occupying regime of Raégesso called
Israel, and the racist regime of South Africa whidkve been granted
full access to nuclear weapon States, especiadlyJ§;

7. The NPT has not been able to prevent the militddea of
International Waters made by nuclear submarines.

Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya pentingukuntetap

menjadikan permasalahan ini sebagai agenda intenasMeskipun terlihat sulit
untuk diwujudkan, namun tekanan baik secara poltigupun hukum dapat

menjadi cikal bakal menuju perlucutan senjata muldiam skala global.

398 bid., him. 66-67.
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BAB5

PENUTUP

51. KESIMPULAN

Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir 1968 (NPdibentuk untuk
mencegah penyebaran serta produksi dari senjatér sagkaligus mendukung
adanya transfer dari teknologi nuklir untuk tujudamai. Rezim NPT sejak awal
pembentukannya mampu membatasi produksi serta chefgsd senjata nuklir
dalam skala yang cukup besar namun terdapat bebétakurangan pada
kenyataannya, terlebih dengan perkembangan pésetldgi nuklir dalam kurun
empat puluh tahun lebih perjanjian ini berlaku. ®atancaman proliferasi senjata
nuklir masih ada, sementara semakin banyak negarey ynendeklarasikan
pengembangan dari senjata ini dan dunia yang mémapeikan keberadaan rezim
non-proliferasi tidak bisa berbuat banyak. Impletasn perjanjian ini
membuktikan bahwa teknologi nuklir dalam kontekgudn damai digunakan
sebagian besar di negara-negara maju, sedangkaaangang dirasakan oleh
negara-negara berkembang relatif masih sedikit.eBgla kesimpulan dapat
ditarik berdasarkan berbagai penjelasan sebeluryaia:

1. Pengaturan yang dilakukan oleh NPT tidak dapattaikean memuaskan baik
untuk transfer teknologi nuklir untuk kepentingamrgamaian maupun
eliminasi senjata nuklir karena bersifat terlaluwimdan kewajiban yang
harus diemban oleh negara-negara peserta tidaklekifik. Bahwa akses
negara-negara berkembang terhadap penggunaan dgkmulklir sebagai
pemenuhan Pasal IV NPT juga masih sangat terb&ibataidak adanya
mekanisme atau sistem prosedural yang memungkinkagara-negara
berkembang untuk memperoleh ilmu pengetahuan naklita material dan
perlengkapan nuklir untuk tujuan damai.

2. Sifat diskriminatif dari NPT yang berdampak kepadiak hadirnya hakekat
universalitas NPT serta kurangnya komitmen dan isterssiNuclear Weapon

StategNWS) terkait dengan kewajibannya sebagaimana deatdalam Pasal
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IV dan VI NPT menjadi salah satu kekurangan utamgapjian ini. Bahwa
pembatasan-pembatasan keras perihal transfer tgknolklir justru lebih
ditekankan kepada negara-negara penerima yang uyauidan-Nuclear
Weapon StateNNWS) daripada negara-negara pemasok. Selaintidak
adanya pengaturan yang mampu menjamin NWS telahgmeatikan
proliferasi vertikal dengan membekukan produKissile materials dan
menghentikan pengembangan senjata nuklir juga tomeiemahkan posisi
perjanjian ini. Bahwa juga tidak terdapat batastwalang jelas atau langkah-
langkah efektif lainnya yang mengiringi pencapatajuan utama yakni
general and complete nuclear weapon disarmamegnghalangi peran NPT
itu sendiri dalam menegakkan rezim non-proliferdan perlucutan senjata
nuklir. Pasal VI NPT mewajibkan NWS untuk mengadekaegosiasi-
negosiasi untuk menghentikan perlombaan senjatdir nggng seharusnya
berujung kepada eliminasi senjata nuklir secarayelanuh. Namun, tidak
terdapat batas waktu di dalam pasal ini untuk memgadasi permasalahan
eliminasi persediaan senjata nuklir tersebut. Bapasal ini tidak mengatur
kapan tepatnya negosiasi tersebut harus dilaksanaka

. Terkait IAEA sendiri, ekspektasi dari negara-negarasangat tinggi terhadap
badan ini terlebih dalam mempromosikan pemanfaat@ngi nuklir (terutama
material, equipment and know-hpwntuk digunakan sebesar-besarnya bagi
umat manusia. Kemudian dengan adanya kelompok-kelkrgang bergerak
dalam bidang perdagangan material dan peralatafir,nylkni Zangger
Committeg(ZAC) danNuclear Suplier Group/London CIUINSG) juga turut
menentukan masa depan dari penggunaan dan penyetakbr di dunia.
Ruang lingkup hukum dari komitmen-komitmen yangdikan subyek baik
dari ZAC maupun NSG telah menimbulkan banyak smekuDugaan yang
banyak dipertanyakan seperti permasalahan kewafibamjiban hukum
internasional yang harus dipenuhi di antara negagara anggota masing-
masing dan antar kelompok serta negara-negarabgmgusan dengan kedua
kelompok tersebut dalam rangka pengembangan ilmmggtehuan dan
teknologi nuklir. Selanjutnya, tentunya jika pedemgang dianut oleh

kelompok-kelompok tersebut ternyata menimbulkartuskawajiban hukum
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internasional, sifat dan perluasannya haruslahadfidasi. Terlebih karena
kriteria atas kontrol yang diberlakukan lebih cemndg mengedepankan
subjektivitas daripada objektivitas. Keseluruhanktda tersebut justru

melemahkan posisi dari NPT dan memicu negara-ndgaraseperti Korea
Utara dan kemungkinan Iran, untuk mengatur ulangispomereka di

perjanjian tersebut.

Bahkan lebih jauh lagi, Iran pernah mengungkaplkenhpl alasan-alasan
yang kritis terhadap rezim NPT yang mengatakan balRT tidak lagi kompeten
dalam memayungi tujuannya yakni non-proliferasij@@annuklir dalam segala
aspeknya yakni bahwa keberadaan NPT tidak mencegeiferasi vertikal dari
senjata nuklir; bahwa keberadaan NPT juga tidak cegah penyebaran dari
senjata nuklir, yakni adanya penggunan persediaajata di negara berstatus
NNWS; bahwa NPT tidak dapat memfasilitasi kerjasamtarnasional dalam
rangka penggunaan energi nuklir untuk tujuan dato@nwa tujuan-tujuan dari
NPT khususnya Pasal I, II, IV dan VI telah terlaaggleh banyak negara pihak
dalam Perjanjian; bahwa NPT tidak dapat menunjasgpb@entukan KBSN di
dunia; dan terakhir, klaim bahwa tidak ada lagi NVy&8g ditambahkan terhadap
lima negara yang telah diakui kepemilikan senjatélimya sejak NPT mulai
berlaku, merupakan suatu usaha pengalihan perhdaiarfakta bahwa terdapat
negara lain seperti Israel dan Afrika Selatan ydigrikan akses secara penuh
terhadap NWS, khususnya Amerika Serikat.

Kekurangan-kekurangan NPT dalam kedudukannya sebag@umen
hukum internasional hanya bisa diatasi melalui pemgangan lebih lanjut
pengaturan yang sesuai dengan sistem serta iklimia dioternasional dewasa ini.
Bahwa penting untuk tetap menjadikan permasalalhansebagai agenda
internasional. Meskipun terlihat sulit untuk diwdkan, namun tekanan baik
secara politik maupun hukum dapat menjadi cikalabakenuju perlucutan
senjata nuklir dalam skala global. Bahwa kesimpuylang dapat ditarik di sini
yaitu bahwa selama keberadaan senjata nuklir masilapat di dunia ini maka
ancaman akan proliferasi nuklir tetap ada.
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52. SARAN

Bahwa sebenarnya timbul kebutuhan untuk adanyaman internasional
baru berskala global yang setara dengan NPT, tgatd@ngan ditambah berbagai
perbaikan dari situasi yang telah diungkapkan sebeya. Kerjasama dalam
bidang politik, hukum dan ekonomi antara negaraareedaik tergolong NWS
maupun NNWS juga memegang peranan penting dalancegeh proliferasi
senjata nuklir dan promosi penggunaan energi nuklik tujuan damai. Selain
itu, sebenarnya terdapat solusi lain yang lebih oregkinkan yakni dengan
mengamandemen ketentuan yang terdapat di dalam N&Ta menutup
kekurangan yang ditinggalkan dalam pengaturannyasdaara bertahap menjadi
solusi bagi ketidakmampuan sistem tersebut. Amardemmandemen ini dapat
diadopsi lewat sebuah protokol tambahan yang dilkap di dalam perjanjian
ini. Protokol ini ditujukan untuk mengamandemendPdi$, IV dan VI yang pada
intinya akan memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Penyediaan akses terhadap material dan teknolddir dengan jaminan-
jaminan tertentu terhadap NNWS melalui mekanismsiesi kerjasama yang
terintegrasi antara Negara-Negara Penyedia/PentSsgiplier Statdsdengan
Negara-Negara PenerimRégcipient Statgs Sistem ini bekerja dengan asas
transparansi serta mengikutsertakan para negarertpeantuk mewakili
kepentingan dari masing-masing kelompok negara.

2. Negara-Negara Penyedia/Pemasok harus bekerja sangard IAEA dan
menginformasikan kegiatan transfer teknologi maumaterial nuklir kepada
Negara-Negara Penerima guna memfasilitasi implemserdari kebijakan
safeguards

3. Usaha-usaha yang efisien guna menjamin melekateyajlban NWS di
bawah ketentuan perjanjian ini. Usaha pertama dapakukan lewat
penentuan batas waktu yang jelas atas eliminata g@ngurangan secara
bertahap cadangan senjata nuklir dan juga pengimeritierbagai jenis
pengembangan baru dari senjata-senjata nuklir danlédak nuklir lainnya.

4. Klarifikasi terhadap sifat dan posisi ZAC dan NSGlain hukum
internasional, khususnya terkait dengan rezim nofifgrasi senjata nuklir.
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22 April 1970
W
International Atomic Energy Agency GENERAL Distr.

INFORMATION CIRCULAR ENEHE

TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS

Notification of the entry into force

1 By letters addressed to the Director General on 5, 6 and 20 March 1970 respectively, the
Governments of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of
America and the Union of Soviet Socialist Republics, which are designated as the Depositary
Governmentsin Article IX. 2 of the Treaty on the NonProliferation of Nuclear WWeapons,
informed the Agency that the Treaty had entered into force on 5 March 1970.

2. The text of the Treaty, taken from a certified true copy provided by one of the Depositary
Governments, is reproduced below for the convenience of al Members.

TREATY
ON THE NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS
The States concluding this Treaty, hereinafter referred to as the “ Partiesto the Treaty”,

Considering the devastation that would be visited upon al mankind by a nuclear war and the
consequent need to make every effort to avert the danger of such awar and to take measures to
safeguard the security of peoples,

Believing that the proliferation of nuclear weapons would seriously enhance the danger of
nuclear war,

In conformity with resolutions of the United Nations General Assembly calling for the
conclusion of an agreement on the prevention of wider dissemination of nuclear weapons,

Undertaking to co-operate in facilitating the application of International Atomic Energy
Agency safeguards on peaceful nuclear activities,

Expressing their support for research, development and other efforts to further the
application, within the framework of the International Atomic Energy Agency safeguards
system, of the principle of safeguarding effectively the flow of source and special fissionable
materials by use of instruments and other techniques at certain strategic points,

Affirming the principle that the benefits of peaceful applications of nuclear technology,
including any technological by-products which may be derived by nuclear-weapon States from
the development of nuclear explosive devices, should be available for peaceful purposes to all
Parties to the Treaty, whether nuclear-weapon or hon-nucl ear-weapon States,

Convinced that, in furtherance of this principle, all Parties to the Treaty are entitled to
participate in the fullest possible exchange of scientific information for, and to contribute alone
or in co-operation with other States to, the further development of the applications of atomic
energy for peaceful purposes,

Declaring their intention to achieve at the earliest possible date the cessation of the nuclear
arms race and to undertake effective measuresin the direction of nuclear disarmament,

Urging the co-operation of all States in the attainment of this objective,
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Recalling the determination expressed by the Parties to the 1963 Treaty banning nuclear
weapon tests in the atmosphere, in outer space and under water in its Preamble to seek to
achieve the discontinuance of all test explosions of nuclear weapons for al time and to continue
negotiations to this end,

Desiring to further the easing of international tension and the strengthening of trust between
States in order to facilitate the cessation of the manufacture of nuclear weapons, the liquidation
of al their existing stockpiles, and the elimination from national arsenals of nuclear weapons
and the means of their delivery pursuant to a Treaty on general and complete disarmament
under strict and effective international control,

Recalling that, in accordance with the Charter of the United Nations, States must refrain in
their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or
political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the
United Nations, and that the establishment and maintenance of international peace and security
are to be promoted with the least diversion for armaments of the world's human and economic
resources,

Have agreed as follows:

ARTICLEI

Each nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to transfer to any recipient
whatsoever nuclear weapons or other nuclear explosive devices or control over such weapons or
explosive devices directly, or indirectly; and not in any way to assist, encourage, or induce any
non-nuclear-weapon State to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other
nuclear explosive devices, or control over such weapons or explosive devices.

ARTICLE I

Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to receive the transfer
from any transferor whatsoever of nuclear weapons or other nuclear explosive devices or of
control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; not to manufacture or
otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices; and not to seek or
receive any assistance in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive
devices.

ARTICLEII

1. Each Non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes to accept safeguards, as
set forth in an agreement to be negotiated and concluded with the International Atomic Energy
Agency in accordance with the Statute of the International Atomic Energy Agency and the
Agency's safeguards system, for the exclusive purpose of verification of the fulfilment of its
obligations assumed under this Treaty with a view to preventing diversion of nuclear energy
from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices. Procedures for the
safeguards required by this Article shall be followed with respect to source or specia
fissionable material whether it is being produced, processed or used in any principa nuclear
facility or is outside any such facility. The safeguards required by this Article shall be applied
on all source or special fissionable material in all peaceful nuclear activities within the territory
of such State, under itsjurisdiction, or carried out under its control anywhere.
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2. Each State Party to the Treaty undertakes not to provide: (a) source or special fissionable
material, or (b) equipment or material especially designed or prepared for the processing, use or
production of specia fissionable material, to any non-nuclear-weapon State for peaceful
purposes, unless the source or specia fissionable material shall be subject to the safeguards
required by this Article.

3. The safeguards required by this Article shall be implemented in a manner designed to
comply with Article IV of this Treaty, and to avoid hampering the economic or technological
development of the Parties or international co-operation in the field of peaceful nuclear
activities, including the international exchange of nuclear material and equipment for the
processing, use or production of nuclear material for peaceful purposes in accordance with the
provisions of this Article and the principle of safeguarding set forth in the Preamble of the
Treaty.

4. Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty shall conclude agreements with the
International Atomic Energy Agency to meet the requirements of this Article either individually
or together with other States in accordance with the Statute of the International Atomic Energy
Agency. Negotiation of such agreements shall commence within 180 days from the original
entry into force of this Treaty. For States depositing their instruments of ratification or
accession after the 180-day period, negotiation of such agreements shall commence not |ater
than the date of such deposit. Such agreements shall enter into force not later than eighteen
months after the date of initiation of negotiations.

ARTICLEIV

1. Nothing in this Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable right of all the
Parties to the Treaty to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful
purposes without discrimination and in conformity with Articles| and 11 of this Treaty.

2. All the Parties to the Treaty undertake to facilitate, and have the right to participate in. the
fullest possible exchange of equipment, materials and scientific and technological information
for the peaceful uses of nuclear energy. Parties to the Treaty in a position to do so shall also co-
operate in contributing alone or together with other States or international organizations to the
further development of the applications of nuclear energy for peaceful purposes, especialy in
the territories of non-nuclear-weapon States Party to the Treaty, with due consideration for the
needs of the devel oping areas of the world.

ARTICLE V

Each Party to the Treaty undertakes to take appropriate measures to ensure that, in
accordance with this Treaty, under appropriate international observation and through
appropriate international procedures, potential benefits from any peaceful applications of
nuclear explosions wil | be made available to non-nucl ear-weapon States Party to the Treaty on a
non-discriminatory basis and that the charge to such Parties for the explosive devices used will
be as low as possible and exclude any charge for research and development. Non-nuclear-
weapon States Party to the Treaty shall be able to obtain such benefits, pursuant to a special
international agreement or agreements, through an appropriate international body with adequate
representation of non-nuclear-weapon States. Negotiations on this subject shall commence as
soon as possible after the Treaty enters into force. Non-nuclear-weapon States Party to the
Treaty so desiring may also obtain such benefits pursuant to bilateral agreements.
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ARTICLE VI

Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective
measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear
disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective
international control.

ARTICLE VII

Nothing in this Treaty affects the right of any group of States to conclude regional treatiesin
order to assure the total absence of nuclear weapons in their respective territories.

ARTICLE VIII

1. Any Party to the Treaty may propose amendments to this Treaty. The text of any
proposed amendment shall be submitted to the Depositary Governments which shall circulate it
to all Parties to the Treaty. Thereupon, if requested to do so by one-third or more of the Parties
to the Treaty, the Depositary Governments shall convene a conference, to which they shall
invite all the Partiesto the Treaty, to consider such an amendment.

2. Any amendment to this Treaty must be approved by a magjority of the votes of all the
Parties to the Treaty, including the votes of all nuclear-weapon States Party to the Treaty and all
other Parties which, on the date the amendment is circulated, are members of the Board of
Governors of the International Atomic Energy Agency. The amendment shall enter into force
for each Party that deposits its instrument of ratification of the amendment upon the deposit of
such instruments of ratification by a majority of al the Parties, including the instruments of
ratification of all nuclear-weapon States Party to the Treaty and all other Parties which, on the
date the amendment is circulated, are members of the Board of Governors of the International
Atomic Energy Agency. Thereafter, it shall enter into force for any other Party upon the deposit
of itsinstrument of ratification of the amendment.

3. Five years after the entry into force of this Treaty, a conference of Parties to the Treaty
shall be held in Geneva, Switzerland, in order to review the operation of this Treaty with a view
to assuring that the purposes of the Preamble and the provisions of the Treaty are being realised.
At intervals of five years thereafter. a majority of the Parties to the Treaty may obtain, by
submitting a proposal to this effect to the Depositary Governments, the convening of further
conferences with the same objective of reviewing the operation of the Treaty.

ARTICLEIX

1. This Treaty shall be open to all States for signature. Any State which does not sign the
Treaty before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this Article may accedeto it
at any time.

2. This Treaty shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of ratification
and instruments of accession shall be deposited with the Governments of the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland, the Union of Soviet Socialist Republics and the United
States of America, which are hereby designated the Depositary Governments.

3. This Treaty shall enter into force after its ratification by the States, the Governments of
which are designated Depositaries of the Treaty, and forty other States signatory to this Treaty
and the deposit of their instruments of ratification. For the purposes of this Treaty, a nuclear-
weapon State is one which has manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear
explosive device prior to 1 January, 1967.
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4. For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the
entry into force o this Treaty, it shall enter into force on the date of the deposit of their
instruments of ratification or accession.

5. The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of
the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or of accession,
the date of the entry into force of this Treaty, and the date of receipt of any requests for
convening a conference or other notices.

6. This Treaty shall be registered by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of
the Charter of the United Nations.

ARTICLE X

1. Each Party shall in exercising its national sovereignty have the right to withdraw from the
Treaty if it decides that extraordinary events, related to the subject matter of this Treaty, have
jeopardized the supreme interests of its country. It shall give notice of such withdrawal to all
other Parties to the Treaty and to the United Nations Security Council three months in advance.
Such notice shall include a statement of the extraordinary events it regards as having
jeopardized its supreme interests.

2. Twenty-five years after the entry into force of the Treaty, a conference shall be convened
to decide whether the Treaty shall continue in force indefinitely, or shall be extended for an
additional fixed period or periods. This decision shall be taken by a majority of the Partiesto the
Treaty.

ARTICLE XI

This Treaty, the English, Russian, French, Spanish and Chinese texts of which are equally
authentic, shall be deposited in the archives of the Depositary Governments. Duly certified
copies of this Treaty shall be transmitted by the Depositary Governments to the Governments of
the signatory and acceding States.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised, have signed this Treaty.

DONE in triplicate, at the cities of London, Moscow and Washington, the first day of July,
onethousand nine hundred and sixty-eight.
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UNITED
NATIONS

Security Council
Distr.

GENERAL

S/RES/984 (1995)
11 April 1995

RESOLUTION 984 (1995)

Adopted by the Security Council at its 3514th meeting ,
on 11 April 1995

The Security Council ,

Convinced that every effort must be made to avoid and avert the danger of
nuclear war, to prevent the spread of nuclear weapons, to facilitate
international cooperation in the peaceful uses of nuclear energy with particular
emphasis on the needs of developing countries, and reaffirming the crucial
importance of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons to these
efforts,

Recognizing  the legitimate interest of non-nuclear-weapon States Parties to
the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons to receive security
assurances,

Welcoming the fact that more than 170 States have become Parties to the
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and stressing the
desirability of universal adherence to it,

Reaffirming the need for all States Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons to comply fully with all their obligations,

Taking into consideration the legitimate concern of non-nuclear-weapon
States that, in conjunction with their adherence to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, further appropriate measures be undertaken
to safeguard their security,

Considering that the present resolution constitutes a step in this
direction,

Considering further that, in accordance with the relevant provisions of the
Charter of the United Nations, any aggression with the use of nuclear weapons
would endanger international peace and security,

95-10606 (E)
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1. Takes note  with appreciation of the statements made by each of the
nuclear-weapon States (S/1995/261, S/1995/262, S/1995/263, S/1995/264,
S/1995/265), in which they give security assurances against the use of nuclear
weapons to non-nuclear-weapon States that are Parties to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons;

2. Recognizes  the legitimate interest of non-nuclear-weapon States
Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons to receive
assurances that the Security Council, and above all its nuclear-weapon State
permanent members, will act immediately in accordance with the relevant
provisions of the Charter of the United Nations, in the event that such States
are the victim of an act of, or object of a threat of, aggression in which
nuclear weapons are used;

3. Recognizes further that, in case of aggression with nuclear weapons or
the threat of such aggression against a non-nuclear-weapon State Party to the
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, any State may bring the
matter immediately to the attention of the Security Council to enable the
Council to take urgent action to provide assistance, in accordance with the
Charter, to the State victim of an act of, or object of a threat of, such
aggression; and recognizes also that the nuclear-weapon State permanent members
of the Security Council will bring the matter immediately to the attention of
the Council and seek Council action to provide, in accordance with the Charter,
the necessary assistance to the State victim;

4. Notes the means available to it for assisting such a non-nuclear-
weapon State Party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons,
including an investigation into the situation and appropriate measures to settle
the dispute and restore international peace and security;

5. Invites Member States, individually or collectively, if any
non-nuclear-weapon State Party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear
Weapons is a victim of an act of aggression with nuclear weapons, to take
appropriate measures in response to a request from the victim for technical,
medical, scientific or humanitarian assistance, and affirms its readiness to
consider what measures are needed in this regard in the event of such an act of
aggression;

6. Expresses its intention to recommend appropriate procedures, in
response to any request from a non-nuclear-weapon State Party to the Treaty on
the Non-Proliferation of Nuclear Weapons that is the victim of such an act of
aggression, regarding compensation under international law from the aggressor
for loss, damage or injury sustained as a result of the aggression;

7. Welcomes the intention expressed by certain States that they will
provide or support immediate assistance, in accordance with the Charter, to any
non-nuclear-weapon State Party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear
Weapons that is a victim of an act of, or an object of a threat of, aggression
in which nuclear weapons are used,;

8. Urges all States, as provided for in Article VI of the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, to pursue negotiations in good faith on
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effective measures relating to nuclear disarmament and on a treaty on general
and complete disarmament under strict and effective international control which
remains a universal goal;

9. Reaffirms the inherent right, recognized under Article 51 of the
Charter, of individual and collective self-defence if an armed attack occurs
against a member of the United Nations, until the Security Council has taken
measures necessary to maintain international peace and security;

10. Underlines that the issues raised in this resolution remain of
continuing concern to the Council.
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Statute of the IAEA

ARTICLE I: Establishment of the Agency

The Parties hereto establish an International Atomic Energy Agency
(hereinafter referred to as "the Agency") upon the terms and conditions
hereinafter set forth.

ARTICLE II: Objectives

The Agency shall seek to accelerate and enlarge the contribution of atomic
energy to peace, health and prosperity throughout the world. It shall ensure,
so far as it is able, that assistance provided by it or at its request or under its
supervision or control is not used in such a way as to further any military
purpose.

ARTICLE III: Functions
A. The Agency is authorized:

1. To encourage and assist research on, and development and practical
application of, atomic energy for peaceful uses throughout the world; and, if
requested to do so, to act as an intermediary for the purposes of securing
the performance of services or the supplying of materials, equipment, or
facilities by one member of the Agency for another; and to perform any
operation or service useful in research on, or development or practical
application of, atomic energy for peaceful purposes;

2. To make provision, in accordance with this Statute, for materials, services,
equipment, and facilities to meet the needs of research on, and development
and practical application of, atomic energy for peaceful purposes, including
the production of electric power, with due consideration for the needs of the
under-developed areas of the world;

3. To foster the exchange of scientific and technical information on peaceful
uses of atomic energy;

4. To encourage the exchange of training of scientists and experts in the field
of peaceful uses of atomic energy;

5. To establish and administer safeguards designed to ensure that special
fissionable and other materials, services, equipment, facilities, and
information made available by the Agency or at its request or under its
supervision or control are not used in such a way as to further any military
purpose; and to apply safeguards, at the request of the parties, to any
bilateral or multilateral arrangement, or at the request of a State, to any of
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that State's activities in the field of atomic energy;

6. To establish or adopt, in consultation and, where appropriate, in
collaboration with the competent organs of the United Nations and with the
specialized agencies concerned, standards of safety for protection of health
and minimization of danger to life and property (including such standards for
labour conditions), and to provide for the application of these standards to its
own operation as well as to the operations making use of materials, services,
equipment, facilities, and information made available by the Agency or at its
request or under its control or supervision; and to provide for the application
of these standards, at the request of the parties, to operations under any
bilateral or multilateral arrangements, or, at the request of a State, to any of
that State's activities in the field of atomic energy;

7. To acquire or establish any facilities, plant and equipment useful in
carrying out its authorized functions, whenever the facilities, plant, and
equipment otherwise available to it in the area concerned are inadequate or
available only on terms it deems unsatisfactory.

B. In carrying out its functions, the Agency shall:

1. Conduct its activities in accordance with the purposes and principles of the
United Nations to promote peace and international co-operation, and in
conformity with policies of the United Nations furthering the establishment of
safeguarded worldwide disarmament and in conformity with any international
agreements entered into pursuant to such policies;

2. Establish control over the use of special fissionable materials received by
the Agency, in order to ensure that these materials are used only for
peaceful purposes;

3. Allocate its resources in such a manner as to secure efficient utilization
and the greatest possible general benefit in all areas of the world, bearing in
mind the special needs of the under- developed areas of the world;

4. Submit reports on its activities annually to the General Assembly of the
United Nations and, when appropriate, to the Security Council: if in
connection with the activities of the Agency there should arise questions that
are within the competence of the Security Council, the Agency shall notify
the Security Council, as the organ bearing the main responsibility for the
maintenance of international peace and security, and may also take the
measures open to it under this Statute, including those provided in
paragraph C of Article XII;

5. Submit reports to the Economic and Social Council and other organs of the
United Nations on matters within the competence of these organs.

C. In carrying out its functions, the Agency shall not make assistance to
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members subject to any political, economic, military, or other conditions
incompatible with the provisions of this Statute.

D. Subject to the provisions of this Statute and to the terms of agreements
concluded between a State or a group of States and the Agency which shall
be in accordance with the provisions of the Statute, the activities of the
Agency shall be carried out with due observance of the sovereign rights of
States.

ARTICLE IV: Membership

A. The initial members of the Agency shall be those States Members of the
United Nations or of any of the specialized agencies which shall have signed
this Statute within ninety days after it is opened for signature and shall have
deposited an instrument of ratification.

B. Other members of the Agency shall be those States, whether or not
Members of the United Nations or of any of the specialized agencies, which
deposit an instrument of acceptance of this Statute after their membership
has been approved by the General Conference upon the recommendation of
the Board of Governors. In recommending and approving a State for
membership, the Board of Governors and the General Conference shall
determine that the State is able and willing to carry out the obligations of
membership in the Agency, giving due consideration to its ability and
willingness to act in accordance with the purposes and principles of the
Charter of the United Nations.

C. The Agency is based on the principle of the sovereign equality of all its
members, and all members, in order to ensure to all of them the rights and
benefits resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligation
assumed by them in accordance with this Statute.

ARTICLE V: General Conference

A. A General Conference consisting of representatives of all members shall
meet in regular annual session and in such special sessions as shall be
convened by the Director General at the request of the Board of Governors or
of a majority of members. The sessions shall take place at the headquarters
of the Agency unless otherwise determined by the General Conference.

B. At such sessions, each member shall be represented by one delegate who
may be accompanied by alternates and by advisers. The cost of attendance
of any delegation shall be borne by the member concerned.

C. The General Conference shall elect a President and such other officers as
may be required at the beginning of each session. They shall hold office for
the duration of the session. The General Conference, subject to the
provisions of this Statute, shall adopt its own rules of procedure. Each
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member shall have one vote. Decisions pursuant to paragraph H of article
XIV, paragraph C of article XVIII and paragraph B of article XIX shall be
made by a two- thirds majority of the members present and voting.
Decisions on other questions, including the determination of additional
questions or categories of questions to be decided by a two- thirds majority,
shall be made by a majority of the members present and voting. A majority
of members shall constitute a quorum.

D. The General Conference may discuss any questions or any matters within
the scope of this Statute or relating to the powers and functions of any
organs provided for in this Statute, and may make recommendations to the
membership of the Agency or to the Board of Governors or to both on any
such questions or matters.

. The General Conference shall:

Elect members of the Board of Governors in accordance with article VI;
Approve States for membership in accordance with article IV;

Suspend a member from the privileges and rights of membership in
accordance with article XIX;

Consider the annual report of the Board;

In accordance with article XIV, approve the budget of the Agency
recommended by the Board or return it with recommendations as to its
entirety or parts to the Board. for resubmission to the General Conference;

6 Approve reports to be submitted to the United Nations as required by the
relationship agreement between the Agency and the United Nations,
except reports referred to in paragraph C of article XII, or return them to
the Board with its recommendations;

7 Approve any agreement or agreements between the Agency and the
United Nations and other organizations as provided in article XVI or return
such agreements with its recommendations to the Board, for resubmission
to the General Conference;

8 Approve rules and limitations regarding the exercise of borrowing powers
by the Board, in accordance with paragraph G of article XIV; approve rules
regarding the acceptance of voluntary contributions to the Agency; and
approve, in accordance with paragraph F of article XIV, the manner in
which the general fund referred to in that paragraph may be used;

9 Approve amendments to this Statute in accordance with paragraph C of
article XVIII;

10 Approve the appointment of the Director General in accordance with

paragraph A of article VII.
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F. The General Conference shall have the authority:

1 To take decisions on any matter specifically referred to the General
Conference for this purpose by the Board;

2 To propose matters for consideration by the Board and request from the
Board reports on any matter relating to the functions of the Agency.

ARTICLE VI: Board of Governors
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A. The Board of Governors shall be composed as follows:

1. The outgoing Board of Governors shall designate for membership on the
Board the ten members most advanced in the technology of atomic energy
including the production of source materials, and the member most advanced
in the technology of atomic energy including the production of source
materials in each of the following areas in which none of the aforesaid ten is
located:

North America

Latin America

Western Europe

Eastern Europe

Africa

Middle East and South Asia

South East Asia and the Pacific

Far East.

oNOOUTh~,WNE

2. The General Conference shall elect to membership of the Board of
Governors:

(a) Twenty members, with due regard to equitable representation on the
Board as a whole of the members in the areas listed in sub- paragraph A. 1
of this article, so that the Board shall at all times include in this category five
representatives of the area of Latin America, four representatives of the area
of Western Europe, three representatives of the area of Eastern Europe, four
representatives of the area of Africa, two representatives of the area of the
Middle East and South Asia, one representative of the area of South East Asia
and the Pacific, and one representative of the area of the Far East. No
member in this category in any one term of office will be eligible for re-
election in the same category for the following term of office; and

(b) One further member from among the members in the following areas:
Middle East and South Asia, South East Asia and the Pacific, Far East;

(c) One further member from among the members in the following areas:
Africa, Middle East and South Asia, South East Asia and the Pacific.

B. The designations provided for in sub- paragraph A- | of this article shall

take place not less than sixty days before each regular annual session of the
General Conference. The elections provided for in sub- paragraph A- 2 of this
article shall take place at regular annual sessions of the General Conference.

C. Members represented on the Board of Governors in accordance with sub-
paragraph A- | of this article shall hold office from the end of the next regular
annual session of the General Conference after their designation until the end
of the following regular annual session of the General Conference .
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D. Members represented on the Board of Governors in accordance with sub-
paragraph A- 2 of this article shall hold office from the end of the regular
annual session of the General Conference at which they are elected until the
end of the second regular annual session of the General Conference
thereafter.

E. Each member of the Board of Governors shall have one vote. Decisions on
the amount of the Agency's budget shall be made by a two- thirds majority
of those present and voting, as provided in paragraph H of article XIV.
Decisions on other questions, including the determination of additional
questions or categories of questions to be decided by a two thirds majority,
shall be made by a majority of those present and voting. Two- thirds of all
members of the Board shall constitute a quorum.

F. The Board of Governors shall have authority to carry out the functions of
the Agency in accordance with this Statute, subject to its responsibilities to
the General Conference as provided in this Statute.

G. The Board of Governors shall meet at such times as it may determine. The
meetings shall take place at the headquarters of the Agency unless otherwise
determined by the Board.

H. The Board of Governors shall elect a Chairman and other officers from
among its members and, subject to the provisions of this Statute, shall adopt
its own rules of procedure.

I. The Board of Governors may establish such committees as it deems
advisable. The Board may appoint persons to represent it in its relations with
other organizations.

J. The Board of Governors shall prepare an annual report to the General
Conference concerning the affairs of the Agency and any projects approved
by the Agency. The Board shall also prepare for submission to the General
Conference such reports as the Agency is or may be required to make to the
United Nations or to any other organization the work of which is related to
that of the Agency. These reports, along with the annual reports, shall be
submitted to members of the Agency at least one month before the regular
annual session of the General Conference.

ARTICLE VII: Staff

A. The staff of the Agency shall be headed by a Director General. The
Director General shall be appointed by the Board of Governors with the
approval of the General Conference for a term of four years. He shall be the
chief administrative officer of the Agency.

B. The Director General shall be responsible for the appointment,
organization, and functioning of the staff and shall be under the authority of
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and subject to the control of the Board of Governors. He shall perform his
duties in accordance with regulations adopted by the Board.

C. The staff shall include such qualified scientific and technical and other
personnel as may be required to fulfill the objectives and functions of the
Agency. The Agency shall be guided by the principle that its permanent staff
shall be kept to a minimum.

D. The paramount consideration in the recruitment and employment of the
staff and in the determination of the conditions of service shall be to secure
employees of the highest standards of efficiency, technical competence, and
integrity. Subject to this consideration, due regard shall be paid to the
contributions of members to the Agency and to the importance of recruiting
the staff on as wide a geographical basis as possible.

E. The terms and conditions on which the staff shall be appointed,
remunerated, and dismissed shall be in accordance with regulations made by
the Board of Governors, subject to the provisions of this Statute and to
general rules approved by the General Conference on the recommendation of
the Board.

F. In the performance of their duties, the Director General and the staff shall
not seek or receive instructions from any source external to the Agency.
They shall refrain from any action which might reflect on their position as
officials of the Agency; subject to their responsibilities to the Agency, they
shall not disclose any industrial secret or other confidential information
coming to their knowledge by reason of their official duties for the Agency.
Each member undertakes to respect the international character of the
responsibilities of the Director General and the staff and shall not seek to
influence them in the discharge of their duties.

G. In this article the term "staff" includes guards.
ARTICLE VIII: Exchange of information

A. Each member should make available such information as would, in the
judgement of the member, be helpful to the Agency .

B. Each member shall make available to the Agency all scientific information
developed as a result of assistance extended by the Agency pursuant to
article XI.

C. The Agency shall assemble and make available in an accessible form the
information made available to it under paragraphs A and B of this article. It
shall take positive steps to encourage the exchange among its members of
information relating to the nature and peaceful uses of atomic energy and
shall serve as an intermediary among its members for this purpose.
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ARTICLE IX: Supplying of materials

A. Members may make available to the Agency such quantities of special
fissionable materials as they deem advisable and on such terms as shall be
agreed with the Agency. The materials made available to the Agency may, at
the discretion of the member making them available, be stored either by the
member concerned or, with the agreement of the Agency, in the Agency's
depots.

B. Members may also make available to the Agency source materials as
defined in article XX and other materials. The Board of Governors shall
determine the quantities of such materials which the Agency will accept
under agreements provided for in article XIII.

C. Each member shall notify the Agency of the quantities, form, and
composition of special fissionable materials, source materials, and other
materials which that member is prepared, in conformity with its laws, to
make available immediately or during a period specified by the Board of
Governors.

D. On request of the Agency a member shall, from the materials which it has
made available, without delay deliver to another member or group of
members such quantities of such materials as the Agency may specify, and
shall without delay deliver to the Agency itself such quantities of such
materials as are really necessary for operations and scientific research in the
facilities of the Agency.

E. The quantities, form and composition of materials made available by any
member may be changed at any time by the member with the approval of
the Board of Governors.

F. An initial notification in accordance with paragraph C of this article shall be
made within three months of the entry into force of this Statute with respect
to the member concerned. In the absence of a contrary decision of the Board
of Governors, the materials initially made available shall be for the period of
the calendar year succeeding the year when this Statute takes effect with
respect to the member concerned. Subsequent notifications shall likewise, in
the absence of a contrary action by the Board, relate to the period of the
calendar year following the notification and shall be made no later than the
first day of November of each year.

G. The Agency shall specify the place and method of delivery and, where
appropriate, the form and composition, of materials which it has requested a
member to deliver from the amounts which that member has notified the
Agency it is prepared to make available. The Agency shall also verify the
quantities of materials delivered and shall report those quantities periodically
to the members.

Keberlakuan rezim ..., Justin Nurdiansyah, FH Ul, 2011



H. The Agency shall be responsible for storing and protecting materials in its

possession. The Agency shall ensure that these materials shall be

safeguarded against

1 hazards of the weather,

2 unauthorized removal or diversion,

3 damage or destruction, including sabotage, and

4 forcible seizure. In storing special fissionable materials in its possession,
the Agency shall ensure the geographical distribution of these materials in
such a way as not to allow concentration of large amounts of such
materials in any one country or region of the world.

I. The Agency shall as soon as practicable establish or acquire such of the
following as may be necessary:

1 Plant, equipment, and facilities for the receipt, storage, and issue of
materials;

Physical safeguards;

Adequate health and safety measures;

Control laboratories for the analysis and verification of materials received;
Housing and administrative facilities for any staff required for the
foregoing.
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J. The materials made available pursuant to this article shall be used as
determined by the Board of Governors in accordance with the provisions of
this Statute. No member shall have the right to require that the materials it
makes available to the Agency be kept separately by the Agency or to
designate the specific project in which they must be used.

ARTICLE X: Services, equipment, and facilities

Members may make available to the Agency services, equipment, and
facilities which may be of assistance in fulfilling the Agency's objectives and
functions.

ARTICLE XI: Agency projects

A. Any member or group of members of the Agency desiring to set up any
project for research on, or development or practical application of, atomic
energy for peaceful purposes may request the assistance of the Agency in
securing special fissionable and other materials, services, equipment, and
facilities necessary for this purpose. Any such request shall be accompanied
by an explanation of the purpose and extent of the project and shall be
considered by the Board of Governors .

B. Upon request, the Agency may also assist any member or group of
members to make arrangements to secure necessary financing from outside
sources to carry out such projects. In extending this assistance, the Agency
will not be required to provide any guarantees or to assume any financial
responsibility for the project.
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C. The Agency may arrange for the supplying of any materials, services,
equipment, and facilities necessary for the project by one or more members
or may itself undertake to provide any or all of these directly, taking into
consideration the wishes of the member or members making the request.

D. For the purpose of considering the request, the Agency may send into the
territory of the member or group of members making the request a person or
persons qualified to examine the project. For this purpose the Agency may,
with the approval of the member or group of members making the request,
use members of its own staff or employ suitably qualified nationals of any
member.

E. Before approving a project under this article, the Board of Governors shall
give due consideration to:

1. The usefulness of the project, including its scientific and technical
feasibility;

2. The adequacy of plans, funds, and technical personnel to assure the
effective execution of the project;

3. The adequacy of proposed health and safety standards for handling and
storing materials and for operating facilities;

4. The inability of the member or group of members making the request to
secure the necessary finances, materials, facilities, equipment, and services;

5. The equitable distribution of materials and other resources available to the
Agency;

6. The special needs of the under- developed areas of the world; and
7. Such other matters as may be relevant.

F. Upon approving a project, the Agency shall enter into an agreement with
the member or group of members submitting the project, which agreement
shall:

1. Provide for allocation to the project of any required special fissionable or
other materials;

2. Provide for transfer of special fissionable materials from their then place of
custody, whether the materials be in the custody of the Agency or of the
member making them available for use in Agency projects, to the member or
group of members submitting the project, under conditions which ensure the
safety of any shipment required and meet applicable health and safety
standards;
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3. Set forth the terms and conditions, including charges, on which any
materials, services, equipment, and facilities are to be provided by the
Agency itself, and, if any such materials, services, equipment, and facilities
are to be provided by a member, the terms and conditions as arranged for by
the member or group of members submitting the project and the supplying
member;

4. Include undertakings by the member or group of members submitting the
project: (a) that the assistance provided shall not be used in such a way as
to further any military purpose; and (b) that the project shall be subject to
the safeguards provided for in article XII, the relevant safeguards being
specified in the agreement;

5. Make appropriate provision regarding the rights and interests of the
Agency and the member or members concerned in any inventions or
discoveries, or any patents therein, arising from the project;

6. Make appropriate provision regarding settlement of disputes;
7. Include such other provisions as may be appropriate.

G. The provisions of this article shall also apply where appropriate to a
request for materials, services, facilities, or equipment in connection with an
existing project.

ARTICLE XII: Agency safeguards

A. With respect to any Agency project, or other arrangement where the
Agency is requested by the parties concerned to apply safeguards, the
Agency shall have the following rights and responsibilities to the extent
relevant to the project or arrangement:

1. To examine the design of specialized equipment and facilities, including
nuclear reactors, and to approve it only from the view- point of assuring that
it will not further any military purpose, that it complies with applicable health
and safety standards, and that it will permit effective application of the
safeguards provided for in this article;

2. To require the observance of any health and safety measures prescribed
by the Agency;

3. To require the maintenance and production of operating records to assist
in ensuring accountability for source and special fissionable materials used or
produced in the project or arrangement;

4. To call for and receive progress reports;

Keberlakuan rezim ..., Justin Nurdiansyah, FH Ul, 2011



5. To approve the means to be used for the chemical processing of irradiated
materials solely to ensure that this chemical processing will not lend itself to
diversion of materials for military purposes and will comply with applicable
health and safety standards; to require that special fissionable materials
recovered or produced as a by-product be used for peaceful purposes under
continuing Agency safeguards for research or in reactors, existing or under
construction, specified by the member or members concerned; and to require
deposit with the Agency of any excess of any special fissionable materials
recovered or produced as a by-product over what is needed for the above-
stated uses in order to prevent stockpiling of these materials, provided that
thereafter at the request of the member or members concerned special
fissionable materials so deposited with the Agency shall be returned promptly
to the member or members concerned for use under the same provisions as
stated above.

6. To send into the territory of the recipient State or States inspectors,
designated by the Agency after consultation with the State or States
concerned, who shall have access at all times to all places and data and to
any person who by reason of his occupation deals with materials, equipment,
or facilities which are required by this Statute to be safeguarded, as
necessary to account for source and special fissionable materials supplied
and fissionable products and to determine whether there is compliance with
the undertaking against use in furtherance of any military purpose referred
to in sub- paragraph F-4 of article Xl, with the health and safety measures
referred to in sub- paragraph A-2 of this article, and with any other
conditions prescribed in the agreement between the Agency and the State or
States concerned. Inspectors designated by the Agency shall be accompanied
by representatives of the authorities of the State concerned, if that State so
requests, provided that the inspectors shall not thereby be delayed or
otherwise impeded in the exercise of their functions;

7. In the event of non- compliance and failure by the recipient State or
States to take requested corrective steps within a reasonable time, to
suspend or terminate assistance and withdraw any materials and equipment
made available by the Agency or a member in furtherance of the project.

B. The Agency shall, as necessary, establish a staff of inspectors. The Staff of
inspectors shall have the responsibility of examining all operations conducted
by the Agency itself to determine whether the Agency is complying with the
health and safety measures prescribed by it for application to projects
subject to its approval, supervision or control, and whether the Agency is
taking adequate measures to prevent the source and special fissionable
materials in its custody or used or produced in its own operations from being
used in furtherance of any military purpose. The Agency shall take remedial
action forthwith to correct any non- compliance or failure to take adequate
measures.

C. The staff of inspectors shall also have the responsibility of obtaining and
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verifying the accounting referred to in sub paragraph A-6 of this article and
of determining whether there is compliance with the undertaking referred to
in sub paragraph F-4 of article XI, with the measures referred to in sub-
paragraph A-2 of this article, and with all other conditions of the project
prescribed in the agreement between the Agency and the State or States
concerned. The inspectors shall report any non-compliance to the Director
General who shall thereupon transmit the report to the Board of Governors.
The Board shall call upon the recipient State or States to remedy forthwith
any non-compliance which it finds to have occurred. The Board shall report
the non-compliance to all members and to the Security Council and General
Assembly of the United Nations. In the event of failure of the recipient State
or States to take fully corrective action within a reasonable time, the Board
may take one or both of the following measures: direct curtailment or
suspension of assistance being provided by the Agency or by a member, and
call for the return of materials and equipment made available to the recipient
member or group of members. The Agency may also, in accordance with
article XIX, suspend any non- complying member from the exercise of the
privileges and rights of membership.

ARTICLE XIII: Reimbursement of members

Unless otherwise agreed upon between the Board of Governors and the
member furnishing to the Agency materials, services, equipment, or facilities,
the Board shall enter into an agreement with such member providing for
reimbursement for the items furnished.

ARTICLE XIV: Finance

A. The Board of Governors shall submit to the General Conference the annual
budget estimates for the expenses of the Agency. To facilitate the work of
the Board in this regard, the Director General shall initially prepare the
budget estimates. If the General Conference does not approve the estimates,
it shall return them together with its recommendations to the Board. The
Board shall then submit further estimates to the General Conference for its
approval.

B. Expenditures of the Agency shall be classified under the following
categories:

1. Administrative expenses: these shall include:

(a) Costs of the staff of the Agency other than the staff employed in
connection with materials, services, equipment, and facilities referred to in
sub paragraph B-2 below; costs of meetings; and expenditures required for
the preparation of Agency projects and for the distribution of information;

(b) Costs of implementing the safeguards referred to in article XII in relation
to Agency projects or, under sub- paragraph A-5 of article III, in relation to
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any bilateral or multilateral arrangement, together with the costs of handling
and storage of special fissionable material by the Agency other than the
storage and handling charges referred to in paragraph E below;

2. Expenses, other than those included in sub-paragraph 1 of this paragraph,
in connection with any materials, facilities, plant, and equipment acquired or
established by the Agency in carrying out its authorized functions, and the
costs of materials, services, equipment, and facilities provided by it under
agreements with one or more members.

C. In fixing the expenditures under sub-paragraph B-I (b) above, the Board
of Governors shall deduct such amounts as are recoverable under
agreements regarding the application of safeguards between the Agency and
parties to bilateral or multilateral arrangements.

D. The Board of Governors shall apportion the expenses referred to in sub-
paragraph B-1 above, among members in accordance with a scale to be fixed
by the General Conference. In fixing the scale the General Conference shall
be guided by the principles adopted by the United Nations in assessing
contributions of Member States to the regular budget of the United Nations.

E. The Board of Governors shall establish periodically a scale of charges,
including reasonable uniform storage and handling charges, for materials,
services, equipment, and facilities furnished to members by the Agency. The
scale shall be designed to produce revenues for the Agency adequate to meet
the expenses and costs referred to in sub paragraph B-2 above, less any
voluntary contributions which the Board of Governors may, in accordance
with paragraph F, apply for this purpose. The proceeds of such charges shall
be placed in a separate fund which shall be used to pay members for any
materials, services, equipment, or facilities furnished by them and to meet
other expenses referred to in sub- paragraph B- 2 above which may be
incurred by the Agency itself

F. Any excess of revenues referred to in paragraph E over the expenses and
costs there referred to, and any voluntary contributions to the Agency, shall
be placed in a general fund which may be used as the Board of Governors,
with the approval of the General Conference, may determine.

G. Subject to rules and limitations approved by the General Conference, the

Board of Governors shall have the authority to exercise borrowing powers on
behalf of the Agency without, however, imposing on members of the Agency
any liability in respect of loans entered into pursuant to this authority, and to
accept voluntary contributions made to the Agency.

H. Decisions of the General Conference on financial questions and of the

Board of Governors on the amount of the Agency's budget shall require a
two- thirds majority of those present and voting.
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ARTICLE XV: Privileges and immunities

A. The Agency shall enjoy in the territory of each member such legal capacity
and such privileges and immunities as are necessary for the exercise of its
functions.

B. Delegates of members together with their alternates and advisers,
Governors appointed to the Board together with their alternates and
advisers, and the Director General and the staff of the Agency, shall enjoy
such privileges and immunities as are necessary in the independent exercise
of their functions in connection with the Agency.

C. The legal capacity, privileges, and immunities referred to in this article
shall be defined in a separate agreement or agreements between the Agency,
represented for this purpose by the Director General acting under
instructions of the Board of Governors. and the members.

ARTICLE XVI: Relationship with other organizations

A. The Board of Governors, with the approval of the General Conference, is
authorized to enter into an agreement or agreements establishing an
appropriate relationship between the Agency and the United Nations and any
other organi zations the work of which is related to that of the Agency.

B. The agreement or agreements establishing the relationship of the Agency
and the United Nations shall provide for:

1. Submission by the Agency of reports as provided for in sub-paragraphs B-
4 and B- 5 of article III;

2. Consideration by the Agency of resolutions relating to it adopted by the
General Assembly or any of the Councils of the United Nations and the
submission of reports, when requested, to the appropriate organ of the
United Nations on the action taken by the Agency or by its members in
accordance with this Statute as a result of such consideration.

ARTICLE XVII: Settlement of disputes

A. Any question or dispute concerning the interpretation or application of this
Statute which is not settled by negotiation shall be referred to the
International Court of Justice in conformity with the Statute of the Court,
unless the parties concerned agree on another mode of settlement.

B. The General Conference and the Board of Governors are separately
empowered, subject to authorization from the General Assembly of the
United Nations, to request the International Court of Justice to give an
advisory opinion on any legal question arising within the scope of the
Agency's activities .
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ARTICLE XVIII: Amendments and withdrawals

A. Amendments to this Statute may be proposed by any member. Certified
copies of the text of any amendment proposed shall be prepared by the
Director General and communicated by him to all members at least ninety
days in advance of its consideration by the General Conference.

B. At the fifth annual session of the General Conference following the coming
into force of this Statute, the question of a general review of the provisions
of this Statute shall be placed on the agenda of that session. On approval by
a majority of the members present and voting, the review will take place at
the following General Conference. Thereafter, proposals on the question of a
general review of this Statute may be submitted for decision by the General
Conference under the same procedure.

C. Amendments shall come into force for all members when:

(i) Approved by the General Conference by a two-thirds majority of those
present and voting after consideration of observations submitted by the
Board of Governors on each proposed amendment, and

(ii) Accepted by two-thirds of all the members in accordance with their
respective constitutional processes. Acceptance by a member shall be
effected by the deposit of an instrument of acceptance with the depositary
Government referred to in paragraph C of article XXI.

D. At any time after five years from the date when this Statute shall take
effect in accordance with paragraph E of article XXI or whenever a member is
unwilling to accept an amendment to this Statute, it may withdraw from the
Agency by notice in writing to that effect given to the depositary Government
referred to in paragraph C of article XXI, which shall promptly inform the
Board of Governors and all members.

E. Withdrawal by a member from the Agency shall not affect its contractual
obligations entered into pursuant to article XI or its budgetary obligations for
the year in which it withdraws.

ARTICLE XIX: Suspension of privileges

A. A member of the Agency which is in arrears in the payment of its financial
contributions to the Agency shall have no vote in the Agency if the amount of
its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for
the preceding two years. The General Conference may, nevertheless, permit
such a member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to
conditions beyond the control of the member.

B. A member which has persistently violated the provisions of this Statute or
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of any agreement entered into by it pursuant to this Statute may be
suspended from the exercise of the privileges and rights of membership by
the General Conference acting by a two- thirds majority of the members
present and voting upon recommendation by the Board of Governors.

ARTICLE XX: Definitions
As used in this Statute:

1. The term "special fissionable material® means plutonium-239; uranium-
233; uranium enriched in the isotopes 235 or 233; any material containing
one or more of the foregoing; and such other fissionable material as the
Board of Governors shall from time to time deter mine; but the term "special
fissionable material" does not include source material.

2. The term "uranium enriched in the isotopes 235 or 233" means uranium
containing the isotopes 235 or 233 or both in an amount such that the
abundance ratio of the sum of these isotopes to the isotope 238 is greater
than the ratio of the isotope 235 to the isotope 238 occurring in nature .

3 . The term "source material" means uranium containing the mixture of
isotopes occurring in nature; uranium depleted in the isotope 235; thorium;
any of the foregoing in the form of metal, alloy, chemical compound, or
concentrate; any other material containing one or more of the foregoing in
such concentration as the Board of Governors shall from time to time
determine; and such other material as the Board of Governors shall from
time to time determine.

ARTICLE XXI: Signature, acceptance, and entry into force

A. This Statute shall be open for signature on 26 October 1956 by all States
Members of the United Nations or of any of the specialized agencies and shall
remain open for signature by those States for a period of ninety days.

B. The signatory States shall become parties to this Statute by deposit of an
instrument of ratification.

C. Instruments of ratification by signatory States and instruments of
acceptance by States whose membership has been approved under
paragraph B of article IV of this Statute shall be deposited with the
Government of the United States of America, hereby designated as
depositary Government.

D. Ratification or acceptance of this Statute shall be effected by States in
accordance with their respective constitutional processes.

E. This Statute, apart from the Annex, shall come into force when eighteen
States have deposited instruments of ratification in accordance with
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paragraph B of this article, provided that such eighteen States shall include
at least three of the following States: Canada, France, the Union of Soviet
Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland, and the United States of America. Instruments of ratification and
instruments of acceptance deposited thereafter shall take effect on the date
of their receipt.

F. The depositary Government shall promptly inform all States signatory to
this Statute of the date of each deposit of ratification and the date of entry
into force of the Statute. The depositary Government shall promptly inform
all signatories and members of the dates on which States subsequently
become parties thereto.

G. The Annex to this Statute shall come into force on the first day this
Statute is open for signature.

ARTICLE XXII: Registration with the United Nations

A. This Statute shall be registered by the depositary Government pursuant to
Article 102 of the Charter of the United Nations.

B. Agreements between the Agency and any member or members,
agreements between the Agency and any other organization or
organizations, and agreements between members subject to approval of the
Agency, shall be registered with the Agency. Such agreements shall be
registered by the Agency with the United Nations if registration is required
under Article 102 of the Charter of the United Nations.

ARTICLE XXIII: Authentic texls and certified copies

This Statute, done in the Chinese, English, French, Russian and Spanish
languages, each being equally authentic, shall be deposited in the archives of
the depositary Government. Duly certified copies of this Statute shall be
transmitted by the depositary Government to the Governments of the other
sighatory States and to the Governments of States admitted to membership
under paragraph B of article IV.

In witness whereof the undersigned, duly authorized, have signed this
Statute.

DONE at the Headquarters of the United Nations, this twenty- sixth day of
October, one thousand nine hundred and fifty-six.

ANNEX: PREPARATORY COMMISSION
A. A Preparatory Commission shall come into existence on the first day this

Statute is open for signature. It shall be composed of one representative
each of Australia, Belgium, Brazil, Canada, Czechoslovakia, France, India,
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Portugal, Union of South Africa, Union of Soviet Socialist Republics, United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and United States of
America, and one representative each of six other States to be chosen by the
International Conference on the Statute of the International Atomic Energy
Agency. The Preparatory Commission shall remain in existence until this
Statute comes into force and thereafter until the General Conference has
convened and a Board of Governors has been selected in accordance with
article VI.

B. The expenses of the Preparatory Commission may be met by a loan
provided by the United Nations and for this purpose the Preparatory
Commission shall make the necessary arrangements with the appropriate
authorities of the United Nations, including arrangements for repayment of
the loan by the Agency. Should these - funds be insufficient, the Preparatory
Commission may accept advances from Governments. Such advances may
be set off against the contributions of the Governments concerned to the
Agency.

C. The Preparatory Commission shall:

1. Elect its own officers, adopt its own rules of procedure, meet as often as
necessary, determine its own place of meeting and establish such
committees as it deems necessary;

2. Appoint an executive secretary and staff as shall be necessary, who shall
exercise such powers and perform such duties as the Commission may
determine;

3. Make arrangements for the first session of the General Conference,
including the preparation of a provisional agenda and draft rules of
procedure, such session to be held as soon as possible after the entry into
force of this Statute;

4. Make designations for membership on the first Board of Governors in
accordance with sub- paragraphs A- | and A- 2 and paragraph B of article VI;

5. Make studies, reports, and recommendations for the first session of the
General Conference and for the first meeting of the Board of Governors on
subjects of concern to the Agency requiring immediate attention, including
(a) the financing of the Agency; (b) the programmes and budget for the first
year of the Agency; (c) technical problems relevant to advance planning of
Agency operations; (d) the establishment of a permanent Agency staff; and
(e) the location of the permanent headquarters of the Agency;

6. Make recommendations for the first meeting of the Board of Governors
concerning the provisions of a headquarters agreement defining the status of
the Agency and the rights and obligations which will exist in the relationship
between the Agency and the host Government;
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7. (a) Enter into negotiations with the United Nations with a view to the
preparation of a draft agreement in accordance with article XVI of this
Statute, such draft agreement to be submitted to the first session of the
General Conference and to the first meeting of the Board of Governors; and

(b) make recommendations to the first session of the Conference and to the
first meeting of the Board of Governors concerning the relationship of the
Agency to other international organizations as contemplated in article XVI of
this Statute.
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INF

INFCIRC/209/Rev.2

T 9 March 2000
International Atomic Energy Agency GENERAL Distr
INFORMATION CIRCULAR Original: ENGLISH

COMMUNICATIONS OF 15 NOVEMBER 1999 RECEIVED FROM
MEMBER STATES REGARDING THE EXPORT OF NUCLEAR
MATERIAL AND OF CERTAIN CATEGORIES OF EQUIPMENT AND
OTHER MATERIAL

1.  The Director General of the International Atomic Energy Agency has received letters of
15 November 1999 from the Resident Representatives of Argentina, Australia, Austria, Belgium,
Bulgaria, Canada, the Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary,
Ireland, Italy, Japan, Republic of Korea, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal,
Romania, the Slovak Republic, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, the
United Kingdom, and the United States of America, concerning the export of nuclear material and
of certain categories of equipment and other material.

2. In light of the wish expressed at the end of each letter, the text of the letter is attached hereto.

|| For reasons of economy, this document has been printed in a limited number. ||

Keberlakuan rezim ..., Justin Nurdiansyah, FH Ul, 2011



INFCIRC/209/Rev. 2
March 2000

Attachment

LETTER

Sir,

I have the honour to refer to relevant previous communications from the Resident
Representative of [Member State] to the International Atomic Energy Agency.

In the years since the procedures described in INFCIRC/209 were formulated for the export of
certain categories of equipment and material especially designed or prepared for the
processing, use or production of special fissionable material, developments in nuclear
technology have brought about the need to clarify parts of the Trigger List originally
incorporated in Memorandum B of INFCIRC/209. Such clarifications have been covered in
INFCIRC/209/Mods. 1, 2, 3, and 4 (consolidated in INFCIRC/209/Rev. 1) and in
INFCIRC/209/Rev. 1/Mods. 1, 2, 3 and 4/Corr.1.

My Government now thinks it desirable to amend the Trigger List to include a new entry
entitled “plants for the conversion of uranium and plutonium and equipment especially
designed or prepared therefor”. | therefore wish to inform you that a new section 2.7 should be
added to Memorandum B and a new section 7 to its Annex, as set out in the attachment to the
letter to you from the Secretary of the Committee, dated 5 November 1999. In connection with
these changes, section 3 of the Annex should be amended to delete sections 3.5 and 3.6 which
have been incorporated into the new section 7.

As hitherto, my Government reserves to itself the right to exercise discretion with regard to
the interpretation and implementation of the procedures set out in the above mentioned
documents and the right to control, if it wishes, the export of relevant items other than those
specified in the aforementioned attachment.

[The Government of (Member State) so far as trade within the European Union is concerned,
will implement these procedures in the light of its commitments as a Member State of that
Union.]*

My Government considers it opportune for the Agency to re-issue the whole Memoranda A
and B, as amended, as INFCIRC/209/Rev. 2 in order to have available a comprehensive
document for States Parties to the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) at the NPT Review
Conference in 2000. | should be grateful if you would circulate the text of this letter and the
amended Memoranda A and B referred to above to all Member States for their information.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Vienna
15 November 1999

! This paragraph is included only in the letters from EU Members.
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Consolidated Trigger List

Memorandum A

1. INTRODUCTION

The Government has had under consideration procedures in relation to exports of nuclear
materials in the light of its commitment not to provide source or special fissionable material to
any non-nuclear-weapon State for peaceful purposes unless the source or special fissionable
material is subject to safeguards under an agreement with the International Atomic Energy
Agency.

2. DEFINITION OF SOURCE AND SPECIAL FISSIONABLE MATERIAL

The definition of source and special fissionable material adopted by the Government shall be
that contained in Article XX of the Agency's Statute:

(a) "SOURCE MATERIAL"

The term "source material” means uranium containing the mixture of isotopes occurring in
nature; uranium depleted in the isotope 235; thorium; any of the foregoing in the form of
metal, alloy chemical compound, or concentrate; any other material containing one or more of
the foregoing in such concentration as the Board of Governors shall from time to time
determine; and such other material as the Board of Governors shall from time to time
determine.

(b) "SPECIAL FISSIONABLE MATERIAL"

1) The term "special fissionable material® means plutonium-239; uranium-233; uranium
enriched in the isotopes 235 or 233; any material containing one or more of the foregoing; and
such other fissionable material as the Board of Governors shall from time to time determine;
but the term "special fissionable material” does not include source material.

i) The term "uranium enriched in the isotopes 235 or 233" means uranium containing the
isotopes 235 or 233 or both in an amount such that the abundance ratio of the sum of these
isotopes to the isotope 238 is greater than the ratio of the isotope 235 to the isotope 238
occurring in nature.

3. THE APPLICATION OF SAFEGUARDS

The Government is solely concerned with ensuring, where relevant, the application of
safeguards non-nuclear-weapon States not party to the Treaty on the Non-Proliferation of
Nuclear Weapons (NPT)* with a view to preventing diversion of the safeguarded nuclear
material from peaceful purposes to nuclear weapons or other nuclear explosive devices. If the
Government wishes to supply source or special fissionable material for peaceful purposes to
such a State, it will:
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(a) Specify to the recipient State, as a condition of supply that the source or special fissionable
material or special fissionable material produced in or by the use thereof shall not be diverted
to nuclear weapons or other nuclear explosive devices; and

(b) Satisfy itself that safeguards to that end, under an agreement with the Agency and in
accordance with its safeguards system, will be applied to the source or special fissionable
material in question.

4. DIRECT EXPORTS

In the case of direct exports of source or special fissionable material to non-nuclear-weapon
States not party to the NPT, the Government will satisfy itself, before authorizing the export
of the material in question, that such material will be subject to a safeguards agreement with
the Agency as soon as the recipient State takes over responsibility for the material, but no later
than the time the material reaches its destination.

5. RETRANSFERS

The Government, when exporting source or special fissionable material to a nuclear-weapon
State not party to the NPT, will require satisfactory assurances that the material will not be re-
exported to a non-nuclear-weapon State not party to the NPT unless arrangements
corresponding to those referred to above are made for the acceptance of safeguards by the
State receiving such re-export.

6. MISCELLANEOUS

Exports of the items specified in sub-paragraph (i) below, and exports of source or special
fissionable to a given country, within a period of 12 months, below the limes specified in sub-
paragraph (b) below, shall be disregarded for the purpose of the procedures described above:

(@) Plutonium with an isotopic concentration of plutonium-238 exceeding 80%; Special
fissionable material when used in gram quantities or less as a sensing component in
instruments; and Source material which the Government is satisfied is to be used only in non-
nuclear activities, such as the production alloys or ceramics:

(b) Special fissionable material 50 effective grams;
Natural uranium 500 kilograms;
Depleted uranium 1000 kilograms; and
Thorium 1000 kilograms.
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MEMORANDUM B
1. INTRODUCTION

The Government has had under consideration procedures in relation to exports of certain
categories of equipment and material, in the light of its commitment not to provide equipment
or material especially designed or prepared for the processing use or production of special
fissionable material to any non-nuclear-weapon State for peaceful purposes, unless the source
or special fissionable material produced. processed or used in the equipment or material in
question is subject to safeguards under an agreement with the International Atomic Energy
Agency.

2. THE DESIGNATION OF EQUIPMENT OR MATERIAL ESPECIALLY
DESIGNED OR PREPARED FOR THE PROCESSING, USE OR PRODUCTION OF
SPECIAL FISSIONABLE MATERIAL

The designation of items of equipment or material especially designed or prepared for the
processing, use or production of special fissionable material (hereinafter referred to as the
"Trigger List ) adopted by Government is as follows (quantities below the levels indicated in
the Annex being regarded as insignificant for practical purposes):

2.1. Reactors and equipment therefor (see Annex, section 1.);
2.2. Non-nuclear materials for reactors (see Annex, section 2.);

2.3. Plants for the reprocessing of irradiated fuel elements, and equipment especially designed
or prepared therefor (see Annex, section 3.);

2.4. Plants for the fabrication of fuel elements (see Annex, section 4.);

2.5. Plants for the separation of isotopes of uranium and equipment, other than analytical
instruments, designed or prepared therefor (See Annex, section 5);

2.6. Plants for the production of heavy water, deuterium and deuterium compounds and
equipment designed or prepared therefor (see Annex, section 6.).

2.7. Plants for the conversion of uranium and plutonium for use in the fabrication of fuel
elements and the separation of uranium isotopes as defined in Annex sections 4 and 5
respectively, and equipment especially designed or prepared therefor (see Annex, section 7.)

3. THE APPLICATION OF SAFEGUARDS

The Government is solely concerned with ensuring, where relevant. the application of
safeguards in non-nuclear-weapon States not party to the Treaty on the Non Proliferation of
Nuclear Weapons (NPT) with a view to preventing diversion of the safeguarded nuclear
material from peaceful purposes to nuclear weapons or other nuclear explosive devices. If the
Government wishes to supply Trigger List items for peaceful purposes such a State, it will:
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(@) Specify to the recipient State, as a condition of supply, that the source or special
fissionable material produced, processed or used in the facility for which the items is supplied
shall not be diverted to weapons or other nuclear explosive devices; and

(b) Satisfy itself that safeguards to that end, under an agreement with the Agency and in
accordance its safeguards system, will be applied to the source or special fissionable material
in question.

4. DIRECT EXPORTS

In the case of direct exports to non-nuclear weapon States not party to the NPT, the
Government will satisfy itself, before authorizing the export of the equipment or material in
question, that such equipment or material will fall under a safeguards agreement with the
Agency.

5. RETRANSFERS

The Government, when exporting Trigger List items, will require satisfactory assurances that
the items will not be re-exported to a non-nuclear weapon State not party to the NPT unless
arrangements corresponding to those referred to above are made for the acceptance of
safeguards by the State receiving such re-export.

6. MISCELLANEOUS
The Government reserves to itself discretion as to interpretation and implementation of its

commitment to in paragraph 1 above and the right to require, if it wishes, safeguards as above
in relation to items it exports in addition to those items specified in paragraph 2 above.
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ANNEX
CLARIFICATION OF ITEMS ON THE TRIGGER LIST
(as designated in Section 2 of Memorandum B)

1. Nuclear reactors and especially designed or prepared equipment and
components therefor

1.1. Complete nuclear reactors

Nuclear reactors capable of operation so as to maintain a controlled self-sustaining
fission chain reaction, excluding zero energy reactors, the latter being defined as
reactors with a designed maximum rate of production of plutonium not exceeding 100
grams per year.

EXPLANATORY NOTE

A "nuclear reactor" basically includes the items within or attached directly to the
reactor vessel, the equipment which controls the level of power in the core, and the
components which normally contain or come in direct contact with or control the
primary coolant of the reactor core.

It is not intended to exclude reactors which could reasonably be capable of
modification to produce significantly more than 100 grams of plutonium per year.
Reactors designed for sustained operation at significant power levels, regardless of
their capacity for plutonium production, are not considered as "zero energy reactors".

EXPORTS

The export of the whole set of major items within this boundary will take place only
in accordance with procedures of the Memorandum. Those individual items within
this functionally defined boundary which will be exported only in accordance with the
procedures of the Memorandum are listed in paragraphs 1.2. to 1.10. Pursuant to
paragraph 6 of the Memorandum, the Government reserves the right to apply the
procedures of the Memorandum to other items within the functionally defined
boundary.

1.2. Nuclear reactor vessels

Metal vessels, or as major shop-fabricated parts therefor, especially designed or
prepared to contain the core of a nuclear reactor as defined in paragraph 1.1. above, as
well as relevant reactor internals as defined in paragraph 1.8. below.

EXPLANATORY NOTE

The reactor vessel head is covered by item 1.2. as a major shop-fabricated part of a
reactor vessel.
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Nuclear reactor fuel charging and discharging machines

Manipulative equipment especially designed or prepared for inserting or removing fuel
in a nuclear reactor as defined in paragraph 1.1. above.

EXPLANATORY NOTE

The items noted above are capable of on-load operation or of employing technically
sophisticated positioning or alignment features to allow complex off-load fuelling
operations such as those in which direct viewing of or access to the fuel is not
normally available.

Nuclear reactor control rods

Especially designed or prepared rods, support or suspension structures therefor, rod
drive mechanisms or rod guide tubes to control the fission process in a nuclear reactor
as defined in paragraph 1.1. above.

Nuclear reactor pressure tubes

Tubes which are especially designed or prepared to contain fuel elements and the
primary coolant in a reactor as defined in paragraph 1.1. above at an operating pressure
in excess of 50 atmospheres.

Zirconium tubes

Zirconium metal and alloys in the form of tubes or assemblies of tubes, and in quantities
exceeding 500 kg for any one recipient country in any period of 12 months, especially
designed or prepared for use in a reactor as defined in paragraph 1.1. above, and in
which the relation of hafnium to zirconium is less than 1:500 parts by weight.

Primary coolant pumps

Pumps especially designed or prepared for circulating the primary coolant for nuclear
reactors as defined in paragraph 1.1. above.

EXPLANATORY NOTE

Especially designed or prepared pumps may include elaborate sealed or multi-sealed
systems to prevent leakage of primary coolant, canned-driven pumps, and pumps with
inertial mass systems. This definition encompasses pumps certified to NC-1
equivalent standards.

Nuclear reactor internals
"Nuclear reactor internals” especially designed or prepared for use in a nuclear reactor as

defined in paragraph 1.1. above, including support columns for the core, fuel channels,
thermal shields, baffles, core grid plates, and diffuser plates.
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EXPLANATORY NOTE

"Nuclear reactor internals" are major structures within a reactor vessel which have
one or more functions such as supporting the core, maintaining fuel alignment,
directing primary coolant flow, providing radiation shields for the reactor vessel, and
guiding in-core instrumentation.

1.9 Heat exchangers

Heat exchangers (steam generators) especially designed or prepared for use in the
primary coolant circuit of a nuclear reactor as defined in paragraph 1.1. above.

EXPLANATORY NOTE

Steam generators are especially designed or prepared to transfer the heat generated in
the reactor (primary side) to the feed water (secondary side) for steam generation. In
the case of a liquid metal fast breeder reactor for which an intermediate liquid metal
coolant loop is also present, the heat exchangers for transferring heat from the
primary side to the intermediate coolant circuit are understood to be within the scope
of control in addition to the steam generator. The scope of control for this entry does
not include heat exchangers for the emergency cooling system or the decay heat
cooling system.

1.10 Neutron detection and measuring instrumentation

Especially designed or prepared neutron detection and measuring instruments for
determining neutron flux levels within the core of a reactor as defined in paragraph 1.1.
above.

EXPLANATORY NOTE

The scope of this entry encompasses in-core and ex-core instrumentation which
measure flux levels in a large range, typically from 10* neutrons per cm, per second to
10" neutrons per cm? per second or more. Ex-core refers to those instruments outside
the core of a reactor as defined in paragraph 1.1. above, but located within the
biological shielding.

2. Non-nuclear materials for reactors

2.1. Deuterium and heavy water
Deuterium, heavy water (deuterium oxide) and any other deuterium compound in which
the ratio of deuterium to hydrogen atoms exceeds 1:5000 for use in a nuclear reactor as

defined in paragraph 1.1. above, in quantities exceeding 200 kg of deuterium atoms for
any one recipient country in any period of 12 months.
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2.2 Nuclear grade graphite

3.

Graphite having a purity level better than 5 parts per million boron equivalent and with a
density greater than 1.50 g/cm? for use in a reactor as defined in paragraph 1.1. above, in
quantities exceeding 30 metric tons for any one recipient country in any period of 12
months.

EXPLANATORY NOTE

For the purpose of export control, the Government will determine whether or not the
exports of graphite meeting the above specifications are for nuclear reactor use.

Boron equivalent (BE) may be determined experimentally or is calculated as the sum
of BE; for impurities (excluding BEgmon Since carbon is not considered an impurity)
including boron, where:

BE; (ppm) = CF x concentration of element z (in ppm); CF is the conversion factor:
(6z x Ag) divided by (6g X Az); 6g and 6z are the thermal neutron capture cross
sections (in barns) for naturally occurring boron and element z respectively; and Ag
and A; are the atomic masses of naturally occurring boron and element z respectively.

Plants for the reprocessing of irradiated fuel elements, and equipment
especially designed or prepared therefor

INTRODUCTORY NOTE

Reprocessing irradiated nuclear fuel separates plutonium and uranium from intensely
radioactive fission products and other transuranic elements. Different technical
processes can accomplish this separation. However. over the years Purex has become
the most commonly used and accepted process. Purex involves the dissolution of
irradiated nuclear fuel in nitric acid, followed by separation of the uranium,
plutonium, and fission products by solvent extraction using a mixture of tributyl
phosphate in an organic diluent.

Purex facilities have process functions similar to each other, including: irradiated fuel
element chopping, fuel dissolution, solvent extraction, and process liquor storage.
There may also be equipment for thermal denitration of uranium nitrate, conversion of
plutonium nitrate to oxide or metal, and treatment of fission product waste liquor to a
form suitable for long term storage or disposal. However, the specific type and
configuration of the equipment performing these functions may differ between Purex
facilities for several reasons, including the type and quantity of irradiated nuclear fuel
to be reprocessed and the intended disposition of the recovered materials, and the
safety and maintenance philosophy incorporated into the design of the facility.

A "plant for the reprocessing of irradiated fuel elements”, includes the equipment and
components which normally come in direct contact with and directly control the
irradiated fuel and the major nuclear material fission-product processing streams.

These processes, including the complete systems for plutonium conversion and
plutonium metal production, may be identified by the measures taken to avoid
criticality
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(eg by geometry), radiation exposure (eg by shielding), and toxicity hazards (eg by
containment).

EXPORTS

The export of the whole set of major items this within this boundary will take place
only in accordance with the procedures of the Memorandum.

Items of equipment that are considered to fall within the meaning of the phrase "and
equipment especially designed or prepared” for the reprocessing of irradiated fuel
elements include:

Irradiated fuel element chopping machines

INTRODUCTORY NOTE

This equipment breaches the cladding of the fuel to expose the irradiated nuclear
material to dissolution. Especially designed metal cutting shears are the most
commonly employed, although advanced equipment such as lasers, may be used.

Remotely operated equipment especially designed or prepared for use in a reprocessing
plant as identified above and intended to cut, chop or shear irradiated nuclear fuel
assemblies, bundles or rods.

Dissolvers
INTRODUCTORY NOTE

Dissolvers normally receive the chopped-up spent fuel. In these critically safe vessels,
the irradiated nuclear material is dissolved in nitric acid and the remaining hulls
removed from the process stream.

Critically safe tanks (eg small diameter, annular or slab tanks) especially designed or
prepared for use in a reprocessing plant as identified above, intended for dissolution of
irradiated nuclear fuel and which are capable of withstanding hot, highly corrosive
liquid, and which can be remotely loaded and maintained.

Solvent extractors and solvent extraction equipment

INTRODUCTORY NOTE

Solvent extractors both receive the solution of irradiated fuel from the dissolvers and
the organic solution which separates the uranium, plutonium, and fission products.
Solvent extraction equipment is normally designed to meet strict operating
parameters, such as long operating lifetimes with no maintenance requirements or
adaptability to easy replacement, simplicity of operation and control, and flexibility
for variations in process conditions.

Especially designed or prepared solvent extractors such as packed or pulse columns,
mixer settlers or centrifugal contactors for use in a plant for the reprocessing of
irradiated fuel. Solvent extractors must be resistant to the corrosive effect of nitric acid.
Solvent extractors are normally fabricated to extremely high standards (including special
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welding and inspection and quality assurance and quality control techniques) out of low
carbon stainless steels, titanium, zirconium, or other high quality materials.

3.4. Chemical holding or storage vessels
INTRODUCTORY NOTE

Three main process liquor streams result from the solvent extraction step. Holding or
storage vessels are used in the further processing of all these streams, as follows:

(a) The pure uranium nitrate solution is concentrated by evaporation and passed to a
denitration process where it is converted to uranium oxide. This oxide is re-used in
the nuclear fuel cycle.

(b) The intensely radioactive fission products solution is normally concentrated by
evaporation and stored as a liquor concentrate. This concentrate may be subsequently
evaporated and converted to a form suitable for storage or disposal.

(c) The pure plutonium nitrate solution is concentrated and stored pending its transfer
to further process steps. In particular, holding or storage vessels for plutonium
solutions are designed to avoid criticality problems resulting from changes in
concentration and form of this stream.

Especially designed or prepared holding or storage vessels for use in a plant for the
reprocessing of irradiated fuel. The holding or storage vessels must be resistant to the
corrosive effect of nitric acid. The holding or storage vessels are normally fabricated of
materials such as low carbon stainless steels, titanium or zirconium, or other high
quality materials. Holding or storage vessels may be designed for remote operation and
maintenance and may have the following features for control of nuclear criticality:

(1) walls or internal structures with a boron equivalent of at least two per cent, or
(2) a maximum diameter of 175 mm (7 in) for cylindrical vessels, or
(3) a maximum width of 75 mm (3 in) for either a slab or annular vessel.

4. Plants for the fabrication of nuclear reactor fuel elements, and
equipment especially designed or prepared therefor

INTRODUCTORY NOTE

Nuclear fuel elements are manufactured from one or more of the source or special
fissionable materials mentioned in Part A of this annex. For oxide fuels, the most
common type of fuel, equipment for pressing pellets, sintering, grinding and grading
will be present. Mixed oxide fuels are handled in glove boxes (or equivalent
containment) until they are sealed in the cladding. In all cases, the fuel is hermetically
sealed inside a suitable cladding which is designed to be the primary envelope
encasing the fuel so as to provide suitable performance and safety during reactor
operation. Also, in all cases, precise control of processes, procedures and equipment
to extremely high standards is necessary in order to ensure predictable and safe fuel
performance.
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EXPLANATORY NOTE

Items of equipment that are considered to fall within the meaning of the phrase "and
equipment especially designed or prepared” for the fabrication of fuel elements
include equipment which:

a) normally comes in direct contact with, or directly processes, or controls, the
production flow of nuclear material;

b) seals the nuclear material within the cladding;

c) checks the integrity of the cladding or the seal; or

d) checks the finish treatment of the sealed fuel.

Such equipment or systems of equipment may include, for example:

1) fully automatic pellet inspection stations especially designed or prepared for
checking final dimensions and surface defects of fuel pellets;

2) automatic welding machines especially designed or prepared for welding end caps
onto the fuel pins (or rods);

3)  automatic test and inspection stations especially designed or prepared for
checking the integrity of complete fuel pins (or rods).

Item 3 typically includes equipment for: a) x-ray examination of pin (or rod) end cap
welds, b) helium leak detection from pressurized pins (or rods), and ¢) gamma-ray
scanning of the pins (or rods) to check for correct loading of the fuel pellets inside.

Plants for the separation of isotopes of uranium and equipment, other
than analytical instruments, especially designed or prepared therefor

Items of equipment that are considered to fall within the meaning of the phrase
"equipment, other than analytical instruments, especially designed or prepared™ for the
separation of isotopes of uranium include:

Gas centrifuges and assemblies and components especially designed or prepared
for use in gas centrifuges

INTRODUCTORY NOTE

The gas centrifuge normally consists of a thin-walled cylinder(s) of between 75 mm
(3 in) and 400 mm (16 in) diameter contained in a vacuum environment and spun at
high peripheral speed of the order of 300 m/s or more with its central axis vertical. In
order to achieve high speed the materials of construction for the rotating components
have to be of a high strength to density ratio and the rotor assembly, and hence its
individual components, have to be manufactured to very close tolerances in order to
minimize the unbalance. In contrast to other centrifuges, the gas centrifuge for
uranium enrichment is characterized by having within the rotor chamber a rotating
disc-shaped baffle(s) and a stationary tube arrangement for feeding and extracting the
UF; gas and featuring at least 3 separate channels, of which 2 are connected to scoops
extending from the rotor axis towards the periphery of the rotor chamber. Also
contained within the vacuum environment are a number of critical items which do not
rotate and which although they are especially designed are not difficult to fabricate
nor are they fabricated out of
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unique materials. A centrifuge facility however requires a large number of these
components, so that quantities can provide an important indication of end use.

5.1.1. Rotating components

(a) Complete rotor assemblies:

Thin-walled cylinders, or a number of interconnected thin-walled cylinders,
manufactured from one or more of the high strength to density ratio materials described
in the EXPLANATORY NOTE to this Section. If interconnected, the cylinders are
joined together by flexible bellows or rings as described in section 5.1.1.(c) following.
The rotor is fitted with an internal baffle(s) and end caps, as described in section
5.1.1.(d) and (e) following, if in final form. However the complete assembly may be
delivered only partly assembled.

(b) Rotor tubes:

Especially designed or prepared thin-walled cylinders with thickness of 12 mm (0.5 in)
or less, a diameter of between 75 mm (3 in) and 400 mm (16 in), and manufactured
from one or more of the high strength to density ratio materials described in the
EXPLANATORY NOTE to this Section.

(c) Rings or Bellows:

Components especially designed or prepared to give localized support to the rotor tube
or to join together a number of rotor tubes. The bellows is a short cylinder of wall
thickness 3 mm (0.12 in) or less, a diameter of between 75 mm (3 in) and 400 mm (16
in), having a convolute, and manufactured from one of the high strength to density ratio
materials described in the EXPLANATORY NOTE to this Section.

(d) Baffles:

Disc-shaped components of between 75 mm (3 in) and 400 mm (16 in) diameter
especially designed or prepared to be mounted inside the centrifuge rotor tube, in order
to isolate the take-off chamber from the main separation chamber and, in some cases, to
assist the UFg gas circulation within the main separation chamber of the rotor tube, and
manufactured from one of the high strength to density ratio materials described in the
EXPLANATORY NOTE to this Section.

(e) Top caps/Bottom caps:

Disc-shaped components of between 75 mm (3 in) and 400 mm (16 in) diameter
especially designed or prepared to fit to the ends of the rotor tube, and so contain the
UFs within the rotor tube, and in some cases to support, retain or contain as an
integrated part an element of the upper bearing (top cap) or to carry the rotating
elements of the motor and lower bearing (bottom cap), and manufactured from one of
the high strength to density ratio materials described in the EXPLANATORY NOTE to
this Section.

EXPLANATORY NOTE
The materials used for centrifuge rotating components are:

(@) Maraging steel capable of an ultimate tensile strength of 2.05.10° N/m?
(300,000 psi) or more;
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(b) Aluminium alloys capable of an ultimate tensile strength of 0.46:10° N/m?
(67,000 psi) or more;

(c) Filamentary materials suitable for use in composite structures and having a
specific modulus of 12.3:10° m or greater and a specific ultimate tensile
strength of 0.3-10° m or greater (‘Specific Modulus' is the Young's Modulus in
N/m? divided by the specific weight in N/m® ‘Specific Ultimate Tensile
Strengtsh' is the ultimate tensile strength in N/m? divided by the specific weight
in N/m?).

5.1.2. Static components

(@) Magnetic suspension bearings:

Especially designed or prepared bearing assemblies consisting of an annular magnet
suspended within a housing containing a damping medium. The housing will be
manufactured from a UFg-resistant material (see EXPLANATORY NOTE to Section
5.2.). The magnet couples with a pole piece or a second magnet fitted to the top cap
described in Section 5.1.1.(e). The magnet may be ring-shaped with a relation between
outer and inner diameter smaller or equal to 1.6:1. The magnet may be in a form having
an initial permeability of 0.15 H/m (120,000 in CGS units) or more, or a remanence of
98.5% or more, or an energy product of greater than 80 kJ/m> (10° gauss-oersteds). In
addition to the usual material properties, it is a prerequisite that the deviation of the
magnetic axes from the geometrical axes is limited to very small tolerances (lower than
0.1 mm or 0.004 in) or that homogeneity of the material of the magnet is specially called
for.

(b) Bearings/Dampers:

Especially designed or prepared bearings comprising a pivot/cup assembly mounted on a
damper. The pivot is normally a hardened steel shaft with a hemisphere at one end with
a means of attachment to the bottom cap described in section 5.1.1.(e) at the other. The
shaft may however have a hydrodynamic bearing attached. The cup is pellet-shaped with
a hemispherical indentation in one surface. These components are often supplied
separately to the damper.

(c) Molecular pumps:

Especially designed or prepared cylinders having internally machined or extruded
helical grooves and internally machined bores. Typical dimensions are as follows: 75
mm (3 in) to 400 mm (16 in) internal diameter, 10 mm (0.4 in) or more wall thickness,
with the length equal to or greater than the diameter. The grooves are typically
rectangular in cross-section and 2 mm (0.08 in) or more in depth.

(d) Motor stators:

Especially designed or prepared ring-shaped stators for high speed multiphase AC
hysteresis (or reluctance) motors for synchronous operation within a vacuum in the
frequency range of 600 to 2000 Hz and a power range of 50 to 1000 VA. The stators
consist of multi-phase windings on a laminated low loss iron core comprised of thin
layers typically 2.0 mm (0.08 in) thick or less.

(e) Centrifuge housing/recipients:
Components especially designed or prepared to contain the rotor tube assembly of a gas
centrifuge. The housing consists of a rigid cylinder of wall thickness up to 30 mm (1.2
in) with precision machined ends to locate the bearings and with one or more flanges for
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mounting. The machined ends are parallel to each other and perpendicular to the
cylinder's longitudinal axis to within 0.05 degrees or less. The housing may also be a
honeycomb type structure to accommodate several rotor tubes. The housings are made
of or protected by materials resistant to corrosion by UF.

(F) Scoops:

Especially designed or prepared tubes of up to 12 mm (0.5 in) internal diameter for the
extraction of UFg gas from within the rotor tube by a Pitot tube action (that is, with an
aperture facing into the circumferential gas flow within the rotor tube, for example by
bending the end of a radially disposed tube) and capable of being fixed to the central gas
extraction system. The tubes are made of or protected by materials resistant to corrosion

Especially designed or prepared auxiliary systems, equipment and components for
gas centrifuge enrichment plants

INTRODUCTORY NOTE

The auxiliary systems, equipment and components for a gas centrifuge enrichment
plant are the systems of plant needed to feed UFg to the centrifuges, to link the
individual centrifuges to each other to form cascades (or stages) to allow for
progressively higher enrichments and to extract the 'product' and 'tails' UFg from the
centrifuges, together with the equipment required to drive the centrifuges or to control
the plant.

Normally UFs is evaporated from the solid using heated autoclaves and is distributed
in gaseous form to the centrifuges by way of cascade header pipework. The 'product’
and 'tails' UFg gaseous streams flowing from the centrifuges are also passed by way of
cascade header pipework to cold traps (operating at about 203 K (-70°C)) where they
are condensed prior to onward transfer into suitable containers for transportation or
storage. Because an enrichment plant consists of many thousands of centrifuges
arranged in cascades there are many Kkilometers of cascade header pipework,
incorporating thousands of welds with a substantial amount of repetition of layout.
The equipment, components and piping systems are fabricated to very high vacuum
and cleanliness standards.

5.2.1. Feed systems/product and tails withdrawal systems

Especially designed or prepared process systems including:

Feed autoclaves (or stations), used for passing UFg to the centrifuge cascades at up to
100 kPa (15 psi) and at a rate of 1 kg/h or more;

Desublimers (or cold traps) used to remove UFg from the cascades at up to 3 kPa (0.5
psi) pressure. The desublimers are capable of being chilled to 203 K (-70°C) and
heated to 343 K (70°C);

'Product’ and 'tails' stations used for trapping UFg into containers.

This plant, equipment and pipework is wholly made of or lined with UFg-resistant
materials (see EXPLANATORY NOTE to this section) and is fabricated to very high
vacuum and cleanliness standards..
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5.2.2. Machine header piping systems

Especially designed or prepared piping systems and header systems for handling UFg
within the centrifuge cascades. The piping network is normally of the 'triple’ header
system with each centrifuge connected to each of the headers. There is thus a substantial
amount of repetition in its form. It is wholly made of UFg-resistant materials (see
EXPLANATORY NOTE to this section) and is fabricated to very high vacuum and
cleanliness standards.

5.2.3. UFg mass spectrometers/ion sources

Especially designed or prepared magnetic or quadrupole spectrometers capable of taking
‘on-line’ samples of feed, product or tails, from UFg gas streams and having all of the
following characteristics:

1. Unit resolution for atomic mass unit greater than 320;

2. lon sources constructed of or lined with nichrome or monel or nickel plated;
3. Electron bombardment ionization sources;

4. Having a collector system suitable for isotopic analysis.

5.2.4. Frequency changers

Frequency changers (also known as converters or invertors) especially designed or
prepared to supply motor stators as defined under 5.1.2.(d), or parts, components and
sub-assemblies of such frequency changers having all of the following characteristics:

1. A multiphase output of 600 to 2000 Hz;

2. High stability (with frequency control better than 0.1 %);
3. Low harmonic distortion (less than 2%); and

4. An efficiency of greater than 80%.

EXPLANATORY NOTE

The items listed above either come into direct contact with the UFg process gas or
directly control the centrifuges and the passage of the gas from centrifuge to
centrifuge and cascade to cascade.

Materials resistant to corrosion by UFg include stainless steel, aluminium, aluminium
alloys, nickel or alloys containing 60% or more nickel.

5.3. Especially designed or prepared assemblies and components for use in gaseous
diffusion enrichment

INTRODUCTORY NOTE

In the gaseous diffusion method of uranium isotope separation, the main technological
assembly is a special porous gaseous diffusion barrier, heat exchanger for cooling the
gas (which is heated by the process of compression), seal valves and control valves,
and pipelines. Inasmuch as gaseous diffusion technology uses uranium hexafluoride
(UF), all equipment, pipeline and instrumentation surfaces (that come in contact with
the gas) must be made of materials that remain stable in contact with UFs. A gaseous
diffusion
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facility requires a number of these assemblies, so that quantities can provide an
important indication of end use.

Gaseous diffusion barriers

(a) Especially designed or prepared thin, porous filters, with a pore size of 100 to 1,000
A (angstroms), a thickness of 5 mm (0.2 in) or less, and for tubular forms, a diameter of
25 mm (1 in) or less, made of metallic, polymer or ceramic materials resistant to
corrosion by UFg, and

(b) Especially prepared compounds or powders for the manufacture of such filters. Such
compounds and powders include nickel or alloys containing 60% or more nickel,
aluminium oxide, or UFs-resistant fully fluorinated hydrocarbon polymers having a
purity of 99.9% or more, a particle size less than 10 microns, and a high degree of
particle size uniformity, which are especially prepared for the manufacture of gaseous
diffusion barriers.

Diffuser housings

Especially designed or prepared hermetically sealed cylindrical vessels greater than 300
mm (12 in) in diameter and greater than 900 mm (35 in) in length, or rectangular vessels
of comparable dimensions, which have an inlet connection and two outlet connections
all of which are greater than 50 mm (2 in) in diameter, for containing the gaseous
diffusion barrier, made of or lined with UFg-resistant materials and designed for
horizontal or vertical installation.

Compressors and gas blowers

Especially designed or prepared axial, centrifugal, or positive displacement
compressors, or gas blowers with a suction volume capacity of 1 m*/min or more of
UFs, and with a discharge pressure of up to several hundred kPa (100 psi), designed for
long-term operation in the UFg environment with or without an electrical motor of
appropriate power, as well as separate assemblies of such compressors and gas blowers.
These compressors and gas blowers have a pressure ratio between 2:1 and 6:1 and are
made of, or lined with, materials resistant to UFs.

Rotary shaft seals

Especially designed or prepared vacuum seals, with seal feed and seal exhaust
connections, for sealing the shaft connecting the compressor or the gas blower rotor
with the driver motor so as to ensure a reliable seal against in-leaking of air into the
inner chamber of the compressor or gas blower which is filled with UFs. Such seals are
nogrmally designed for a buffer gas in-leakage rate of less than 1000 cm®min (60
in°/min).

Heat exchangers for cooling UFg

Especially designed or prepared heat exchangers made of or lined with UFs-resistant
materials (except stainless steel) or with copper or any combination of those metals, and
intended for a leakage pressure change rate of less than 10 Pa (0.0015 psi) per hour
under a pressure difference of 100 kPa (15 psi).
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5.4. Especially designed or prepared auxiliary systems, equipment and
components for use in gaseous diffusion enrichment

INTRODUCTORY NOTE

The auxiliary systems, equipment and components for gaseous diffusion enrichment
plants are the systems of plant needed to feed UF to the gaseous diffusion assembly,
to link the individual assemblies to each other to form cascades (or stages) to allow
for progressively higher enrichments and to extract the 'product’ and 'tails' UFs from
the diffusion cascades. Because of the high inertial properties of diffusion cascades,
any interruption in their operation, and especially their shut-down, leads to serious
consequences. Therefore, a strict and constant maintenance of vacuum in all
technological systems, automatic protection from accidents, and precise automated
regulation of the gas flow is of importance in a gaseous diffusion plant. All this leads
to a need to equip the plant with a large number of special measuring, regulating and
controlling systems.

Normally UFg is evaporated from cylinders placed within autoclaves and is distributed
in gaseous form to the entry point by way of cascade header pipework. The 'product’
and 'tails' UFg gaseous streams flowing from exit points are passed by way of cascade
header pipework to either cold traps or to compression stations where the UFg gas is
liquefied prior to onward transfer into suitable containers for transportation or
storage. Because a gaseous diffusion enrichment plant consists of a large number of
gaseous diffusion assemblies arranged in cascades, there are many kilometers of
cascade header pipework, incorporating thousands of welds with substantial amounts
of repetition of layout. The equipment, components and piping systems are fabricated
to very high vacuum and cleanliness standards.

5.4.1. Feed systems/product and tails withdrawal systems

Especially designed or prepared process systems, capable of operating at pressures of
300 kPa (45 psi) or less, including:

Feed autoclaves (or systems), used for passing UFs to the gaseous diffusion cascades;
Desublimers (or cold traps) used to remove UFs from diffusion cascades;

Liquefaction stations where UFg gas from the cascade is compressed and cooled to
form liquid UFg;

'Product’ and 'tails' stations used for transferring UFg into containers.
5.4.2. Header piping systems
Especially designed or prepared piping systems and header systems for handling UFg

within the gaseous diffusion cascades. This piping network is normally of the "double™
header system with each cell connected to each of the headers.
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5.4.3. Vacuum systems

(@) Especially designed or prepared large vacuum manifolds, vacuum headers and
vacuum pumps having a suction capacity of 5 m*/min (175 ft3/min) or more.

(b) Vacuum pumps especially designed for service in UFg-bearing atmospheres made of,
or lined with, aluminium, nickel, or alloys bearing more than 60% nickel. These pumps
may be either rotary or positive, may have displacement and fluorocarbon seals, and
may have special working fluids present.

5.4.4. Special shut-off and control valves

Especially designed or prepared manual or automated shut-off and control bellows
valves made of UFg-resistant materials with a diameter of 40 to 1500 mm (1.5 to 59 in)
for installation in main and auxiliary systems of gaseous diffusion enrichment plants.

5.4.5. UFs mass spectrometers/ion sources

Especially designed or prepared magnetic or quadrupole mass spectrometers capable of
taking "on-line" samples of feed, product or tails, from UFg gas streams and having all
of the following characteristics:

1. Unit resolution for atomic mass unit greater than 320;

2. lon sources constructed of or lined with nichrome or monel or nickel plated;
3. Electron bombardment ionization sources;

4. Collector system suitable for isotopic analysis.

EXPLANATORY NOTE

The items listed above either come into direct contact with the UFg process gas or
directly control the flow within the cascade. All surfaces which come into contact
with the process gas are wholly made of, or lined with, UFg-resistant materials. For
the purposes of the sections relating to gaseous diffusion items the materials resistant
to corrosion by UFg include stainless steel, aluminium, aluminium alloys, aluminium
oxide, nickel or alloys containing 60% or more nickel and UFg-resistant fully
fluorinated hydrocarbon polymers.

5.5. Especially designed or prepared systems, equipment and components for use in
aerodynamic enrichment plants

INTRODUCTORY NOTE

In aerodynamic enrichment processes, a mixture of gaseous UFs and light gas
(hydrogen or helium) is compressed and then passed through separating elements
wherein isotopic separation is accomplished by the generation of high centrifugal
forces over a curved-wall geometry. Two processes of this type have been
successfully developed: the separation nozzle process and the vortex tube process. For
both processes the main components of a separation stage include cylindrical vessels
housing the special separation elements (nozzles or vortex tubes), gas compressors
and heat exchangers to remove the heat of compression. An aerodynamic plant
requires a number of these stages, so that quantities can provide an important
indication of end
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use. Since aerodynamic processes use UFg, all equipment, pipeline and
instrumentation surfaces (that come in contact with the gas) must be made of
materials that remain stable in contact with UFg.

EXPLANATORY NOTE

The items listed in this section either come into direct contact with the UFg process
gas or directly control the flow within the cascade. All surfaces which come into
contact with the process gas are wholly made of or protected by UFg-resistant
materials. For the purposes of the section relating to aerodynamic enrichment items,
the materials resistant to corrosion by UFg include copper, stainless steel, aluminium,
aluminium alloys, nickel or alloys containing 60% or more nickel and UFg-resistant
fully fluorinated hydrocarbon polymers.

5.5.1. Separation nozzles

Especially designed or prepared separation nozzles and assemblies thereof. The
separation nozzles consist of slit-shaped, curved channels having a radius of curvature
less than 1 mm (typically 0.1 to 0.05 mm), resistant to corrosion by UFg and having a
knife-edge within the nozzle that separates the gas flowing through the nozzle into two
fractions.

5.5.2. Vortex tubes

Especially designed or prepared vortex tubes and assemblies thereof. The vortex tubes
are cylindrical or tapered, made of or protected by materials resistant to corrosion by
UFg, having a diameter of between 0.5 cm and 4 cm, a length to diameter ratio of 20:1
or less and with one or more tangential inlets. The tubes may be equipped with nozzle-
type appendages at either or both ends.

EXPLANATORY NOTE

The feed gas enters the vortex tube tangentially at one end or through swirl vanes or
at numerous tangential positions along the periphery of the tube.

5.5.3. Compressors and gas blowers

Especially designed or prepared axial, centrifugal or positive displacement compressors
or gas blowers made of or protected by materials resistant to corrosion by UFg and with
a suction volume capacity of 2 m*min or more of UFg/carrier gas (hydrogen or helium)
mixture.

EXPLANATORY NOTE

These compressors and gas blowers typically have a pressure ratio between 1.2:1 and
6:1.

5.5.4. Rotary shaft seals

Especially designed or prepared rotary shaft seals, with seal feed and seal exhaust
connections, for sealing the shaft connecting the compressor rotor or the gas blower
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rotor with the driver motor so as to ensure a reliable seal against out-leakage of process
gas or in-leakage of air or seal gas into the inner chamber of the compressor or gas
blower which is filled with a UFg/carrier gas mixture.

5.5.5. Heat exchangers for gas cooling

Especially designed or prepared heat exchangers made of or protected by materials
resistant to corrosion by UFs.

5.5.6. Separation element housings

Especially designed or prepared separation element housings, made of or protected by
materials resistant to corrosion by UFg, for containing vortex tubes or separation
nozzles.

EXPLANATORY NOTE

These housings may be cylindrical vessels greater than 300 mm in diameter and
greater than 900 mm in length, or may be rectangular vessels of comparable
dimensions, and may be designed for horizontal or vertical installation.

5.5.7. Feed systems/product and tails withdrawal systems

Especially designed or prepared process systems or equipment for enrichment plants
made of or protected by materials resistant to corrosion by UFs, including:

(@) Feed autoclaves, ovens, or systems used for passing UFg to the enrichment
process;

(b) Desublimers (or cold traps) used to remove UFg from the enrichment process for
subsequent transfer upon heating;

(c) Solidification or liquefaction stations used to remove UFgs from the enrichment
process by compressing and converting UFs to a liquid or solid form;

(d) 'Product’ or 'tails' stations used for transferring UFs into containers.

5.5.8. Header piping systems

Especially designed or prepared header piping systems, made of or protected by
materials resistant to corrosion by UFg, for handling UFg within the aerodynamic
cascades. This piping network is normally of the ‘double’ header design with each stage
or group of stages connected to each of the headers.

5.5.9. Vacuum systems and pumps

(@) Especially designed or prepared vacuum systems having a suction capacity of 5
m*/min or more, consisting of vacuum manifolds, vacuum headers and vacuum
pumps, and designed for service in UFg-bearing atmospheres,

(b) Vacuum pumps especially designed or prepared for service in UFs-bearing
atmospheres and made of or protected by materials resistant to corrosion by UFs. These
pumps may use fluorocarbon seals and special working fluids.
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5.5.10. Special shut-off and control valves

Especially designed or prepared manual or automated shut-off and control bellows
valves made of or protected by materials resistant to corrosion by UFg with a diameter
of 40 to 1500 mm for installation in main and auxiliary systems of aerodynamic
enrichment plants.

5.5.11. UFg mass spectrometers/ion sources

Especially designed or prepared magnetic or quadrupole mass spectrometers capable of
taking 'on-line' samples of feed, ‘product’ or 'tails', from UFg gas streams and having all
of the following characteristics:

1. Unit resolution for mass greater than 320;

2. lon sources constructed of or lined with nichrome or monel or nickel plated;
3. Electron bombardment ionization sources;

4. Collector system suitable for isotopic analysis.

5.5.12. UF¢/carrier gas separation systems

Especially designed or prepared process systems for separating UFg from carrier gas
(hydrogen or helium).

EXPLANATORY NOTE

These systems are designed to reduce the UFg content in the carrier gas to 1 ppm less
and may incorporate equipment such as:

(a) Cryogenic heat exchangers and cryoseparators capable of temperatures of -120°C
or less, or

(b) Cryogenic refrigeration units capable of temperatures of -120°C or less, or

(c) Separation nozzle or vortex tube units for the separation of UFg from carrier gas,
or

(d) UF¢ cold traps capable of temperatures of -20°C or less.

5.6. Especially designed or prepared systems, equipment and components for use in
chemical exchange or ion exchange enrichment plants

INTRODUCTORY NOTE

The slight difference in mass between the isotopes of uranium causes small changes
in chemical reaction equilibria that can be used as a basis for separation of the
isotopes. Two processes have been successfully developed: liquid-liquid chemical
exchange and solid-liquid ion exchange.

In the liquid-liquid chemical exchange process, immiscible liquid phases (aqueous
and organic) are countercurrently contacted to give the cascading effect of thousands
of separation stages. The aqueous phase consists of uranium chloride in hydrochloric
acid solution; the organic phase consists of an extractant containing uranium chloride
in an organic solvent. The contactors employed in the separation cascade can be
liquid-liquid exchange columns (such as pulsed columns with sieve plates) or liquid
centrifugal contactors. Chemical conversions (oxidation and reduction) are required at
both ends of the separation cascade in order to provide for the reflux requirements at
each end. A major design concern is to avoid contamination of the process streams
with certain
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metal ions. Plastic, plastic-lined (including use of fluorocarbon polymers) and/or
glass-lined columns and piping are therefore used.

In the solid-liquid ion exchange process, enrichment is accomplished by uranium
adsorption/desorption on a special, very fast-acting, ion exchange resin or adsorbent.
A solution of uranium in hydrochloric acid and other chemical agents is passed
through cylindrical enrichment columns containing packed beds of the adsorbent. For
a continuous process, a reflux system is necessary to release the uranium from the
adsorbent back into the liquid flow so that ‘product’ and 'tails' can be collected. This is
accomplished with the use of suitable reduction/oxidation chemical agents that are
fully regenerated in separate external circuits and that may be partially regenerated
within the isotopic separation columns themselves. The presence of hot concentrated
hydrochloric acid solutions in the process requires that the equipment be made of or
protected by special corrosion-resistant materials.

5.6.1. Liquid-liquid exchange columns (Chemical exchange)

Countercurrent liquid-liquid exchange columns having mechanical power input (i.e.,
pulsed columns with sieve plates, reciprocating plate columns, and columns with
internal turbine mixers), especially designed or prepared for uranium enrichment using
the chemical exchange process. For corrosion resistance to concentrated hydrochloric
acid solutions, these columns and their internals are made of or protected by suitable
plastic materials (such as fluorocarbon polymers) or glass. The stage residence time of
the columns is designed to be short (30 seconds or less).

5.6.2. Liquid-liquid centrifugal contactors (Chemical exchange)

Liquid-liquid centrifugal contactors especially designed or prepared for uranium
enrichment using the chemical exchange process. Such contactors use rotation to
achieve dispersion of the organic and aqueous streams and then centrifugal force to
separate the phases. For corrosion resistance to concentrated hydrochloric acid solutions,
the contactors are made of or are lined with suitable plastic materials (such as
fluorocarbon polymers) or are lined with glass. The stage residence time of the
centrifugal contactors is designed to be short (30 seconds or less).

5.6.3. Uranium reduction systems and equipment (Chemical exchange)

(@) Especially designed or prepared electrochemical reduction cells to reduce uranium
from one valence state to another for uranium enrichment using the chemical exchange
process. The cell materials in contact with process solutions must be corrosion resistant
to concentrated hydrochloric acid solutions.

EXPLANATORY NOTE

The cell cathodic compartment must be designed to prevent re-oxidation of uranium
to its higher valence state. To keep the uranium in the cathodic compartment, the cell
may have an impervious diaphragm membrane constructed of special cation exchange
material. The cathode consists of a suitable solid conductor such as graphite.
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(b) Especially designed or prepared systems at the product end of the cascade for taking
the U™ out of the organic stream, adjusting the acid concentration and feeding to the
electrochemical reduction cells.

EXPLANATORY NOTE

These systems consist of solvent extraction equipment for stripping the U™ from the
organic stream into an aqueous solution, evaporation and/or other equipment to
accomplish solution pH adjustment and control, and pumps or other transfer devices
for feeding to the electrochemical reduction cells. A major design concern is to avoid
contamination of the aqueous stream with certain metal ions. Consequently, for those
parts in contact with the process stream, the system is constructed of equipment made
of or protected by suitable materials (such as glass, fluorocarbon polymers,
polyphenyl sulfate, polyether sulfone, and resin-impregnated graphite).

5.6.4. Feed preparation systems (Chemical exchange)

Especially designed or prepared systems for producing high-purity uranium chloride
feed solutions for chemical exchange uranium isotope separation plants.

EXPLANATORY NOTE

These systems consist of dissolution, solvent extraction and/or ion exchange
equipment for purification and electrolytic cells for reducing the uranium U*® or U**
to U*. These systems produce uranium chloride solutions having only a few parts per
million of metallic impurities such as chromium, iron, vanadium, molybdenum and
other bivalent or higher multi-valent cations. Materials of construction for portions of
the system processing high-purity U* include glass, fluorocarbon polymers,
polyphenyl sulfate or polyether sulfone plastic-lined and resin-impregnated graphite.

5.6.5. Uranium oxidation systems (Chemical exchange)

Especially designed or prepared systems for oxidation of U™ to U** for return to the
uranium isotope separation cascade in the chemical exchange enrichment process.

EXPLANATORY NOTE
These systems may incorporate equipment such as:

(a) Equipment for contacting chlorine and oxygen with the aqueous effluent from the
isotope separation equipment and extracting the resultant U** into the stripped organic
stream returning from the product end of the cascade.

(b) Equipment that separates water from hydrochloric acid so that the water and the
concentrated hydrochloric acid may be reintroduced to the process at the proper
locations.

5.6.6. Fast-reacting ion exchange resins/adsorbents (lon exchange)

Fast-reacting ion exchange resins or adsorbents especially designed or prepared for
uranium enrichment using the ion exchange process, including porous macroreticular
resins, and/or pellicular structures in which the active chemical exchange groups are
limited to a coating on the surface of an inactive porous support structure, and other
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composite structures in any suitable form including particles or fibers. These ion
exchange resins/adsorbents have diameters of 0.2 mm or less and must be chemically
resistant to concentrated hydrochloric acid solutions as well as physically strong enough
so as not to degrade in the exchange columns. The resins/adsorbents are especially
designed to achieve very fast uranium isotope exchange kinetics (exchange rate half-
time of less than 10 seconds) and are capable of operating at a temperature in the range
of 100°C to 200°C.

5.6.7. lon exchange columns (lon exchange)

Cylindrical columns greater than 1000 mm in diameter for containing and supporting
packed beds of ion exchange resin/adsorbent, especially designed or prepared for
uranium enrichment using the ion exchange process. These columns are made of or
protected by materials (such as titanium or fluorocarbon plastics) resistant to corrosion
by concentrated hydrochloric acid solutions and are capable of operating at a
temperature in the range of 100°C to 200°C and pressures above 0.7 MPa (102 psia).

5.6.8. lon exchange reflux systems (lon exchange)

(@) Especially designed or prepared chemical or electrochemical reduction systems for
regeneration of the chemical reducing agent(s) used in ion exchange uranium
enrichment cascades.

(b) Especially designed or prepared chemical or electrochemical oxidation systems for
regeneration of the chemical oxidizing agent(s) used in ion exchange uranium
enrichment cascades.

EXPLANATORY NOTE

The ion exchange enrichment process may use, for example, trivalent titanium (Ti*%)
as a reducing cation in which case the reduction system would regenerate Ti** by
reducing Ti*.

The process may use, for example, trivalent iron (Fe*®) as an oxidant in which case
the oxidation system would regenerate Fe*? by oxidizing Fe*?,

5.7. Especially designed or prepared systems, equipment and components for use in
laser-based enrichment plants

INTRODUCTORY NOTE

Present systems for enrichment processes using lasers fall into two categories: those
in which the process medium is atomic uranium vapor and those in which the process
medium is the vapor of a uranium compound. Common nomenclature for such
processes include: first category - atomic vapor laser isotope separation (AVLIS or
SILVA); second category molecular laser isotope separation (MLIS or MOLIS) and
chemical reaction by isotope selective laser activation (CRISLA). The systems,
equipment and components for laser enrichment plants embrace: (a) devices to feed
uranium-metal vapor (for selective photo-ionization) or devices to feed the vapor of a
uranium compound (for photo-dissociation or chemical activation); (b) devices to
collect enriched and depleted uranium metal as ‘product’ and 'tails' in the first
category, and devices to collect dissociated or reacted compounds as 'product’ and
unaffected material as 'tails' in the second category;
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(c) process laser systems to selectively excite the uranium-235 species; and (d) feed
preparation and product conversion equipment. The complexity of the spectroscopy of
uranium atoms and compounds may require incorporation of any of a number of
available laser technologies.

EXPLANATORY NOTE

Many of the items listed in this section come into direct contact with uranium metal
vapor or liquid or with process gas consisting of UFg or a mixture of UFg and other
gases. All surfaces that come into contact with the uranium or UFg are wholly made of
or protected by corrosion-resistant materials. For the purposes of the section relating
to laser-based enrichment items, the materials resistant to corrosion by the vapor or
liquid of uranium metal or uranium alloys include yttria-coated graphite and tantalum;
and the materials resistant to corrosion by UFs include copper, stainless steel,
aluminium, aluminium alloys, nickel or alloys containing 60% or more nickel and
UF¢-resistant fully fluorinated hydrocarbon polymers.

5.7.1. Uranium vaporization systems (AVLIS)

Especially designed or prepared uranium vaporization systems which contain high-
power strip or scanning electron beam guns with a delivered power on the target of more
than 2.5 kW/cm.

5.7.2. Liquid uranium metal handling systems (AVLIS)

Especially designed or prepared liquid metal handling systems for molten uranium or
uranium alloys, consisting of crucibles and cooling equipment for the crucibles.

EXPLANATORY NOTE

The crucibles and other parts of this system that come into contact with molten
uranium or uranium alloys are made of or protected by materials of suitable corrosion
and heat resistance. Suitable materials include tantalum, yttria-coated graphite,
graphite coated with other rare earth oxides or mixtures thereof.

5.7.3. Uranium metal "product’ and "tails® collector assemblies (AVLIS)

Especially designed or prepared 'product’ and 'tails' collector assemblies for uranium
metal in liquid or solid form.

EXPLANATORY NOTE

Components for these assemblies are made of or protected by materials resistant to
the heat and corrosion of uranium metal vapor or liquid (such as yttria-coated graphite
or tantalum) and may include pipes, valves, fittings, 'gutters', feed-throughs, heat
exchangers and collector plates for magnetic, electrostatic or other separation
methods.
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5.7.4. Separator module housings (AVLIS)

Especially designed or prepared cylindrical or rectangular vessels for containing the
uranium metal vapor source, the electron beam gun, and the 'product’ and ‘tails'
collectors.

EXPLANATORY NOTE

These housings have multiplicity of ports for electrical and water feed-throughs, laser
beam windows, vacuum pump connections and instrumentation diagnostics and
monitoring. They have provisions for opening and closure to allow refurbishment of
internal components.

5.7.5. Supersonic expansion nozzles (MLIS)

Especially designed or prepared supersonic expansion nozzles for cooling mixtures of
UFs and carrier gas to 150 K or less and which are corrosion resistant to UFs.

5.7.6. Uranium pentafluoride product collectors (MLIS)

Especially designed or prepared uranium pentafluoride (UFs) solid product collectors
consisting of filter, impact, or cyclone-type collectors, or combinations thereof, and
which are corrosion resistant to the UFs/UFg environment.

5.7.7. UFg/carrier gas compressors (MLIS)

Especially designed or prepared compressors for UFg/carrier gas mixtures, designed for
long term operation in a UFg environment. The components of these compressors that
come into contact with process gas are made of or protected by materials resistant to
corrosion by UFs.

5.7.8. Rotary shaft seals (MLIS)

Especially designed or prepared rotary shaft seals, with seal feed and seal exhaust
connections, for sealing the shaft connecting the compressor rotor with the driver motor
so as to ensure a reliable seal against out-leakage of process gas or in-leakage of air or
seal gas into the inner chamber of the compressor which is filled with a UF¢/carrier gas
mixture.

5.7.9. Fluorination systems (MLIS)
Especially designed or prepared systems for fluorinating UF; (solid) to UFs (gas).

EXPLANATORY NOTE

These systems are designed to fluorinate the collected UFs powder to UFg for
subsequent collection in product containers or for transfer as feed to MLIS units for
additional enrichment. In one approach, the fluorination reaction may be
accomplished within the isotope separation system to react and recover directly off
the ‘'product’ collectors. In another approach, the UFs powder may be
removed/transferred from the 'product' collectors into a suitable reaction vessel (e.g.,
fluidized-bed reactor, screw
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reactor or flame tower) for fluorination. In both approaches, equipment for storage
and transfer of fluorine (or other suitable fluorinating agents) and for collection and
transfer of UF¢ are used.

5.7.10. UFg mass spectrometers/ion sources (MLIS)

Especially designed or prepared magnetic or quadrupole mass spectrometers capable of
taking 'on-line' samples of feed, ‘product’ or 'tails', from UFg gas streams and having all
of the following characteristics:

I. Unit resolution for mass greater than 320;

2. lon sources constructed of or lined with nichrome or monel or nickel plated;
3. Electron bombardment ionization sources;

4. Collector system suitable for isotopic analysis.

5.7.11. Feed systems/product and tails withdrawal systems (MLIS)

Especially designed or prepared process systems or equipment for enrichment plants
made of or protected by materials resistant to corrosion by UFs, including:

(a) Feed autoclaves, ovens, or systems used for passing UFs to the enrichment
process;

(b) Desublimers (or cold traps) used to remove UFg from the enrichment process for
subsequent transfer upon heating;

(c) Solidification or liquefaction stations used to remove UFg from the enrichment
process by compressing and converting UFs to a liquid or solid form;

(d) 'Product’ or 'tails’ stations used for transferring UF; into containers.

5.7.12. UF¢/carrier gas separation systems (MLIS)

Especially designed or prepared process systems for separating UFg from carrier gas.
The carrier gas may be nitrogen, argon, or other gas.

EXPLANATORY NOTE

These systems may incorporate equipment such as:

(a) Cryogenic heat exchangers or cryoseparators capable of temperatures of -120°C or
less, or

(b) Cryogenic refrigeration units capable of temperatures of -120°C or less, or
(c) UFs cold traps capable of temperatures of -20°C or less.

5.7.13. Laser systems (AVLIS, MLIS and CRISLA)

Lasers or laser systems especially designed or prepared for the separation of uranium
isotopes.

EXPLANATORY NOTE

The laser system for the AVLIS process usually consists of two lasers: a copper vapor
laser and a dye laser. The laser system for MLIS usually consists of a CO, or excimer
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laser and a multi-pass optical cell with revolving mirrors at both ends. Lasers or laser
systems for both processes require a spectrum frequency stabilizer for operation over
extended periods of time.

The lasers and laser components in laser-based enrichment processes include the
following:

Lasers, laser amplifiers, and oscillators as follows:
(a) Copper vapor lasers with 40 W or greater average power operating at
wavelengths between 500 nm and 600 nm;
(b) Argon ion lasers with greater than 40 W average output power operating at
wavelengths between 400 nm and 515 nm;
(c) Neodymium-doped (other than glass) lasers as follows:
(1) having an output wavelength between 1000 nm and 1100 nm, being pulse-
excited and Q-switched with a pulse duration equal to or greater than 1 ns,
having either of the following:
(a) a single-traverse mode output having an average output power exceeding 40
Wi
(b) a multiple-traverse mode output having an average output power exceeding
50 W;
(2) operating at a wavelength between 1000 nm and 1100 nm and incorporating
frequency doubling giving an output wavelength between 500 nm and 550 nm
with an average power at the doubled frequency (new wavelength) of greater
than 40 W;
(d) Tunable pulsed single-mode dye oscillators capable of an average power output
of greater than 1W, a repetition rate greater than 1 kHz, a pulse less than 100ns, and
a wavelength between 300 nm and 800 nm;
(e) Tunable pulsed dye laser amplifiers and oscillators, except single mode
oscillators, with an average power output of greater than 30 W, a repetition rate
greater than 1 kHz, a pulse width less than 100 ns, and a wavelength between 300
nm and 800 nm;
(f) Alexandrite lasers with a bandwidth of 0.005 nm or less, a repetition rate of
greater than 125 Hz, and an average power output greater than 30 W operating at
wavelengths between 720 nm and 800 nm;
(9) Pulsed carbon dioxide lasers with a repetition rate greater then 250 Hz, an
average power output of greater than 500 W, and a pulse of less than 200 ns
operating at wavelengths between 9000 nm and 11,000 nm;
(h) Pulsed excimer lasers (XeF, XeCl, KrF) with a repetition rate greater than 250
Hz, an average power output of greater than 500 W operating at wavelengths of
between 240 and 360 nm;
(i) Para-hydrogen Raman shifters designed to operate at 16 um output wavelength
and at a repetition rate greater than 250 Hz.

5.8. Especially designed or prepared systems, equipment and components for use in
plasma separation enrichment plants

INTRODUCTORY NOTE

In the plasma separation process, a plasma of uranium ions passes through an electric
field tuned to the ?°U ion resonance frequency so that they preferentially absorb
energy and increase the diameter of their corkscrew-like orbits. lons with a large-
diameter path are trapped to produce a product enriched in ?*U. The plasma, which is
made by ionizing uranium vapor, is contained in a vacuum chamber with a high-
strength magnetic field produced by a superconducting magnet. The main
technological systems
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of the process include the uranium plasma generation system, the separator module
with superconducting magnet, and metal removal systems for the collection of
‘product’ and 'tails'".

5.8.1. Microwave power sources and antennae

Especially designed or prepared microwave power sources and antennae for producing
or accelerating ions and having the following characteristics: greater than 30 GHz
frequency and greater than 50 kW mean power output for ion production.

5.8.2. lon excitation coils

Especially designed or prepared radio frequency ion excitation coils for frequencies of
more than 100 kHz and capable of handling more than 40 kW mean power.

5.8.3. Uranium plasma generation systems

Especially designed or prepared systems for the generation of uranium plasma, which
may contain high-power strip or scanning electron beam guns with a delivered power on
the target of more than 2.5 kW/cm.

5.8.4. Liquid uranium metal handling systems

Especially designed or prepared liquid metal handling systems for molten uranium or
uranium alloys, consisting of crucibles and cooling equipment for the crucibles.

EXPLANATORY NOTE

The crucibles and other parts of this system that come into contact with molten
uranium or uranium alloys are made of or protected by materials of suitable corrosion
and heat resistance. Suitable materials include tantalum, yttria-coated graphite,
graphite coated with other rare earth oxides or mixtures thereof.

5.8.5. Uranium metal "product’ and *tails’ collector assemblies

Especially designed or prepared 'product’ and 'tails' collector assemblies for uranium
metal in solid form. These collector assemblies are made of or protected by materials
resistant to the heat and corrosion of uranium metal vapor, such as yttria-coated graphite
or tantalum.

5.8.6. Separator module housings

Cylindrical vessels especially designed or prepared for use in plasma separation
enrichment plants for containing the uranium plasma source, radio-frequency drive coil
and the "product’ and 'tails' collectors.

EXPLANATORY NOTE

These housings have a multiplicity of ports for electrical feed-throughs, diffusion
pump connections and instrumentation diagnostics and monitoring. They have
provisions for
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opening and closure to allow for refurbishment of internal components and are
constructed of a suitable non-magnetic material such as stainless steel.

5.9. Especially designed or prepared systems, equipment and components for use in
electromagnetic enrichment plants

INTRODUCTORY NOTE

In the electromagnetic process, uranium metal ions produced by ionization of a salt
feed material (typically UCI,) are accelerated and passed through a magnetic field that
has the effect of causing the ions of different isotopes to follow different paths. The
major components of an electromagnetic isotope separator include: a magnetic field
for ion-beam diversion/separation of the isotopes, an ion source with its acceleration
system, and a collection system for the separated ions. Auxiliary systems for the
process include the magnet power supply system, the ion source high-voltage power
supply system, the vacuum system, and extensive chemical handling systems for
recovery of product and cleaning/recycling of components.

5.9.1. Electromagnetic isotope separators

Electromagnetic isotope separators especially designed or prepared for the separation of
uranium isotopes, and equipment and components therefor, including:

(@) lon sources

Especially designed or prepared single or multiple uranium ion sources consisting of a
vapor source, ionizer, and beam accelerator, constructed of suitable materials such as
graphite, stainless steel, or copper, and capable of providing a total ion beam current of
50 mA or greater.

(b) lon collectors

Collector plates consisting of two or more slits and pockets especially designed or
prepared for collection of enriched and depleted uranium ion beams and constructed of
suitable materials such as graphite or stainless steel.

(c) Vacuum housings

Especially designed or prepared vacuum housings for uranium electromagnetic
separators, constructed of suitable non-magnetic materials such as stainless steel and
designed for operation at pressures of 0.1 Pa or lower.

EXPLANATORY NOTE

The housings are specially designed to contain the ion sources, collector plates and
water-cooled liners and have provision for diffusion pump connections and opening
and closure for removal and reinstallation of these components.

(d) Magnet pole pieces

Especially designed or prepared magnet pole pieces having a diameter greater than 2 m
used to maintain a constant magnetic field within an electromagnetic isotope separator
and to transfer the magnetic field between adjoining separators.
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5.9.2. High voltage power supplies

Especially designed or prepared high-voltage power supplies for ion sources, having all
of the following characteristics: capable of continuous operation, output voltage of
20,000 V or greater, output current of 1 A or greater, and voltage regulation of better
than 0.01% over a time period of 8 hours.

5.9.3. Magnet power supplies

Especially designed or prepared high-power, direct current magnet power supplies
having all of the following characteristics: capable of continuously producing a current
output of 500 A or greater at a voltage of 100 V or greater and with a current or voltage
regulation better than 0.01% over a period of 8 hours.

6. Plants for the production or concentration of heavy water, deuterium
and deuterium compounds and equipment especially designed or
prepared therefor

INTRODUCTORY NOTE

Heavy water can be produced by a variety of processes. However; the. two processes
that have proven to be commercially viable are the water - hydrogen sulphide
exchange process (GS process) and the ammonia -hydrogen exchange process.

The GS process is based upon the exchange of hydrogen and deuterium between
water and hydrogen sulphide within a series of towers which are operated with the top
section cold and the bottom section hot. Water flows down the towers while the
hydrogen sulphide gas circulates from the bottom to the top of the towers. A series of
perforated trays are used to promote mixing between the gas and the water. Deuterium
migrates to the water at low temperatures and to the hydrogen sulphide at high
temperatures. Gas or water enriched in deuterium is removed from the first stage
towers at the junction of the hot and cold sections and the process is repeated in
subsequent stage towers. The product of the last stage, water enriched up to 30% in
deuterium, is sent to a distillation unit to produce reactor grade heavy water: i.e.,
99.75% deuterium oxide.

The ammonia - hydrogen exchange process can extract deuterium from synthesis gas
through contact with liquid ammonia in the presence of a catalyst. The synthesis gas
is fed into exchange towers and then to an ammonia converter. Inside the towers the
gas flows from the bottom to the top while the liquid ammonia flows from the top to
the bottom. The deuterium is stripped from the hydrogen in the synthesis gas and
concentrated in the ammonia. The ammonia then flows into an ammonia cracker at the
bottom of the tower while the gas flows into an ammonia converter at the top. Further
enrichment takes place in subsequent stages and reactor grade heavy water is
produced through final distillation. The synthesis gas feed can be provided by an
ammonia plant that, in turn, can be constructed in association with a heavy water
ammonia-hydrogen exchange plant. The ammonia - hydrogen exchange process can
also use ordinary water as a feed source of deuterium.

Many of the key equipment items for heavy water production plants using the GS or
the ammonia - hydrogen exchange processes are common to several segments of the
chemical and petroleum industries. This is particularly so for small plants using the
GS
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process. However, few of the items are available “off-the-shelf”. The GS and the
ammonia - hydrogen processes require the handling of large quantities of flammable,
corrosive and toxic fluids at elevated pressures. Accordingly, in establishing the
design and operating standards for plants and equipment using these processes,
careful attention to the materials selection and specifications is required to ensure
long service life with high safety and reliability factors. The choice of scale is
primarily a function of economics and need. Thus, most of the equipment items would
be prepared according to the requirements of the customer. Finally, it should be noted
that, in both the GS and the ammonia - hydrogen exchange processes, items of
equipment which individually are not especially designed or prepared for heavy water
production can be assembled into systems which are especially designed or prepared
for producing heavy water. The catalyst production system used in the ammonia -
hydrogen exchange process and water distillation systems used for the final
concentration of heavy water to reactor-grade in either process are examples of such
systems.

The items of equipment which are especially designed or prepared for the production of
heavy water utilizing either the water - hydrogen sulphide exchange process or the
ammonia - hydrogen exchange process include the following:

6.1. Water - hydrogen sulphide exchange towers

Exchange towers fabricated from fine carbon steel (such as ASTM A516) with
diameters of 6 m (20 ft) to 9 m (30 ft), capable of operating at pressures greater than or
equal to 2 MPa (300 psi) and with a corrosive allowance of 6 mm or greater, especially
designed or prepared for heavy water production utilizing the water-hydrogen sulphide
exchange process.

6.2. Blowers and compressors

Single stage, low head (i.e., 0.2 MPa or 30 psi) centrifugal blowers or compressors for
hydrogen-sulphide gas circulation (i.e.. gas containing more than 70% H,S) especially
designed or prepared for heavy water production utilizing the water-hydrogen sulphide
exchange process. These blowers or compressors have a throughput capacity greater
than or equal to 56 m*/second (120,000 SCFM) while operating at pressures greater than
or equal to 1.8 MPa (260 psi) suction and have seals designed for wet H,S service.

6.3. Ammonia - hydrogen exchange towers

Ammonia-hydrogen exchange towers greater than or equal to 35 m (114.3 ft) in height
with diameters of 1.5 m (4.9 ft) to 2.5 m (8.2 ft) capable of operating at pressures greater
than 15 Mpa (2225 psi) especially designed or prepared for heavy water production
utilizing the ammonia -hydrogen exchange process. These towers also have at least one
flanged, axial opening of the same diameter as the cylindrical part through which the
tower internals can be inserted or withdrawn.

6.4. Tower internals and stage pumps

Tower internals and stage pumps especially designed or prepared for towers for heavy
water production utilizing the ammonia-hydrogen exchange process. Tower internals
include especially designed stage contactors which promote intimate gas/liquid contact.
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Stage pumps include especially designed submersible pumps for circulation of liquid
ammonia within a contacting stage internal to the stage towers.

6.5. Ammonia crackers

Ammonia crackers with operating pressures greater than or equal to 3 MPa (450 psi)
especially designed or prepared for heavy water production utilizing the ammonia -
hydrogen exchange process.

6.6. Infrared absorption analyzers

Infrared absorption analyzers capable of “on-line” hydrogen/deuterium ratio analysis
where deuterium concentrations are equal to or greater than 90%.

6.7. Catalytic burners

Catalytic burners for the conversion of enriched deuterium gas into heavy water
especially designed or prepared for heavy water production utilizing the ammonia -
hydrogen exchange process.

6.8. Complete heavy water upgrade systems or columns therefore

Complete heavy water upgrade systems, or columns therefore, especially designed or
prepared for the upgrade of heavy water to reactor-grade deuterium concentration.

EXPLANATORY NOTE

These systems, which usually employ water distillation to separate heavy water from
light water, are especially designed or prepared to produce reactor-grade heavy water
(i.e. typically 99.75% deuterium oxide) from heavy water feedstock of lesser
concentration.

7. Plants for the conversion of uranium and plutonium for use in the
fabrication of fuel elements and the separation of uranium
Isotopes as defined in sections 4 and 5 respectively, and equipment
especially designed or prepared therefor

EXPORTS

The export of the whole set of major items within this boundary will take place only
in accordance with the procedures of the Memorandum. All of the plants, systems,
and especially designed or prepared equipment within this boundary can be used for
the processing, production, or use of special fissionable material.
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7.1 Plants for the conversion of uranium and equipment especially designed or
prepared therefor

INTRODUCTORY NOTE

Uranium conversion plants and systems may perform one or more transformations from one
uranium chemical species to another, including: conversion of UO; to UO,, conversion of
uranium oxides to UF,, UFg or UClI,, conversion of UF, to UFg, conversion of UFg to UF,,
conversion of UF, to uranium metal, and conversion of uranium fluorides to UO,. Many of
the key equipment items for uranium conversion plants are common to several segments of
the chemical process industry. For example, the types of equipment employed in these
processes may include: furnaces, rotary kilns, fluidized bed reactors, flame tower reactors,
liquid centrifuges, distillation columns and liquid-liquid extraction columns. However, few
of the items are available “off the shelf”; most would be prepared according to the
requirements and specifications of the customer. In some instances, special design and
construction considerations are required to address the corrosive properties of some of the
chemicals handled (HF, F,, CIF;, and uranium fluorides) as well as nuclear criticality
concerns. Finally, it should be noted that, in all of the uranium conversion processes, items
of equipment which individually are not especially designed or prepared for uranium
conversion can be assembled into systems which are especially designed or prepared for use
in uranium conversion.

7.1.1. Especially designed or prepared systems for the conversion of UO3 to UFg
EXPLANATORY NOTE

Conversion of UO3 to UFg can be performed directly by fluorination. The process requires a
source of fluorine gas or chlorine trifluoride.

7.1.2. Especially designed or prepared systems for the conversion of UO3 to UO,

EXPLANATORY NOTE

Conversion of UO;z; to UO, can be performed through reduction of UOs; with cracked
ammonia gas or hydrogen.

7.1.3. Especially designed or prepared systems for the conversion of UO, to UF,

EXPLANATORY NOTE

Conversion of UO, to UF, can be performed by reacting UO, with hydrogen fluoride gas
(HF) at 300-500 °C.

7.1.4. Especially designed or prepared systems for the conversion of UF,to UFg

EXPLANATORY NOTE

Conversion of UF, to UFg is performed by exothermic reaction with fluorine in a tower
reactor. UFg is condensed from the hot effluent gases by passing the effluent stream through
a cold trap cooled to -10 °C. The process requires a source of fluorine gas.
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7.1.5. Especially designed or prepared systems for the conversion of UF,to U metal

EXPLANATORY NOTE

Conversion of UF, to U metal is performed by reduction with magnesium (large batches) or
calcium (small batches). The reaction is carried out at temperatures above the melting point
of uranium (1130 °C).

7.1.6. Especially designed or prepared systems for the conversion of UFg to UO;

EXPLANATORY NOTE

Conversion of UFg to UO, can be performed by one of three processes. In the first, UFg is
reduced and hydrolyzed to UO, using hydrogen and steam. In the second, UF; is hydrolyzed
by solution in water, ammonia is added to precipitate ammonium diuranate, and the
diuranate is reduced to UO, with hydrogen at 820 °C. In the third process, gaseous UFs,
CO,, and NH; are combined in water, precipitating ammonium uranyl carbonate. The
ammonium uranyl cabonate is combined with steam and hydrogen at 500-600 °C to yield
UO,.

UF to UO; conversion is often performed as the first stage of a fuel fabrication plant.

7.1.7. Especially designed or prepared systems for the conversion of UFg to UF,

EXPLANATORY NOTE

Conversion of UFs to UF, is performed by reduction with hydrogen.

7.1.8. Especially designed or prepared systems for the conversion of UO, to UCl,

EXPLANATORY NOTE

Conversion of UO, to UCI, can be performed by one of two processes. In the first, UO, is
reacted with carbon tetrachloride (CCl,) at approximately 400 °C. In the second, UO; is
reacted at approximately 700 °C in the presence of carbon black (CAS 1333-86-4), carbon
monoxide, and chlorine to yield UClI,.

7.2 Plants for the conversion of plutonium and equipment especially designed or
prepared therefor

INTRODUCTORY NOTE

Plutonium conversion plants and systems perform one or more transformations from one
plutonium chemical species to another, including: conversion of plutonium nitrate to PuO,,
conversion of PuO, to PuF, and conversion of PuF, to plutonium metal. Plutonium
conversion plants are usually associated with reprocessing facilities, but may also be
associated with plutonium fuel fabrication facilities. Many of the key equipment items for
plutonium conversion plants are common to several segments of the chemical process
industry. For example, the types of equipment employed in these processes may include:
furnaces, rotary kilns, fluidized bed reactors, flame tower reactors, liquid centrifuges,
distillation columns and liquid-liquid extraction columns. Hot cells, glove boxes and remote
manipulators may also be required. However, few of the items are available “off the shelf”;
most would be prepared according to the requirements and specifications of the customer.
Particular care in designing for the special radiological, toxicity and criticality hazards
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associated with plutonium is essential. In some instances, special design and construction
considerations are required to address the corrosive properties of some of the chemicals
handled (e.g. HF). Finally, it should be noted that, for all plutonium conversion processes,
items of equipment which individually are not especially designed or prepared for plutonium
conversion can be assembled into systems which are especially designed or prepared for use
in plutonium conversion.

7.2.1 Especially designed or prepared systems for the conversion of plutonium nitrate to
oxide

EXPLANATORY NOTE

The main functions involved in this process are: process feed storage and adjustment,
precipitation and solid/liquor separation, calcination, product handling, ventilation, waste
management, and process control. The process systems are particularly adapted so as to
avoid criticality and radiation effects and to minimize toxicity hazards. In most reprocessing
facilities, this process involves the conversion of plutonium nitrate to plutonium dioxide.
Other processes can involve the precipitation of plutonium oxalate or plutonium peroxide.

7.2.2. Especially designed or prepared systems for plutonium metal production

EXPLANATORY NOTE

This process usually involves the fluorination of plutonium dioxide, normally with highly
corrosive hydrogen fluoride, to produce plutonium fluoride, which is subsequently reduced
using high purity calcium metal to produce metallic plutonium and a calcium fluoride slag.
The main functions involved in this process are fluorination (e.g. involving equipment
fabricated or lined with a precious metal), metal reduction (e.g. employing ceramic
crucibles), slag recovery, product handling, ventilation, waste management and process
control. The process systems are particularly adapted so as to avoid criticality and radiation
effects and to minimize toxicity hazards. Other processes include the fluorination of
plutonium oxalate or plutonium peroxide followed by reduction to metal.
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